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KATA PENGANTAR

Anis Fitriyah
Ketua Keluarga Mahasiswa Pascasarjana (KMP)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tujuan penyusunan proceeding ini adalah sebagai produk akhir dari kegiatan
Graduate Forum yang diselenggarakan pada 29 November 2018 lalu. Kegiatan ini
sebagai upaya Keluarga Mahasiswa Pascasarjana (KMP) 2018/2019 UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta untuk mempertemukan mahasiswa pascasarjana dari berbagai
Universitas di Indonesia. Pertemuan ini sekaligus untuk mempresentasikan karya
tulis terbaru mereka.

Penyusunan proceeding ini sendiri diawali dari proses submit abstrak, review
abstrak, penentuan abstrak yang sesuai, submit full papers, conference, review dan
proses editing yang memakan waktu cukup panjang. Oleh karena itu saya ucapkan
terimakasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan proceeding
ini, teruntuk Aflahal Misbah sebagai ketua panitia Graduate Forum, sie. media dan
Publikasi, Robi Kurniawan, Desthy Umayah Adriani, Silvia Santi, dan Tri Wahyuni, dan
asisten editor, Murida Yunailis, Amigah, Siti Muazaroh, Lukman Nulhakim dan
Nurani Jayanti yang telah bekerja keras dan bertanggung jawab dalam pengolahan
proceeding ini.

Ucapan terimakasih juga saya haturkan kepada dosen-dosen pascasarjana
yang telah membantu proses review abstrak, teruntuk Dr. Nina Mariana Noor, MA.,
Dr. Munirul Ikhwan, Lc, MA., Najib Kailani, S.Fil.l, MA, Ph.D., Dr. Mohammad Yunus,
Lc, MA,, Dr. Sunarwoto, MA,, dan Dr. Suhadi, MA yang sudah bersedia meluangkan
waktunya untuk membantu KMP UIN Sunan Kalijaga dalam menyeleksi 161 abstrak
yang masuk. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada reviewer full paper: Aflahal
Misbah, Silvia Santi, Ahmad Sulaiman dan Ahmad Jamaludin yang telah membantu

dalam proses pemilihan full paper terbaik.
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Saya ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada Prof.
Noorhaidi Hasan, MA, M.Phil, Ph.D., dan seluruh civitas akademika Pascasarjana UIN
Sunan Kalijaga yang telah menfasilitasi kegiatan Graduate Forum dan penyusunan
proceeding, sehingga KMP UIN Sunan Kalijaga mampu melahirkan buku,
sebagaimana yang ada di hadapan teman-teman pembaca ini.

Sedikit membahas, buku ini merupakan sekumpulan artikel dengan tema
utama “Otoritas Keagamaan, Politik, dan Budaya Masyarakat Muslim”, yang
dilatarbelakangi dari pertanyaan sederhana, akankah keaagamaan, politik dan
budaya masyarakat muslim dapat berkembang tanpa otoritas? Dari konstruksi sosial
jawabannya tentu saja tidak, meski agama adalah hak individu antara hamba dengan
tuhan-Nya, kemudian Nabi Muhammad dan al-Quran dipercaya memiliki otoritas
tertinggi dalam Islam, tapi dalam masyarakat sosial praktik keberagamaan
memerlukan adanya aktor-aktor untuk memasarkan agama, yang sering disebut
sebagai tokoh agama, begitu juga politik di dalamnya. Politik juga memerlukan
adanya aktor-aktor dalam hubungan birokrasi, dan ini merupakan sebuah fenomena
sosiologis, terlebih lagi merespon kondisi sosial masyarakat di era millenial seperti
sekarang ini.

Generasi millenial saat ini memiliki kuasa sekaligus tantangan yang cukup
besar sebenarnya, terutama dalam hal membendung informasi di media sosial. Saat
ini agama dipasarkan melalui packaging yang jauh berbeda dengan masa lampau.
fenomena hijrah-fest, dan ustad-ustad yang digandrungi para 'fans’ fanatik sebagai
dampak dari gerakan personal branding yang dilakukan kelompok tertentu dengan
massif misalnya. Kalau boleh jujur, para penggemar lebel ‘syariah’ ini tidak keliru,
karena memang gerakan ini telah menguasai ruang-ruang diskursus millenial, setiap
hari generasi millenial dibombardir kemasan agama dengan framing media yang
apik.

Saya teringat Theory Fallacy, bahwa kesesatan terjadi dalam aktivitas berfikir

karena kesalahan penggunaan bahasa. Saya kemudian berfikir apakah fenomena
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agama dengan ‘new labelling' ini dalam rangka penerapan Theory Fallacy ini. karena
kekeliruan apabila digaungkan secara terus-menerus dengan massif, lambat laun
akan menjadi sebuah kebenaran. Kita baca skema pra-aksi 212 di Monas beberapa
waktu lalu misalnya, framing-nya adalah bela ulama, mengawal fatwa MUI dan isu-
isu sejenis dengan bahasa-bahasa agama, ujungnya adalah mobilisasi massa begitu
banyaknya, dan isu itu digaungkan melalui media sosial melalui gerakan buzzering
besar-besaran.

Saya dalam posisi memperlihatkan realitas atas otoritas millenial dengan dunia
dan hiruk-pikuknya. Atas bacaan realitas semacam itulah maka diperlukan kajian-
kajian yang berkait-paut dengan keagamaan, media, gender, komunikasi, dan
politik. Tema-tema ini penting untuk dikaji dan dibumikan sebagai ‘pisau’ analisis
terhadap arus informasi, termasuk infomasi-informasi keagamaan. Ini penting untuk
dilakukan agar agama, politik, dan gender diletakkan dalam ruang yang semestinya,
tidak kemudian menjadi alat propaganda. Akhirnya, saya ucapkan selamat

membacal!

Yogyakartarta, Februari 2019
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Prolog:

OTORITAS KEAGAMAAN DI ERA POST-TRUTH: Kontestasi, Negosiasi dan

Ruang Publik yang Berubah

Prof. Noorhaidi Hasan, Ph.D

Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Graduate Forum (GF) merupakan agenda tahunan Keluarga Mahasiswa
Pascasarjana (KMP) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun
ini adalah tahun ketiga pelaksanaan kegiatan tersebut. Acara ini diikuti oleh
Mahasiswa dari berbagai kampus Pascasarjana di Indonesia. Berbeda dengan GF
tahun sebelumnya, dalam GF tahun ini panitia amat selektif dalam mereview abstrak
yang masuk, yakni hanya memilih 42 abstrak terbaik dari 161 abstrak dengan proses
review yang panjang dan melibatkan reviewer yang kompeten dan
bertanggungjawab. Selain sebagai ajang tahunan yang diadakan oleh KMP UIN
Sunan Kalijaga, GF hadir sebagai upaya membangun silaturahmi antarmahasiswa
pascasarjana dari berbagai universitas. Dalam GF mereka dapat mempresentasikan
karya tulis terbaru sekaligus merintis jalan untuk bisa mempublikasikan artikel dalam
jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi, atau setidaknya prosiding
terindeks, sebagai prasyarat mengikuti ujian akhir (munagasah).

Oleh karena itulah, sebagai Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, saya tidak punya alasan kecuali mendukung sepenuhnya dan
mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Melalui GF, KMP telah membantu
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga mewujudkan visinya menjadi centre of excellence
terkemuka dalam pengembangan kajian-kajian keislaman lintas dan multidisiplin
berwawasan keindonesiaan, kemoderenan dan kemanusiaan.

Selain karena alasan sebagaimana terangkum di atas, saya menyadari bahwa
memformulasikan gagasan ke dalam tulisan yang sistematis dan theoretically well-

informed bukanlah pekerjaan yang mudah bagi mahasiswa pascasarjana. Apalagi
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ketika mereka dituntut mempresentasikan karya itu di dalam forum-forum akademik
berskala besar. Melalui GF mereka dituntut bukan saja menghasilkan karya tulis
mutakhir tapi sekaligus mempresentasikannya di hadapan sejawat mahasiswa,
dosen, peneliti dan akademisi yang datang dari berbagai kawasan Indonesia. Saya
percaya GF telah menjelma menjadi forum pertukaran ide dan gagasan yang
penting sekaligus wadah dalam mengapresiasi karya mahasiswa pascasarjana.

GF tahun ini mengambil tema besar “Otoritas Keagamaan, Politik, dan
Budaya Masyarakat Muslim”. Beberapa tema pecahan kecil yang menarik untuk
diperhatikan lebih mendalam antara lain: Politik dan Hukum Islam, Gender dalam
Islam, Media dan Komunikasi Keagamaan, dan Otoritas dan Teks-teks Keislaman.
Sub-sub tema ini diangkat karena relasi kuasa dan upaya pemaknaan teks
keagamaan senantiasa membuat kran kontestasi diskursif antarberbagai elemen
kepentingan berlangsung lebih terbuka. Kecenderungan minat politik (political will)
seorang tokoh tentu saja dapat memengaruhi legal paradigm-nya ketika ia
membingkai kaidah-kaidah dalam hukum Islam. Al-Syafi'i, misalnya, sebagai tokoh
sentral dalam tradisi pemikiran hukum Islam, berupaya merumuskan konsep hukum
yang moderat sebagai langkah politik untuk mendamaikan kontestasi metodologis
antara Ahl al-Ra’yi dan Ahl al-Hadits. Kesalehan sosial Imam al-Syafi'i yang
terbangun karena persentuhannya dengan realitas kontekstual pada zamannya
merupakan nomenklatur perlawanan terhadap eksploitasi politik teks-teks
keagamaan (istighlal al-nash al-diniy) yang digagas oleh Ibn Abd Rabbah dan
ideologi kesultanan (al-idiyuldjiyyah al-sulthdniyyah) yang ditumbuhkembangkan
oleh Ibn Al-Mugaffa’. Hal ini mengindikasikan bahwa teks agama yang oral ketika
berubah menjadi teks literal (terbuka dan terbaca) selalu menimbulkna keragaman
penafsiran dan pemaknaan.

Dalam konteks keindonesiaan, hukum Islam klasik kerap dihadapkan dengan
peristiwa-peristiwa politik kontemporer. Masalahnya adalah hukum Islam di

Indonesia dihadirkan bukan sebagai langkah solutif yang kritis melainkan justru
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sebagai model justifikatif untuk membenarkan suatu tindakan sosio-politik tertentu,
sekaligus menyalahkan tindakan sosio-politik yang berseberangan dengannya. Di
era post-truth ini kebenaran telah menjadi komoditas dan berkembang begitu
absurd diwarnai keriuhan orang bersaing memperebutkan kepentingan. Mereka
merekonstruksi kebenaran menurut versi masing-masing. Pada titik ini, progresifitas
hukum Islam akan terkungkung dalam sekat-sekat sektarian. Nah, mampukah kita
menghadirkan kesadaran inklusif tentang bagaimana relasi antara fenomena politik
dan hukum Islam idealnya didialektikakan dalam ruang-ruang publik secara kolektif?

Untuk itu, tema tentang politik dan hukum Islam menjadi bagian penting dari
tema besar yang KMP usung dalam GF. Tema ini merupakan bagian integral yang
tidak bisa dilepaskan ketika berbicara tentang otoritas. Begitu juga ketika berbicara
tentang isu gender dan Islam, perdebatan paradigmatik seputar isu gender dalam
Islam senantiasa menghadirkan gagasan-gagasan yang unik dan menarik untuk
dikaji. Isu yang digulirkan pejuang feminisme terkait problematika gender dalam
Islam merupakan dalil bahwa ada pergerakan dari yang selama ini diposisikan
inferior merangkak ke posisi yang ideal dalam stratifikasi sosial. Gerakan gender
dalam Islam harus dilihat sebagai upaya pembebasan (liberation) bukan sebagai
langkah pemberontakan (rebellion) terhadap apa yang tertera dalam korpus literasi
Islam klasik. Gender yang oleh turdts dimaknai sebagai pembeda (differentiator)
antara laki-laki dan perempuan, baik dalam urusan privat maupun dalam ruang
publik, kini justru hadir sebagai pembela (defender). Wacana gender adalah tentang
diskursus kritis terhadap apa yang selama ini dianggap sudah mapan dan sangat
humanis.

Ketidakutuhan perspektif dalam memandang perbedaan jenis kelamin
berdampak pada diposisikannya perempuan hanya sebagai faktor instrumental
dalam kehidupan. Sebagai diskursus kritis, gender berupaya menghadirkan
kesadaran yang lebih komprehensif, utuh dan menyeluruh. Proses pergerakan

prespektif gender adalah menuju nilai yang sama sebagai manusia, bukan sebagai
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pelengkap kehidupan semata. Jika isu gender di dunia kerap menyasar teks-teks
Islam klasik sebagai area kritik kajiannya, maka di Indonesia, sebagai negara yang
penduduknya mayoritas umat Islam, persoalannya lebih bagaimanakah para
pejuang feminisme melihat problem laten yang menimpa srikandi-srikandi di bumi
Ibu Pertiwi ini?

Realitas yang seperti ini menjadikan isu gender perlu untuk dikaji lebih lanjut
serta diangkat ke permukaan. Ini diperlukan untuk menciptakan equality partnership
dalam berbagai bidang, sebagai salah satu goals yang tercantum dalam SDG's
(Sustainable Development Goals) yang menjadi tanggungjawab semua kalangan,
baik pemerintah, NGO, dan khususnya kalangan akademisi.

Selain masalah politik dan hukum Islam atau gender dalam Islam, isu-isu
kontekstual yang kerapkali muncul ke permukaan sebagai fenomena kritis adalah
tentang media dan komunikasi keagamaan. Media selain menjadi peluang dan
wadah untuk menyebarkan kebenaran, ia juga bisa menjadi bumerang yang
memunculkan malapetaka. Keterbukaan jaringan media sosial meniscayakan siapa
saja untuk ikut andil dalam menentukan dialog-dialog keagamaan ke depan. Bahasa
oral sebagai media klasik untuk saling memahami dan mengenal satu sama lain, kini
telah berkembang menjadi bahasa tulisan yang bisa diakses oleh siapa saja, kapan
saja dan di mana saja. Jika bahasa sebagai media sosial offline hanya memiliki peran
kuadrik antara si pembicara (orator) dan pendengar (audience), kini di zaman
globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa sebagai media sosial online
hadir dengan fungsi matriks yang sangat kompleks. Tema yang sedang didiskusikan
di manca negara, misalnya, bisa kita ikuti secara langsung dari dalam negeri pada
saat yang bersamaan.

Jika tema politik dan hukum Islam didiskusikan oleh orang-orang yang sudah
matang umurnya, tema gender dalam Islam diangkat oleh pejuang feminis yang
rata-rata sudah berpengalaman merasakan asin garam kehidupan, maka tema

media dan komunikasi keagamaan dapat diperbincangkan oleh generasi milenial.
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Yang pertama dan yang kedua lebih berupaya untuk menanggapi dan menyikapi
bagaimana teks-teks keagamaan dimaknai, yang terakhir justru lebih cenderung
pasif pembacaan namun frontal dalam penyampaian. Jika yang pertama dan yang
kedua menjadikan buku sebagai media primer sumber informasi kemudian
mendiskusikannya, yang terakhir cukup dengan ponsel pintar lantas langsung
membagikannya (sharing). Di sini, ketika para pegiat media sosial tidak memiliki
kesadaran kritis dalam dirinya, bukan tidak mungkin, tema-tema keagamaan yang
idealnya didiskusikan justru hadir dengan wajah yang serampangan. Alasan-alasan
ini menjadikan penting mengapa isu media perlu diangkat secara khusus.

Selaian ketiga isu di atas, yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan
terkait isu otoritas, bagaimana fenomena keberlangsungan inklusivitas dan
pluralitas pemaknaan terhadap teks-teks keagamaan bergantung pada kerangka
penafsiran dan model interpretasi yang digunakan. Apa yang terdokumentasikan
dalam sejarah politik maupun ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam merupakan
hasil dari olah nalar penafsir (interpreter) terhadap teks-teks keagamaan (religious
texts) yang tentunya setiap penafsir memiliki latar belakang prakonsepsi yang
berbeda-beda. Perbedaan prakonsepsi inilah yang akan menentukan arah model
penafsiran dalam mengurai makna-makna teks. Proses mengurai kembali makna
awal (al-ta'wil) dapat dipahami sebagai upaya hermeneutis dalam melihat kembali
aspek-aspek sosio-legal-kultural ketika teks-teks keagamaan tersebut dibangun
karena teks-teks keagamaan tidak serta-merta dapat dihadirkan di tengah
kehidupan masyarakat tanpa adanya realita kontekstual yang mengitarinya.

Perkembangan di Indonesia dalam dua dekade terakhir di Indonesia sering
memperlihatkan bagaimana teks-teks keagamaan dihadirkan dengan penafsiran-
penafsiran yang otoritarian sehingga cenderung memarjinalkan sisi-sisi
kemanusiaan. Oleh karena itu, bukan perkara yang absurd jika pasar politik di
Indonesia kerap memakan korban sebagai tumbal dalam meraih kekuasaan.

Persoalan otoritas dalam memaknai teks-teks keagamaan menjadi kabur karena
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tidak ada standar yang jelas tentang siapa yang paling otoritatif berbicara atas nama
Islam; apakah elit politik ataukah kaum agamawan. Keadaan diskursus penafsiran
menjadi semakin nampak berserakan tatkala keduanya tak lagi bisa dipisahkan. Dari
semua isu yang diangkat, penting direnungi apakah kita sebagai insan akademisi
dapat mentradisikan pola pembacaan yang egalitarian? Satu bentuk kegelisahan
akademik yang harus segera diurai bersama untuk dapat menghadirkan penafsiran
yang humanitarian dan terbebas dari karut-marut kepentingan.

Tentu saja ada banyak tema kecil dan menarik selain empat tema yang saya
paparkan sebelumnya. Keunggulan yang patut dicermati dalam kumpulan tulisan
ini adalah para peneliti umumnya menyajikan topik kajian secara lintas dan
multidisiplin sehingga mampu keluar dari batasan-batasan disiplin ilmu yang sering
dipetakan secara ketat.

Akhirnya, saya ucapkan selamat membaca dan mengkritisinya.

Yogyakarta, Desember 2018

Selamat membaca!
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PERGULATAN IDENTITAS DAN NEGOISASI KULTURAL AHMADIYAH DAN
MORMON SEBAGAI KELOMPOK AGAMA MINORITAS DI YOGYAKARTA

Oleh: Aan Arizandy
CRCS UGM, aanrisandi92@agmail.com

Abstrak

Ahmadiyah dan Mormon seringkali dituduh sebagai kelompok
agama minoritas yang menyimpang di Indonesia. Jika Ahmadiyah
dianggap sempalan dari Islam, maka Mormon dinilai sekte sesat dari
Kristen. Uniknya, kedua kelompok agama minoritas ini memiliki beberapa
kedekatan doktrin teologis yang dianggap kontroversial. Ahmadiyah
(Qadian), misalnya, menjadikan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi atau
Al-masih yang dijanjikan, sedangkan Mormon mendaulat Joseph Smith
sebagai Nabi Akhir Zaman. Selain itu Ahmadiyah juga menjadikan
Tazkirah sebagai kitab pedoman hidup di samping Al-Qur'an dan Al-
Hadist, sementara Mormon mengakui Kitab Mormon sebagai pelengkap
Al-Kitab. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kelompok
Ahmadiyah dan Mormon di Yogyakarta sebagai objek kajian. Namun
penelitian ini bukan berfokus pada studi komparasi, melainkan lebih
kepada upaya menelusuri bagaimana kedua kelompok agama minoritas
tersebut melakukan negoisasi kultural untuk mempertahankan eksistensi
dan identitasnya di tengah pluralitas masyarakat Indonesia. Untuk
menguji dan mengetahui sejauh mana negoisasi itu berjalan, penulis
menggunakan pendekatan hybridity and non-exclusive identity
sebagaimana dirumuskan oleh Manuel E Vascues. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa sebagai bagian dari masyarakat global baik
Ahmadiyah maupun Mormon sangatlah terbuka terhadap perubahan
dan tidak se-eksklusif sebagaimana dituduhkan. Adapun wujud dari
negoisasi kultural yang diinisiasi oleh keduanya ialah melalui aksi-aksi
bertajuk sosial-kemanusiaan.

Kata Kunci: Ahmadiyah, Mormon, dan Negoisasi Kultural.

Abstract

Ahmadiyah and Mormonism are frequently accused as the deviant
sects in Indonesia. If Ahmadiyah is regarded as a splinter group of Islam,
Mormonism is a sub-sect of Christianity. Uniquely both communities have
the close theological doctrines that are considered as controversial
teachings. Ahmadiyah (Qadian), for instance, admits Mirza Ghulam
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Ahmad as Prophet, while Mormonism argues that Joseph Smith is the last
Prophet. In addition, for Ahmadiyah, Tazdkirah is the main guideline after
Al-Qur'an and Al-Hadith, and Mormon Book is scripture to complete the
holy Bible for Mormonism. This research is qualitative research with
Ahmadiyah and Mormonism Groups in Yogyakarta as the object of
research. However, this research basically does not focus on comparative
study, but it is more the efforts to examine how both groups conduct
cultural negotiation to sustain their existence and identity in middle of
Indonesian pluralistic society. To examine and know how further the
process of cultural negotiation takes place, researcher makes use of
hybridity and non-exclusive identity approach as formulated by Manuel E
Vascues. The result of this research shows that as part of global society
both groups are readily open to face the change of globalization. They
are not as exclusive as commonly charged. Then, the shape of cultural
negotiation is implemented by both groups through the set of social-
humanitarian activities.

Keyword: Ahmadiyah, Mormon, and Cultural Negotiation.

A. PENDAHULUAN

Perubahan masif yang ditimbulkan oleh globalisasi membuat kelompok-
kelompok keagamaan dituntut untuk merumuskan kembali identitasnya agar
selaras dengan dinamika zaman. Ahmadiyah dan Mormon sebagai kelompok agama
minoritas yang kerap mendapat perlakuan diskriminatif juga terus melakukan
serangkaian upaya kultural untuk bernegoisasi dengan keadaan. Sebagai kelompok
agama transnasional, Ahmadiyah dan Mormon tentu terus berupaya melakukan
akulturasi dengan masyarakat lokal. Dalam proses akulturasi itu benturan
pemahaman baik secara teologis maupun kultural kerapkali tidak bisa dihindarkan.

Akibatnya kelompok minoritas seringkali menjadi pihak yang rentan tersingkirkan.

Dalam sejarah perkembangannya, Ahmadiyah memang lebih dahulu masuk dan
berkembang di Indonesia dibandingkan Mormon. Terdapat banyak versi ihwal
kapan tepatnya Ahmadiyah masuk ke Indonesia. Namun yang jelas baik Ahmadiyah

Lahore yang masuk tahun 1924 dan Ahmadiyah Qadian setahun berikutnya 1925
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mengalami kondisi yang sama yakni pada saat kondisi politik, sosial, dan ekonomi
Indonesia dalam keadaan tidak menentu akibat cengkraman kolonial Belanda.
Kedua aliran Ahmadiyah itu juga diperkenalkan di tengah maraknya pergerakan
nasional yang konfrotatif dengan pemerintahan kolonial. Sikap Ahmadiyah yang
cendrung akomodatif terhadap siapapun yang berkuasa, membuat pemerintah

kolonial pada saat itu tidak menganggapnya sebagai sebuah ancaman serius.

Kendati demikian, secara teologis ajaran-ajaran pokok Ahmadiyah di masa awal-
awal perkembangannya marak mendapat kecaman dan reaksi keras dari para tokoh
agama lokal. Debat terbuka sering digelar di depan khalayak ramai menyoal ajaran-
ajaran Ahmadiyah yang dinilai cacat secara akidah. Tidak kurang ulama-ulama tenar
sekaliber Abdullah Karim Amrullah dari Padang Sumatera Barat dan Ahmad Hassan
dari Bandung Jawa Barat mengajak para mubaligh Ahmadiyah untuk berdebat
secara terbuka. Hal ini dikarenakan ajaran-ajaran Ahmadiyah dianggap kontroversial
yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ajaran seperti status Mirza Ghulam
Ahmad sebagai nabi setelah nabi Muhammad dan Kitab Tazkirah sebagai rujukan
wajib setelah Al-Qur’'an dinilai meresahkan masyarakat. Namun sekalipun terdapat
pertentangan hebat, para mubaligh dan jemaat Ahmadiyah pada masa pra-
kemerdekaan tidaklah mengalami persekusi langsung baik secara materi maupun

fisik sebagaimana marak terjadi beberapa dasawarsa terakhir.

Sementara Mormon mulai menyebarkan misi ajarannya pada tahun 1970-an.
Jemaat Mormon mengidentifikasi Gereja mereka sebagai Gereja Yesus Kristus
Orang-Orang Zaman Akhir atau Church Of Jesus Christ of Latter-Day Saints yang
disingkat LDS. Pada umumnya Gereja Mormon di Indonesia berbeda dengan gereja-
gereja kelompok lain yang kebanyakan merupakan warisan pemerintah kolonial
Belanda. Corak Gereja Mormon justru diarsiteki langsung oleh misionaris dari
Amerika. Bagi Jemaat Mormon, Amerika memang merupakan “tanah suci” tempat
kelahiran gereja mereka. Maka tidak mengherankan ketika memasuki gereja-gereja

Mormon terasa sekali budaya atau corak khas Amerika di dalamnya. Nuansa khas
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Amerika itu juga terlihat dari cara berpakaian para misionaris yang sangat formal
dengan memakai kemeja putih, celana hitam, dan dasi. Sapaan antara mereka dan
jemaat pun terkesan modern dengan sebutan elder, sister, dan brother’. Hal ini
setidaknya membuktikan bahwa Jemaat Mormon tetap berupaya mempertahankan

identitasnya.

Sama halnya dengan Ahmadiyah yang dituduh menyebarkan paham
menyimpang, Mormon juga tidak lepas dari kontroversi. Relasi teologis antara
Tuhan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, kenabian Joseph Smith, serta kedudukan Kitab
Mormon, misalnya, menjadi sumber ketegangan dalam dunia Kristen. Terkait konsep
Trinitas, misalnya, secara umum umat Kristiani memandangnya sebagai tiga pribadi
yang tidak terpisahkan. Sementara kelompok Mormon justru berpandangan
sebaliknya dengan berpendapat konsep Trinitas merupakan tiga pribadi yang
benar-benar terpisah. Posisi Kitab Mormon sebagai pelengkap Al-Kitab juga tidak
luput dari gugatan. Umat Kristiani umumnya tidak mengakui kitab suci apapun di
luar Al-Kitab dan menolak untuk disetarakan kesuciannya. Atas dasar perbedaan

pandangan itulah Jemaat Mormon tidak diakui dan dikucilkan eksitensinya.

Melihat dinamika keberagamaan di Indonesia dewasa ini, tantangan yang
dihadapi kelompok keberagamaan minoritas seperti Ahmadiyah dan Mormon tentu
tidaklah ringan. Hal tersebut setidaknya telah terbukti, khususnya pada Jemaat
Ahmadiyah. Penolakan beragam kegiatan, perusakan tempat ibadah, hingga
bentrok yang berujung kematian merupakan bukti-bukti nyata betapa kuatnya
pertentangan di masyarakat. Apalagi aksi-aksi kekerasan tersebut seolah mendapat
legitimasi setelah dikeluarkannya fatwa sesat Ahmadiyah oleh Majelis Ulama
Indonesia (MUI) sejak tahun 1980 dan dipertegas kembali pada tahun 2005.
Sedangkan untuk Mormon perlakuan diskriminatif memang tidaklah sekeras

Ahmadiyah, namun adanya regulasi yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan

T Abedneju Gabriel, American Sytle Mormon van Jogja: Pendisiplinan Tubuh sebagai Ekspresi
Religiusitas: Retorik (Jurnal Ilmu Humaniora), 2017, him 285
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penyiaran agama ternyata juga membatasi ruang gerak missionaris Mormon untuk

menebarkan misi sucinya di Indonesia.

Keadaan demikian jelas tidak memungkinkan bagi kedua kelompok
keberagamaan minoritas tersebut untuk memaksakan doktrin-doktrin ajaran
teologisnya secara terang-terangan. Stigma “sesat” yang sudah terlajur dilekatkan
itu mau tidak mau memaksa kedua kelompok tersebut harus berkompromi dengan
keadaan. Keadaan ini pula menuntut keduanya untuk berupaya mencari strategi
agar kehadiran mereka dapat diterima tanpa harus menanggalkan identitas dan
ajaran yang diyakininya. Jika strategi struktrul hampir mustahil ditempuh, maka
strategi kultural lebi menjanjikan untuk dilakukan agar eksistensi keduanya tetap
relevan. Karenanya fokus pertanyaan penelitian ini ialah bagaimana Ahmadiyah dan
Mormon sebagai kelompok agama minoritas melakukan negoisasi kultural guna

mempertahankan identitasnya?

Karena terdapat dua aliran dalam Ahmadiyah yakni Ahmadiyah Qadian atau lebih
dikenal dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAl) dan Ahmadiyah Lahore atau
Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAIl), maka penulis membatasi hanya pada
Ahmadiyah aliran Qadian atau JAI saja. Hal ini mengingat Ahmadiyah Aliran Qadian
atau JAI lebih memiliki kedekatan ajaran dengan kelompok Mormon. Adapun
mengenai lokasi penelitian ini ialah kelompok Ahmadiyah dan komunitas Mormon
di Yogyakarta. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan
“Hibridity dan Non-exclusive Identity”. Menurut Manuel C Vascues globalisasi yang
sarat dengan keterhubungan (interconnectedness) memungkinkan orang yang
memiliki beragam latar belakang bersedia untuk membuka diri dan menerima
identitas yang berbeda®. Karenanya pendekatan ini berguna untuk melihat dan

memahami bagaimana Ahmadiyah dan Mormon sebagai kelompok agama

2 Manuel C Vascues, Globalizing The Sacred, United Stated, Rutgers University Press, 2003, him 58
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minoritas di Yogyakarta melakukan negoisasi kultural demi memperteguh

identitasnya.

B. PEMBAHASAN

1. Sejarah Ahmadiyah dan Mormon di Indonesia

Ahmadiyah merupakan gerakan keagamaan yang lahir pada abad ke-19 di India
dengan Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) didapuk sebagai pendirinya. Konsep
pembaruan yang ditawarkan Mirza Ghulam Ahmad ialah lebih menekankan pada
persoalan-persoalan teologis. lde pembaruan itu muncul sebagai wujud
keprihatinannya terhadap krisis yang melanda umat Islam saat itu. Ide pembaruan
juga kian digiatkan mengingat gencarnya serangan Hindu yang dimotori oleh kaum
Arya Samaj dan kelompok missionaris Kristen. Pada mulanya kegelisahan Mirza
Ghulam Ahmad itu disambut positif oleh masyarakat. Namun setelah ia mengaku
mendapatkan wahyu dari Tuhan masyarakat pun lantas berbalik memusuhinya.?

Meski begitu, Ahmadiyah sebagai gerakan terus berkembang. Sikap kooperatifnya

terhadap pemerintahan Inggris semakin memperkuat posisinya.

Secara politis sikap kooperatif tersebut menguntungkan Ahmadiyah untuk
menyebarkan ajarannya secara bebas. Bahkan pasca wafatnya Mirza Ghulam
Ahmad, yang kemudian digantikan oleh Maulwi Hakim Nurrudin sebagai khalifah
pertama, Ahmadiyah mengalami kemajuan pesat dan mulai dikenal luas di belahan
dunia lainnya. Namun, pasca wafatnya Maulwi Hakim Nurrudin pada 30 Mei 1908
benih-benih perpecahan di tubuh Ahmadiyah tidak dapat dihindarkan. Perselisihan
itu disebabkan oleh perbedaan beberapa pandangan krusial mengenai suksesi
pergantian khalifah, iman kepada Mirza Ghulam Ahmad, dan konsep kenabian.
Persoalan kenabian Mirza Ghulam Ahmad, misalnya, terdapat dua pendapat yang

saling bertolak belakang. Golongan pertama meyakini bahwa kenabian tetap

3 Iskandar Zulkarnain, Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, Yogyakarta: LKIS, 2006, him 11
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terbuka sesudah Rosullulah  Muhammad SAW. Sedangkan pendapat kedua
berpandangan setelah Nabi Muhammad pintu Nubuwwat sudah tertutup dan Mirza

Ghulam Ahmad bukanlah nabi melainkan hanya sebagai mujaddid (pembaru).

Perbedaan pandangan di internal Ahmadiyah itu akhirnya berdampak kepada
perpecahan Ahmadiyah menjadi dua golongan. Golongan pertama dikenal dengan
Ahmadiyah Qadian yang meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi "yang
tidak membawa syariat” yang ajaranya wajib dipatuhi. Golongan ini dipimpin oleh
Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad. Sementara golongan kedua menamakan dirinya
Ahmadiyah Anjuman Isha‘at Islam atau lebih dikenal sebagai Ahmadiyah Lahore
yang meyakini bahwa pintu kenabian sudah tertutup setelah Nabi Muhammad
sehingga posisi Mirza Ghulam Ahmad bukanlah nabi, tetapi hanya seorang pembaru
(mujaddid). Kelompok yang dipimpin oleh Maulana Muhammad Ali dan Kwaja
Kamaluddin ini juga tidak mengkafirkan orang yang tidak mengimani kenabian
Mirza Ghulam. Namun, menurut Syafii R Batuah, perpecahan itu sebenarnya lebih
dikarenakan alasan politis di mana terbentuknya Ahmadiyah aliran Lahore ialah
wujud kekecewaan Maulana Muhammad Ali yang gagal menduduki kursi

kekhalifahan.*

Berkenaan dengan penyebaran Ahmadiyah di Indonesia, Iskandar Zulkarnain
menyatakan bahwa kedatangan Ahmadiyah di Indonesia didahului oleh kisah
keberangkatan dua orang pemuda ke India yaitu Abu Bakar Ayyub dan Ahmad
Nurrudin. Keduanya merupakan lulusan dari perguruan Sumatra Thawalib pimpinan
H. Abdul Karim Amrullah di Padang Panjang. Pertemuan-pertemuan intensif dalam
komunitas Ahmadiyah di India akhirnya memberanikan diri untuk meminta Khalifah
Il Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad berkunjung ke Indonesia. Sebagai tindak
lanjut dari permohonan itu, sang Khalifah mengutus Maulana Rahmat Ali untuk

bertugas di Indonesia pada tahun 1924°. Maulana Rahmat Ali memulai misi

4 |skandar Zulkarnain, Ibid, him 73
5> Iskandar Zulkarnain, Ibid, him. 172
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dakwahnya di Tapak Tuan dan Padang Sumetera Barat. Kehadiran Maulana Rahmat
Ali, terutama di Padang memperoleh perlawanan keras dari tokoh-tokoh agama
lokal karena ajaran Ahmadiyah dianggap keluar dari koridor keumuman ajaran
Islam. Meski begitu, pada awal perkembangannya di Indonesia Ahmadiyah kurang

lebih telah memiliki 15 anggota.

Sementara itu, di Jawa Ahmadiyah Lahore telah lebih dulu dikenal ketimbang
Ahmadiyah Qadian. Pergerakan Ahmadiyah Lahore di Jawa diinisiasi oleh dua
mubaligh asal Hindustan, Maulana Ahmad dan Mirza Wali Ahmad Baig. Muncul
dugaan bahwa kedua mubaligh tersebut secara khusus memang sengaja dikirim ke
Indonesia untuk tidak semata-mata menyebarkan paham Ahmadiyah, tetapi juga
berupaya menangkal arus kristenisasi yang semakin masif. Awal mula
kemunculannya, Ahmadiyah Lahore mampu menjalin hubungan harmonis dengan
Muhammadiyah di Yogyakarta. Sosok Mirza Wali Ahmad Baiq yang mampu
mengemas doktrin Islam secara modern dan mahir berbahasa Inggris menjadi
magnet tersendiri terutama bagi anak-anak muda. Namun Muhammadiyah mulai
menjaga jarak dengan Ahmadiyah setelah kemudian diketahui bahwa pandangan
yang dibawa Ahmadiyah dinilai bersimpang jalan dengan Muhammadiyah terutama
terkait konsep kewahyuan dan kenabian. Kendati demikian, Ahmadiyah bisa

dikatakan mampu menarik simpati pada awal kemunculannya di Indonesia.

Sedangkan Mormon lahir dan berkembang di Amerika pada tahun 1830. Nama
“Mormon” sendiri tidaklah diambil dari pendirinya Joseph Smith. Nama “Mormon”
malah sering dilekatkan pada “Kitab Mormon”, kitab suci yang diakui di samping Al-
Kitab. Padahal jemaat Mormon tidak mengindentifikasi diri mereka dengan nama
“Mormon”, melainkan menyebutnya sebagai Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Gereja
Mormon juga dikenal dengan sebutan Gereja Yesus Kristus Orang-Orang Suci
Zaman Akhir atau Church Of Jesus Christ of Latter-Day Saints yang disingkat LDS.
Namun karena nama Mormon lebih familiar di Indonesia, maka secara umum orang

lebih mengenalnya dengan sebutan “Mormon” ketimbang “Orang-orang Suci
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Zaman Akhir”. Rodney Stark mengatakan bahwa Mormon merupakan salah satu
kelompok keagamaan yang sangat cepat berkembang di abad ke-20. Bahkan ia

memprediksi Mormon akan menjadi agama global di masa depan®.

Menurut Stark salah satu penunjang kesuksesan Mormon itu ialah ajarannya
yang rasional dan pelayanananya yang total sehingga bisa menarik simpati banyak
orang’. Namun secara sosiologis kelahiran Mormon sebenarnya tidak bisa
dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat Amerika saat itu. Joseph Smith menaruh
perhatian pada kehidupan masyarakat yang amoral dan melupakan Al-Kitab dalam
kehidupan. Sebab itu Joseph Smith yang mengaku telah mendapat wahyu dari
Tuhan merasa terpanggil untuk memperbaiki kerusakan moral tersebut dan
mengajak kembali ke jalan Yesus Kristus. Karenanya salah satu misi Joseph Smith
ialah memulihkan Gereja Orang-Orang Zaman Akhir. Dauglas J Davies menunjukkan
meski Joseph Smith telah wafat pada 1844 penganut Mormon terus mengalami
peningkatan dari 500 ribu pada 1919 menjadi 8 juta pada 1991 dan meningkat
menjadi 11 juta pada tahun 20028

Mormonisme mulai masuk ke Indonesia melalui enam missionarisnya pada
tahun 1970-an di Bandung. Kelompok Mormon di Indonesia juga dikenal dengan
sebutan Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir (OSZA). Gereja
Yesus Kristus OSZA pertama kali masuk sebagai yayasan pada tahun 1969 dan belum
terbentuk secara resmi hingga tahun 1975. Izin resmi sebagai organisasi keagamaan
baru didapat pada tanggal 11 Agustus 1970. Barulah pada tahun 1987 secara resmi
Gereja Yesus Kristus OSZA berbadan hukum dan diakui oleh pemerintah. Sedangkan
Gereja Mormon masuk ke Yogyakarta sekitar tahun 1971-an. Secara geografis
Gereja Mormon di Yogyakarta terletak di Jalan Dipenogoro, Bumijo, Jetis, kota

Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta. Semua pengurus Gereja Mormon tidaklah

® Rodney Stark, The Rise of Mormonism, United States: Columbia University Press, 2005, him. 11

" Rodney Strak, Ibid, him 3

8 Dauglas J Davies, An Introduction to Mormonism, United States: Cambridge University Press, 2003,
him. 8
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dibayar. Lama masa kepengurusan gereja biasanya dijalankan selama lima tahun.
Rutinitas Gereja ini dijalankan seperti Gereja pada umumnya dengan mengadakan
pelayanan jemaat setiap hari Minggu. Kendati demikian, perkembangan Gereja

Mormon di Indonesia tidaklah sepesat di Amerika sebagai tempat asalnya.

Salah seorang Elder bernama Simanjuntak yang bertugas di Gereja Mormon
Yogyakarta mengatakan bahwa faktor penghambat penyebaran misi Gereja
Mormon ialah karena regulasi yang membatasi ruang gerak misionaris®. Selain itu
stigma negatif terhadap Geraja Mormon yang kerap dituding sesat dan melenceng
dari ajaran Kristen yang benar juga turut menghambat perkembangan Mormon di
Indonesia. Kelompok Mormon mulai terlihat perkembangannya pasca tumbangnya
Orde Baru. Pasca Reformasi akses kelompok Mormon untuk menunjukkan
identitasnya semakin terbuka setelah kala itu Presiden Abdurrahman Wahid
mengundang Presiden Gereja Mormon, Gordon B Hinckley berkunjung ke
Indonesia. Dari sinilah berkah pertemuan itu menjadi tonggak kegiatan misi

kelompok Mormon yang mulai terbuka secara luas di Indonesia.

Hal tersebut terbukti bahwa dari data yang terhimpun pada tahun 2000 telah
ada sekitar 18 Gereja Mormon dengan 23 cabang di bawah 3 distrik. Sebagian besar
cabang berada di pulau Jawa, satu cabang di Medan, dan satu cabang di Sulawesi
dan Manado'?. Sama halnya dengan Ahmadiyah, kelompok Mormon juga dianggap
sebagai sekte menyimpang dari kelompok Kristen arus utama. Hal ini dikarenakan
beberapa ajaran utama Mormon dinilai bertolak belakang dengan doktrin inti
Kristen pada umumnya. Kelompok Mormon meyakini bahwa keberadaan Gereja
Yesus Kristus Orang-Orang Zaman Akhir (OSZA) adalah sebagai bentuk pemurnian
atau pemulihan (purification) untuk mengembalikan Injil Yesus Kristus. Namun yang

dimaksud gerakan pemurnian Injil Yesus Kristus di sini bukan berarti hendak

® Wawancara pada tanggal 18 September 2018 dengan Elder Simanjuntak.
19 Harry Bawono, dkk, Menjadi Misionaris: Sosialisasi-Komitmen Agama Elder dan Sister
Mormon_Gereja Yesus Kristus, Jurnal Sosiologi: Dialektika Masyarakat, Vol. 1 No. 1, 2017, him 93
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mengubah atau mengganti Injil secara total, melainkan lebih dimaksudkan sebagai

penyempurnaan ajaran yang ada di Gereja sebelumnya .

2. Kedekatan Ajaran antara Ahmadiyah dan Mormon

Baik Ahmadiyah maupun Mormon memiliki beberapa ajaran pokok yang identik
satu sama lain. Doktrin kedua kelompok tersebut sama-sama bertumpu pada
konsep kenabian dan wahyu. Di dalam internal Ahmadiyah sendiri terdapat dua
pendapat mengenai kedudukan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Menurut
Ahmadiyah Qadian risalah kenabian tidak berhenti setelah nabi Muhammad. Nabi-
nabi yang diutus setelah Nabi Muhammad disebut sebagai “nabi Buruzi” yaitu nabi
yang tidak membawa syariat. Atas dasar inilah Ahmadiyah Qadian menganggap
Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi yang wajib ditaati. Sedangkan dalam
pandangan Ahmadiyah Lahore tidak ada lagi nabi yang diutus Allah setelah nabi

Muhammad.

Oleh karena itu, bagi Ahmadiyah Lahore, kedudukan Mirza Ghulam Ahmad
bukanlah nabi, melainkan hanya seseorang mujaddid. Sedangkan dalam tradisi
Mormon, Joseph Smith dianggap nabi utusan Tuhan khusus untuk orang-orang
zaman akhir. la diyakini sebagai pelanjut risalah kenabian yang telah ada
sebelumnya yakni Nabi Mormon dan Moroni pada tahun 310 dan 385 SM. Hal itu
diakui setelah ia mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa di mana ia
berjumpa dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus yang memerintahkannya untuk
memulihkan Gereja Yesus Kristus di bumi. la telah diberi kuasa oleh Tuhan untuk
mendirikan Gereja Yesus Kristus. Sama halnya dengan Ahmadiyah (Qadian), bagi
Jemaat Mormon estafet kenabian tetap masih berlanjut sekalipun Joseph Smith

telah wafat.

Sebagai nabi utusan Tuhan, Joseph Smith juga diyakini menerima wahyu.

Wahyu-wahyu yang diterimanya itu kemudian terkumpul dalam Kitab Mormon yang
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berisi ajaran-ajaran mulia Yesus Kristus. Smith menyatakan bahwa ia mendapat
petunjuk untuk menemukan kitab suci yang ditulis di lempengan-lempengan emas
yang terkubur di sebuah bukit. Malaikat Moroni kemudian menuntunnya untuk
menemukan lokasi kitab tersebut dan memintanya untuk menerjemahkannya ke
dalam bahasa Inggris agar mudah dipahami. Kitab Mormon berisi sejumlah ajaran
tentang peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa, penebusan dosa, dan pesan
perdamaian. Peristiwa penting lain yang tersaji dalam Kitab Mormon ialah mengenai
kedatangan Yesus Kristus di Amerika. Bagi jemaat Mormon kehadiran Kitab Mormon
bukan berarti menggantikan Al-Kitab sebagai kitab suci. Kedudukan Kitab Mormon

hanyalah pelengkap ajaran Al-Kitab.

Sedangkan Ahmadiyah juga mengakui kitab Tazkirah sebagai kitab yang diyakini
di luar Al-Qur'an dan Al-Hadist. Kitab Tazkirah dipercaya oleh kalangan Ahmadiyah
sebagai rangkuman perjalanan spiritual Mirza Ghulam Ahmad. Kitab Tazkirah
sebenarnya kumpulan dari beberapa kitab yang ditulis oleh Mirza Ghulam Ahmad.
Karena semula keadaannya yang terpisah, khalifah kedua Mirza Basyiruddin
Mahmud Ahmad berupaya menghimpunnya. Namun upaya tersebut belumlah
sempurna. Barulah khalifah ketiga Hadrat Nasir Ahmad menyempurnakannya
menjadi kitab Tazkirah yang digunakan oleh kelompok Ahmadiyah hingga sekarang.
Bagi kaum Ahmadi kitab Tazkirah tidaklah menggantikan kedudukan Al-Qur‘an.
Kendati begitu, kitab Tazkirah kerap menjadi polemik karena dituduh menggantikan

posisi Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam.

3. Bentuk Negoisasi Kultural

Sebagai kelompok agama transnasional, Ahmadiyah dan Mormon tentu
membawa budaya dan identitanya masing-masing. Ketika berjumpa dengan
komunitas lokal, keduanya dihadapkan dengan persoalan serupa yakni bagaimana

melebur dengan komunitas setempat tanpa harus menghilangkan identitas asal.
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Melakukan negoisasi kultural merupakan salah satu strategi agar kehadiran kedua
dapat diterima. Proses negoisasi itu tidaklah terjadi secara tiba-tiba. Tarik menarik
antara identitas asal dengan budaya lokal acapkali sulit terhindarkan. Gereja
Mormon yang khas dengan nilai-nilai Amerika tentu tidak sepenuhnya dapat
diterima dan diterapkan di Gereja Mormon Yogyakarta di mana kebanyakan
jemaatnya adalah masyarakat lokal. Begitu pula halnya dengan Ahmadiyah yang
ajaran-ajarannya dinilai kontroversial dan melenceng dari doktrin Islam arus utama.
Sebagai konsekuensinya, kedua kelompok agama minoritas tersebut dikucilkan dan
kerap  menerima perlakuan diskriminatif. Keadaan demikian pada akhirnya
menuntut keduanya untuk mencari strategi agar bisa mengurangi resistensi dari

masyarakat luas.

Baik Jemaat Ahmadiyah maupun Mormon sepenuhnya tentu menyadari bahwa
memaksakan budaya dan ajaran dominan mereka bukan saja dapat memicu konflik,
melaikan juga akan memperburuk citra keduanya. Apalagi berdasarkan hasil
wawancara dengan mubaligh Ahmadiyah di Yogyakarta yang mengakui bahwa
pasca penetapan fatwa haram tahun 2005 dan pelbagai persekusi di tahun-tahun
berikutnya semakin menyadarkan jemaat Ahmadiyah bahwa membangun
hubungan harmonis tidak selalu harus ditempuh melalui jalur-jalur teologis,
melainkan juga bisa lewat cara melakukan aksi-aksi sosial kemanusiaan yang

bermanfaat bagi banyak orang.

Karenanya, jika menimbang negoisasi teologis dan struktural sulit dicapai, maka
pilihan melakukan negoisasi secara kultural dirasa tepat untuk berkompromi dengan
lingkungan. Salah satu bentuk strategi kultural itu biasanya ditransmisikan oleh
Ahmadiyah dan Mormon melalui serangkaian kegiatan sosial-kemanusiaan. Upaya
tersebut selain sebagai bagian dari eskpresi ajaran keagamaan, juga sebagai sarana
pembuktian bahwa kedua kelompok tersebut terbuka dan tidaklah eksklusif.
Sebagai bagian dari masyarakat, mereka membuka diri dan berupaya menjalin relasi

sosial dengan siapapun melalui kegiatan-kegiatan aksi sosial-kemanusiaan.
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4. Konsep Khidmat Khalqg Ahmadiyah

Kegiatan sosial-kemanusiaan yang digiatkan oleh Ahmadiyah dan Mormon,
seperti telah disinggung sebelumnya, selain memang sebagai wujud ketaatan
menjalankan perintah agama, juga merupakan bagian dari negoisasi kultural untuk
mengurangi stigma negatif selama ini. Sekalipun demikian, visi kemanusiaan dalam
tradisi Ahmadiyah sebenarnya telah menjadi bagian dari ajaran apa yang disebut
sebagai "Khidmat Khalaq". Prinsip ajaran ini selaras dengan surat Al-Anbiya ayat 107

di mana Allah mengatakan:

“Kami tidak mengutusmu, wahai Muhammad, kecuali sebagai perwujudan

kasih sayang yang menyeluruh untuk semesta alam”

Sebagaimana tergambar dalam ayat tersebut, Nabi Muhammad selain
berkedudukan sebagai penyempurna risalah kenabian, juga mengemban misi untuk
senantiasa menebar kasih sayang kepada seluruh manusia dan alam. Bagi Jemaat
Ahmadiyah, ajaran welas asih tersebut juga dikembangkan oleh Mirza Ghulam

Ahmad, sebagaimana termaktub dalam Barahini Ahmadiyah yang menyatakan:

“Tujuanku, kedambaanku, dan hasrat hatiku yang terdalam adalah
mengkhidmati manusia dan prinsip yang kita pegang adalah bahwa kita

memiliki kebaikan yang tulus untuk seluruh umat manusia'’.

Visi pengkhidmatan pada kemanusiaan yang diuraikan oleh pendiri
Ahmadiyah tersebut terus lanjutkan oleh para khalifah berikutnya dengan corak dan
pengembangan yang berbeda-beda sesuai dengan konteks zaman. Khalifah |,

Hakim Nuruddin, misalnya, membumikan konsep khidmat khalag dengan

" Wiwin S Aminah Rohmawati, Dari Donor Darah ke Clean the City (dalam Jemaat Ahmadiyah
Indonesia), Yogyakarta: ISAls dan Cantrik Pustaka, 2018, him 149
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menggalang pengobatan gratis untuk masyarakat miskin. Sementara Khalifah Il
Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad merumuskan konsep candah sebagai sumber
keuangan jemaat dengan mengumpulkan dana sebesar 1/16 dari penghasilan
masing-masing anggota. Dana yang terkumpul dialokasikan untuk membiayai
semua keperluan dakwah Ahmadiyah. Prinsip Khidmat Khalaq juga dipertegas oleh
Khalifah Ill, Mirza Nasir Ahmad dengan menggaungkan slogan terkenal “Love for all
and hatred for none”. Slogan ini menjadi pijakan bagi jemaat Ahmadiyah untuk selalu
menebar kasih dan damai. Visi kemanusiaan ini terus dikuatkan oleh Khalifah 1V
Mirza Tahir Ahmad dengan mencetuskan konsep Humanity First yang menegaskan

komitmen Ahmadiyah kepada kemanusiaan'?.

Tradisi membaktikan diri pada kemanusiaan itu terus dipraktikkan oleh Jemaat
Ahmadiyah seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia hingga kini. Secara rutin,
misalnya, jemaat Ahmadiyah menginisiasi gerakan Clean the City pada tahun 2015.
Kegiatan sosial ini merupakan agenda tahunan yang diadakan setiap tanggal 1
Januari. Gerakan ini berangkat dari kepedulian akan kebersihan pasca perayaan
malam tahun baru. Waktu kegiatan bersih-bersih massal ini dimulai dari jam 5 pagi
hingga selesai antara pukul 08-10 pagi. Pada tahun pertama gerakan ini sukses
dilaksanakan secara serentak di tiga kota yakni Jakarta, Bandung, dan Garut dan
terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2018 ini saja gerakan
Clean the City berhasil diselenggarakan di 50 kota. Gerakan ini juga melibatkan
organisasi keagamaan dan kemasyarakatan lainnya juga mencakup masyarakat luas

lintas etnis dan golongan.

Jemaat Ahmadiyah juga aktif mempromosikan Gerakan Donor Darah. Kegiatan
ini sudah sejak lama dilaksanakan. Namun agar lebih terorganisir, pada tahun 2016
Jemaat Ahmadiyah membentuk Gerakan Donor Darah Nasional (GDDN). Kegiatan

donor darah ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia setiap tiga bulan sekali.

2 Wiwin S Aminah Rohmawati, /bid, him 150-151
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Bahkan pada tahun 2018 Jemaat Ahmadiyah sukses menyelenggarakan aksi Donor
Darah Spesial Ramadhan di 50 kota seluruh Indonesia. Pada tahun yang sama
Jemaat Ahmadiyah juga melucurkan aplikasi “GiveBlood” yang mampu
menghubungkan pendonor dengan yang membutuhkan darah secara cepat. Selain
itu, orang-orang yang memerlukan darah juga dapat terhubung dengan Palang
Merah Indonesia (PMI) terdekat yang menyediakan stok darah dengan golongan
tertentu. Gerakan Donor Darah ini merupakan wujud nyata pengabdian Jemaat

Ahmadiyah untuk membantu sesama.

Selain itu Jemaat Ahmadiyah juga melaksanakan aksi sosial yang jarang
dilakukan oleh organisasi-organisasi keagamaan lain yakni Gerakan Donor Mata
(GDM). Gerakan ini sudah dimulai sejak tahun 1985. Pada saat itu hanya dalam waktu
tiga bulan terdapat sekitar 1000 orang yang mendaftarkan diri sebagai calon
pendonor. Atas raihan ini, Materi Sosial saat itu Nani Soedarsono menyatakan
bahwa Ahmadiyah adalah organisasi pertama yang memiliki jumlah calon pendonor
terbesar di Indonesia. bahkan pada 22 Juli 2017 lalu, Jemaat Ahmadiyah
memperoleh rekor MURI sebagai pendonor mata terbanyak di Indonesia bahkan
dunia yang saat itu tercatat sebanyak 6.800 pendonor. Angka itu bertambah menjadi
15.000 calon pendonor mata pada tahun 2018. Sebuah angka yang tidak sedikit
jumlahnya bagi kelompok agama minoritas seperti Ahmadiyah. Sebab bagi jemaat
Ahmadiyah, mata adalah bagian dari kehidupan dan merupakan sebuah

kebahagiaan mampu membantu memberikan “kehidupan” kepada orang lain'>.

Dalam melakukan aksi-aksi kemanusiaannya, tidak jarang kerap ditemui batu
hambatan. Label “sesat” yang sudah terlanjur dilekatkan pada Ahmadiyah menjadi
faktor utama mengapa penolakan kerapkali terjadi. Apalagi streotif itu semakin
mengental setelah dikeluarkannya fatwa sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Fatwa

seakan menjadi standardisasi sekaligus legitimasi untuk mengutuk keberadaan

13 Ibid, him 159
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Ahmadiyah. Dalam hal ini fatwa sesat tersebut tentu berpengaruh besar terhadap
pandangan umum terhadap Ahmadiyah. Bibit-bibit curiga, anti-pati, dan kebencian
semakin mengakar kuat dalam paradigma masyarakat meskipun secara umum
mereka tidak tahu bagaimana ajaran Ahmadiyah itu sesugguhnya. Kebijakan
tersebut pada akhirnya akan berimbas pada gerakan-gerakan sosial-kemanusiaan
yang digiatkan oleh Jemaat Ahmadiyah. Stigma negatif ini pula menjadi jurang
pemisah antara Ahmadiyah dan warga lainnya. Padahal gerakan-gerakan sosial
merupakan pintu potensial bagi Jamaat Ahmadiyah untuk melakukan negoisasi

kultural di era globalisasi saat ini.

5. Konsep Service dan Belas Kasih dalam Ajaran Mormon

Pelayanan dan belas kasih merupakan inti pokok ajaran Mormon. Asas-asas
pelayanan dimaksudkan untuk menumbuhkan sikap saling peduli antar-sesama.
Saat seseorang mengetahui orang-orang yang dilayani, maka saat itu pula kasih Roh
Kudus menyertainya. Pelayanan yang disertai cinta kasih ialah prinsip utama yang
dipegang teguh oleh jemaaat Mormon. Cinta kasih merupakan kekuatan pendorong
untuk meraih kasih Yesus Kristus. Jemaat Mormon percaya bahwa kehadiran
seorang nabi merupakan panggilan Tuhan untuk memulihkan keadaan di bumi.
Untuk menjalankan misi Ketuhanan itu, seorang nabi sudah sepantasnya bersifat
rendah hati, penuh kasih, dan memiliki sifat kristus lainnya. Hal tersebut sesuai
dengan perintah Tuhan yang mengatakan: “Tunjukanlah kesetiaan dan kasih sayang

kepada masing-masing"”, (Zakharia 7: 9)™.

Pelayanan dan belas kasih tersebut menjadi doktrin kunci dalam pengembangan
ajaran Mormon di Indonesia. Dalam praktiknya, Gereja Mormon di Indonesia
tidaklah tertutup dan mengisolasi diri. Melalui kegiatan-kegiatan sosial

kemanusiaan Jemaat Mormon tidak canggung untuk menjalin kerjasama dengan

4 Majalah Liahona, Yogyakarta: Juli 2018 Vol 24 No 4, him 6-8
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kelompok-kelompok keagamaan lain. Pada saat bencana Lumpur Lapindo tahun
2007, misalnya, Jemaat Mormon aktif mengulurkan bantuan. Bekerja sama dengan
organisasi Nahdatul Ulama (NU), Jemaat Mormon bahu-membahu mengadvokasi
dan membantu korban lumpur Lapindo. Pada saat terjadi bencana Tsunami tahun
2004 di Aceh, Jemaat Mormon juga tidak absen untuk turun langsung membantu.
Melalui program yang disponsori LDS Charity mereka aktif membangun sekolah

untuk anak-anak korban tsunami.

Selain melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial-kemanusiaan, jemaat
Orang-orang Suci Zaman Akhir atau Mormon juga memiliki komitmen untuk
memajukan pendidikan di Indonesia. Sebagai contoh, misalnya, Gereja Mormon
Yogyakarta mengadakan kursus bahasa Inggris gratis setiap hari Selasa dan Jum'at
pukul 16.00. Kursus bahasa Inggris tersebut bukan saja diperuntukkan bagi jemaat
Mormon, melainkan juga terbuka untuk umum. Beberapa tenaga pengajarnya
adalah native speaker yang berasal dari Amerika yang kebetulan sedang bertugas
dan mengabdikan diri di Gereja Mormon Yogyakarta. Salah satu elder atau
missionaris yang bertugas di Gereja Mormon Yogyakarta mengatakan bahwa
program kursus bahasa Inggris gratis tersebut ialah bentuk komitmen jemaat

Mormon untuk memajukan pendidikan di Indonesia™.

Kendati kerap dituduh melenceng dari ajaran Gereja arus utama, Jemaat
Mormon terus berupaya menangkal tudingan itu dengan memperbaiki citra diri.
Image positif ini secara perlahan dibangun oleh Jemaat Mormon dengan
menerapkan prilaku terpuji. Mereka dilarang minum alkohol dan minuman keras
lainnya. Mereka juga tidak merokok dan tidak minum kopi dan teh karena dianggap
dapat merusak kesehatan. Dari segi pengabdian, jemaat Mormon juga dikenal
militan. Mereka bersedia ditempatkan dimana saja untuk memberikan pelayanan

sebagai misionaris. Sebab prinsip dasar Gereja Mormon adalah bahwa setiap jemaat

1> Wawancara, pada tanggal 12 September 2018
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adalah misionaris yang memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran Yesus Kristus.
Bahkan mereka tidak segan untuk memberi sepersepuluh penghasilan mereka demi

kepentingan gereja dan kemanusiaan'®.

Secara umum akivitas-aktivitas sosial kemanusiaan yang digalakkan oleh jemaat
Mormon selain secara teologis merupakan bagian dari doktrin, juga sebagai wujud
negoisasi kultural dengan lingkungan setempat. Stigma“Gereja Sesat” yang terlanjur
dilekatkan mau tidak mau harus disanggah dengan aksi-aksi sosial nyata yang bisa
dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat luas. Sebagai bagian dari
masyarakat global, Jemaat Mormon tentu menyadari bahwa tidak memungkinkan
untuk hidup eksklusif dan terisolasi dari lingkungan sekitar. Tidak sepenuhnya
budaya serta religiusitas khas Amerika bisa diterapkan di Indonesia tanpa
mempertimbangkan aspek-aspek lokalitas. Keadaan ini pada gilirannya membentuk
hibriditas. Di satu sisi Jemaat Mormon harus berkompromi dengan lingkungan
sekitarnya, tapi di sisi lain ia tetap ingin mempertahankan identitas dan religiusitas

aslinya.

6. Tantangan Global Ahmadiyah dan Mormon

Gesekan dan ketegangan antara gerakan keagamaan baru dengan sistem
keagamaan yang sudah ada dan mapan sebelumnya tentu sulit terhindarkan.
Sebagai kelompok keagamaan minoritas, sepanjang sejarah Ahmadiyah dan
Mormon identik dengan pertentangan dan konflik. Label sesat dan menyimpang
yang kerap dilekatkan semakin memperburuk citra keduanya. Apalagi gambaran
buruk itu turut dilegitimasi secara hukum oleh lembaga keagamaan representatif.
Untuk kasus Ahmadiyah, misalnya, fatwa sesat Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak
tahun 1980 hingga 2005 yang mendakwa Ahmadiyah sebagai sebagai gerakan

terlarang, sesat, dan di luar Islam semakin menambah sikap anti-pati masyarakat

16 Wawancara, 12 September 2018
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luas terhadap Ahmadiyah. Dampak lanjutan dari fatwa itu bukan saja mengakibatkan
pelarangan segala aktivitas sosial-keagamaan Jemaat Ahmadiyah, tetapi juga
mampu memicu kekerasan. Hal ini setidaknya terbukti dengan eskalasi kekerasan
yang cendrung meningkat terhadap jemaat Ahmadiyah beberapa dasawarsa

terakhir.

Begitu pula dengan Mormon. Meskipun bentuk pertentangan dan
diskriminasi yang dialami tidaklah sekeras Jemaat Ahmadiyah, Mormon juga tidak
luput dari ancaman dan diskirminasi. Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) dan
Wali Gereja Indonesia (WGI) sebagai organisasi representatif Katholik dan Protestan
di Indonesia tidak mengakui keberadaan Mormon. Selain itu, wujud kekerasan yang
kerap diterima Jemaat Mormon lebih kepada "kekerasan struktural” melalui
kebijakan-kebijakan negara yang dinilai parsial. Regulasi seperti Keputusan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang
Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga
Keagamaan di Indonesia jelas turut membatasi dan mempersempit ruang gerak
Jemaat Mormon untuk menebarkan misi ajarannya. Sementara secara sosial
ancaman kerap datang dari Jemaat Gereja lain yang mencemooh dan menolak
kehadiran Jemaat Mormon lantaran ajaran-ajarannya dianggap menyimpang dari

doktrin umum Kristen.

Oleh karena itu setidaknya terdapat beberapa tantangan yang perlu direspon
lebih lanjut baik oleh Jemaat Ahmadiyah maupun Mormon. Meluruskan
kesalahpahaman tentang ajaran dasar yang dianggap menyimpang oleh sebagian
besar masyarakat tentu mendesak dilakukan. Ajaran-ajaran yang dianggap
kontroversial seperti konsep kenabian, wahyu, dan kedudukan kitab suci dari kedua
kelompok tersebut dinilai menyinggung akidah umat mayoritas. Adakalanya
kesalahpahaman tersebut dipahami masyarakat luas bukan dengan cara menelaah
langsung doktrin pokok dari kedua kelompok keagamaan tersebut, melainkan dari

mulut ke mulut sehingga informasi yang didapat tidak utuh. Masyarakat yang
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terpancing emosinya karena menganggap ajaran agamanya dinodai terkadang tidak
segan-segan untuk melakukan tindakan kekerasan. Untuk itu, meluruskan doktrin-
doktrin yang dinilai kontreversial tentu sebuah tantangan yang perlu direspon lebih

jauh.

Salah satu medium strategis untuk meluruskan kesalahpahaman selama ini
baik Ahmadiyah maupun Mormon perlu membangun dan menjalin relasi dengan
kelompok-kelompok keagamaan lain. Dengan dialog yang tercipta dari hasil relasi
tersebut stigma negatif tentang kedua kelompok keagamaan tersebut dapat
dijembatani. Potensi-potensi konflik pun setidaknya dapat diminimalisir karena telah
ada komunikasi antar-komunitas terlebih dahulu. Kendati demikian, membangun
kerjasama antar-komunitas bukanlah perkara mudah bagi kedua kelompok agama
tersebut. Gesekan-gesekan tentang pemahaman keagamaan biasanya menjadi
alasan keengganan untuk membangun kerjasama kerena ketiadaan trust
sebelumnya. Sebab itu membangun komunikasi dan kerjasama lintas iman

merupakan tantangan berikutnya baik bagi Ahmadiyah dan Mormon.

C. KESIMPULAN

Sebagai kelompok minoritas Ahmadiyah dan Mormon tidak memungkinkan
untuk bersikap tertutup dan terisolasi dengan lingkungan sekitarnya. Pengalaman-
pengalaman pahit berupa perlakuan diskriminatif yang pernah diderita keduanya
tentu menumbuhkan kesadaran untuk menyoal ulang identitasnya. Di tengah arus
globalisasi yang menjanjikan keterbukaan membuat keduanya harus merumuskan
strategi apa yang harus ditempuh agar dapat diterima menjadi bagian masyarakat
global di satu sisi dan mempertahankan tradisi dan identitas di sisi lain. Untuk
menjadi masyarakat global tanpa harus menumbalkan identitas tersebut memaksa

keduanya untuk melakukan negoisasi kultural. Langkah ini dinilai tepat untuk
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mengurangai stigma-stigma negatif di tengah masyarakat Indonesia yang dikenal

religius dan plural.

Negoisasi kultural yang ditempuh baik oleh Ahmadiyah maupun Mormon
ialah melalui kegiatan-kegiatan bertajuk sosial-kemanusiaan. Konsistensi dan
komitmen Ahmadiyah merespon persoalan-persoalan kemanusiaan dengan cara
menggalakkan aksi-aksi nyata seperti Gerakan Donor Darah, Gerakan Donor Mata,
dan Clean the City-nya dan Mormon dengan Gerakan Tanggap Bencana,
pendidikan, dan pelayanannya merupakan selain memang sebagai wujud
menjalankan perintah Tuhan, juga bisa dimaknai sebagai upaya negoisasi kultural
agar kehadiran mereka dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Sekalipun tidak
jarang kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan yang digalakkan baik Ahmadiyah
maupun Mormon kerap dicurigai mengusung misi missionaris, bagaimanapun aksi-
aksi sosial kemanusiaan tersebut dapat menjadi modal sosial yang besar untuk

mengurangi ketegangan dan stigma negatif terhadap keduanya.

Pada dasarnya kegiatan-kegiatan sosial-kemanusiaan yang konsisten
dilaksanakan baik Ahmadiyah maupun Mormon dapat menjadi medium komunikasi
kultural dengan masyarakat luas. Cara ini tentu efektif sebab masyarakat dapat
merasakan langsung dampaknya. Dengan cara ini juga perlahan tapi pasti stigma
buruk tentang keduanya dapat terkikis. Sehingga dengan demikian, Ahmadiyah dan
Mormon dapat menjadi bagian dari masyarakat global yang mampu memperteguh

identitas mereka di tengah masyarakat Indonesia yang plural.
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Abstract

A nation can continue their existence in case they able to cultivate
sense of patriot and commitment toward next generation. Indonesia as a
nation well-known with plurality of ethnics, religions and cultures have
enjoy the independence more than a half century ago. But now days,
Indonesia was pocked some hefty problem such as corruption culture,
economic inequality and the freedom of people. This article going to
discuss nation imaginations which young people Indonesian percept.
They usually calling “millennial generations” vulnerable deal with social
process that erode their national identity. The entering of foreign culture
and the massif flourish of communicative technology gradually make
young people losing historical consciousness. Whereas their perceptions
on state, nation and national culture will influence how nationalism
feature in the future take shape. What thing that must be defend and
hold certain different because everything is change. That dynamic color
of nationalism need restudy and renew critically for keeping relevance in
present days.

Keywords: Nationalism, Religious Nationalism, Young, multicultural.

Abstrak

Sebuah bangsa dapat meneruskan eksistensinya jika la mampu
menanamkan rasa cinta dan komitmen terhadap tanah air kepada
generasi selanjutnya. Sebagai sebuah bangsa, Indonesia telah terkenal
memiliki keberagaman etnis, agama dan budaya yang sudah merasakan
kemerdekaan lebih dari setengah abad. Namun dewasa ini, Indonesia
masih mengantongi beberapa masalah besar seperti budaya korupsi,
kesenjangan ekonomi dan kebebasan warga negara. Artikel ini ingin
membahas bayangan-bayangan kebangsaan yang dipersepsikan oleh
kaum muda Indonesia. Mereka yang kini sering disebut generasi milenial
sangat rentan menghadapi proses-proses sosial yang menjadikan
identitas kebangsaan mereka terkikis. Masuknya kebudayaan asing serta
perkembangan teknologi komunikasi sedikit demi sedikit membuat kaum
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muda kehilangan kesadaran sejarah. Padahal, pandangan mereka
tentang negara, bangsa dan kebudayaan nasional akan mempengaruhi
bagaimana bentuk wajah nasionalisme di masa depan. Apa saja yang
dipertahankan dan dibela pasti berbeda jauh dengan generasi terdahulu
karena perbedaan situasi dan kondisi yang dihadapi. Corak dinamis dari
nasionalisme itulah yang perlu dikaji ulang dan diperbarui secara kritis
demi menjaga relevansinya di masa kini.

Kata kunci: Nasionalisme, nasionalisme religius, pemuda, multikultur.

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini sebagian besar masyarakat Indonesia sedang mengalami
semacam keresahan mengenai ancaman disintegrasi sosial. Kemunculan gerakan
fundamentalisme dan radikalisme dipandang sebagai biang keladi pergesekan
sosial dan perlu diimbangi dengan menumbuhkan kembali semangat nasionalisme
serta penanaman nilai-nilai pancasila. HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) adalah
organisasi masyarakat berbasis agama yang santer menuntut perubahan konstitusi
dasar negara dan tidak segan ingin menggantikannya dengan ide khilafah islam.
Pemahaman kelompok fundamentalis ini dianggap berbahaya dan menjadi
ancaman persatuan bangsa setelah persinggungan keras dengan kelompok
konservatif-moderat yang terkenal dengan pembelaannya terhadap Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembubaran HTI secara legal pada 19 Juli 2017
dapat ditandai sebagai kemenangan kelompok konservatif dalam diskursus
hubungan agama dan negara. Dalam upaya mengimbangi penyebaran wacana
khilafah islam, NU -yang terkenal sebagai kelompok moderat — menggulirkan
wacana nasionalisme santri. Ditetapkannya tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri
Nasional merupakan tanda bahwa rezim sekarang bersikap akomodatif terhadap
kelompok moderat. Hari santri sendiri diperingati untuk merangsang imajinasi kaum
muda mengenai peristiwa resolusi jihat yang dicetuskan oleh KH Hasyim Asy'ari.
Dengan kata lain peristiwa tersebut memiliki muatan nasionalisme para santri dalam

artian pembelaannya terhadap tanah air dan perlawanan terhadap penjajahan
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kolonial. Hal inilah yang menjadikan antara kelompok moderat dengan rezim
penguasa memiliki kepentingan yang sama yaitu pengukuhan wacana nasionalisme.
Menariknya konsep nasionalisme itu sendiri berkembang seiring dengan realitas
sosial yang unik. Untuk itu, setiap bangsa memiliki corak nasionalisme sendiri-
sendiri yang dibangun melalui diskursus politik bahkan peperangan (Anderson

1991).

Istilah nasionalisme sebenarnya berakar pada kata nations yang berarti
konstruksi bangsa. la berbeda dengan race yang lebih cenderung menunjuk pada
etnis bangsa yang memiliki kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun
(Gellner 1983). Pendeknya suku jawa, sunda, minang dsb. dapat kita masukkan
dalam race (etnis bangsa) karena ada secara natural dalam proses sejarah manusia.
Sebaliknya, nations adalah bangsa yang di konstruksi secara sadar dalam sebuah
persatuan yang dibayangkan (Anderson 1991). Bung Karno sendiri memaknai
nasionalisme sebagai “bangunan rasa-hidup” yang menuntun suatu aksi. Mengikuti
penjelasan diatas, nasionalisme di Indonesia sebenarnya baru dirumuskan pada awal

abad 20 ketika gerakan nasional mulai tumbuh subur (Benda 1980; Kahin 1952).

Jika ditinjau dari latar belakangnya, nasionalisme sangat berkaitan erat
dengan praktik kolonialisme. Perasaan akan hidup yang terjajah selalu memberikan
suatu modal semangat perjuangan demi kehidupan yang merdeka dan berdaulat.
Pada awalnya gelombang perlawanan terhadap kolonialisme mengambil kekuatan
dari tradisi islam. Islam sebagai suatu konstruksi serta sebuah cara hidup tertentu
mampu melegitimasi perlawanan terhadap praktik penjajahan. Dari situ akar
nasionalisme lahir dari pengalaman bersama sebagai bumiputra'’ dan umat. Motor

penggerak nasionalisme di Indonesia dapat dibedakan dari tradisi pendidikannya.

7 |stilah bumiputra mengacu kepada penduduk asli yang tertindas selama masa kolonial.
Mereka ini terdiri atas kaum petani dan para pekerja dan pedagang pribumi. Penduduk asli tersebut
ditempatkan pada tingkat stratifikasi sosial paling bawah, sedikit di atasnya ada golongan pedagang
kemudian etnis cina, di atasnya lagi ada golongan priyayi dan yang paling atas ditempati oleh orang-
orang eropa berkulit putih.
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Pertama, rasa keberagamaan yang diajarkan lewat tradisi pesantren yang
melahirkan nasionalisme religius.'® Yang terakhir, rasa kebangsaan yang diperoleh
melalui pola pendidikan barat yang dimulai pada dekade awal abad 20 yang
membawa gelombang pasang organisasi atau partai pribumi. Pola pendidikan ini
menggugah akan pentingnya kesadaran untuk berasosiasi atau kerja sama secara
terstruktur. Kita dapat menyebut rasa kebangsaan yang kedua ini dengan istilah
nasionalisme sekular.' Baik nasionalisme religius maupun sekular sangat bertumpu
pada peran kaum muda yang menentang praktik penjajahan dan usaha

menumbuhkan kepribadian yang berdaulat (Anderson 1991; Kohn 1982).

Kaum muda sendiri sering dielu-elukan sebagai generasi penerus bangsa di
masa depan yang memiliki peranan besar dalam menentukan arah sejarah
masyarakat. Mereka adalah anak-anak zaman yang diharapkan peran dan
partisipasinya dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika
dibandingkan dengan konteks sekarang, kaum muda sering diragukan sikap dan
komitmen kebangsaannya karena mereka sedang dan terus diterjang arus
perubahan sosial seperti globalisasi, westernisasi dan sekarang arabisasi. Untuk
menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum muda maka diselenggarakan lah seminar-
seminar, pendidikan karakter hingga upacara-upacara peringatan. Hal tersebut
sering disebut sebagai krisis identitas yang menjadi persoalan khas kaum muda.
Masalah itu berkaitan erat dengan orientasi kebudayaan nasional yang tengah

dijalankan baik dalam ranah pendidikan, ekonomi maupun politik. Menariknya,

8 Dalam buku Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3ES, 1973) Deliar
Noer mengemukakan bahwa nasionalisme di indonesia dimulai dengan nasionalisme islam. Istilah
“nasionalisme religius” yang penulis pilih menunjuk pada hal yang sama dengan pertimbangan
bahwa religiositas keislaman lah yang mewarnai nasionalisme islam dalam waktu yang panjang.
Dalam lanskap politik, istilah nasionalisme religius dikenal luas sebagai lawan dari nasionalisme
sekular dalam diskursus perjuangan kemerdekaan di Indonesia dan kembali mencuat pada masa
Orde lama.

19 Nasionalisme sekular dimulai saat pemerintah kolonial menerapkan kebijakan politik etis
yang mengizinkan orang pribumi meraih pendidikan gaya barat. Akan tetapi kebijakan ini hanya
diperuntukkan kepada anak-anak priyayi dalam rangka meningkatkan kinerja administrasi dan
pelayanan kesehatan. Sebutan sekular di sini lebih mengacu pada pola berfikir kebarat-baratan dalam
merumuskan arah gerakan nasional.
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hampir semua gerakan nasionalisme di seluruh dunia bertalian erat dengan
aktivisme kaum muda yang menyadari pentingnya partisipasi aktif dalam
masyarakat.?® Perlu ditekankan juga bahwa kesadaran tersebut berbeda jauh
dengan pengetahuan tentang nasionalisme. Meskipun tidak bisa dipungkiri juga
kalau pengetahuan menuntun kesadaran tetapi ia lebih berdimensi praxis daripada

teoretis.

Adapun perangkat penyebaran kesadaran kebangsaan utamanya melalui
bahasa (Anderson 1991; Seaton-Watson 1977). Bahasa menciptakan semacam
sentimen primordial yang membedakan dirinya dengan yang lain. Rumah bahasa
dibangun dengan memberikan wacana mengenai permasalahan sosial yang
dihadapi oleh penghuninya. Sumpah pemuda merupakan peristiwa bersejarah yang
mana kaum muda berjanji untuk bersatu, berbangsa dan berbahasa dalam rumah
yang bernama Indonesia. Indonesia yang dipahami oleh kaum muda pada saat itu
pasti berbeda jauh dengan pemahaman Indonesia sekarang. Tetapi yang pasti
semangat untuk bersatu dan mencintai tanah air sudah tertanam dalam hati mereka.
Bayangan sumpah pemuda tersebut sudah tentu didahului oleh persebaran media
cetak®' yang membuka mata masyarakat atas permasalahan sosial dan kebangsaan.
Surat kabar pribumi adalah sarana penyebaran kesadaran nasional dimana para

tokoh pergerakan bertarung menawarkan ide dan gagasannya.

Nasionalisme saat ini masih dipahami sebagai kekuatan pemersatu bangsa
sebagaimana masa kemerdekaan Indonesia. la masih berada pada tataran ideologis
yang dibayangkan dan kurang dihayati sebagai sikap dan perilaku sehari-hari.

Pembayangan itu pun terbatas pada simbol, jargon dan upacara formal yang sangat

20 Hans Kohn, Nationalism, Its Meaning and History (Florida: Krieger, 1982), 40-4.

21 Gelombang nasionalisme di eropa dipicu oleh perkembangan print capitalism (kapitalisme
cetak) yang menyebarkan gagasan alternatif mengenai definisi dunia dalam bahasa. Suatu kesadaran
nasional digali dengan menulis ulang sejarah bangsa yang menjadikannya unik dan berbeda dengan
bangsa lain. Untuk pembahasan mengenai kesadaran sejarah lihat Benedict R.O'G. Anderson,
Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (New York: Verso, 1991),
55-70.
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jauh dari realitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, Nasionalisme
belum mampu ditransformasikan menjadi gerak masyarakat yang mencoba untuk
mengatasi persoalan bangsa seperti mentalitas kawula, pelayanan yang buruk dan
kesenjangan ekonomi. Orientasi baru nasionalisme tidak lagi mengarah pada
pengukuhan adanya bangsa dan negara tetapi langsung membicarakan bagaimana
situasi dan kondisi manusia Indonesia. Dengan pembacaan yang kritis mengenai
peran negara, kontestasi politik dan kepentingan masyarakat umum, semangat
nasionalisme akan relatif terhindar dari kooptasi kepentingan segelintir elite

penguasa.

Sebagai konsep, nasionalisme mamang unggul dan dibutuhkan oleh
masyarakat dalam rangka menjaga integrasi sosial namun hal itu tidak akan cukup
untuk menyelenggarakan keadilan.?? la tidak lebih sebagai prakondisi yang
dibutuhkan untuk menciptakan stabilitas sosial. Ketidakadilan sendiri merupakan
pemicu utama dari konflik dalam masyarakat. Keadilan menempati lingkup yang
sangat luas tidak hanya pada distribusi ekonomi saja tetapi penegakan hukum,
prioritas budaya, keamanan dan kesejahteraan. Jika hal itu tidak ditangani dengan
baik sudah tentu disintegrasi atau perpecahan akan mudah disulut sebagai protes
atas ketidakadilan. Jika ada sekelompok masyarkat terpinggir karena tidak
diperhatikan oleh negara dan kemudian melakukan pembangkangan maka jangan
mudah mencap mereka makar atau separatis. Mungkin saja persoalannya bukan itu,

tetapi sudah adilkah perlakuan negara terhadap mereka.

Dalam pembahasan selanjutnya saya akan memulai menelusuri semangat
nasionalisme dalam kerangka sejarah. Di tengah hiruk-pikuk wacana nasionalisme,
saya kira perlu melihat bagaimana konteks penggunaan dan perkembangan dalam
tiga masa sejarah Indonesia yaitu pra-kemerdekaan, pasca-kemerdekaan dan pasca-

reformasi. Saya menyadari pembahasan ini terkesan ambisius, akan tetapi hal itu

22 Kohn, 135-40.
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dibutuhkan sebagai langkah awal untuk mencari pemahaman baru mengenai
nasionalisme bukan malah bersikap taken for granted. Dalam pembahasan awal ini
akan diselipkan peran kaum muda yang revolusioner dalam menuntut perubahan.
Selanjutnya pembahasan akan menyinggung masalah keanekaragaman budaya
yang dipertentangkan dalam orientasi kebudayaan nasional. Apakah menjadi
seorang nasionalis berarti meninggalkan sifat primordial kesukuan? Persoalan ini
memang sudah jarang muncul ke permukaan karena secara diam-diam kita
menyetujui bahwa identitas nasional lebih di utamakan daripada identitas budaya
lokal. Dan terakhir, nasionalisme tidak hanya dipandang sebagai kekuatan
pemersatu bangsa tetapi juga harus menjadi prioritas setiap kebijakan. Yang
diutamakan bukan eksistensi negara dengan sistem pemerintahannya tetapi apakah
kepentingan rakyat dengan segala persoalannya diperhatikan. Mungkin perseteruan
antara nasionalisme sekular dan nasionalisme religius sudah berlalu akan tetapi
memikirkan kembali suatu jalan baru bagi nasionalisme yang kritis dan selalu
mempertanyakan jargon, simbol dan retorika kampanye dalam kebudayaan

nasional® serta bentuk-bentuk politisasi agama tetap harus dilakukan.

B. BAYANGAN KEBANGSAAN

Penentuan periode sejarah sebagaimana diterangkan oleh Kuntowijoyo
dapat memberikan dampak yang besar bagi pemahaman kita tentang peristiwa apa
saja yang terjadi di masa lalu. Sejarah suatu bangsa dirajut dalam rumah bahasa -
baik tertulis maupun terucap— yang memberikan makna mendalam bahkan
kesakralan perjuangan melawan penjajahan serta bagian dari upaya persatuan.
Dalam sejarah bangsa Indonesia telah dikenal luas pembagian periode zaman

kolonial, pergerakan nasional, dan kemerdekaan. Ketiga pembagian tersebut

23 Kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional. Dalam
pandangan Ki Hajar Dewantara kebudayaan nasional adalah “puncak-puncak dari kebudayaan
daerah”. Ungkapan tersebut lebih menekankan persatuan daripada pengukuhan keanekaragaman
budaya.
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bermanfaat untuk mengenali sifat, karakter, orientasi dan struktur sosial yang
dialami oleh leluhur bangsa.®* Dengan terbang jauh ke masa lalu kita dapat
memahami memori dan imajinasi masyarakat yang tergabung dalam bingkai yang
bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asal-usul keberadaan rumah
berbangsa dan bernegara tersebut hanya mampu dijelaskan melalui konsep
nasionalisme. Akar konsep ini sendiri pertama kali lahir pada abad ke-18 di eropa
ketika berkembang corak pemikiran modern®® yang menyangsikan otoritas gereja
dan kekuasaan raja. Terjadinya revolusi industri dan revolusi prancis lebih banyak
dipengaruhi oleh pemikiran tersebut yang telah mengubah tatanan sosial dibawah

naungan birokrasi nation-state.?®

Untuk kasus Indonesia, bayangan kebangsaan yang tumbuh pada masa
kolonial Belanda pertama kali menemukan bentuknya dalam kerangka identitas
etnis dan agama. Kebangsaan yang dibenakkan oleh masyarakat Indonesia pada
saat itu adalah kebangsaan yang berbasis kesukuan yang secara konkrit berupa
tradisi adat dan kerajaan. Selain itu, dalam komunitas muslim, konsep umat
dipahami sebagai dorongan persatuan yang mampu mengatasi perbedaan etnis
atau golongan. Orang islam tidak membayangkan suatu kebangsaan tertentu —
meskipun ia tidak bisa menyangkal berasal dari milieu kebudayaan tertentu tetapi
lebih mengidealkan keberagamaan yang universal. Namun umat islam sendiri sudah
sejak lama disekat oleh perbedaan aliran yang seringkali menimbulkan ketegangan.
Untuk menghindari perselisihan yang lebih dalam, orang islam lebih bersikap
menghindar dari kekuasaan politik. Akibatnya, perjuangan melawan penjajah pada

mulanya terkesan sporadis karena tidak memiliki rasa persatuan sehingga gampang

24 Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2017).

25 Kesadaran modern ditopang oleh tiga hal utama yaitu subjektivitas, kritis dan progresif.

26 Struktur politik negara bangsa ditopang oleh filsafat Humanisme liberal yang mana setiap
individu memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri. Pada awalnya peran negara di situ hanya
sebagai “penjaga malam” yang berarti peran negara diminimalisir dalam hal campur tangan
mengurus masyarakat.
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dilumpuhkan.?” Mungkin yang dimaksud rasa persatuan adalah dalam lingkup
kebangsaan yang luas dan jelas. Akan tetapi mereka juga tidak mungkin melawan
penjajah tanpa ada persatuan di dalam kelompok mereka sendiri seperti yang
pernah terjadi saat perang diponegoro dan perang aceh. Kesadaran anti-
kolonialisme ini dipicu oleh kenyataan adanya penindasan, pemiskinan dan
pengkerdilan terhadap harkat dan martabat manusia yang tinggal sekeliling mereka.
Perlawanan mereka terhadap kaki tangan kolonial merupakan jalan terakhir ketika
penindasan semakin kejam. Besar kecilnya suatu perlawanan biasanya sangat
tergantung pada legitimasi yang diberikan oleh ulama atau tokoh adat karismatik.?®
Pemimpin karismatik begitu menonjol dalam masyarakat tradisional karena ia

memiliki banyak pengikut dan mampu mengorganisasi massa dengan baik.

Kalau nasionalisme kita artikan sebagai bentuk perlawanan terhadap
kolonialisme dan pembelaan terhadap harkat dan martabat manusia maka
perjuangan Diponegoro, Imam Bonjol dan Hasanuddin juga dapat disebut sebagai
perjuangan seorang nasionalis. Dalam literatur sejarah perjuangan nasional, peran
mereka sering dipinggirkan karena menetapkan gerakan nasional Indonesia dimulai
pada abad ke-20 ditandai dengan berdirinya organisasi Serikat Islam dan
Muhammadiyah. Meskipun nama mereka tercantum dalam daftar pahlawan
nasional, mereka lebih disebut sebagai para pejuang bangsa bukan sebagai seorang
nasionalis. Menurut Mughni, gerakan anti-kolonialisme sebelum abad 20 disebut
dengan "proto-nasionalisme" yang lebih menunjukkan kesadaran untuk bebas dari
penjajahan dan penindasan.?® Mungkin istilah itu bermaksud ingin menghargai

perjuangan mereka dalam melawan penjajah, tetapi usaha itu tidak mungkin cukup

27 Bernhard Dahm, History of Indonesia in The Twentieth Century (London: Pall Mall Press,
1971), 1-3.

28 M. C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c¢. 1200 (Hampshire: Palgrave, 2001), 186-
9.

29 Shafig A. Mugni, ‘Munculnya kesadaran Nasionalisme Umat Islam’ dalam Menjadi
Indonesia: 13 Abad Islam Di Indonesia, ed. by Komarudin Hidayat and Ahmad Gaus AF (Bandung:
Mizan, 2006).
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untuk benar-benar mengusir penjajahan dari bumi pertiwi. Dengan kata lain
perjuangan memperoleh kemerdekaan membutuhkan suatu upaya persatuan dalam

lingkup yang lebih luas.

Kesadaran nasional adalah bentuk pemahaman kolektif tentang rumusan
persoalan yang dihadapi bersama. Rumusan mengenai persoalan bersama ini
menemukan wadahnya dalam Serikat Islam (SI). Kemunculan organisasi modern
pertama milik pribumi ini dipicu oleh persaingan antara pedagang muslim pribumi
dengan pedagang tionghoa. Kekalahan orang pribumi (yang kebanyakan beragama
islam) dalam perebutan sumber ekonomi telah mendorong kekuatan persatuan
kaum muslim.3° Dalam hal kekuatan politik, S| berkembang cepat di kota-kota besar
seperti Surabaya, Solo dan Semarang dan secara mengejutkan mampu
mendapatkan antusiasme yang sangat besar dari orang pribumi di Jawa dan
Sumatera. Melalui tangan dingin Tjokroaminoto S| berhasil melakukan tindakan
protes terhadap kebijakan pemerintah kolonial, menguasai jalur perdagangan dan
pelabuhan serta membatasi ruang gerak perekonomian orang tionghoa. Akibat dari
persaingan ini sudah dapat kita duga yaitu resistensi orang asing atau kampanye
anti-cina. Keadaan ini diperburuk oleh perlakuan pemerintah kolonial yang lebih
memprioritaskan orang cina daripada penduduk pribumi. Paling tidak SI telah
menyebarkan jenis kesadaran baru yang menumbuhkan perasaan bersama sebagai
seorang bumiputra yang ditindas. Kesadaran tersebut membentuk suatu identitas

sebagai seorang inlander (penduduk asli) yang malang nasibnya.

Berkembangnya media cetak dalam bahasa jawa dan melayu telah membuka
cakrawala pengalaman baru bagi masyarakat pribumi. Pada dasawarsa pertama
abad ke 20 jumlah surat kabar yang tercatat masih puluhan saja namun sepuh tahun
kemudian jumlahnya sudah berlipat-lipat mencapai ratusan buah. Hal ini menandai

bahwa gelombang kesadaran pribumi mengenai keadaannya sendiri mulai tumbuh

30 Noer, 114-7. Lihat juga Majalah Tempo Edisi 15 Agustus 2011 yang membahas
sosokTjokroaminoto dan gerakan Serikat Islam.
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dan mendorong gerakan-gerakan nasional yang menginginkan kemerdekaan.
Secara umum corak media cetak pribumi banyak membahas persoalan kebangsaan,
persatuan dan kemerdekaan yang digerakkan oleh para intelektual didikan belanda.
Nama Tjokroaminoto, Agus Salim dan Soekarno sering terpampang di surat kabar
ketika mereka menawarkan suatu gagasan tentang persoalan sosial maupun nilai-
nilai kebangsaan. Antara tahun 1920-1930 merupakan kurun sejarah yang paling
produktif dalam perumusan kesadaran kebangsaan dalam diskursus mengenai
nasionalisme. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari sikap pemerintah kolonial masih
belum memandang wacana nasionalisme sebagai ancaman bagi kekuasaan

pemerintahnya.®’

Diselenggarakannya kongres pemuda pada tahun 1928 yang
mencetuskan sumpah pemuda merupakan pertanda dari pembiaran kolonial
terhadap komitmen persatuan para pemuda terhadap tanah air, bangsa dan bahasa

yang bernama Indonesia.

Pembiaran kolonial terhadap wacana nasionalisme dapat ditelusuri dari
kebijakan politik etis pada awal abad ke-20 yang ingin membantu dalam memajukan
kehidupan bangsa Indonesia sebagai tanggungjawab moral dan wujud kepedulian
pihak kolonial terhadap nasib rakyat jajahan. Pergeseran kebijakan tersebut
direkomendasikan oleh van Deventer yang menyangkut tiga hal utama yaitu
masalah irigasi, transmigrasi dan pendidikan. Meskipun kebijakan tersebut
diterapkan, pemerintah kolonial masih mengkhawatirkan pemberontakan yang
berasal dari agama islam. Pengalaman buruk Perang Jawa membuat pemerintah
kolonial selalu mewaspadai gerak-gerik ulama muslim. Menjelang pergantian abad,
pemerintah kolonial ingin menghabisi perlawanan umat islam yang masih tersisa di
Aceh demi memastikan hancurnya kekuatan islam. Kebijakan baru pemerintah
kolonial ini sebenarnya hanya ingin menancapkan kekuasaannya atas rakyat

Indonesia melalui orang pribumi sendiri yang loyal kepada Belanda. Dengan kata

31 Harry J Benda, Bulan Sabit Dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan
Jepang (Bandung: Pustaka Jaya, 1980), 67.
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lain pihak Belanda ingin menerapkan politik aliansi yang mana pendidikan hanya
diperuntukkan bagi mereka yang berasal dari kalangan priyayi dan pengusaha
sukses yang jauh dari tradisi keagamaan. Dalam memuluskan jalan reorientasi
kebijakan ini, Snouck Hurgronje menegaskan bahwa islam memiliki dua dimensi
yaitu agama dan politis. Sebagai agama, islam tidak menimbulkan ancaman apapun
terhadap kepentingan Belanda akan tetapi islam sebagai doktrin politik harus

diwaspadai.??

Didirikannya sekolah-sekolah seperti ELS, HIS dan STOVIA dapat kita sebut
sebagai strategi westernisasi sekelompok orang pribumi lewat pendidikan. Langkat
tersebut diambil untuk mempersiapkan manusia Indonesia dalam menghadapi arus
modernisasi yang membutuhkan banyak tenaga kerja terampil. Para lulusan sekolah
model barat inilah yang kemudian berperan penting dalam mengisi wacana
kemerdekaan. Bayangan kebangsaan dari para tokoh nasionalis banyak mengambil
inspirasi dari perjuangan bangsa eropa dalam menuntut hak kebebasan terutama
pada revolusi Prancis.?® Selain itu pemikiran komunis yang menolak segala bentuk
penjajahan kelas sedang tumbuh pesat di eropa dan tidak bisa dikesampingkan
pengaruhnya. Hubungan yang erat dengan cara berpikir barat itulah yang membuat
wajah gerakan nasionalisme sering dicap sekular. Akan tetapi banyak juga para
tokoh religius yang mewarnai gerakan nasionalisme yang sangat menentang
pemikiran-pemikiran sekular. Tegangan antara pemahaman kebangsaan dengan
pemahaman keagamaan itulah yang nantinya akan menjadi cikal bakal perumusan

asas dasar yang kita sebut sebagai pancasila dan preambul UUD 1945.

Polemik nasionalisme antara kalangan sekular dengan religius yang pernah
tercatat terjadi ketika Agus Salim mengkritik konsep “cinta kebangsaannya”

Soekarno yang tidak lain hanyalah pemanis bibir kaum borjuasi dan tidak akan

32 Benda, 39-48.

33 Novel Romantik yang berjudul Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer cukup kuat
menggambarkan corak dan nuansa pendidikan barat di Indonesia pada awal abad 20 melalui tokoh
utamanya Minke.
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memberikan manfaat yang banyak bagi rakyat Indonesia. Salim menghendaki
kecintaan terhadap bangsa yang nyata adanya. Cinta bangsa yang ia maksud adalah
perasaan mementingkan nasib rakyat, menghendaki persamaan dan yang
mementingkan orang sebangsa daripada kebangsaan yang abstrak. Bahkan ia
sempat menuduh “cinta atas tanah air” yang buta dan merendahkan derajat bangsa
lain sebagai berhala dan berlawanan dengan nilai ketuhanan. Namun Soekarno
bersikukuh bahwa cinta kebangsaan yang ia gagas bukanlah nasionalisme yang
membebek kepada barat ataupun bermuatan chauvinisme. Akan tetapi sebuah
nasionalisme yang menerima rasa hidupnya sebagai suatu wahyu, dan menjalankan
rasa hidupnya sebagai suatu bakti. Dengan kata lain nasionalisme versi Soekarno

adalah rasa cinta kebangsaan yang luas dan inklusif.3*

Perbedaan bayangan kebangsaan antara Soekarno dengan Salim lebih
banyak dipengaruhi oleh tradisi pendidikan diantara keduanya yang telah
membentuk cara berpikir. Meskipun keduanya sama-sama menempuh pola
pendidikan barat dan menaruh perhatian utama pada nasib bangsa yang harus
diubah, mereka hanya berlainan pada cara mengartikulasikan perjuangan bangsa.
Salim lebih banyak mengambil bahasa agama terutama islam seperti berhala dan
nilai ketuhanan untuk menyangsikan konsep nasionalisme. Berbeda hal dengan
Soekarno yang lebih memilih menggunakan bahasa umum seperti chauvinisme dan
rasa cinta kebangsaan, pembelaannya terhadap gagasan nasionalisme lebih
merupakan gabungan antara referensi barat dengan religiositas orang jawa.
Perdebatan diatas merupakan hal yang baik bagi tumbuhnya kesadaran rakyat akan
kebangsaan dan menjadi pelajaran yang berharga bagi generasi selanjutnya.
Kesadaran yang dibangun pada masa pergerakan nasional membantu kita
merumuskan diri sebagai bangsa yang mampu mengakomodasi agama dalam

kehidupan bernegara. Strategi persatuan bangsa yang kita pilih sebagai bangsa

34 Noer, 274-8.
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adalah penyadaran dialogis dan asosiatif bukan persatuan atas dasar perang

penaklukan.®

Nasionalisme mensyaratkan seseorang untuk tidak sekadar terdidik saja
tetapi juga tercerahkan.® Maksudnya nasionalisme dari kaum terdidik patut
diwaspadai karena bisa saja mengambil bentuk inisiatif untuk tetap melanggengkan
kolonialisme. Nasionalisme bukan sesuatu yang diketahui dan dipahami tetapi juga
menjadi kesadaran hidup. Sekolah model barat sebenarnya memiliki kemungkinan
besar untuk membajak nasionalisme yaitu dengan meyakini bahwa perlakuan pihak
kolonial terhadap bangsa kita merupakan hal yang benar dan baik. Dengan begitu
persatuan kita sebagai bangsa akan berhutang pada kebaikan hati kolonial.
Sebaliknya nasionalisme yang tercerahkan adalah jenis kesadaran kebangsaan yang
telah merasakan pahit-pedihnya penindasan atas saudara setanah air yang

mengabdikan seluruh hidupnya demi kebaikan bersama.

Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia bertumpu pada bayangan-
bayangan persoalan yang dirumuskan. Ketika masa pergerakan nasional, persoalan
utama yang dihadapi adalah tentang bagaimana membangun persatuan melawan
penjajah dan membuka kemungkinan kemerdekaan. Tawaran solusi terkuat ada
pada kesadaran berbangsa yang mana sentimen identitas sebagai pribumi
digelorakan. Jauh sebelum Sumpah Pemuda banyak intelektual yang mendambakan
kemerdekaan atau paling tidak terbebas dari cengkraman kolonial. Namun mereka
(golongan terdidik) sadar bahwa hanya dari kalangan mereka saja lah wacana
nasionalisme menyebar dan mampu dipahami dengan baik. Nasionalisme pada
zaman pergerakan hanya terpusat di kota dan belum mampu menyentuh penduduk

desa yang memiliki logikanya sendiri.

35 Anhar Gonggong, ‘Salah Kaprah Pemahaman Terhadap Sejarah Indonesia’ dalam Hidayat
and AF.
3 Ibid.
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C. KAUM MUDA DAN SEMANGAT NASIONALISME

Peralihan kekuasaan dari kolonial Belanda ke tangan pendudukan Jepang
telah menyebarkan suatu kesadaran berpolitik bagi orang-orang pinggiran dan para
pemuda dalam wadah organisasi kepanduan dan kemiliteran.3’ Selama periode
1942-1945 perjuangan kemerdekaan Indonesia mengambil orientasi yang baru.
Pendudukan jepang di Indonesia sebenarnya tidak berniat untuk menguasai wilayah
bekas jajahan belanda untuk menguras kekayaan alamnya tetapi lebih tertarik pada
potensi militer rakyat dan sebagai wilayah pertahanan. Invasi militer Jepang di
kawasan Asia Tenggara lebih bertujuan untuk menyatukan kekuatan bangsa timur
dalam menghadapi sekutu barat. Hal tersebut berimplikasi pada arah gerakan
kemerdekaan yang tidak lagi berkutat pada perdebatan wacana nasionalisme tetapi
lebih pada konsolidasi politik kekuatan masyarakat.3® Kehadiran tentara jepang di
bumi pertiwi cenderung dipandang sebagai sebuah pertolongan. Selama berabad-
abad rakyat Indonesia dijajah oleh belanda dan sekarang penjajah itu diusir oleh
saudara jauh. Perasaan sama-sama sebagai bangsa timur telah mendekatkan
gerakan nasionalisme dengan militer jepang. Di samping itu kebencian Jepang
terhadap sekutu atau bangsa barat juga merupakan legitimasi yang ampuh untuk
tidak memusuhi tentara jepang. Perhatian yang mendalam orang jepang terhadap

kekuatan jiwa juga telah mendekatkan mereka dengan kaum muslim.

Zaman pendudukan Jepang secara luas tampak sebagai suatu fase dimana
perjuangan kemerdekaan memperoleh penyebaran yang sedemikian luas. Militer
Jepang cenderung mengambil kebijakan politik yang bersifat militeristik selama
masa pendudukannya di Indonesia. Pendirian satuan-satuan militer dan kepanduan
yang tersebar luas di jawa telah mengajarkan suatu cara hidup baru bagi masyarakat

Indonesia. Sekarang mereka bukan lagi penghuni strata sosial paling bawah yang

37 Pendudukan jepang sangat mendukung pendidikan politik warga pribumi dengan
mendirikan organisasi kemiliteran seperti PETA, Heiho dan Keibondan. Sedangkan organisasi
kepanduan yang banyak menampung para pemuda seperti Seinendan, Putera dan Fujinkai.

38 Benda, 168-9.
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membentuk suatu mentalitas dan kesadaran baru mengenai dirinya sendiri.
Kebanggaan memakai seragam dan memikul bedil adalah suatu perkembangan
yang baik untuk jalan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka kebanyakan berusia
muda dan berasal dari daerah pedesaan. Bergabungnya para pemuda ini dengan
korps militer dan kepanduan juga telah memberikan pengalaman berorganisasi dan
menumbuhkan kesadaran baru tentang pentingnya disiplin, kerja sama dan
persatuan.3® Di samping itu para intelektual dan ulama yang lebih dahulu
berpengalaman dalam berorganisasi menunjukkan sikap yang akomodatif terhadap
tentara Jepang. Para tokoh nasionalis memperjuangkan kemerdekaan bangsa
Indonesia dengan jalan diplomasi. Pihak Jepang pun menerima keinginan tersebut

dengan baik dan berjanji akan memberikan kemerdekaan suatu hari kelak.

Ternyata kebijakan politik Jepang telah membuat posisi umat islam semakin
kuat. Dibentuknya kantor urusan agama dan diakuinya Muhammadiyah dan NU
sebagai organisasi resmi mendorong umat islam untuk meningkatkan perannya
dalam masyarakat.®’ Efek samping dari politisasi agama ini tidak lain adalah
ketergantungan islam terhadap pihak Jepang. Dengan kata lain umat islam dapat
dikontrol pergerakannya dengan melibatkannya dalam struktur kekuasaan.
Kolaborasi umat islam dengan militer jepang dan dukungan penuh dari golongan
nasionalis telah mengacuhkan hal yang sangat penting yaitu kekejaman tentara
jepang terhadap kaum petani. Penderitaan yang dialami para romusha tidak mampu
mengubah sikap akomodatif gerakan kemerdekaan yang cenderung telah mapan.
Sikap tersebut ditantang oleh kaum muda radikal yang dipengaruhi oleh pemikiran
komunis-sosialis.*' Mereka berhadap akan adanya revolusi sosial yang merombak

habis tatanan masyarakat yang bercorak feodalistis.

3 Benedict R.O'G. Anderson, Revolusi Pemoeda: Pendudukan Jepang Dan Perlawanan DiJawa
1944-1946 (Yogyakarta: Marjin Kiri, 2018), 22.

40 Benda, 184-6. Lihat juga Kuntowijoyo, 105-7.

41 Untuk pembahasan komunisme yang mendalam lihat Ruth Thomas. McVey, The Rise of
Indonesian Communism (Ithaca, N.Y: Cornell University Press, 1965).
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Pertentangan antara kaum tua dan kaum muda kembali meruncing setelah
Jepang tunduk dibawah kekuatan sekutu. Penculikan Soekarno sebelum proklamasi
kemerdekaan adalah indikasi bahwa kaum muda menghendaki kemerdekaan
bangsa Indonesia secepatnya dilaksanakan. Meskipun beberapa bulan sebelumnya
telah dibentuk badan dan panitia kemerdekaan yang merumuskan asas dan nilai-
nilai luhur bangsa, para pemimpin nasionalis masih mengkhawatirkan serangan dari
kekuatan militer asing.*? Untuk itu kaum tua lebih memilih jalan diplomasi dalam
mencapai dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebaliknya, kaum
muda dan sebagian besar rakyat Indonesia telah siap melakukan perlawanan demi
mempertahankan kemerdekaan. Perlawanan dari kaum muda dan rakyat
menghadang tentara sekutu dalam pertempuran Surabaya, palagan Ambarawa dan
Bandung adalah peristiwa penting dalam revolusi nasional yang dimulai ketika
proklamasi kemerdekaan.*® Sayangnya revolusi itu berhenti setelah pemerintah
Indonesia lebih memilih melakukan perjanjian dengan pihak Belanda. Dengan kata
lain kemerdekaan Indonesia tidak diperoleh melalui perlawanan perang tetapi
diplomasi dengan pihak yang dahulu menjajah selama 350 tahun. Ironisnya,
berdirinya pemerintahan Indonesia secara tersirat mengakui hak kepemilikan aset

orang asing di Indonesia.

Nasionalisme yang berkembang setelah kemerdekaan Indonesia adalah
nasionalisme yang masih pincang. la tidak secara penuh menolak sisa-sisa
penjajahan tetapi cenderung mengambil alih kekuasaan atas nama bangsa dan
7rakyat Indonesia. Revolusi atau dalam artian penggulingan tatanan kekuasaan lama
yang terjadi di Indonesia tidak mampu mengubah kondisi sosial masyarakat yang
telah berserakan ditindas selama berabad-abad. Kemerdekaan Indonesia tidak

sampai pada revolusi sosial yang seharusnya mampu membangkitkan kemerdekaan

42 Anderson, Revolusi Pemoeda, 72-94.
43 George McTurnan. Kahin, Nasionalisme Dan Revolusi Indonesia (Jakarta: Komunitas Bambu,
2013).
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bangsa beserta manusianya.** la hanya kemerdekaan yang dirasakan oleh negara
dan kebangsaan yang dinamakan Indonesia. Nasionalisme yang tidak tuntas
tersebut yang nantinya menimbulkan banyak persoalan seperti gerakan
separatisme, kooptasi kekuasaan negara dan pemberontakan-pemberontakan.
Nasionalisme mungkin sudah dibajak oleh sekelompok elite yang merindukan
nikmatnya memerintah dan menguasai. Kehadiran negara merupakan mitos yang
membungkus bentuk penjajahan baru dalam term kebebasan, kedaulatan dan
kemerdekaan. Birokrasi pemerintahan hanyalah ajang untuk mengukuhkan

feodalisme untuk mengorup kekayaan negara.

Gelombang pemberontakan mewarnai 20 tahun awal pemerintahan negara
Indonesia. Pemberontakan pertama kali datang dari golongan komunis yang
mencita-citakan negara sosialis Indonesia bukan negara kesatuan yang
berlandaskan pada demokrasi. Kemudian gelombang pemberontakan beralih dari
orang islam yang merasa dipinggirkan dan tidak menghendaki bentuk negara
Indonesia karena tidak sesuai dengan ajaran agama.** Namun langkah
pemberontakan dapat dihentikan oleh kekuatan negara dengan cara
menumpasnya. Hal ini sedikit kontradiktif ketika negara yang berdasarkan persatuan
bersikap keras menghadapi perpecahan di dalamnya. Padahal persatuan yang

dicapai dalam kemerdekaan lebih bersifat sukarela dan tidak dengan memaksa.

Lebih dari setengah abad umur kemerdekaan Indonesia, kita hanya memiliki
dua Presiden dan keduanya turun setelah ada huru-hara di masyarakat. Hal ini
menunjukkan bahwa pemerintahan yang terselenggara tidak bisa lepas dari
mentalitas priyayi yang merasa lebih tinggi daripada rakyat. Para pejabat di
pemerintahan tidak pernah mau belajar dari rakyat, mereka dengan angkuh paling

mengetahui apa yang terbaik bagi semua orang. Ketika pemimpin merasa dirinya

44 Anderson, Revolusi Pemoeda, 477.
4 Robert W. Hefner, Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia (New Jersey:
Princeton University Press, 2000), 94-5.
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adalah penguasa tunggal maka wajah mereka berubah bagaikan diktator dan
negara menjadi fasis. Pemerintahan Soeharto berjalan selama 32 tahun adalah
contoh terbaik patologi kepemimpinan Indonesia. Dengan cerdik ia menurunkan
figure Soekarno dengan memanfaatkan strategi divide et impera antara islam dan
komunis.*® Pada saat yang bersamaan Soeharto membangun poros kekuatan baru
dari militer. Peran militer pada saat is memerintah sangat sentral dalam menjaga
stabilitas keamanan. Nasib nasionalisme lebih banyak di kooptasi untuk
kepentingan pemerintah yang sering bertopeng negara dan sangat jauh dari
kepentingan rakyat. Jenis nasionalisme yang direstui oleh pemerintah Orde Baru
adalah mitos yang mengagungkan peran negara dan penyembahan terhadap
Pancasila dan UUD 1945. Mulai saat itu semangat nasionalisme berorientasi pada

keutuhan negara dan kekuatan integrasi sosial.

Gerakan nasionalisme kaum muda dalam melawan kebijakan pemerintah
yang melenceng tercatat beberapa kali terjadi. Peristiwa Malari pada tahun 1974
membuka mata kita akan kebobrokan pemerintah Orde Baru dalam mengelola
negara. Sebenarnya para mahasiswa yang berdemonstrasi ingin menyangsikan
kebijakan pemerintah Soeharto yang menggandeng pihak asing dalam program
pembangunan. Menurut pandangan mereka kebijakan tersebut telah menyimpang
jauh dari kepentingan rakyat dan harus ditolak. Protes anti-modal asing tersebut
berakhir dengan kerusuhan di Jakarta dan di respons dengan tindakan represif
aparat yang berlebihan. Dualisme fungsi ABRI yang mengizinkan militer berpolitik
dan mengintervensi masyarakat adalah senjata utama pemerintah untuk
membungkam lawan-lawannya.*’ Ada pendapat yang mengatakan bahwa
kerusuhan itu sengaja dibuat oleh pihak tertentu untuk memperburuk citra gerakan
demonstrasi mahasiswa dan menjadi legitimasi atas kebijakan normalisasi kegiatan

kampus. Tampaknya kebijakan politik yang diterapkan oleh Orde Baru tidak jauh

46 Ibid., 55-7.
47 Tentang peran militer dalam politik lihat Harold A. Crouch, The Army and Politics in
Indonesia (Sheffield: Equinox Publishing, 2007).
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berbeda dengan kebijakan yang diterapkan pada saat pemerintahan kolonial. Politik
aliran keagamaan telah mengebiri kekuatan politik islam karena kekhawatiran
terhadap pemberontakan terdahulu. Soeharto sendiri menyadari bahwa muslim
adalah penduduk mayoritas, dengan demikian ia menjinakkan kekuatan islam
dengan mengakomodasi urusan-urusan agama dalam struktur pemerintahannya.
Diberlakukannya UU Perkawinan Baru pada tahun 1974 merupakan praktik

penyanderaan umat islam atas nama modernisasi dan kesatuan hukum.

Wajah baru nasionalisme religius pada masa Orde Baru banyak
direpresentasikan oleh akademisi yang berkantor di Kementerian Agama.
Sedangkan dalam hal politik kekuatan islam di rangkum dalam PPP. Tokoh
intelektual muslim seperti Cak Nur dan Gus Dur lebih memilih bergerak di kampus-
kampus dan masyarakat bawah dalam usahanya membangun kekuatan oposisi
baru. Corak nasionalisme yang ditawarkan oleh kedua tokoh diatas langsung
berpihak dan berorientasi pada perbaikan kehidupan masyarakat. Berbeda halnya
dengan versi nasionalisme resmi yang hanya mementingkan eksistensi negara
dengan struktur pemerintahannya sehingga melupakan permasalahan rakyat. Ketika
cengkraman kekuasaan Orde baru mulai rapuh karena konflik internal di tubuh
militer dengan sigap Soeharto mengalihkan orientasi politiknya kepada islam.
Pendirian ICMI dapat kita tandai sebagai perubahan sikap rezim otoriter terhadap
islam.*® Akan tetapi mereka lebih condong memilih kalangan teknokrat muslim dan
golongan fundamental. Peralihan ini juga sering dianggap sebagai sebuah
kebangkitan Islam di dalam struktur pemerintahan. Setelah pemilu tahun 1992,
susunan kabinet pembangunan VI banyak diisi oleh kalangan islam sehingga kabinet
ini sering disebut dengan kabinet “ijo royo-royo”. Dengan begitu nasionalisme resmi

telah mendapatkan warna religius meskipun hanya sebatas permukaannya saja.

48 Hefner, 127-31.
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Kooptasi agama yang dilakukan rezim Soeharto mendapatkan respons yang
keras dari beberapa kalangan, salah satunya Gus Dur. la memandang bahwa Islam
sedang di adu domba oleh pemerintah Orde Baru ketika sekelompok orang islam
didukung dan yang lainnya dikucilkan. Gus Dur kemudian mendirikan Forum
Demokrasi agar tetap menjaga jarak terhadap kekuasaan negara.*® Tindakan oposisi
ini tampaknya mencerminkan suatu karakter nasionalisme religius yang memihak
kebebasan dan kepentingan rakyat. Kemudian Soeharto lengser lantaran ada
tekanan yang kuat dari masyarakat terutama mahasiswa yang menuntutnya mundur.
Mundurnya Soeharto dari kursi presiden merupakan titik kulminasi yang dirasakan
oleh sebagian besar masyarakat Indonesia menagih perubahan. Akan tetapi
gugatan perubahan itu hanya terbatas pada level permukaan saja mengenai
kebebasan dan reformasi birokrasi. Reformasi 1998 tidak mengubah struktur politik
bangsa yang dikuasai oleh segelintir elite Orde Baru. Malah mereka menjadi semakin
leluasa mempraktikkan  korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) setelah
diberlakukannya otonomi daerah dan amandemen UUD. Rupanya negara tidak
menjadi lebih baik dalam melayani kepentingan rakyat tapi malah membiarkannya

hidup terlunta-lunta tanpa kepastian.

Generasi muda yang sedang tumbuh pada awal milenium ketiga ini sedang
mengalami kebebasan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Mereka telah
merasakan arti kebebasan sepenuhnya tanpa lagi takut tindakan represi dari militer.
Dengan tumbuh suburnya kebebasan dalam berekspresi, berpikir dan berpendapat
maka hal itu juga berarti meningkatnya sikap individualis yang mengubur semangat
nasionalisme. Kebanyakan corak nasionalisme yang tumbuh sangat terkesan egois
yang merasa bahwa dirinya atau kelompoknya lah yang paling nasionalis.
Nasionalisme yang dahulu tumbuh karena kepedulian terhadap nasib saudara
sebangsa yang penuh ketulusan dan pengabdian entah dicuri oleh siapa. Selain itu

kebangkitan islam yang berlebihan telah membawa pemikiran fundamentalis yang

49 Ibid.,, 162-3.
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memahami agama secara kaku dan ketat. Perseteruan antara kolompok
fundamental dengan moderat islam banyak berkisar pada hubungannya dengan
negara.>® Yang satu meyakini bahwa sistem khilafah islam adalah solusi bagi
permasalahan Indonesia dan yang lainnya tetap bersikukuh bahwa NKRI dengan
sistem demokrasi sudah baik. Ketegangan ini menjadi konflik laten yang

membentuk ceruk-ceruk kehidupan sosial masyarakat menjadi semakin dalam.

D. KERAGAMAN BUDAYA DAN INTEGRASI

Setiap kali kita memandang lambang negara yaitu burung garuda, di kakinya
terdapat semboyan sakral “Bhineka tunggal lka". Kalau ditelaah dalam kakawin
aslinya sutasoma karangan Empu Tantular, semboyan itu sebenarnya tidak lengkap
karena menghilangkan empat kata sesudahnya yaitu “tan hana dharma mangrua”
yang artinya tiada kebenaran (agama) yang mendua. Paling tidak semboyan
tersebut mencerminkan semangat toleransi yang sudah mengakar kuat dalam
kebudayaan nusantara. Maka tidak heran jika founding father kita memakainya
untuk landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya pemahaman kita
terhadap semboyan itu tidak pernah beranjak dari kalimat klise walaupun berbeda-
beda tetapi kita tetap satu. Jarang sekali ada yang menanyakan apa arti
keanekaragaman itu sendiri? Siapakah yang dimaksud dengan kita dan seperti apa
persatuan yang diharapkan? Jawaban yang diajukan mungkin sangat sederhana
ketika keanekaragaman itu merujuk pada suku bangsa yang ada di wilayah
Indonesia dari sabang sampai merauke. Seolah-oleh keanekaragaman adalah
sesuatu yang ada dengan sendirinya dan bersifat tetap tanpa mampu memahami
dinamika perubahan di dalamnya. Demikian juga persatuan yang kita bayangkan
adalah adanya NKRI. Padahal keanekaragaman merupakan ciri khas dari kehidupan

manusia yang senantiasa berubah mengikuti hukum sejarah. Corak dinamis ini

>0 Carool Kersten, Berebut Wacana: Pergulatan Wacana Umat Islam Indonesia Era Reformasi
(Bandung: Mizan, 2018), 14-6.
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sangat ditentukan oleh pola persinggungan budaya yang terjadi dalam
masyarakat.”' Dengan kata lain semakin intense persinggungan antar budaya maka

semakin plural masyarakat sebagaimana yang terjadi dewasa ini.

Pada bagian sebelumnya telah disinggung bagaimana konteks sejarah
nasionalisme digunakan untuk persatuan secara politis. Dengan kata lain kita
bersatu atas dasar kesamaan tujuan menumbuhkan kedaulatan dan cita-cita
kemerdekaan melawan wajah kolonialisme. Akan tetapi ketika penjajah itu bisa kita
usir dari wilayah Indonesia, kita menghadapi dua tantangan baru yaitu menjaga
keutuhan dan persatuan serta mengelola keanekaragaman budaya. Ternyata
tantangan yang pertama lebih banyak digarap melalui angkatan militer yang
menggunakan pendekatan represif. Memang keutuhan wilayah teritorial adalah hal
yang penting dipertahankan oleh negara, namun tidak kalah penting adalah
bagaimana membangun persatuan di dalam masyarakat yang plural. Kita tahu
bahwa persatuan yang substantif adalah bentuk persatuan yang dibangun oleh
masyarakat sendiri sebab bersifat kultural. Mudahnya, persatuan yang tumbuh dari
bawah lebih memiliki daya tahan dalam menghadapi perubahan-perubahan.
Berbeda halnya dengan persatuan yang terprogram, ia hanyalah wacana
pengetahuan yang tidak memiliki landasan empiris kehidupan sehari-hari dengan
contoh terbaik adalah nasionalisme. Memang betul nasionalisme telah
membebaskan kita dari penjajah asing, membangkitkan kedaulatan dan
kemerdekaan, menjaga perdamaian dan keamanan dan sebagainya. Tetapi,
sudahkah kedaulatan dan kemerdekaan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia
dalam kehidupan mereka. Sudah berapa banyak nyawa manusia dihabisi demi

menegakkan berdirinya negara dengan jargon nasionalisme dan kepentingan

>1 Penjelasan mengenai persinggungan kebudayaan di nusantara dalam kerangka sejarah
yang panjang dibahas oleh Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya Jaringan Asia (Jakarta:
Gramedia, 2005).
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negara. Pada dasarnya nasionalisme diperuntukkan bagi eksistensi negara yang

sering mengacuhkan rakyat serta keanekaragaman budaya.

Beberapa kasus yang mencederai toleransi di Indonesia dewasa ini lebih
banyak bersumber dari persoalan etnis dan agama. Stereotip anti-cina kembali
mencuat ketika terjadi kasus Ahok mengenai penistaan agama dan keluhan suara
azan ibu Melliana. Penentangan terhadap etnis tionghoa tersebut mendapatkan
dorongan yang kuat dari sentimen keagamaan. Islam sebagai agama mayoritas di
Indonesia merasa dirinya memiliki hak untuk mendominasi. Bahkan tidak jarang
dominasi tersebut kebablasan sehingga menimbulkan kecemasan dari kelompok
minoritas. Mungkin istilah yang tepat untuk menyebut hal tersebut datang dari
Fukuyama mengenai megalothimia yaitu semacam hasrat untuk menjadi superior.>
Dua kasus tersebut menjadi indikasi bahwa masyarakat kita masih menyisakan suatu
gambaran yang muram mengenai etnis tionghoa meskipun mereka telah lama
hidup di Indonesia. Di pojok hati masyarakat Indonesia terdapat ketidakrelaan akan
hadirnya etnis asing karena kesuksesan mereka menguasai sumber ekonomi. Kita
membutuhkan suatu langkah kebijakan baru yang mempersatukan masyarakat

tanpa mereduksi perbedaan diantara mereka.

Keanekaragaman budaya merupakan warisan luhur yang dapat digunakan
sebagai bekal kehidupan di masa depan. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu
plural namun sudahkah kita mengenalinya. Kebudayaan birokrasi tampaknya tidak
ikut ambil pusing dengan keanekaragaman kebudayaan masyarakat. Maksudnya,
birokrasi negeri ini menyerahkan urusan tersebut ke tangan budayawan atau
agamawan. Mereka lebih menaruh perhatian pada aspek formal saja seperti
meningkatkan perekonomian, pelayanan kesehatan dan menyelenggarakan

pendidikan. Salah satu ciri utama kebudayaan negara adalah mereduksi perbedaan

>2 Francis Fukuyama, ‘Against Identity Politics’, Foreign Affairs, 2018.
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melalui universalisasi program.>® Contoh paling konkrit adalah bagaimana program
pendidikan nasional yang menggunakan bahasa Indonesia sudah menenggelamkan
bahasa daerah. Kaum muda mulai merasa asing dengan bahasa daerahnya sendiri
bahkan sekarang mereka mulai mempelajari bahasa asing demi tuntutan zaman.
Padahal yang sebenarnya bahasa asing dipelajari terutama demi gengsi,
kesempatan bekerja atau lebih mudahnya untuk tidak kalah saing dalam perebutan

ekonomi.

Puisi Rendra yang berjudul “sajak seonggok jagung” mengkritik kebanyakan
sikap orang terdidik. Salah satu cuplikan baitnya:

Apakah gunanya belajar filsafat, sastra, teknologi,

{lmu kedokteran dan apa saja, bila akhirnya,

ketika pulang ke daerahnya, lalu berkata:
“Di sini aku merasa asing dan sep(”

Bait puisi diatas menggambarkan bagaimana pendidikan yang
diselenggarakan sekarang lebih banyak membahas kenyataan dunia luar daripada
mempelajari fenomena kehidupan masyarakat sekitar. Dalam hal bahasa saja, kaum
muda lebih tertarik mempelajari bahasa asing daripada bahasa lokal daerahnya
sendiri. Selain itu pola interaksi antara golongan terdidik dengan masyarakat juga
terkesan berjarak. Pendidikan programatik telah membawa efek buruk bagi
mentalitas kaum muda yang semakin tinggi tingkat pendidikannya semakin elitis
perilakunya di masyarakat. Dengan kata lain derajat mereka adalah untuk dipahami
bukan malah memahami. Mereka merasa tidak perlu belajar kepada orang miskin,
terpinggir dan orang pedesaan karena merasa pandai. Dunia pendidikan yang
tercerabut dari kehidupan masyarakat malah menimbulkan kebudayaan baru yang
angkuh. Keanekaragaman budaya memang dijaga eksistensinya oleh negara tetapi

tidak sampai berusaha menumbuh-kembangkannya sebagai kebudayaan nasional.

>3 Will. Kymlicka, Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship
(New York: Oxford University Press, 2001), 230-1.
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Reformasi selain dipandang sebagai babak baru bangkitnya era kebebasan
juga membawa kebangkitan peran agama islam.>* Munculnya bahasa-bahasa
agama dalam ruang publik seperti syariah, halal dan hijrah tampaknya menjadi
tantangan baru bagi keanekaragaman budaya di Indonesia. Pengaruh islam yang
semakin kuat ini sayangnya tidak dibarengi oleh pemahaman yang memadai
tentang toleransi. Akibatnya banyak ditemui bentuk-bentuk persekusi, penyerangan
dan penolakan yang mengatasnamakan agama. Pemahaman keagamaan yang kaku
dan terlalu textual menjadi pemicu utama gerakan fundamental dan radikal islam.
Tidak bisa disangsikan pula bahwa kemunculan gerakan islamis berkaitan erat
dengan gerakan internasional islam yang tumbuh subur di Timur Tengah. Paling
tidak pemikiran gerakan islamis ingin melawan hegemoni barat dalam
mengkonstruksi kebudayaan dunia dengan menggunakan pemikiran dan cara hidup
yang islami.>®> Euforia kebangkitan islam juga telah menggeser kekuatan nasionalis
sekular dalam iklim perpolitikan nasional. Sekarang para elite partai politik yang
dahulu terkenal sekular telah mengakomodasi kepentingan islam dalam sistem
pemerintahan melalui perda syariah. Alasan utamanya tidak lain untuk

mempertahankan konstituen politiknya di daerah dengan menggaet umat islam. >®

Upaya mengurangi perbenturan antara pemahaman agama dan kebudayaan
memang sudah lama disinggung. Yang terbaru para budayawan dan agamawan
berdialog dan mengeluarkan “permufakatan yogyakarta”. Intinya mengajak seluruh
elemen bangsa untuk menggali kembali jati diri bangsa dalam melihat, berpikir,
bertindak dan berperilaku menghadapi disturbsi kebudayaan termasuk agama.®’
Akan tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah apa jati diri bangsa itu? kalau pun

kita mengaku sebagai bangsa Indonesia dan sudah merumuskan jati diri, persoalan

54 Kersten, 151-4.

> Noorhaidi Hasan, Islam Politik Di Dunia Kontemporer: Konsep, Genealogi Dan Teori
(Yogyakarta: SUKA Press, 2012).

>6 Michael Buehler, The Politics of Shari’a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing
Indonesia (London: Cambridge University Press, 2016), 213.

> Oman Faturrahman, Permufakatan Yogyakarta, Lalu Apa? Kompas edisi 9 November 2018.
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lain akan muncul ketika di benturkan dengan tataran praktis yang beranekaragam.
Akan seperti apakah jati diri bangsa Indonesia yang dirumuskan itu diterapkan
secara lokal kedaerahan. Saya meyakini bahwa jati diri bangsa Indonesia adalah jati
diri yang digali dari setiap tradisi kebudayaan yang ada di Indonesia. Sebab
Indonesia sendiri munculnya belakangan jika dibandingkan dengan kebudayaan
daerah. Imajinasi “indonesia” dalam benak masyarakat kita tidak lebih dari identitas
persatuan nasional. Dalam kehidupan sehari-hari manusia Indonesia lebih dekat
dengan kebudayaan daerah daripada kebudayaan negara. Jadi pertanyaan
mengenai jati diri bangsa merupakan pertanyaan yang problematis ketika istilah

bangsa yang kita rujuk tidak memiliki tradisi kebudayaan yang panjang dan kuat.

Persinggungan antara pemahaman agama dengan tradisi kebudayaan
merupakan perdebatan kuno. Agama sebagai ajaran moral yang menawarkan cara
hidup tertentu tidak akan mugkin bisa berkembang tanpa mengakomodasi bentuk
tradisi kebudayaan. Islam yang telah menyebar di Indonesia dengan mudah diterima
karena kelenturannya menerima tradisi kebudayaan lama. Sekarang islam di
indonesia lebih kentara wajah janusnya, yang satu bersikap moderat dengan
perbedaan budaya dan keyakinan, yang lainnya sangat keras bahkan sekali-kali sadis
dalam menyikapi perbedaan baik dalam hal kebudayaan maupun keyakinan agama.
Ketika hal tersebut berbenturan dengan sistem negara maka perdebatan beralih
menyoal nasionalisme religius. Yaitu bentuk nasionalisme yang berdasarkan pada
nilai-nilai agama sebagai basisnya. Konsekuensi utama dari corak nasionalisme
religius adalah ia kesulitan menerapkan prinsip-prinsip kewarganegaraan.
Perbedaan yang mendasar antara tradisi pemikiran islam dan tradisi pemikiran barat
mengenai landasan kehidupan bernegara perlu dipikirkan ulang dalam menciptakan

tatanan sosial yang harmonis.
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Kaum muda muslim sekarang lebih cenderung tertarik pada wacana
keagamaan daripada wacana kenegaraan®® sehingga dalam menghadapi perbedaan
seringkali mereka salah dalam bersikap dan bertindak. Maraknya pengajian di
masjid-masjid, gerakan pemuda hijrah, dan hijab syar'i adalah bentuk kesalehan
yang diidam-idamkan oleh kaum muda.>® Keterasingan mereka hidup di perkotaan
modern dengan perubahan pola hidup yang drastis telah mengantarkan mereka
kembali kepada pencarian spiritual. Beriringan dengan pesatnya teknologi
komunikasi, persebaran wacana keagamaan semakin masif terjadi dan celakanya
lagi wacana tersebut sering dipolitisir demi keuntungan pihak tertentu. Masih segar
teringat dalam memori kita tentang bagaimana pengerahan massa islam dan
polemik islam nusantara mewarnai lanskap diskursus nasional yang menggiring kita
untuk lebih memperhatikan agama islam. Kehidupan negara yang dahulunya terasa
sekular sekarang malah dipenuhi oleh simbol-simbol agama. Pertarungan politik
pun mengikuti trend ini, agama dipandang sebagai kekuatan utama dalam meraih

dukungan politik. Maka jangan heran kalau politisasi agama semakin meningkat.

Kekhawatiran para tokoh agama maupun budayawan mengenai
kecenderungan para elite dalam mempolitisir agama berkisar pada dua hal.
Pertama, umat islam seolah-olah bermusuhan —jika tidak boleh menggunakan istilah
dipecah belah karena diseret ke dalam pertarungan politik praktis. Kedua, semakin
tidak jelasnya orientasi kebudayaan kita sebagai bangsa. Para elite politik kita lebih
asyik berbicara kekuasaan dan proyek pembangunan daripada menjadi seorang
yang peduli terhadap wujud eksistensi kebudayaan. Keanekaragaman budaya
tampak tidak dirawat dengan baik dengan membiarkannya semakin terpojok dalam

memainkan perannya dalam kehidupan publik. Norma-norma sosial telah

8 Maksud dari wacana kenegaraan adalah gagasan dasar terutama landasan bangsa yaitu
pancasila yang mengajarkan persatuan, toleransi, kebajikan dan permufakatan. Di samping itu
wacana kenegaraan juga mencakup juga soal prinsip kewargaan, hak dan kewajiban dihadapan
negara dan lain-lain.

¥ Tentang piety movement dalam agama islam lihat Saba Mahmood, Politics of Piety: The
Islamic Revival And The Feminist Subject. Princeton University Press (2004)
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compang-camping ditinggalkan masyarakat yang lebih tertarik pada hukum legal
rasional dan kebudayaan barat. Hal ini juga berarti bahwa pola perilaku masyarakat
telah bergeser yang semula bersemangat altruistik seperti gotong-royong dan
guyup-rukun sekarang menjadi sangat individual-egoistik. Perubahan masyarakat
ini utamanya didorong oleh peran pemerintah dalam ambisinya meningkatkan
perekonomian negara. Peningkatan daya saing dan gerakan entrepreneurship
adalah corak pemikiran individualistik yang sebenarnya berlawanan dengan tradisi

kebudayaan yang selama ini mengakar di Indonesia.

E. MENINJAU ULANG NASIONALISME

Sampai di sini pembahasan akan mengarah pada tataran teoretis mengenai
apa itu bangsa, kebangsaan dan nasionalisme. Dalam tradisi pemikiran liberal,
konsep bangsa sendiri berpijak pada asumsi dasar sifat otonom dan bebas dari
manusia.?® Keberadaan negara dan bangsa menurut tradisi ini tidak lebih dari
sekadar alat untuk mengaktualisasikan kebebasan individu. Peran negara di sini
hanya menata dan menetapkan aturan di dalam masyarakat. Sedangkan masyarakat
sendiri di dorong untuk bersikap kosmopolit yang menoleransi perbedaan dan
mengakui eksistensi negara atas perannya menjaga stabilitas sosial, kepastian, dan
kesejahteraan. Bayangan kebangsaan yang seperti ini jamak ditemui saat ini
sehingga muncul istilah banal nationalism yang merujuk pada identitas keseharian
di tengah meningkatnya interaksi skala global.®! Jika kita berada di luar negeri,
pertanyaan yang terpenting adalah soal berasal dari negara mana dan mau apa. Hal
ini bisa terjadi sebab secara diam-diam kita sudah menyepakati akan kedaulatan
suatu bangsa. Dengan begitu kebebasan kita di dunia ini dibatasi oleh pagar yang

bernama negara. Konsekuensinya, nasionalisme telah menjadi hal yang umum

60 Kymlicka, 208-9.
1 Everyday Nationhood: Theorising Culture, Identity and Belonging after Banal Natonalism,
ed. by Michael Skey and Marco Antonsich (Palgrave, 2017), 1-5.
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dalam kehidupan sosial sehingga sering melupakan makna terdalam dan kehilangan

tujuan awalnya.

. Cita-cita nasionalisme yang bercorak liberal telah kehilangan harapan akan
kebebasan individu serta netralitas agama sudah sejak akhir abad ke 19.5% Secara
umum pemikiran liberal dikritik oleh Parekh ketika menunjukkan kontradiksi yang
problematik dengan keanekaragaman budaya. Solusi yang ditawarkan oleh
Kymlicka mengenai kesamaan dan kesetaraan tidak mampu menjawab persoalan
kontemporer. Berkembangnya gerakan populisme menjadi pertanda bahwa prinsip
kewarganegaraan yang plural sudah berkurang nilai relevansinya. Di samping itu
kebangkitan agama terutama dalam gerakan radikalis dan gerakan New Age sudah
cukup  mengalihkan  diskursus mengenai hubungan negara dengan
keanekaragaman budaya. Sekarang orang sudah tidak bisa lagi menganggap
kebudayaan sebagai epifenomena. Secara formal institusi, negara memang
dibutuhkan tetapi ia belum cukup mengatasi persaingan, pertentangan dan

penolakan budaya yang ada di dalam masyarakat.

Untuk itu perlu diajukan suatu cara pandang baru mengenai nasionalisme
dalam mengelola pluralitas budaya. Dalam kasus Indonesia sendiri, sebenarnya
keanekaragaman budaya sudah sejak lama ada. Namun sejak perkembangan
teknologi komunikasi dan interaksi antar manusia semakin masif membuat
kebudayaan kita tambah semakin beranekaragam. Persoalan perbedaan etnis dan
keagamaan sudah jarang terjadi tetapi beralih pada persoalan perbedaan
pandangan tentang agama dan perilaku yang kadang-kadang diekspresikan secara
berlebihan. Seperti tuntutan hukum terhadap penistaan agama, persekusi penganut
aliran tertentu, penolakan tradisi adat serta LGBT. Hal itulah yang menjadi tantangan

bersama dalam memperbaiki cara memandang persoalan. Saya kira semangat

62 Yael Tamir, ‘Liberal Nationalism’, Philosophy & Public Policy, 13 (1993), 1-6.
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nasionalisme yang di seminarkan dan pembinaan ideologi pancasila tidak akan

banyak berarti karena keterbatasan ruang gerak.

Sebagai sebuah proyek bersama, nasionalisme sudah saatnya kita pelajari
dan garap ulang secara bersama-sama.’®> Meragukan keefektifan nasionalisme
dalam membentuk tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik adalah hal yang
wajar kalau artikulasi nasionalisme tidak beranjak pada dimensi kognitif saja. Jika
pemahaman kita mengenai nasionalisme diperluas, dinamis dan kritis maka
perubahan dalam tataran kesadaran mulai tumbuh yang nantinya akan
menggerakkan struktur sosial masyarakat. Nasionalisme merupakan spirit di dalam
jiwa yang menghiasi sikap dan perilaku sehari-hari. la ditempa oleh pengalaman
hidup yang mencari solusi atas persoalan bersama. Namun persoalan tersebut
membutuhkan ruang untuk ajang berdiskusi dan partisipasi. Keleluasaan ruang
publik mesti dijauhkan dari represi kekuasaan serta sentimental primordial.
Meskipun hal itu bersifat utopis, penekanan pada inklusifitas pertukaran
pemahaman tetap menjadi bagian yang penting. Nasionalisme menggugah roh
persatuan yang dimiliki oleh setiap warga negara yang beranekaragam tanpa
mengurangi sedikitpun kedaulatan mereka menentukan diri sendiri. Dengan begitu
varian nasionalisme akan tumbuh dari realitas keseharian yang menjadikannya
bercorak dinamis dan plural. Seorang petani atau nelayan memiliki semangat
nasionalisme dalam bentuk pemahaman dan kesadarannya sendiri. Demikian halnya
dengan para pemuda, pencarian atas makna nasionalisme selain diperoleh melalui
pembacaan sejarah juga tetap harus mempertimbangkan realitas sosial dan kultural
yang menjadi lahan perjuangan dimana komitmen dan pembelaannya

diaktualisasikan.

63 Benedict R.O'G. Anderson, ‘Indonesian Nationalism Today and in The Future’, Indonesia,
1999, 1-11. Naskah ini pernah dipresentasikan dalam sebuah kuliah umum di Jakarta, 4 Maret 1999.
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Abstract

This study focused on the thinking of an Indian Muslim scholar
named Muhammad Hamidullah about the concept of Islamic
International Law. The reason for choosing the figure that fell to the figure
of Muhammad Hamidullah himself because he saw this figure had
expertise in the field of Islamic Law, especially in the field of International
Islamic Law which was felt to be very rare in the treasures of Muslim
intellectuals today. The idea of the concept of Islamic International Law
specifically has been outlined in a book entitled Muslim Conduct Of State.
This book comprehensively discusses Islamic International Law which
consists of law in the event of war, managing peace and life together
based on rules that exist in Islam. To further examine how Muhammad
Hamidullah thought about the concept of Islamic International Law, the
authors used qualitative-descriptive research methods. At the same time
in this study the authors used data collection techniques derived from the
literature in the library that felt relevant to support this study. Finally,
through this study we will find a construction of international legal
thinking in accordance with Islam based on the results of the reasoning
carried out by Muhammad Hamidullah.
Keywords: I/slamic Law, Islamic Figure, International Law, Muhammad
Hamidullah, Islamic International Law.

Abstrak

Penelitian ini  difokuskan terhadap pemikiran seorang
cendekiawan Muslim asal India bernama Muhammad Hamidullah
tentang konsep Hukum Internasional Islam. Alasan pemilihan tokoh yang
jatuh kepada sosok Muhammad Hamidullah sendiri karena melihat sosok
ini memiliki keahlian di bidang Hukum Islam, khususnya di bidang Hukum
Internasional Islam yang dirasa masih sangat jarang di dalam khazanah
intelektual Muslim dewasa ini. Pemikiran tentang konsep Hukum
Internasional Islam secara khusus telah dituangkannya di dalam sebuah
buku yang berjudul Muslim Conduct of State. Buku ini secara
komprehensif membahas tentang Hukum Internasional Islam yang terdiri
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dari hukum ketika terjadi perang, mengelola perdamaian dan kehidupan
bersama berdasarkan aturan-aturan yang ada di dalam Islam. Untuk
mengkaji lebih lanjut bagaimana pemikiran Muhammad Hamidullah
tentang konsep Hukum Internasional Islam ini penulis menggunakan
metode penelitian kualitatif-deskriptif. Bersamaan dengan itu dalam
penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang
bersumber dari literatur-literatur yang ada di perpustakaan yang di rasa
relevan untuk mendukung kajian ini. Pada akhirnya, melalui kajian ini
akan ditemukan sebuah konstruksi pemikiran Hukum Internasional yang
sesuai dengan Islam berdasarkan hasil penalaran-penalaran yang
dilakukan oleh Muhammad Hamidullah.

Kata kunci: Hukum Islam, Tokoh Islam, Hukum Internasional, Muhammad
Hamidullah, Hukum International Islam.

A. PENDAHULUAN

Sebagai sebuah agama, Islam tidak hanya berbicara tentang doktrin
mengenai perintah untuk beribadah, seperti shalat, puasa, haji, dan mu’amalah saja,
tetapi lebih dari itu, Islam adalah sebuah peradaban dan kebudayaan yang di
dalamnya terkandung berbagai macam tuntunan dan anjuran untuk
mengembangkan kehidupan manusia dalam segala sektor untuk mencapai
kebaikan bersama, baik di dunia maupun di akhirat.

Pernyataan di atas, persis seperti penjelasan Seyyed Hossein Nasr pada salah
satu tulisannya, yang menyatakan bahwa:

“Islam tidak bisa dikatakan hanya sebagai agama saja, tetapi lebih dari
itu, Islam adalah sebuah peradaban besar yang memiliki sejarah panjang
selama 14 abad lamanya. Peradaban Islam telah menjadi arus utama dunia
selama lebih dari satu milenium. Perdaban Islam telah banyak melahirkan
figur-figur cendekiawan terkemuka, kesenian dan juga bangunan arsitektur
yang istimewa, sains dan teknologi yang mempesona, dan juga membentuk
sebuah nilai kebijaksanaan dan keadilan sosial yang berasal dari ajaran
Alquran. Hasil kontribusi para cendekiawan, penyair, musisi, dan seniman
Islam telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi peradaban
Barat, India, dan juga kesenian dan pemikiran Cina (Asia)."%

64 Seyyed Hossein Nasr, Islam: Religion, History, and Civilization, Canada: Harper Collins E-
Book, 2007, xiv.
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Sungguh menarik sekaligus membanggakan sekali prestasi yang ditorehkan
oleh Islam dimasa lalu. Penjelasan semacam ini sangat berguna sekali untuk
menumbuhkan kembali rasa percaya diri dan juga semangat untuk kembali bangkit
ditengah-tengah kondisi dunia Islam yang sedang terpuruk seperti saat ini.®®

Dari narasi tentang kemajuan-kemajuan Islam di atas, hal menarik yang perlu
digarisbawahi di sini adalah mengenai perkembangan pemikiran dan keilmuan Islam
beserta tokoh-tokohnya yang mencakup kepada empat cabang keilmuan, yaitu
hukum Islam (fikih), teologi (ilmu kalam), mistisisme Islam (ilmu tasawuf), dan
falsafah (ilmu filsafat Islam). Dari empat cabang keilmuan tersebut, yang akan
diketengahkan untuk dibahas secara detail di sini adalah mengenai hukum Islam.

Dalam sejarah perkembangannya, hukum Islam telah berkembang dan
terformulasi sejak Nabi Muhammad saw. diangkat sebagai Nabi. Pada tahap awal,
praktek hukum Islam ini dimulai ketika Nabi berada di Makkah. Hukum Islam ini
diterapkan-dengan bersumber kepada Alquran dan Hadis-secara gradual untuk
menggantikan praktek hukum masyarakat Arab pada saat itu yang dinilai
menyimpang. Penerapan hukum Islam ini bukan berarti menghilangkan tradisi dan
budaya hukum masyarakat secara keseluruhan, tetapi di sini Nabi menyeleksinya
dengan menggunakan parameter Alquran. Dengan demikian, jika ada aturan dan
budaya hukum yang bertentangan dengannya, maka akan dihilangkan, tetapi jika
memiliki kesesuaian maka hal tersebut akan dipertahankan, seperti praktek
perjanjian, jual-beli, pernikahan, potong tangan, dan lain sebagainya.

Setelah Nabi wafat, perkembangan dan formulasi hukum Islam bukan berarti
telah selesai. Pada masa pasca Nabi wafat, formulasi hukum Islam ini terus berjalan,
baik pada masa sahabat, tabi‘in, tabi'it tabi'in, hingga era modern saat ini dengan
mengacu kepada Alquran, Hadis, dan juga ijtihad. Hirarki metodologi penemuan

hukum ini berdasarkan kepada hasil percakapan Nabi dengan gubernur Yaman,

85 Untuk melihat uraian atas krisis yang sedang dihadapi oleh dunia Islam saat ini bisa
merujuk karya Ali A. Allawi, The Crisis Of Islamic Civilization, USA: Yale University Press, 2010.
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Mu'az bin Jabal yang kisahnya sangat terkenal mengenai percakapan tentang
langkah-langkah yang dilakukan dalam usaha untuk menemukan sebuah hukum.®®

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam sendiri, pada setiap masanya
selalu memiliki tokoh sentral dalam penggalian dan perumusan hukum Islam
sebagai jawaban atas berbagai permasalahan. Dalam konteks yang paling mutakhir
saat ini-untuk menyebut salah satu tokoh-ada sosok Muhammad Hamidullah.
Hamidullah adalah seorang cendekiawan Muslim yang hadir pada abad ke-20.
Kontribusinya sangat besar bagi perkembangan keilmuan Islam, khususnya dalam
bidang hukum Islam. Salah satu kontribusi pemikiran Hamidullah yang sangat
penting sampai hari ini adalah ketika dia merumuskan bentuk hukum internasional
Islam dan menuliskannya pada sebuah karya dalam bentuk buku yang berjudul
Muslim Conduct of State. Buku ini menjadi standar acuan untuk digunakan sebagai
referensi dalam melihat perkembangan hukum Islam, khususnya dalam konteks
pembentukan hukum internasional.

Berdasarkan pemaparan sekilas tentang sosok Muhammad Hamidullah di
atas, maka dalam hal ini menarik untuk melihat dan mengkaji lebih jauh bagaimana
konsepsi yang telah dirumuskan oleh Hamidullah mengenai hukum internasional
Islam ini. Ada beberapa alasan yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji
formulasi hukum internasional Islam dan memilih Muhammad Hamidullah sebagai
tokoh utamanya. Pertama, topik mengenai hukum Islam sendiri telah menjadi
primadona ketika mengkaji tentang Islam. Para peneliti, baik dari Timur maupun
Barat, berlomba-lomba untuk melahirkan sebuah karya dalam konteks hukum Islam.
Kedua, mengenai hukum internasional Islam sendiri, menurut penilaian penulis,
masih sangat jarang dilakukan penelitian tentangnya. Selama ini, mainstream
pembahasan hukum Islam terlihat hanya pada konteks sejarah perkembangan

hukum Islam, jinayah, mu‘amalah, dan siyasah saja. Dengan demikian, kajian tentang

% Muhammad Hamidullah, The Emergence Of Islam, Islamabad: Islamic Research Institute,
1993, 85.
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hukum internasional Islam ini sangat dibutuhkan. Ketiga, mengenai sosok
Muhammad Hamidullah sendiri belum banyak peneliti yang membahas tentang
gagasan-gagasan yang telah dirumuskannya. Padahal, Hamidullah adalah sosok
cendekiawan Muslim yang sangat konsisten dan juga produktif dalam melahirkan
gagasan-gagasannya tentang keilmuan Islam.

Berdasarkan pemaparan di atas maka tulisan ini akan membahas tentang
pikiran-pikiran Muhammad Hamidullah tentang hukum internasional Islam dan
relevansinya bagi perkembangan hukum Islam ke depan. Pembahasan ini penting
dilakukan, selain karena alasan di atas juga karena situasi dunia yang cenderung
sekuler dalam menerapkan pranata-pranata sosialnya, termasuk hukum. Dengan
demikian, pembahasan tentang hukum internasional Islam ini berguna sebagai
alternatif hukum yang memiliki citra dan spirit ketuhanan (God-endowed law).%’

Untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pemikiran Muhammad Hamidullah
tentang konsep hukum internasional Islam ini penulis menggunakan metode
penelitian kualitatif-deskriptif. Bersamaan dengan itu dalam penelitian ini penulis
menggunakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari literatur-literatur
yang ada di perpustakaan yang di rasa relevan untuk mendukung kajian ini.
Kemudian, kerangka teoretik yang digunakan adalah tentang tipologi pemikiran
Islam William Shepard, yaitu ‘islamis’, ‘sekularis’, dan ‘tradisionalis’.®® Kerang teoretik
ini digunakan untuk melihat posisi letak keberadaan pemikiran Muhammad

Hamidullah.

67 Dalam konteks penggolongan atau tipe hukum ini Abdul Qadir Audah membaginya
kedalam dua kategori, yaitu man-made law dan God-endowed law. Menurut pendapat Audah, hukum
buatan manusia (man-made law) jarang didasarkan pada spirit agama, etika atau moralitas. Kecuali
satu atau dua hukum saja yang berdasarkan pada keyakinan agama atau moralitas, sebagian besar
undang-undang buatan manusia didasarkan pada tujuan temporal pemerintah dan pembuatnya
(legislator). Sementara itu, berbeda dari hukum buatan manusia, hukum Islam (God-endowed law)
adalah sebuah hukum yang memiliki spirit ketuhanan yang tercermin atas kata-kata dan perbuatan,
perilaku, etika, kebiasaan, hubungan yang terjewantahkan di dalam ajaran Islam. Abdul Qadir Audah
Shaheed, Islamic System Of Justice, New Delhi: Kitab Bhavan, 1994, 23-24.

68 William Shepard, “The Diversity of Islamic Thought: Towards a Typology”, dalam Suha Taji-
Farouki dan Basheer M. Nafi (ed.), Islamic Thought in The Twentieth Century, London: |.B.Tauris, 2004,
63.
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B. PEMBAHASAN

1.

Muhammad Hamidullah: Sebuah Sketsa Biografi

a. Silsilah Keluarga

Ulama asal Hyderabad yang paling terkemuka, Muhammad
Hamidullah lahir pada hari Rabu tanggal 16 Muharrom 1326/19 Februari
1908 di wilayah yang disebut Katalmandi, yang terletak di kota
Hyderabad. Dia adalah anak bungsu dalam sebuah keluarga yang
beranggotakan tiga saudara laki-laki dan lima saudara perempuan. Akar
leluhurnya berasal dari komunitas Nawa'it, cabang dari Muslim Konkani
di India. Muslim Konkani adalah Muslim pertama yang tiba di India pada
tahun 699 M dari Arabia. Ulama abad ke-15 'Ala al-Din" Ali Ibnu Ahmad
al-Maha'imi (w. 776-835/1374-1432), yang menulis tafsir terkenal atas
Alquran yang berjudul Tafsir al-Rahman bi-Taysir al-Mannan, adalah di
antara leluhurnya.

Kakek buyutnya, Muhammad Ghawth (w. 1238/1822) adalah seorang
sarjana studi Arab dan Islam. Salah satu karya pentingnya adalah tafsir
Alquran yang berjudul Nasr al-Marjan fi Rasm Nazm al-Qur'an, dalam
tujuh jilid. Kakek dari ayah Hamidullah, Qadi Muhammad Sibghatullah (w.
1280/1863) juga seorang sarjana hebat dan produktif dalam menulis, di
antaranya adalah buku-buku tentang tafsir Alquran. Nawab Ghulam
Ghawth Khan (1844-55), penguasa Madras, mengangkatnya sebagai
Hakim Kepala pada tahun 1272/1855.

Ayah Hamidullah, Abu Muhammad Khalilullah (d. 1363 / 1944)
bermigrasi dari Madras ke Hyderabad di mana dia dipekerjakan sebagai
seorang pegawai. Setelah pensiun sebagai direktur Departemen
Perpajakan pada pemerintahan Nizam, dia membentuk lembaga

pinjaman tanpa bunga yang merupakan salah satu institusi paling awal di
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Hyderabad. Kedua putranya, Sibghatullah dan Habibullah membantu
ayah mereka dalam pengelolaan lembaga tersebut dan setelah
kematiannya mereka menjaganya.®®
b. Kehidupan Intelektualnya

Dia menerima pendidikan awal melalui homeschooling di bawah
bimbingan saudara perempuan dan ayahnya. Kemudian ia diterima di
Madrasah Nizamiyah di mana ia lulus ujian untuk tingkat Maulawi Kamil
dengan predikat istimewa. Setelah itu dia mengikuti program matrikulasi
di mana ia menduduki daftar kandidat yang berhasil. Pada tahun 1924,
Hamidullah bergabung dengan Universitas Osmania sebagai mahasiswa
dan lulus B.A. pada 1928 dan L.L.B. Menurut Hamidullah, ia berada di
angkatan pertama mahasiswa ketika Hukum Internasional diperkenalkan
dalam kurikulum Universitas Osmania mengenai Liga Bangsa-Bangsa.

Setelah menyelesaikan studi untuk gelar B.A dan L.L.B., Hamidullah
melanjutkan studinya pada program pascasarjana dengan mengajukan
topik tesis tentang hukum internasional Islam di universitas yang sama.
Untuk menyelesaikan studinya itu, Hamidullah melakukan penelitian
dengan mengunjungi perpustakaan di banyak tempat, seperti Hyderabad,
Hijaz, Syria, Palestina, Mesir, Turki, Jerman, Belanda, Inggris, Prancis,
Afganistan, Maroko, Tunisia, dan Algeria. Dari keseriusan dalam
melakukan penelitian tersebut akhirnya Hamidullah menyelesaikan M.A.
pada tahun 1930.7°

Pada jenjang pendidikan selanjunya, Hamidullah mendapatkan
beasiswa dari Universitas Osmania untuk melanjutkan studi doktor dalam
studi International Islamic Law. Dia melakukan perjalanan ke beberapa

negara Islam dan Eropa untuk tujuan mengumpulkan informasi untuk

89 Abdul Azim Islahi, Muhammad Hamidullah And His Pioneering Works On Islamic Economics,
Jeddah: King Abdul Aziz University Press, 2015, 1.
0 Ibid., 2.
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penelitiannya. Dia dianugerahi D. Phil oleh Universitas Bonn pada tahun
1932. Sebagai pengakuan atas kemampuannya yang luar biasa dan
kecakapannya dalam beberapa bahasa oriental, dia ditunjuk sebagai
dosen bahasa Arab dan Urdu di Universitas Bonn. Setelah menghabiskan
beberapa waktu di Jerman, ia datang ke Paris di mana ia mendaftar di
Universitas Sorbonne untuk gelar doktor dalam bidang lain. Dalam waktu
singkat 11 bulan, Universitas Sorbonne memberikan kepadanya gelar D.
Litt.

Profesor Hamidullah kembali ke Hyderabad pada tahun 1938 dan
segera diangkat menjadi dosen Fikih dan kemudian dalam hukum
internasional Islam di Universitas Osmania. Setelah penggabungan
negara Hyderabad yang dahulu ke dalam Uni India pada tahun 1948,
Profesor Hamidullah bermigrasi ke Paris. Dia bertugas di Centre Nationale
de la Recherche Scientifique pada tahun 1954, yang berakhir pada tahun
1978. Selama periode ini, dia juga mengajar di beberapa universitas di
Turki. Beberapa mantan mahasiswanya, seperti Dr Ekmeleddin lhsanogluy,
Direktur Jenderal Pusat Penelitian Sejarah Islam, Seni dan Budaya,
Istanbul, dan Profesor Salih Tug, mantan Dekan Fakultas Teologi,
Universitas Marama, menempati posisi penting di universitas dan
penelitian pusat di Turki dan negara-negara Islam lainnya.”

c. Karya-Karya Muhammad Hamidullah

Dalam karir ilmiah yang dijalaninya selama tujuh dekade, Profesor
Hamidullah telah menulis secara luas di berbagai spektrum disiplin
keilmuan Islam, termasuk terjemahan Alquran dalam bahasa Prancis,
Inggris dan Jerman, Hadis, biografi Nabi Muhammad saw., fikih, hukum

internasional Islam, sejarah Islam, dan epigrafi Arab. Dia menulis lebih dari

1 http://www.almawrid.org/index.php/articles/view/dr-muhammad-hamidullah-1909-2002,
tentang Obituary Muhammad Hamidullah (1908-2002), akses 20 November 2018.
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seratus buku dan lebih dari 1000 artikel dalam tujuh bahasa, termasuk
Prancis, Jerman, Inggris, Arab, Turki, Persia, dan Urdu. Tidak ada sarjana
Muslim kontemporer lainnya yang dapat menandingi kemahirannya yang
luar biasa dalam beberapa bahasa. Dia mahir 22 bahasa, termasuk bahasa
Thailand, yang dia pelajari pada usia 84 tahun. Profesor Hamidullah
adalah satu-satunya sarjana di dunia yang telah menerjemahkan Alquran
dalam tiga bahasa Eropa: Prancis, Inggris, dan Jerman.’?

Untuk menyebut beberapa karya dari Muhammad Hamidullah
yang terkenal antara lain: Muslim Conduct of State (1941), Introduction to
Islam (1957), Prophet Muhammad'’s Biography (1935), The Battlefield of
Prophet Muhammad (1973), Islam, Philosophy and Science (1981),
Muhammad Rasulullah: A concise survey of the life and work of the Prophet
(1979), The Prophet's establishing a state and his succession (1986), The

Emergence of Islam (1993).73

2. Muhammad Hamidullah: Sebuah Sketsa Pemikiran Tentang Islamic
International Law
Pada bagian ini akan dibahas mengenai konstruksi pemikiran
Muhammad Hamidullah. Pada pembahasan awal akan dibahas mengenai
konstruksi pemikiran Hukum Islam Hamidullah. Pembahasan mengenai hal
tersebut dirasa penting sebelum memasuki kontruksi pemikiran hukum
internasional Islam yang dirumuskan oleh Muhammad Hamidullah.
a. Hukum Islam Dalam Konstruksi Pemikiran Muhammad Hamidullah
Bagi seorang Muslim, syariah biasa disebut sebagai “aturan

komprehensif bagi seluruh aspek kehidupan manusia”, aturan tersebut

2 http://www.almawrid.org/index.php/articles/view/dr-muhammad-hamidullah-1909-2002,
tentang Obituary Muhammad Hamidullah (1908-2002), akses 20 November 2018.

3 Abdul Azim Islahi, Muhammad Hamidullah And His Pioneering Works On Islamic Economics,
Jeddah: King Abdul Aziz University Press, 2015, 13-15.
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mencakup moralitas, etika kehidupan beragama, cita-cita spiritual
tertinggi, dan aturan-aturan detail dalam ritual ibadah sehari-hari; syariah
juga mencakup seluruh aspek publik dan juga privat, baik dalam bidang
hukum, kesehatan, dan seluruh spektrum yang menghadirkan kebaikan
dan juga sikap yang baik.”* Berdasarkan penjelasan tersebut syariat
terkristalisasi ke dalam tiga karakteristik, yaitu sempurna, keagungan, dan
abadi.”

Perhatian terhadap syariah juga terlihat pada sosok Muhammad
Hamidullah. Berkenaan denga ini, Hamidullah menulis:

"Hukum Islam (fikih) sangat penting bagi setiap Muslim. Alquran
dan juga Hadis sebagai sumber hukum Islam dapat diilustrasikan
seperti sebuah  benih tanaman yang kecil tetapi dapat
menghasilkan sebuah pohon yang tumbuh keluar mencapai langit
dan memiliki daya tarik yang melampaui segalanya. Alquran dan
juga Hadis menjadi dasar yang kokoh untuk memenuhi segala
kebutuhan manusia. Dibandingkan dengan hukum buatan
manusia, seperti hukum Romawi, hukum Islam memiliki basis yang
langsung dari Tuhan, selain itu juga hukum Islam memiliki
karakteristik stabil dan juga abadi. Kualitas seperti ini tidak dimiliki
oleh hukum hasil buatan manusia. Dalam hukum buatan manusia,
semua orang setara, mereka dapat menentang hukum yang
dibuat oleh orang lain atau bahkan dapat menolaknya. Hal yang
terjadi di banyak negara lain. Hukum Romawi tidak memiliki
keluasan dan kelengkapan yang ditemukan dalam hukum Islam.
Kode Justinia, misalnya, tidak memperhatikan kebutuhan religius
manusia dan menghilangkan aktifitas ibadah dan penghambaan
sama sekali. Siapa pun yang secara objektif membandingkan
keduanya pasti akan sampai pada kesimpulan bahwa hukum Islam
pasti lebih tinggi."®

4 Abdullah Ahmed An-Na'im, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights,
and International Law, New York: Syracuse University Press, 1990, 11.

> Abdul Qadir Audah Shaheed, Islamic System Of Justice, New Delhi: Kitab Bhavan, 1994, 42-
43,

6 Muhammad Hamidullah, The Emergence Of Islam, Islamabad: Islamic Research Institute,
1993, 62-63.
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Dari pernyataan Hamidullah di atas terlihat jelas bahwa hukum
Islam sangat penting sekali bagi setiap Muslim. Dibandingkan dengan
hukum hasil buatan manusia, hukum Islam memiliki kelebihan dari segala
aspek karena objek dari hukum Islam tidak hanya mengatur tentang
persoalan keduniaan, tetapi lebih dari itu, hukum Islam telah
melampauinnya dengan memberikan perhatian terhadap dimensi
spiritual untuk kebaikan manusia di akhirat kelak. Sementara itu, seperti
halnya rumusan mayoritas ulama, Hamidullah memiliki pemahaman yang
sama dalam hal melihat sumber hukum yang digunakan dalam menggali
hukum. Sumber utamanya adalah Alquran dan juga Hadis disusul dengan
ijtihad apabila tidak diketemukan acuannya di dalam Alquran maupun
Hadis.

b. Islamic International Law Dalam Konstruksi Pemikiran Muhammad

Hamidullah

Pada bagian sebelumnya, Hamidullah telah menjelaskan bahwa
hukum Islam sangat penting untuk diimplementasikan bagi seorang
Muslim karena kelebihan-kelebihan yang terkandung di dalamnya. Hal ini
agaknya yang membuat Hamidullah tertarik untuk merumuskan sebuah
konstruksi hukum alternatif bagi dunia saat ini. Kontruksi hukum tersebut
adalah hukum Internasional. Sebelum masuk kepada alam pemikiran
Hamidullah tentang hukum internasional Islam ini perlu kiranya untuk
mendefiniskan terlebih dahulu mengenai apa hukum internasional itu,
setelah itu mulai masuk kepada konstruksi hukum internasional Islam.

Hukum international bisa diartikan sebagai aturan tentang perilaku
negara dalam hubungan timbal balik dengan negara lain. Tentunya, tidak
bisa dikatakan bahwa hanya ada satu hukum internasional yang berlaku
bagi seluruh negara di dunia. Karena pada kenyataannya secara

bersamaan terdapat hukum internasional yang eksis di berbagai belahan
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dunia. Bahkan hukum internasional modern yang disebut hukum Eropa,
bukanlah kumpulan aturan yang disetujui secara bulat.”’

Dari situasi inilah, Islam mencoba untuk mengelaborasikan sistem
hukum publik internasional yang dimilikinya yang selanjutnya disebut
hukum internasional Islam. Berdasarkan definisi Hamidullah, hukum
internasional Islam adalah sebuah hukum yang dibuat oleh negara
Muslim yang diakui, baik secara de jure maupun de facto. Hukum
internasional Islam tergantung sepenuhnya atas kehendak negara
Muslim, yang pada gilirannya dikendalikan oleh ketentuan-ketentuan
syariah.”®

Hamidullah menekankan bahwa ketika membuat aturan tentang
seluruh aspek kehidupan bernegara, khusunya hukum internasional, poin
penting yang harus diperhatikan adalah bahwa aturan-aturan tersebut
harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah
dan juga Rasul-Nya. Selain mengacu kepada aturan Allah dan Rasul-nya,
praktek hukum internasional juga harus dielaborasikan dengan praktek
dan rumusan ulama-ulama terdahulu.”® Rumusan seperti inilah yang
menajdi poin penting dan tentu saja menjadi pembeda dari hukum
internasional barat-modern.

Para ulama terdahulu sebenarnya telah memberikan rumusan
mengenai hukum internasional ini. Pada era pra-Islam, orang-orang Arab
sebenarnya telah memiliki aktifitas internasional dengan negara atau
peradaban lain, namun pada saat itu mereka tidak membuat sebuah
sistem yang bertujuan untuk mengatur hubungan itu. Ketika Islam datang
dan mendirikan sebuah peradaban dan juga negara, Islam memiliki

peraturan tersendiri mengenai perang, perdamaian dan netralitas. Pada

7 Muhammad Hamidullah, Muslim Conduct Of State, Malaysia: Islamic Book Trust, 2012, 3.
8 Ibid., 4.
 Ibid., 8.
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era selanjutnya, semua aktifitas internasional tersebut diberi nama siyar,
bentuk jamak dari kata sirah yang berarti perilaku-perilaku. Para ulama
terdahulu pun telah membahas mengenai siyar ini, diantaranya adalah
Imam Abu Hanifah, Imam Syaibani, Imam Auza'i, Imam Syafi'i, dan Imam
Sarakhsi.®

Selanjutnya dalam rumusan Hamidullah, hukum internasional
Islam ini memiliki delapan subjek hukum. Pertama, setiap negara yang
merdeka dan memiliki hubungan dengan negara lain. Kedua, sebagian
negara berdaulat yang memiliki sedikit hak atas hubungan luar negeri.
Ketiga, para pemberontak yang berhasil mendapatkan kekuasaan.
Keempat, para bajak laut. Kelima, penduduk asing di wilayah Islam.
Keenam, warga Muslim yang berada di luar negeri. Ketujuh, orang mutad.
Kedelapan, ahl zimmi atau golongan non Muslim. Sementara itu, tujuan
atau objek yang ingin dituju oleh hukum internasional Islam ini adalah
untuk mengatur kehidupan manusia di dunia ini menjadi lebih baik dan
adil berdasarkan tuntunan agama.®'

Sebagai seorang cendekiawan Muslim, Hamidullah sangat
memperhatikan aspek keislaman dalam merumuskan suatu konsep dalam
kehidupan sosial masyarakatnya. Islamic world view atau cara pandang
Islam yang sangat dominan dari pemikiran Muhammad Hamidullah ini
memberikan sebuah spirit religiusitas yang menjadi ciri khas pemikirannya
dalam banyak bidang. Spirit religius ini memiliki sangat penting sekali
untuk keberlangsungan hidup manusia agar senantiasi berada pada
tuntunan llahi melalu tuntunan-tuntunan yang sudah ada di dalam agama

yang bersumber dari Alquran dan Hadis.

80 Muhammad Hamidullah, Muslim Conduct Of State, India: SH. Mhammad Ashraf, 1992, 7-9.
81 Ibid., 11-14.
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Selain Alquran dan Hadis, sumber-sumber lain yang digunakan
dalam merumuskan hukum internasional Islam ada delapan, yaitu praktek
Nabi dan para pemimpin sesudahnya (kekhalifahan), praktek kehidupan
bernegara Muslim lainnya, pendapat para ulama: ijma’, qiyas,
penghargaan arbitrase, nokta perjanjian, instruksi jenderal, laksamana dan
duta besar serta instruksi dari pejabat negara lainnya, peraturan internal
untuk orang asing dan hubungan luar negeri, kebiasaan.?

Dari susunan sumber hukum internasional Islam di atas terlihat
bahwa dalam susunan tertinggi ditempati oleh Alquran dan Hadis,
kemudian disusul oleh bagaimana praktek Nabi, para khalifah setelahnya,
praktek pasca empat khalifah, dan pendapat para ulama. Hal ini
mengindikasikan bahwa dalam upaya pembentukan hukum internasional
Islam ini, Hamidullah ingin menggali nilai-nilai yang terkandung di dalam
wahyu Allah, Sunnah Nabi serta sejarah peradaban dan khazanah
intelektual Islam. Hal ini juga dapat berarti bahwa Hamidullah sangat
menekankan kemandirian terhadap Islam untuk menentukan nasibnya
sekaligus memberikan kontribusinya terhadap peradaban dunia.
Terutama ketika negara Muslim dihadapkan pada situasi perang, damai,
dan juga sikap netralnya.

Dari hasil rumusan yang telah dibuat tersebut, selanjutnya
pemikiran Hamidullah akan dianalisis menggunakan teori tipologi
pemikiran Islam yang telah dirumuskan oleh William Shepard. Langkah ini
dilakukan untuk mengetahui letak pemikiran dari Hamidullah berdasarkan
tipologi yang telah dirumuskan oleh William Shepard tersebut.

William Shepard memberikan sebuah rumusan bahwa tren model
pemikiran yang ada di dunia Muslim terbagi menjadi lima, yaitu

sekularisme, Islam modernis, Islam radikal, Islam totalis, Islam

8 Ibid., 15.
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tradisional ®

Dari kelima rumusan tersebut perlu kiranya untuk dijelaskan

satu persatu.

1.) Sekularisme

Istilah “sekularisme” ini diterapkan sebagai sebuah ideologi

yang berusaha untuk menghilangkan anasir-anasir religius pada
sebuah konstitusi di sebuah negara. Sebagai contoh adalah golongan
Marxist di Albania yang menginginkan agar tidak ada unsur-unsur
religius pada sebuah konstitusi dan sebaiknya pemerintah menutup
tempat-tempat ibadah di ruang publik, seperti masjid dan juga gereja.
Hal tersebut adalah sebuah bentuk radikal dari sekularisme.
Sementara itu, golongan “sekularisme moderat” memiliki pandangan
bahwa sebaiknya dalam sebuah negara tidak menggunakan ideologi
agama. Kelompok ini menginginkan agar agama dipisahkan dari
kehidupan politik. Untuk ideologi negara yang digunakan sebaiknya
kapitalisme, sosialisme, liberalisme, atau ideologi non-agama lainnya.
Konstitusi yang digunakan menurut kelompok ini juga jangan sampai
merujuk ke suatu agama tertentu, tetapi harus berdasarkan kepada
semangat nasionalisme dan kedaulatan rakyat.34

2.) Islam Modernis

Berbeda dengan kelompok sekular, Islam modernis memiliki

cara pandang yang menekankan bahwa Islam harus dijadikan sebagai
ideologi bagi kehidupan publik.8> Semangat yang didengungkan oleh
Islam modernis ini adalah gerakan purifikasinya, terutama gerakan
purifikasi Muhammad Ibnu Abdul Wahab dan Pan-Ismamisme

Jamaluddin al-Afghani yang kemudian mendapat kerangka ideologis

8 William Shepard, “Islam and Ideology: Towards a Typology, International Journal of Middle
East Studies, No. 3, Vol. 19, (Agustus 1987), 309-319.

8 Ibid., 309.

& Ibid., 311.
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dan teologis dari muridnya seperti Muhammad Abduh dan Rasyid
Ridha.

Nurchalish Madjid memandang bahwa gerakan pemikiran
Islam modern diawali oleh gerakan revivalisme pada abad ke-18 dan
19, dan telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa dalam
menyerukan umat Islam untuk memberikan penalaran terhadap Islam,
agar segera berkemas memajukan Islam dalam berbagai bidang,
terutama dalam bidang sosial dan moral. Selain itu, fokus lain dari
golongan Islam modernis ini adalah pemurnian akidah Islam.

3.) Islam Radikal

“Islam Radikal” yang dimaksudkan oleh William Shepard adalah
sebuah corak pemikiran Islam yang bisa juga disebut sebagai
“fundamentalis”. Dalam hal ini, Shepard memberikan contoh tokoh-
tokoh Islam yang termasuk ke dalam tipologi ini, yaitu Sayyid Abul A'la
Maududi, Sayyid Qutb, dan Imam Khomeini beserta para pemimpin-
pemimpin Iran lainnya.

Seperti kelompok modernis, tetapi lebih keras lagi, kelompok
Islam radikal mengklaim bahwa Islam adalah sebuah nilai yang berlaku
untuk seluruh aspek kehidupan sosial maupun pribadi. Mereka setuju
dengan kaum modernis bahwa Islam itu fleksibel dan bahwa
"takhayul" yang tidak islami harus dihilangkan. Mereka juga menerima
perlunya ijtihad, tetapi mereka cenderung ketat dalam melakukannya
dan mereka menekankan bahwa itu harus dilakukan dengan cara yang

otentik Islam dan bukan penjiplakan terhadap Barat.?’

8 H. Nihaya M, “Tipologi Pemikiran Islam Indonesia Perspektif Nurcholish Madjid”, Jurnal
Wawasan Keislaman Sulesana, No. 1, Vol. 6, (2011), 55.

87 William Shepard, “Islam and Ideology: Towards a Typology, International Journal of Middle
East Studies, No. 3, Vol. 19, (Agustus 1987), 314.
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4.) Islam Totalis

Terminologi “Islam totalis” bisa diartikan sebagai sebuah
pemahaman yang menjadikan Islam secara total sebagai tuntunan
atas aktifitas sosial dan juga penerapan kebijakan publik. Jika
kelompok ekstrem kiri menilai bahwa agama harus dipisahkan dari
kehidupan publik, tetapi di sisi lain kelompok Islam radikal
menganggap bahwa Islam adalah sebuah agama sekaligus ideologi.

5.) Islam Tradisional

Kategori model pemikiran Islam tradisional ini adalah sebuah
model pemikiran yang mempertahankan tradisi-tradisi yang telah
mapan. Kelompok ini menegaskan bahwa persoalan umat telah selesai
dibicarakan secara tuntas di tangan para pendahulu. Meski demikian,
kelompok tradisionalis tidak sama dengan kaum fudamentalis yang
sama sekali menolak modernitas, dan membatasi diri hanya kepada
era Khulafa al-Rasyidin. Sedangkan kelompok tradisionalis justeru
melebarkan sayapnya kepada Salaf al-Salih yang tidak menolak
pencapaian modernitas, karena apa yang dihasilkan modernitas, sains
dan teknologi, bagi mereka tidak lebih dari apa yang pernah dicapai
pada kejayaan Islam dahulu. Dengan demikian mereka masih
“mengadopsi” peradaban luar, dengan kriteriaa semua itu harus

diislamkan terlebih dahulu.8

Dari lima model tipologi pemikiran Islam di atas maka selanjutnya akan dilihat
dimanakah letak pemikiran Muhammad Hamidullah ini. Untuk bisa melihatnya

penting untuk mengetahui terlebih dahulu bagaimana Hamidullah memandang

8 Muhammad Harfin Zuhdi, “Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan Pemikiran dari
Tradisionalis Hingga Liberalis,” Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, No. 1, Vol. 16, (Juni 2012), 53-54.
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fikih. Pada bagian sebelumnya telah disinggung mengenai hal itu. Hamidullah
menulis:

"Hukum Islam (fikih) sangat penting bagi setiap Muslim. Alquran dan
juga Hadis sebagai sumber hukum Islam dapat diilustrasikan seperti sebuah
benih tanaman yang kecil tetapi dapat menghasilkan sebuah pohon yang
tumbuh keluar mencapai langit dan memiliki daya tarik yang melampaui
segalanya. Alquran dan juga Hadis menjadi dasar yang kokoh untuk
memenuhi segala kebutuhan manusia. Dibandingkan dengan hukum
buatan manusia, seperti hukum Romawi, hukum Islam memiliki basis yang
langsung dari Tuhan, selain itu juga hukum Islam memiliki karakteristik stabil
dan juga abadi. Kualitas seperti ini tidak dimiliki oleh hukum hasil buatan
manusia. Dalam hukum buatan manusia, semua orang setara, mereka dapat
menentang hukum yang dibuat oleh orang lain atau bahkan dapat
menolaknya. Hal yang terjadi di banyak negara lain. Hukum Romawi tidak
memiliki keluasan dan kelengkapan yang ditemukan dalam hukum Islam.
Kode Justinia, misalnya, tidak memperhatikan kebutuhan religius manusia
dan menghilangkan aktifitas ibadah dan penghambaan sama sekali. Siapa
pun yang secara objektif membandingkan keduanya pasti akan sampai pada
kesimpulan bahwa hukum Islam pasti lebih tinggi."8

Ditempat lain Hamidullah juga menekankan bahwa ketika akan membuat
aturan tentang seluruh aspek kehidupan bernegara, khusunya hukum internasional,
poin penting yang harus diperhatikan adalah bahwa aturan-aturan tersebut harus
berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasul-
Nya. Selain mengacu kepada aturan Allah dan Rasul-nya, praktek hukum
internasional juga harus dielaborasikan dengan praktek dan rumusan ulama-ulama
terdahulu.®

Dari pernyataan-pernyataan tersebut, Hamidullah sangat meyakini bahwa
Islam dengan segala aspek yang dibawanya sudah sangat lengkap bagi manusia.
Contohnya dalam bidang hukum yang telah mengatur tiga aspek sekaligus, yaitu

ibadah, mu’amalah dan juga jinayah.®!

8 Muhammad Hamidullah, The Emergence Of Islam, Islamabad: Islamic Research Institute,
1993, 62-63.

%Muhammad Hamidullah, Muslim Conduct Of State, Malaysia: Islamic Book Trust, 2012, 8.

9" Muhammad Hamidullah, The Emergence Of Islam, Islamabad: Islamic Research Institute,
1993, 121.
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Dari pernyataan-pernyataan Hamidullah di atas, telah bisa disimpulkan
bahwa mengacu kepada tipologi yang telah dirumuskan oleh William Shepard
model pemikiran Hamidullah termasuk kepada model Islam totalis. Kesimpulan ini
karena Hamidullah memiliki keyakinan bahwa Islam sebuah agama yang secara total
memuat tuntunan atas aktifitas sosial dan juga penerapan kebijakan publik. Dalam
kaitannya dengan hukum internasional Islam, Islam telah memberikan tuntunannya
melalui praktik yang dilakukan oleh Nabi, khususnya ketika Nabi mendirikan negara
Madinah. Ketika di Madinah dengan komposisi penduduk yang sangat plural itu,
Nabi membuat suatu aturan yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam
kehidupan bersama di Madinah. Selanjutnya pedoman tersebut biasa disebut
sebagai “Piagam Madinah”.%

Pada era selanjutnya setelah negara Madinah itu berdiri, golongan muslim
terlibat dalam peperangan. Tepatnya pada tahun 2 Hijriyah negara Madinah
mendapatkan serangan dari negara Mekkah. Dalam perspektif hukum internasional,
pada saat berada pada situasi seperti ini hanya ada dua pilihan, berperang atau
melakukan perdamaian. Nabi hanya menikmati kedamaian di Madinah hanya
beberapa bulan saja sebelum akhirnya terjadi penyerangan itu.

Selama 10 tahun Nabi tinggal di Madinah, konsepsi tentang hukum
internasional Islam telah terbentuk. Hukum internasional Islam ini wajar jika
terbentuk pada saat Nabi berada di Madinah, karena pada periode Makkah Nabi
dan para kaum Muslimin selalu mendapatkan perlakuan yang buruk dari kalangan
kafir Quraisy, sehingga pada saat itu tidak ada kesempatan untuk membentuk
hukum Internasional Islam.

Pasca wafatnya Nabi dan dengan meluasnya Islam di banyak wilayah, hukum
internasional Islam kembali diaktualisasikan oleh para ulama yang mencakup
ketentuan hukum, termasuk di dalamnya adalah ibadah, urusan sipil, dan militer,

harta peninggalan, bersamaan dengan itu juga tentang hukum internasional. Dalam

% Ibid., 108.
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konteks hukum internasional kemudian seringkali digunakan kata siyar untuk
menyebutnya dalam terminologi hukum Islam.

Kajian terhadap pemikiran Muhammad Hamidullah tentang hukum
internasional Islam ini memiliki kemanfaatan bagi perkembangan kajian hukum
Islam ke depan. Hukum Islam sebagai salah satu dimensi terpenting bagi setiap
Muslim sudah seharusnya untuk terus dikembangkan, tak terkecuali dalam

kehidupan politik-kenegaraan.

C. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas, kini tiba saatnya untuk memberikan beberapa
kesimpulan mengenai penelitian yang telah dilakukan. Sebagai seorang
cendekiawan Muslim, Muhammad Hamidullah telah memberikan kontribusinya bagi
keilmuan Islam, salah satunya adalah dalam bidang hukum Islam dan hukum
internasional.

Salah satu kontribusi dalam pengembangan hukum Islam adalah upayanya
untuk mengelaborasikan hukum Islam dalam hukum internasional. Dengan
demikian, hukum Islam tidak hanya identik dengan ibadah, mu‘amalah, dan jinayah
saja, melainkan atas usahanya ini hukum Islam mulai menyentuh urusan-urusan
yang lebih besar, yaitu tentang persoalan hubungan antarnegara atau biasa disebut
sebagai hukum Islam. usaha dari Hamidullah ini juga semakin menguatkan tesis
yang menyatakan bahwa hukum Islam adalah sebuah konsepsi yang komprehensif.

Alasan untuk merekonstruksi bangunan hukum internasional Islam sendiri
mengacu kepada keyakinan pribadi Hamidullah akan keagungan hukum Islam.
Sebagai sebuah tuntunan llahi yang terjewantahkan di dalam Alquran maupun
Hadis, Hukum Islam tidak hanya mengatur urusan-urusan dunia saja, tetapi lebih
dari itu hukum Islam juga memiliki perhatian kepada kehidupan di hari kemudian.
Dengan demikian, dari sini semakin meneguhkan bahwa Hamidullah adalah seorang

cendekiawan yang memiliki karakter pemikiran Islam totalis. Model pemikiran
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seperti ini memiliki implikasi terhadap suatu sikap yang selalu menjunjung tinggi

nilai-nilai keislaman bagi seluruh aspek kehidupan manusia.
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PLURALISME PADA HUKUM KELUARGA DI NEGARA-NEGARA MUSLIM:
STUDI KOMPARASI REGULASI DAN PRAKTIK WASIAT WAJIBAH DI TURKI,
MAROKO, MESIR, DAN INDONESIA

Oleh: Nurul Adhha, S.S.1.
Magister Studi Islam Sekolah Pascasarjana
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract

This study aims to explain comparatively vertically, horizontally,
and diagonally how family law advances in the countries of Turkey,
Morocco, Egypt, and Indonesia in Obligatory Bequest (Wasiat Wajibah)
and practices and their relationship to the issue of religious pluralism in
these countries are one of the factors significant influence on legal
changes. Determination of the four countries is done by considering and
analyzing the schools that develop in the community of these countries
in general. Descriptive method with a qualitative approach is used to
collect data in the literature. The focus of the analysis is the advancement
of family law in Turkey, Morocco, Egypt and Indonesia from the opinions
of the Islamic jurists in Islamic law around Obligatory Bequest both from
a regulatory and practical standpoint. The results of this study indicate
that Morocco and Egypt are more moderate countries in regulating
Obligatory Bequest by making religious diversity in the community a
subject that significantly influences legal reform. Whereas Turkey and
Indonesia appear to be a little liberal in regulating the rules of the will
due to the secular ideology of the Turkish state and human rights in
Indonesian society.
Keywords: Obligatory Bequest, pluralism, human rights, family law,
Muslim countries.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara komparatif
vertikal, horizontal, dan diagonal bagaimana keberanjakan hukum
keluarga di negara Turki, Maroko, Mesir, dan Indonesia pada regulasi dan
praktik wasiat wajibah beserta hubungan legalisasinya dengan isu
pluralisme agama di negara-negara tersebut sebagai salah satu faktor
yang signifikan mempengaruhi  perubahan-perubahan  hukum.
Penentuan keempat negara dilakukan dengan pertimbangan dan analisis
terhadap mazhab-mazhab yang berkembang di masyarakat negara-
negara tersebut secara umum. Metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data secara kepustakaan.
Fokus analisis adalah keberanjakan hukum keluarga di Turki, Maroko,
Mesir dan Indonesia dari pendapat para ulama figh dalam hukum Islam
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seputar wasiat wajibah baik dari sudut pandang regulasinya maupun
praktik. Hasil penelitian ini menunjukan Maroko dan Mesir adalah
negara-negara yang lebih moderat dalam mengatur wasiat wajibah
dengan menjadikan keberagaman agama di masyarakat sebagai subjek
yang mempengaruhi reformasi hukum secara signifikan. Sedangkan Turki
dan Indonesia terlihat sedikit liberal dalam mengatur aturan wasiat
wajibah dikarenakan ideologi sekuler negara Turki dan Hak asasi manusia
di masyarakat Indonesia.

Kata kunci: Wasiat wajibah, pluralisme, hak asasi manusia, hukum
keluarga, negara-negara muslim.

A. PENDAHULUAN

Wasiat wajibah merupakan salah satu produk ijtihad di bidang fikih islam
kontemporer yang menarik untuk disoroti. Sebagai sub pembahasan dalam Hukum
keluarga atau perdata di setiap negara terutama negara-negara muslim, banyak
sekali masyarakat akademik yang mengemukakan pendapat dan hasil penelitiannya
tentang latar belakang lahirnya ketentuan wasiat wajibah baik secara normatif
maupun empiris. Sebagian kalangan menganggap bahwa wasiat wajibah
merupakan interpretasi dan pengembangan dari pendapat salah satu cendikiawan
islam klasik Muhammad Ibn Hazm al-Zhahiri, pendapat ini selaras dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Ikrufah Zubaidah (2017) yang memaparkan bahwa
wasiat wajibah merupakan perpaduan antara hasil dari al-Ta'sil al-Fikih dan al-Tanzil
al-Qanun yangdilakukan oleh ulama yang merupakan hasil dari proses ijtihad
melalui penilaian terhadap dalil-dalil syariat dengan merujuk kepada nash al-Qur‘an
dan hadist berdasarkan kaidah ushul.?* sebagian lain menganggapnya sebagai hasil
dari interpretasi secara mendalam terhadap ayat 180 QS. al-Bagarah.®* Lebih jauh
kalangan yang lebih moderat yang diantaranya diwakili oleh Zilfia Hanum dan Alfi

Syahr (2016) menganggap bahwa wasiat wajibah juga merupakan hasil atau jawaban

9 lkrufah Zubaidah, “al-Wasiah al-Wajibah bayna al-Ta'silu al-Fighi wa al-Tanzil al-Qanun,”
Majalah al-Wahat li al-Buhuts wa al-Dirasat, vol. 10, no.1, 2017, h. 417-449.

% Pendapat ini dikemukakan oleh Sri Hidayati di dalam penelitiannya “Ketentuan Wasiat
Wajibah di berbagai Negara Muslim Kontemporer,” Ahkam, vol. 12, no. 1, Januari 2012, h. 81-90.
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dari perubahan-perubahan sosial yang terus berlangsung di masyarakat baik
masyarakat muslim maupun masyarakat plural dengan berbagai etnis, budaya

maupun agama.”

Selanjutnya Karaluhe (2016) berpendapat bahwa wasiat wajibah sebagai salah
satu produk hukum tentu saja merupakan hasil dari konfigurasi pengaruh pluralisme
hukum pada bidang keperdataan yang berlaku di negara.’® Dengan demikian
pendapat Karaluhe ini mengkonfirmasi pendapat Haniah Ilhami di dalam penelitian
yang memaparkan bahwa kehadiran wasiat wajibah merupakan hasil dari proses
akomodasikan praktik-praktik nyata di suatu masyarakat yang juga dipengaruhi oleh
ketentuan hukum adat dan dominasi dalam hubungan keluarga dengan

masyarakat.’

Maka sebagai salah satu produk reformasi di bidang kewarisan dan wasiat pada
hukum keluarga, wasiat wajibah masih menuai kontroversi. Interpretasi terhadap
wasiat wajibah sebagai sebuah isu juga beragam. Masing-masing negara, terutama
negara-negara muslim pada faktanya menerjemahkan ketentuan wasiat wajibah
menjadi suatu regulasi yang berbeda-beda tipe. Regulasi yang berbeda-berbeda
tersebut pada akhirnya menyebabkan praktik pelaksanaan wasiat wajibah juga
beragam pada setiap negara. Hal ini tentu disebabkan oleh tantangan dan faktor-
faktor yang berasal dari kultural masing-masing negara. Untuk itu perlu diuraikan
secara jelas bagaimana keterkaitan antara regulasi yang dihasilkan oleh para
pembuat kebijakan hukum perdata dalam hal ini wasiat wajibah dengan praktik yang

ada di masyarakat. Kemudian bagaimana posisi dan keterkaitan antara faktor-faktor

% Zilfia Hanum dan Alfi Syahr, “Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris
Beda Agama dalam Perkembangan Sosial Masyarakat,” Holistik: Journal For Islamic Social Science, vol.
1, no. 2, 2016, h.123-133.

% Sintia Stela Karaluhe, “"Kedudukan Anak Angkat dalam Mendapat Harta Warisan Ditinjau
dari Hukum Waris,” Lex Privatum, vol. 4, no. 1, Januari 2016, h. 166-174.

9 Haniah Ilhami, “Development of The Regulation Related to Obligatory Bequest (Wasiat
Wajibah) in Indonesian Islamic Inheritance Law System,” Mimbar Hukum, vol. 27, no. 3, Oktober 2015,
h. 553-565.
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kuktural, agama dan sosial yang melatar belakangi perkembangan praktik dan

pemugaran regulasi wasiat wajibah di lingkungan negara-negara tersebut.

Sehingga nantinya melalui analisis terhadap dua hal tersebut, masyarakat benar-
benar memahami bagaimana ketentuan-ketentuan wasiat wajibah yang khusus
yang ada pada masing-masing negara. Selain itu juga analisi ini nantinya dapat
dijadikan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan hukum untuk kemudian
dapat menyelaraskan praktik implementasi wasiat wajibah bagi masyarakat. Karena
hingga sekarang interpretasi terhadap wasiat wajibah berbeda pada masing-masing
ulama di tiap negara. Penelitian ini berusaha untuk menyelaraskan pemahaman
wasiat wajibah dalam satu bingkai yang sama. Sehigga perbedaan-perbedaan yang
dapat di kodifikasi dan selanjutnya dilakukan penyebutan istilah yang sesuai untuk
kasus yang sama. Kasus utama pada pembahasan wasiat wajibah ini adalah
pemberiat wasiat wajibah bagi kerabat atau keluarga non muslim di masing-masing

negara muslim dalam hal ini khusus Turki, Maroko, Mesir, dan Indonesia.

B. REGULASI WASIAT WAJIBAH DI NEGARA-NEGARA MUSLIM: TINJAUAN
HUKUM PERDATA

Wasiat wajibah merupakan salah satu produk ijtihad ulama yang penamaannya
pun muncul dengan berbagai latar belakang yang berbeda pada masing-masing
negara muslim. Secara umum, ketentuan wasiat wajibah muncur pada setiap negara
dimulai dengan usaha ijtihad mengembangkan solusi syar'i perkembangan
masyarakat muslim yang dihadapkan oleh problematika kewarisan agar dapat tetap
sesuai dengan landasan normatif yaitu al-Quran dan Sunnah. Karena pada
hakikatnya hukum kewaarisan suatu masyarakat tidak akan pernah terlepas dari
struktur masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang sudah hidup (living law) dalam
masyarakat tersebut. Salah satu problematika kewarisan yang wacana pergantian

tempat ahli waris yang selanjutnya pada negara Mesir dan Maroko dikenal sebagai
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wasiat wajibah. Yusuf al-Qardhawi®® memaparkan bahwa pergantian tempat ini
dimaksudkan untuk membuatkan solusi bagi cucu agar dapat memakai kedudukan
ayahnya yang sudah meninggal terlebih dahulu dari pada kakeknya, sehingga
dengan demikian cucu berhak mendpatkan harta warisan dari kakeknya tersebut
dengan catatan bagian harta warisan yang akan dia dapati tersebut sesuai dengan
hak kedudukan ayahnya yang sudah meninggal dunia. Al-Maraghi®® juga
menguatkan pendapat ini dengan mengatakan, hal ini akan menjadi kuat apalagi
jika ditemuka bahwa cucu tersebut mendapati kehidupannya dalam keadaan tidak
mampu atau miskin, sehingga implementasi pergantian tempat ahli waris (yang
selanjutnya disebut konsep tanzil) dapat menjadi solusi keadilan dalam praktik

hukum kewarisan bagi masyarakat muslim.

Namun pada faktanya, konsep tanzil bagi cucu ini mendapat penolakan dari para
ulama, karena ketentuan normatif yang ada di dalam al-Qur'an dan Hadist sudah
sangat jelas tertulis tentang siapa saja ahli waris yang berhak dan mendapatkan
wagian mereka dari harta warisn yang ditinggalkan.'® Oleh karenanya di beberapa
negara konsep tanzil pada kewarisan ini diubah menjadi konsep yang baru dan
berbeda, yaitu menjadi wasiat wajibah yang secara otomatis menggeser landasan
ijtihad yang awalnya beroperasi pada pembahasan warisan menjadi pembahasan
wasiat. Kemudian untuk pertama kalinya dalam sejarah perkembangan legalisasi
hukum keluarga di negara muslim, Mesir dengan latar belakang mazhab Syafi'i dan
hanafi merumuskan wasiat wajibah dan menjadi negara yang terlebih dahulu
meregulasi aturan yang akan menyelesaikan problematika ini. Mesir menerbitkan
Undang-undang nomor 71 pada tahun 1946 yang berkaitan dengan permasalahan
wasiat wajibah. Regulasi yang ditetapkan di Mesir yaitu, ketentuan wasiat wajibah
bagi masyarakat mesir adalah cucu dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah,

berserta cucu dari anak perempuan generasi pertama akan mendapatkan bagian

%8 Yusuf al-Qardhawi, Kumpulan Jihad Kontemporer, (Jakarta; Firdaus, 1990), h. 213-214.
9 Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, (Kairo: Maktabah al-Islamiyah, 1982), h. 367.
190 A Hussain, The Islamic Law of Succession, (Riyad: Darussalam, 2005), h. 164, 218.
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yang seharusnya didapatkan oleh orang tua mereka yang sudah meninggal terlebih
dahulu atau bersamaan dengan kakeknya dengan kadar masksimal sepertiga dari

harta.!®!

Keberanian dan regulasi baru untuk ketentuan wasiat wajibah di Mesir ternyata
menyebar dan mempengaruhi hukum keluarga yang ada di negara-negara muslim
lainnya seperti Syiria,'% Pakistan,’® Kuwait,'® Yordania,'® Maroko,'® Indonesia'®’
dan lain-lain. Maka untuk kasus negara Maroko yang sebagai sebuah negara
bermazhab Maliki, penyelesaian masalah untuk problematika ini adalah dengan
terbitnya aturan pada Undang-undang Perdata Maroko tahun 2004. Solusi yang
ditawarkan berada pasal 369 hingga 372. Jika dianalisis maka ketentuan yang ada di
negara Maroko sama dengan regulasi yang diatur di Mesir. Selanjutnya jika
memperhatikan regulasi di dalam hukum perdata negara Turki dan Indonesia maka

akan didapati ketentuan yang sangat jauh berbeda dari Mesir dan Maroko.

Berdasarkan Turkish Civil Code yang terakhir diamandemen pada tahun 2001
dan diundangkan pada tahun 2002, maka konsep tanzil tidaklah muncul di kalangan
masyarakat Turki. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan ketentuan kewarisan,
masyarakat turki tidak mengalami problematikan pewaris pengganti karena

undang-undang telah mengatur bahwa pemberian hak waris dapat diberikan

191 Abu Zahrah, Syarah Qanun al-Washiyyah, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1978), h. 216.

102 Baca Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyyah pada tahun 1953 nomor 59 pasal 257 dalam Tahir
Mahmood, Personal Law in Muslim Countries: History, Text, and Comparative Analysis, (New Delhi:
Academy of Law and Religion, 1987), h. 148-149.

103 Baca The Muslim Family Ordinance pada tahun 1961 pasal 4 dalam Tahir Mahmood,
Personal Law in Muslim Countries: History, Text, and Comparative Analysis, h. 245.

194 Baca Qanun al-Washiyyah al-Wajibah pada tahun 1971 pasal 1 dalam Tahir Mahmood,
Personal Law in Muslim Countries: History, Text, and Comparative Analysis, h. 90-91.

195 Baca Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyyah pada tahun 1976 pasal 182 dalam Tahir Mahmood,
Personal Law in Muslim Countries: History, Text, and Comparative Analysis, h. 86.

1% Maroco Family Code tahun 2004 pasal 369-372.

107 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 176-193, 209.
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t,'% anak yang lahir dari perkawinan ilegal,"® bahkan

kepada cucu,'® anak angka
kepada ahli waris yang berbeda secara agama.'"’ Hampir selaras dengan Turki,
Indonesia dalam kasus ini regulasi untuk wasiat wajibah diinterpretasikan berbeda
dari negara Mesir dan Maroko sebelumnya. Ketentuannya diatur di dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI, yang selanjutnya disebut sebagai KHI) pasal 176-193, 209. Maka
berdasarkan aturan dan ketentuan pasl-pasal tersebut wasiat wajibah diberikan
kepada anak angkat, anak di luar perkawinan yang sah, anak dari Orang tua Beda

agama, maupun kerabat yang berbeda agama serta anak angkat yang juga berbeda

agama.

Berdasarkan paparan regulasi keempat negara, Mesir, Maroko, Turki dan
Indonesia jelas bahwa interpretasi pembuat kebijakan pada masing-masing negara
sangat berbeda, namun secara keseluruhan secara horizontal keempat negara dapat

dibagi menjadi dua aliran berdasarkan pertimbangan perbedaan dan persamaan

1%8 Baca Turkish Family Code tahun 2002, pasal 469 yang menjelaskan tentang dua jenis ahli
waris, yang dengan tegas menyatakan tidak diperlukan ahli waris pengganti dalam ketentuan
kewarisan Turki, pasal tersebut menyebutkan: Yang berhak mendapatkan bagian adalah keturunan
dari orang yang meninggal. Lebih detail jika orang yang meninggal tidak meninggalkan keturunan,
maka orang tua dan keturunan mereka mendapatkan warisan. Selanjutnya juga mendapatkan
warisan kakek neneknya dan keturunan mereka, diantara anggota masing-masing orang tua mereka
yang terdekat digantikanoleh ahli waris lain, masih ada penerus, adanya kesetaraan antara ahli wais
pria dan wanita dari penerus si pewaris. Kemudian Anak angkat tersebut harus memenuhi sarat
sebagai berikut (1). diperlakukan sama seperti anak kandung dari almarhum, (2). menerima jumlah
yang sama seperti anak lain dari almarhum, (3). orang tua angkat tidak akan mengambil harta dari
anak yang diadopsi jika anak meninggal.

109 Selanjutnya pada pasal 497 bahwa mewarisi dapat disebabkan karena diangkat. Undang-
undang dengan tegas dan secara khusus ditunjuk oleh almarhum dalam kehendak. Karena Menurut
KUH Perdata Turki, semua orang yang dikenal dan berhubungan baik selama 15 tahun boleh
mendapatkan wasiat. Kemudian Anak angkat tersebut harus memenuhi sarat sebagai berikut (1).
diperlakukan sama seperti anak kandung dari almarhum, (2). menerima jumlah yang sama seperti
anak lain dari almarhum, (3). orang tua angkat tidak akan mengambil harta dari anak yang diadopsi
jika anak meninggal.

0 L alu pada pasal 498 Orang lain yang mungkin mewarisi disebabkan oleh: Anak yang lahir
di luar nikah karena anak tersebut harus diakui oleh ayahnya, kemudian ayahnya ditetapkan oleh
pengadilan, maka memungkinkan mewarisi dari ayahnya sama dengan anak-anaknya lahir dalam
perkawinan yang sah.

" Nurul Adhha, The Human Rights and Woman in The Context of Interfaith Marriage an
Inheritance: A Comparative Analysis of family and Inheritance, makalah dipresentasikan pada The 2"
International Conference on Law and Justice UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada 16 Oktober 2018
di Grand Whiz Jakarta Selatan, h. 6.
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ketentuannya. Pertama Mesir dan Maroko memiliki persamaan yang sama dalam
menginterpretasikan wasiat wajibah untuk menjawab problematika tanzil di
masyarakatnya. Kedua Turki dan Indonesia juga hampir memiliki kesamaan dalam
aturan regulasinya, namun Turki dalam kasus Turki ketentuan tersebut belum
beranjak dari porsi pembahasan kewarisan di dalam undang-undang perdatanya,
sedangkan Indonesia, pembahasannya sudah masuk bab tersendiri yaitu ranah
wasiat wajibah di dalam Kompulasi Hukum Islam. Selanjutnya jika dianalisis secara
vertikal maka Undang-undang perdata Mesir dan Maroko memang telah
mengalama pembaharuan. Dan reformasi hukum waris tersebut berkaitan dengan
perubahan yang terjadi dalam sistem sosial masyarakat, yaitu bergeraknya
masyarakat muslim dari sistem keluarga inti (nuclear family)'"> kepada sistem
keluarga besar (extended family).'" Aturan yang ada dalam faraid lebih sesuai
diterapkan dalam masyarakat yang menganut sistem klan keluarga inti (nuclear
family), dan kurang sesuai dengan sistem extended family yang ada di Mesir dan
Maroko. Dalam sistem keluarga besar, anggota keluarga tidak hanya terdiri dari dua

generasi, yaitu orang tua dan anak, tetapi juga kerabat yang lain.

Berbeda dengan kedua negara tersebut Turki dan Indonesia secara vertical baik
ketentuan pemberian hak waris Turki dan solusi wasiat wajibah di Indonesia
merpakan hasil dari ijtihad ulama dengan memberikan pertimbangkan keadaan
masyarakat Turki dan Indonesia yang plural baik ditinjauh dari agama, ras, suku, dan
bahasa. Maka ketentuan regulasi warisan dan wasiat wajibah pada kedua negara
juga diperuntukan bagi ahli waris non muslim, anak angkat, anak di luar pernikahan
yang sah atau legal dengan pertimbangan rasa keadilan dan kemanusiaan di depan

hukum. Secara khusus untuk kasus di Indonesia Muhibbin (2012) menyebutkan

12 J N.D. Anderson, “Recent Reform in the Islamic Law of Inheritance”, The International &
Comparative Law Quarterly, Vol. 14, No. 2, April, 1965, h. 351- 358.

113 Dalam sistem keluarga besar, anggota keluarga tidak hanya terdiri dari dua generasi, yaitu
orang tua dan anak, tetapi juga kerabat yang lain.
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bahwa yang melatar belakangi pemberlakuan tersebut adalah putusan hakim'™
pada beberapa kasus tentang wasiat wajibah bagi non muslim para ulama
menggunakan ijtihad melalui giyas dengan ide hukumnya yang diperluas, yaitu
penafsiran pemberian wasiat wajibah bagi kerabat yang tidak mewarisi yaitu anak

angkat atau orang tua angkat diperluas kepada kerabat non muslim.""

Walaupun masing-masing negara sudah menetapkan ketentuan wasiat wajibah
melalui regulasi di dalam hukum perdatanya, tetap dibutuhkan kejelasan dan
kesesuaian interpretasi terhadap hukumnya jika kita melakukan analisis khusus
untuk kasus wasiat wajibah bagi kerabat non muslim di keempat negara baik Mesir,
Maroko, Turki, dan Indonesia. Oleh karena itu selanjutnya akan dilakukan kodifikasi
pada masing-masing undang-undang keperdataan pada keempat negara untuk
menyamakan penentuan regulasi yang sesuai untuk problematika wasiat wajibah
bagi kerabat non muslim. Kemudian setelah ditentukan akan dianalisis
menggunkana comparative methods dan dengan tinjauan pluralism pada

masyarakatnya.

C. PLURALISME PADA HUKUM KELUARGA MESIR, MAROKO, TURKI, DAN
INDONESIA

Wasiat wajibah sebagai salah satu terobosan progresif para cendikiawan
pengambil dan pembuat kebijakan baik di Mesir, Maroko, Turki maupun Indonesia
dalam prosesnya telah menghadapi pertarungan antara wacana keagamaan dan

realitas pluralisme pada masyarakat baik yang berkaitan dengan kebudayaan,

4 Ada beberapa putusan hakim yang sangat fenomenal untuk menyelesaikan problematika
kewarisan dan khususnya wasiat wajibah di Indonesia, diantaranya:

115 Moh. Muhibbin, Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat di luar perkawinan Sah, dan Anak dari Orang
tua Beda Agama dalam Muchit A. Karis (ed), Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di
Indonesia, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2012, h.
280-314. Atau lihat Anshary MK, Hukum Kewarisan Islam Indonesia: Dinamika Pemikiran dari Fikih
Klasik ke Fikih Indonesia Modern , h. 141-155.
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agama, ras, suku, maupun posisi geografis masing-masing negara. Interaksi di
dalamnya menghasilkan produk hukum yang kita kenal melalui regulasi pada
masing-masing negara. Namun ternyata produk hukum tersebut dalam hal ini
wasiat wajibah tidak diberlakukan dengan praktik yang sama di keempat negara
tersbut. Hal ini dipicu oleh political identity yang menyebabkan suatu hukum dapat
menjadi efektif diterapkan pada suatu masa atau suatu daerah sebaliknya menjadi

tidak efektif apabila diterapkan di masa atau di daerah yang lain.1"®

Hubungan interaksi dialektis yang beragam pada masing-masing negara inilah
yang menyebabkan wasiat wajibah sebagai produk hukum memiliki regulasi dan
praktik yang berbeda. Sehingga seharusnya ada resolusi yang dapat disepakati
untuk menyamakan persepsi dalam kontek ini wasiat wajibah bagi non muslim
diantara keempat negara tersebut. Tentu saja resolusi ini didasarkan kepada kondisi
kultural, dan realitas sosial dalam kehidupan masyarakat di keempat negara yang
sudah bersentuhan dengan urbanisasi dan migrasi. Dengan demikian keberagaman
agama (yang selanjutnya disebut pluralisme) tidak mungkin dapat dihindari. Hal ini
selaras dengan pendapat Nurcholis Madjid (mengidentikkan pandangan pluralisme
sebagai konstelasi nilai yang di dalamnya memuat toleransi, solidaritas, kebebasan,

dan keadilan.’"”

Maka untuk menyesuaikan diri di tengah-tengah realitas pluralisme tersebut,
khusus untuk Mesir dan Maroko seharusnya mengubah regulasi wasiat wajibah
sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Indonesia. Namun ada sebuah alternatif
yang bisa ditempun yaitu dengan mengadopsi ketentuan wasiat ikhtiyariah (yang
selanjutnya dikerucutkan menjadi wasiat ghairi muslim) untuk menjadi landasan
praktik wasiat wajibah bagi non muslim di kedua negara tersebut. Dengan demikian

jika persepsi tentang wasiat wajibah diantara keempat negara telah diselaraskan,

"6 Aulya, Aidil, Pengaruh Demokrasi Terhadap Hukum Keluarga: Analisis terhadaﬁ
Perkembangan’ Liberalisme Pemikiran dan Legislasi Hukum Keluarga di Indonesia, Tesis Sekola
Pasacasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, h. 19.

"7 Nurcholis Madjid, “Kebebasan, Kepartaian, dan Demokrasi,” Titik Temu: Jurnal Dialog

Peradaban, vol. 5, no. 2, (Januari-Juni, 2013), h. 13-21.
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analisi komparatif akan valid untuk dilakukan.

D. PRAKTIK WASIAT GAIRI MUSLIM DI MESIR DAN MAROKO

Problematika wasiat wajibah yang diinterpretasikan beragam di keempat negara
yaitu Mesir, Maroko, Turki, dan Indonesia menyisakan lahan pembahasan yang
produktif di kalangan para peneliti saat ini. Dengan beragamnya aturan regulasi, hal
ini mengindikasikan perlu adanya penyamaan pemilihan ketentuan pada masing-
masing undang-undang empat negara, jika isu wasiat wajibah bagi non muslim akan
dianalisis. Khusus untuk negara Mesir dan Maroko, analisis terhadap isu tersebut

tidak bisa dilakukan dengan memakai aturan yang telah dipaparkan tadi yaitu:

(1) Undang-undang nomor 71 pada tahun 1946 yang berkaitan dengan
permasalahan wasiat wajibah di Mesir

(2) Undang-undang Perdata Maroko tahun 2004. Solusi yang ditawarkan berada
pasal 369 hingga 372.

Karena berdasarkan regulasi pada pasal-pasal tersebut, Mesir dan Maroko tidak
memasukan isu pemberian hak kepada non muslim sebagai bagian dari ketentuan
di dalam aturan wasiat wajibah. Untuk itu dalam konteks ini untuk negara Mesir dan
Maroko maka pembahasan ini akan berada pada ketentuan wasiat ikhtiyariyah.
Untuk konteks non muslim pun terdapat dua pembagian. Pertama adalah wasiat
ikhtiyariyah ditinjau dari Murtadnya pihak yang bersangkutan, yang kedua ditinjau
dari wasiat pada pihak-pihak non muslim yang bukan karena murtad. Agar tidak
terlalu meluasnya wilayah pembahasan pada penelitian ini, maka pembahasan akan
dibatasi pada wasiat dengan pihak non muslim yang bukan dikarenakan
kemurtadan (yang selanjutnya akan disebut wasiat ghairi muslim). Wasiat ghairi

muslim ini untuk kemudian dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: (1) wasiat
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119 (3) wasiat harbi.”®® Maka jika dianalisis secara

zimmi,""® (2) wasiat musta’man,
vertikal regulasi wasiat ghairi muslim di Mesir dan Maroko akan menjadi

sebagaimana berikut ini:

1. Hukum Wasiat Ghairi Muslim di Mesir

Berdasarkan Undang-undang nomor 71 pada tahun 1946, mesir mengizinkan
wasiat ghairi muslim dengan catatan jika pemberi wasiat adalah non muslim yang
di dalam syariat agamanya tidak diharamkan untuk berwasiat. Begitu pula
sebaliknya jika tidak diharamkan untuk berwasiat di dalam syariat islam. Hal ini
selaras dengan dibolehkan di dalam undang-undang seorang muslim berwasiat
untuk non muslim pada pasal 9 yang menetapkan bahwa Wasiat diperbolehkan
walaupun antara orang-orang yang berbeda agama atau kepercayaan.
Sebagaimana juga diperbolehkannya berwasiat kepada antar masyarakat yang
berbeda kewarganegaraan. Kesemuanya itu dengan catatan terpenuhinya syarat-
syarat mu’amalah antara pemberi dan penerima wasiat di dalam proses wasiat

tersebut.’?’

2. Hukum Wasiat Ghairi Muslim di Maroko

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Ulya Maroko pada 9 Mei tahun 2013, belum

ada ketentuan yang mengatur tentang adanya hak dari non muslim untuk saling

118 Zimmi merupakan sebutan bagi orang non muslim yang hidup damai dibawah
perlindungan negara islam. Mereka tetap menganut agamanya masing-masing dan secara rutin
membayarkan Jizyah kepada pemerintahan islam. Baca Husain Hamid Hasan, Ahkam al-Wahsiyah,
(Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1973), h. 73.

9 Musta’'man merupakan sebutan bagi orang non mslim yang hidup di kawasan negara
islam namun hanya untuk beberapa waktu yang terbatas dan sudah ditentukan dengan tujuan untuk
meminta perlindungan, Baca Khalid Ibn Ali Ion Muhammad al-Masyigah, al-Jami’ li Ahkam al-Waqaf
wa al-Hibah wa al-Washaya, (Qatar: Kementrian Wakaf, 2013), h. 396.

120 Harbi merupakan sebutan untuk orang yang tidak menganut agama islam, berdomisili
dan berkewarganegaraan di negara non muslim, serta negara tersebut berada dalam kondisi perang
dengan negara islam. Baca Muhammad Ali Mahmud Yahya, Ahkam al-Washiyah di al-Fikih al-Islami,
Tesis pada program studi Fikih wa Tasri’ di Sekolah Pascasarjana Universitas al-Najah al-Wathaniyah,
(Palestina: Universitas al-Najah al-Wathaniyah, 2010), h. 104.

121 |lyas Nashif, al-Washiyah li al-Muslimina fi Qanun al-Daulial-Khash, (t.t, Mansyurat al-
Hubli al-Huqugiyah, 2003), h. 117-118.
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berwasiat dengan muslim atau sebaliknya. Maka pada pasal 400 disebutkan bahwa
ketidakadaan regulasi yang mengatur dikembalikan kepada aturan dan ketetapan
yang ada di dalam mazhab Maliki yang merupakan mazhab negara Maroko.
Sehingga dengan demikian ketetapan wasiat ghairi muslim sama dengan ketetapan
wasiat non muslim yang disebabkan karena murtad dari agama islam. Yaitu
bahwasanya boleh berwasiat kepada non muslim kecuali jika wasiat tersebut dalam
hal-hal yang dilarang Allah, dan dengan syarat wasiat bukan dari non muslim kepada
muslim. Karena dalam konteks ini yang menjadi pewasiat adalah muslim, dan yang

menerimanya adalah non muslim.'??

Dengan mengetahui regulasi wasiat ghairi muslim dari negara Mesir dan Maroko
di atas dapat kita ketahui bahwasanya dalam konteks wasiat wajibah bagi non
muslim, hampir keempat negara mempunyai ketentuan dan regulasi yang sama
yaitu diperbolehkannya wasiat wajibah bagi non muslim. Namun jika dianalisis
secara secara horizontal keempat negara mempunyai beberapa perbedaan satu
sama lainnya. Selanjutnya perbedaan-perbedaan tersebut dapat dibagi menjadi tiga

bagian sebagai berikut:

a. Wasiat ghairi musim di negara Mesir dan Maroko mencerminkan
bahwasanya, wasiat ini adalah jenis wasiat ikhtiyari yang bisa ditempun
oleh keluarga atau ahli waris untuk menyelesaikan problematika adanya
penerima warisan yang bukan beragama Islam. Namun dengan demikian
wasiat jenis ini, tidak perlu melalui proses pengajuan kepada pengadilan.
Karena pembagiannya cukup ikhtiyar dikalangan keluarga atau ahli waris
saja. Aturan di dalam undang-undang pun banyak mengambil
pertimbangan dari pendapat mazhab yang dianut oleh negara dan

memperhatikan kenyataan bahwasanya sebagai negara yang berdaulat

122 | jhat Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K / AG / 1995, Keputusan Mahkamah Agung
No. 51.K / AG / 1999 pada 29 September 1999, Keputusan Pengadilan Utama No. 16.K / AG / 2010
pada 30 April 2010.
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baik Mesir maupun Maroko tidak bisa mengabaikan kenyataan
bahwasanya dalam suatu keluarga bisa terdapat perbedaan agama atau
dalam kehidupan masyarakat, kenyataan pluralitas tidak menjadi
hambatan untuk bisa saling berwasiat, dan selama hal ini tidak membuat
salah satu pihak yang merupakan muslim menjadi jauh dari kedekatan
kepada Allah.

b. Wasiat wajibah bagi kerabat non muslim di Indonesia, hal ini muncul
karena terjadi perluasan pemikiran dan konstriksi figih waris bergeser
kepada wasiat untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh fikih islam
dengan realitas hukum sehari-hari yang dipraktikan oleh masyarakat
indonesia yang sangat kental dengan pluralitas dan keberagaman dalam
kehidupan bermasyarakat. Interpretasi terhadap wasiat wajibah pun
sudah sangat tegas ada di dalam regulasi undang-undang, KHI dan
yurisprudensi. Bahwasanya wasiat wajibah merupakan pemberian hak
bagi salah satunya kerabat non muslim oleh hakim setelah terlebh dahulu
kerabat yang berbeda agama tadi mengajukan gugatan ke pengadilan
atau upaya penyelesaian sengketa warisan atau wasiat. Peraturan tentang
Wasiat Wajibah kurang lebih menjadi sorotan sejak periode 1995 hingga
2012. Perkembangan peraturan wasiat wajibah pada periode ini adalah
perluasan ketentuan tentang pihak-pihak yang dapat menerima wasiat
wajibah, khususnya yang berkaitan dengan ahli waris yang memiliki
agama yang berbeda dengan almarhum. Perbedaan agama dalam hukum
waris Islam adalah faktor penghalang bagi seseorang untuk menjadi
pewaris dan menerima distribusi harta waris. Pada periode ini, ketentuan
ini dikeluarkan melalui yurisprudensi dalam beberapa keputusan

Pengadilan Agama yaitu:
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1) Yurisprudensi yang memberikan wasiat wajibah untuk anak yang
bukan Muslim, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K /
AG /1995

2) Yurisprudensi yang mengabulkan kewajiban pada Wasiat untuk
Pewaris Muda yang bukan seorang Muslim, melalui Keputusan
Mahkamah Agung No. 51.K / AG / 1999 pada 29 September 1999

3) Yurisprudensi yang memberikan wasiat wajibah untuk istri yang
bukan Muslim, melalui Keputusan Pengadilan Utama No. 16.K / AG
/ 2010 pada 30 April 2010.

c. Warisan yang sangat universal di Turki. Berbeda dengan ketiga negara
sebelumnya, dalam menjawab tantangan pemberian hak bagi non
muslim, maka Turki menjadi satu-satunya negara yang tidak terikat
dengan problem tersebut. Hal itu dikarenakan Hukum Perdatanya yang
memberikan hak bagi non muslim dan muslim untuk saling mewarisi
tanpa perlu diperdebatkan lagi. Hal ini tentu saja menjadi salah satu
terobosan baru, ketika regulasi undang-undang tertentu tidak
memerlukan pemecahan dengan menggeser wilayah pembahasan dari

warisan menjadi wasiat sebagaimana negara-negara sebelumnya.

Sedangkan secara diagonal, maka jalas bahwa diantara keempat negara tadi,
Turki menjadi negara yang paling moderat dengan nihilnya regulasi wasiat wajibah
di dalam hukum perdatanya dikarenakan non muslim menjadi salah satu pihak yang
dapat menerima harta warisan, oleh karena itu Turki tidak memasukan isu
pemberian pemberian hak bagi non muslim kepada wilayah wasiat. Isu ini dapat
diselesaikan dengan praktik warisan. Selanjutnya diposisi kedua Indonesia, Mesir,
dan Maroko secara bersama-sama merespon isu pemberian hak bagi non muslim

ke dalam wilayah wasiat wajibah.
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E. PENUTUP

Maroko dan Mesir melalui wasiat ghairi muslim menjadi dua negara diantara
negara-negara muslim lainnya yang lebih moderat dalam mengatur pemberian
wasiat kepada non muslim dengan menjadikan keberagaman agama di masyarakat
sebagai subjek yang mempengaruhi reformasi hukum secara signifikan. Sedangkan
Turki melalui ketentuan asal warisannya dan Indonesia melalui regulasi wasiat
wajibahnya terlihat sedikit liberal dalam mengatur aturan wasiat wajibah
dikarenakan ideologi sekuler negara Turki dan Hak asasi manusia di masyarakat

Indonesia.
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Abstract

The public perceives Islamists as anti-immoral. The author, by
researching prostitution in Salatiga, using an urban and ethnographic
study approach, says otherwise. There is a relationship between the sex
industry and the presence of Islamists in the city as it is the epicenter of
da'wah. The findings of this paper are twofold. First, Salatiga became a
praxis of the rationalization of state policies by Islamists for the sake of
immorality. Secondly, Islamists are focusing efforts on modernizing the
city as a way to prove their ability to lead the country. However, they have
faced financial constraints which has led to the commercialization of
urban space and a capitalization of the sex industry. The theoretical
contribution of this paper is the concept of the capitalization of the sex
industry toward urban studies and Islamism which is useful for
understanding the phenomenon of the rise of Shari'a cities in Indonesia
since the era of regional autonomy. This is also a reference for the City
Government in preparing regional spatial plans for development.
Keywords: /slamism, Capitalization of the Sex Industry, Salatiga City.

Abstrak

Publik mempersepsikan kaum Islamis anti maksiat. Tetapi penulis,
dengan meneliti prostitusi di Salatiga menggunakan pendekatan studi
perkotaan dan etnografi, mengatakan sebaliknya. Ada relasi antara
industri seks dengan kehadiran kaum Islamis di kawasan urban sebagai
episentrum dakwah. Tulisan ini menemukan dua hal. Pertama, Salatiga
menjadi praksis rasionalisasi kebijakan negara oleh kaum Islamis
terhadap kemaksiatan. Kedua, modernisasi kota yang tengah diupayakan
kaum Islamis untuk menunjukkan keberhasilan memimpin negara justru
mengalami kendala biaya. Sehingga, mereka melakukan komersialisasi
ruang kota dan kapitalisasi industri seks. Sumbangan teori tulisan ini ialah
konsep kapitalisasi industri seks kepada studi perkotaan dan Islamisme
yang berguna untuk memahami fenomena pertumbuhan kota-kota
syariat di Indonesia yang marak sejak era otonomi daerah. Ini juga
menjadi acuan bagi Pemerintah Kota dalam menyusun rencana tata
ruang wilayah bagi pembangunan.
Kata kunci: /slamisme, Kapitalisasi Industri Seks, Kota Salatiga.
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A. PENDAHULUAN
Para pengkaji perkembangan dunia Islam mengatakan kapitalisme telah

mengintegrasikan kota dan wilayah masyarakat Islam ke pasar dunia.'? Tulisan ini,
beda dari mereka, hendak mengatakan ada relasi Islamisme'®, urbanisme dan
tourisme di dunia Islam yang menguntungkan kaum Islamis. Relasi itu tampak dari
legislasi hiburan malam dalam paket wisata karaoke untuk menaikkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Pendapatan itu diperlukan kaum Islamis ketika memiliki
kekuasaan eksekutif dan legislatif untuk membangun kota. Pernyataan itu memiliki
landasan dari keterangan ahli. Dari penelitian sarjana ekonomi terhadap
pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di ASEAN khususnya Indonesia
diketahui relasi industri, urbanisasi dan pariwisata.'®® Dari sarjana gerakan sosial juga
diketahui bahwa gerakan-gerakan Islamis yang berkembang di kota dunia Islam
sebagai respon terhadap kondisi sosial-ekonomi dan politik diperburuk oleh

urbanisasi dan cepatnya globalisasi.’?®

2Hooshang Amirahmadi, Salah S. El-Shakhs, “Urban Development in the Muslim World:
Encounter with Modernity and Implications for Planning,” dalam Hooshang Amirahmadi, Salah S. El-
Shakhs (eds.), Urban Development in the Muslim World, London and New York: Routledge, 2017, 4.

124Sesuai Meyer, Islamisme ialah ideologi Islam politik yang berkembang dari mobilisasi dan
legitimasi Islam sebagai politik, sama seperti Marxisme atau sosialisme di Uni Soviet dan Asia
Tenggara, dengan banyak program perluasan peluang dan mobilitas sosial ke atas. Menurutnya tidak
adil mengatakan bahwa Islamisme di abad ke-20 lahir sebagai respon terhadap imperialisme budaya
dan kegagalan pemikiran politik Barat yang relevan dengan dunia Islam. Islamisme, di matanya, justru
anak dari keduanya, dengan tujuan yang sama namun umumnya dioperasikan di dunia Arab. Kaum
Islamis hanya mencoba menangani kasus sendiri di wilayah operasi masing-masing dengan
membuat seruan kepada Islam sehingga ideologinya seolah berbeda dari gerakan politik lain secara
drastis.Tim Meyer, Catching Up Islamic Political I|deology and the West, Stanford Journal of
International Relations, Vol. 3, Issue 2, Fall-Winter 2002, 25-33.

125Analisis Patty dan Kuncoro menemukan bahwa industrialisasi dan pariwisata menjadi
kekuatan pendorong utama di balik laju urbanisasi yang pesat di Indonesia selama 1960-2014.
Urbanisasi di Indonesia meningkat dari 15% (1960) menjadi 53% (2014), industrialisasi dan pariwisata
meningkat sekitar 728% dan 11-71% masing-masing selama periode yang sama. Richard Patty,
Mudrajad Kuncoro, The Linkage between Industrialization, Urbanization, and Tourism: Lesson from
ASEAN and Indonesia, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 11, Issue 3, Dec.
2016, 33-44.

126Kayhan Delibas, Political Islam and Grassroots Activism in Turkey: A Study of the Pro-
Islamist Virtue Party’s Grassroots Activists and Their Affects on the Electoral Outcomes, PhD Thesis,
University of Kent, UK, 2001; Kayhan Delibas, Conceptualizing Islamic Movements: The Case of Turkey,
International Political Science Review, 30, 1, 2009, 89-103.
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Sayangnya, para sarjana studi Islam sedikit memberikan pengetahuan baru
tentang relasi industri seks, Islamisme dan urbanisasi di dunia Islam karena publik
mempersepsikan kaum Islamis anti maksiat. Padahal, urbanisasi justru merupakan
produk dari cita-cita agama dan nilai-nilai islami.’?’ Sejumlah konsekuensi dari
industri, urbanisasi dan pariwisata saling menjalin. Dalam keadaan itu, fenomena
prostitusi di kawasan urban tidak mudah dihentaskan, karena, sesuai Gall,
komponen utama dalam industri seks ialah prostitusi.'® Di Amerika Latin, Asia,
Eropa, Amerika Utara, prostitusi menempati porsi besar sebagai ekses urbanisasi.’?
Prostitusi juga melanda Afrika dan Timur Tengah, khususnya prostitusi perempuan
dengan lelaki sebagai aktor utama menjual seks di Kairo, Casablanca, Istambul,
Nigeria, Tel Aviv dan Jaffa.'®® Bahkan, Tunisia, Damaskus, Maroko melegalkan
prostitusi.’®! Ini menunjukkan masalah industri seks di dunia Islam. Karena itu, studi
masalah prostitusi di Indonesia, negara berpenduduk Islam terbesar dunia dikenal
serius dengan kemaksiatan, menjadi menarik.

Penulis akan menghubungkan prostitusi dengan Islamisme dan modernisasi
kota untuk memperkaya analisis seksualitas orang Indonesia sejak era Reformasi
dari berbagai perspektif.’3? Tulisan ini dirangkai dari penelitian lapangan disertasi
secara kualitatif dengan etnografi sebagai teknik penelitian dan wawancara maupun

studi dokumen dari media lokal online ataupun cetak Agustus 2012-Mei 2018.

127Bjlal Ahmad, Urbanization and Urban Development in the Muslim World: From the Islamic
City Model to Megacities, GeoJournal, Vol. 37, No. 1, Sept. 1995, 113-123.

128Gregor Gall, Sex Worker Unionization: Global Developments, Challenges and Possibilities,
New York: Palgrave Macmillan, 2016, 136.

2%Rochelle L. Dalla, Lynda M. Baker, John Defrain, Celia Williamson (eds.), Global Perspectives
on Prostitution and Sex Trafficking: Europe, Latin America, North America, and Global, Maryland:
Lexington Books, 2011, ix-xviii.

130Magaly Rodriguez Garcia, Lex Heerma van Voss, Elise van Nederveen Meerkerk (eds.),
Selling Sex in the City: A Global History of Prostitution, 1600s-2000s, Leiden: Brill, 2018, 233-356.

31John Bradley, Behind the Veil of Vice: The Business and Culture of Sex in the Middle East,
New York: Palgrave Macmillan, 2010, 15, 217.

132l inda Rae Bennett, Sharyn Graham Davies, “Introduction: Mapping Sex and Sexualities in
Contemporary Indonesia,” dalam Linda Rae Bennett, Sharyn Graham Davies (eds.), Sex and Sexualities
in Contemporary Indonesia: Sexual Politics, Health, Diversitiy and Representations, London and New
York: Routledge, 2015, 2.
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Penulis tidak mengeksplorasi perspektif pekerja seks karena itu sangat lazim tetapi
menganalisis industri seks dari perspektif struktural, yakni negara, pemerintah kota
lewat kinerja Walikota dan Wakilnya, anggota DPRD, pelaku bisnis hiburan, elite
agama. Ini beda dari riset sebelumnya.’®? Penulis menggunakan urban studies yakni
kapitalisasi industri seks sebagai pendekatan.'** Ini belum dilakukan para sarjana
studi Islam maupun studi perkotaan di Indonesia. Ini juga menggunakan etnografis
perkotaan, “color codes.” Kode warna mengekspresikan makna metaforis. Itu bukan
kode biasa karena pilihan warna dan penempatannya di ruang-ruang kota
bermaksud ideologi, figuratif dan asosiatif yang sarat kepetingan struktur, termasuk
perilaku sosial, kultural, dan ekonomi-politik untuk melambungkan pesan ke orang
lain.’®® Penulis juga melakukan observasi terhadap batas wilayah kota, gapura jalan,
spanduk, alat peraga partai politik, jenis dan fungsi bangunan, arsitektur dan
infrastruktur ruang kota, yang disebut furnitures etnografi, yang memberitahu siapa
penguasa ruang kota. Lokus tulisan adalah kota Salatiga, di lokalisasi “Sembir” RW
09 Sarirejo, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo dan industri hiburan yang

dimodernisasi dalam konsep wisata karaoke lain di sana.

B. BISNIS KARAOKE DI SALATIGA KOTA HATI BERIMAN

Salatiga dikenal sebagai kota hati beriman demikian juga masyarakatnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga menetapkan semboyan Kota Salatiga Hati
Beriman lewat Perda Nomor 10 Tahun 1993 untuk membangun city branding
Salatiga sebagai kota religius. Pemkot melakukan beragam upaya. Misalnya

mempublikasikan aktivisme keagamaan dalam berita warga kota Salatiga versi cetak

133pakar urban studies dari University of Winconsin Green Bay, USA, Ray dengan objek kajian
perempuan sebagai korban industri seks memasukkan prostitusi masyarakat urban Amerika dalam
kajian the studies of urban sexsualities. Ray Hutchinson, Encyclopedia of Urban Studies, California:
SAGE Publications, Inc., 2010, 699.

134Terma kapitalisasi merujuk kepada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No.01/KM/.12/2001 diartikan sebagai transformasi aset agar diperoleh nilai tambah dan nilai tukar
dengan tujuan akumulasi keuntungan.

135Charles A. Riley Il, Color Codes: Modern Theories of Color in Philosophy, Painting and
Architecture, Literature, Music, and Psychology, London: University Press of New England, 1995, 214.
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dan digital, melestarikan festival keagamaan di ruang publik seperti Natal-Paskah
bersama, tabligh akbar, pengajian keislaman di alun-alun kota. Menurut KH. Noor
Rofiq Ketua FKUB Salatiga, sejak 2011 hingga sekarang, setiap tahun Pemkot
memberikan uang Rp 170.000.000 untuk aktivitas keagamaan ditambah Rp
30.000.000 dari Kementerian Agama.'®® Alokasi dana negara yang besar dan rutin
itu relatif tidak ditemukan di kota-kota lain Indonesia, khususnya pulau Jawa. Elite
Salatiga berupaya bersama untuk “menjual” Salatiga kota toleran dan agamis. Surya
Kusuma seorang Tionghoa-Kristen dari Gereja Pantekosta Isa Almasih pernah
menjadi Ketua FKUB Salatiga mengatakan “tidak ada FPI di Salatiga. Kota ini tidak
memerlukannya untuk ketertiban kota karena Salatiga kota beriman, masyarakatnya
juga agamis dan toleran.”™’

Penjelasan sebelumnya merepresentasikan persepsi publik sekaligus lakon
birokratisme elite untuk mempublikasikan kebaikan kota. Beda dengan penjelasan
di atas, penulis menemukan relasi industri seks terhadap PAD kota. Sejak 2011,
karaoke menjadi bisnis baru di Salatiga. Secara perlahan namun pasti, industri seks
juga menginvasi pusat-pusat kota Salatiga dengan cara senyap dalam bisnis kafe
dan karaoke. Sekarang ada 9 tempat yang seluruhnya beroperasi di pusat kota."®
Jamaludin, seorang pegawai Dinas Sosial Salatiga dalam artikel di koran Suara
Merdeka, menulis Salatiga menuju kota karaoke sebagai julukan baru bersaing
dengan Pati.’* |la mewakili ketidakbahagiaan entitas kaum urban Salatiga di tengah
maraknya wisata karaoke. Ada juga pusat karaoke terbesar yakni di RW 09 Sarirejo.
Dahulu kawasan ini dikenal sebagai lokasi prostitusi Sembir yang dalam

perjalanannya dimodernisasi menjadi wisata hiburan karaoke sejak 2000. Bisnis ini

36Noor Rofig, Wawancara, Salatiga, Kamis, 21 Desember 2017,

137Surya Kusuma, Wawancara, Salatiga, Jumat, 14 November 2014.

138Maestro Café and Karaoke-Rumah Beer Salatiga JI. Hasanuddin No. 121, Monalisa Café
and Karaoke JI. Hasanuddin No. 117, Family Karaoke “Zensho” JI. Sudirman No. 97, Zensho Café
Karaoke JI. Hasanuddin No. 120, Mr. Locus Family Karaoke JI. Sukowati No. 19 B, Happy Puppy
Karaoke JI. Diponegoro No. 77, Inul Vizta Karaoke Bar JI. Moh. Yamin No.1, Queen Family Karaoke
Osamaliki Square JI. Osamaliki No 3, Karaoke Wahid JI Sudirman No. 2.

133Jamaludin Ashari, Salatiga Menuju Kota Karaoke, Suara Merdeka, Senin, 31 Oktober 2011,
7.
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sangat khas karena pasti dipandu oleh wanita muda berpenampilan menarik,
berbusana “tanktop dan hot pants” tidak seperti kaum hawa umumnya. Alfred
Lehulliana ketua TEGAR, satu Lembaga Sosial Masyarakat pendamping masyarakat
dan pemandu karaoke (PK) Sarirejo, mengakui banyak diantara PK bukan hanya
memandu pengunjung bernyanyi tetapi juga melakukan transaksi dan hubungan
seks. Karena itu, Sarirejo sejak lama dikenal sebagai arena prostitusi.”®® Dalam
gambaran luas, bisa dikatakan prostitusi Salatiga ialah bagian dari industri seks Jawa
Tengah, ! belum termasuk bisnis seks terselubung maupun transaksi seks online.

Prostitusi Salatiga memiliki sejarah panjang. Slamet Rahardjo, sejarahwan,
budayawan, ahli cagar budaya Jawa Tengah, juga tenaga ahli untuk Pemkot Salatiga,
menuturkan bahwa masyarakat Salatiga dan pengusaha di bidang hiburan malam
mengetahui praktik itu sudah terjadi sejak zaman Belanda dan Jepang. Serdadu
Belanda, diteruskan oleh tentara Nippon yang menduduki tangsi militer yakni kantor
Samsat Polres Salatiga sekarang, biasa berpesta pora, mabuk dan berhubungan seks
melibatkan perempuan-perempuan cantik sekitar Salatiga dan yang diangkut dari
desa maupun kota lain di Jawa Tengah untuk menuntaskan syahwat mereka.'#?
Sehingga, perawan remaja Indonesia dalam cengkeraman budak seks militer, tulisan
Pram, ialah fakta historis.*3

Bagaimanapun, ketahanan dan pertumbuhan industri seks Salatiga tidak
lepas dari kebijakan negara. Warga kota Salatiga mengenal karaoke Sarirejo sebagai

kelanjutan dari Sembir yang dirintis almarhum Samad sejak 1970. Dialah legenda

“OFebriana Kusumawardani, Tindakan Politik Pemilu yang Dilakukan Perempuan Marjinal
(Studi Kasus Pemandu Karaoke Kaum Marjinal di Desa Sarirejo Kota Salatiga, Skripsi, Program Studi
Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan limu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2015,
79-80.

“TKota Semarang (Sunan Kuning, Terminal Poncol), Kendal (Gambilangu), Batang (Pangkalan
Truk Panun, Pangkalan Truk Banyu Putih, Boyongsari, Bong Cino), Pemalang (Calam, Ambo Wetan),
Tegal (Peleman), Banyumas (Gang Sadar Baturaden), Surakarta (Silir), Pati (Lorok Indah Margorejo),
Kabupaten Semarang (Bandungan dan Wisata Kopeng), Salatiga (Sembir), Karanggayar (Angkrong
Indah, Gunung Kemukus), Cilacap (Slarang), Kudus (Gribig, Tanjungkarang), Grobogan (Koplak
Dokar), Klaten (Baben), Sragen (Mbah Gajah Sambungmacan), Purworejo (Gunung Tugel).

42Slamet Rahardjo, Wawancara, Salatiga, Rabu 11 Januari 2017.

“3Pramudya Ananta Toer, Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer, Jakarta: KPG, 2001.
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prostitusi Salatiga. Sebelumnya 1960, prostitusi Sembir ada di Gang Dieng depan
Bioskop Reksa JI. Sudirman Salatiga. Di situ terdapat rumah papan sederhana tidak
memiliki kamar tetapi hanya disekat dengan kain sebagai sirkuit pertemuan
perempuan bergincu tebal dengan pelanggan seks. Namun, datang dengan bingkai
penataan wajah kota, Pemkot melokalisasi hubungan seksual berjamaah dan
berbayar tersebut jauh dari pemukiman warga ke hutan karet Sembir. Lokasi
tersebut dipilih karena tidak ada transportasi ke sana. Pemkot mengharapkan
kemaksiatan itu sirna. Lewat kepiawaian dan insting bisnisnya, Samad justru berhasil
menyulap areal hutan karet menjadi ruang wisata seks. Dengan semakin tumbuhnya
pelacuran di sana, selanjutnya menginspirasi para “pedagang vagina” untuk
mendirikan wadah pelampiasan syahwat. Berlanjut ke 2000, Walikota Salatiga Drs.
Soewarso, menjabat sejak 1996 hingga 2001, menutup lokalisasi itu secara lisan
sesuai dengan desas-desus setempat. Namun, Sembir bertransfigurasi menjadi
pusat karaoke Sarirejo modern sebagai pusat industri hiburan malam. Sesuai dengan
observasi lapangan, sekarang ada 52 rumah karaoke sebagai komoditi utama di
sana. Edy seorang distributor minuman beralkohol ke Sembir mengatakan, “kawasan
ini dilengkapi dengan papan reklame, parkir, minuman ringan dan alkohol ataupun
rokok, restoran, maupun hak cipta lagu sebagai sumber pajak hiburan Salatiga.”#
Kawasan Sarirejo dihuni 400 kepala keluarga yang dahulu melakukan urbanisasi ke
Salatiga. Lidya Tarlani pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Ekklesia
Sarirejo di Rt 01 Rw 09 tepat di kawasan karoke tersebut sejak 1985, yang memiliki
tiga jemaat, Pak Lukas, Ibu Sri Giri, dan Ibu Parni menjalankan bisnis karaoke,
menyatakan: “hanya konsepnya yang modern sehingga disebut wisata karaoke,
tetapi prostitusi tetap terjadi atas kesenangan dan kesepakatan perempuan

penyanyi karaoke, pelanggan dan pengusaha.”™

44Edy Lukito, Wawancara, Salatiga, Sabtu, 18 Juli 2015.
“5Lidya Tarlani, Wawancara, Salatiga, Kamis, 30 Maret 2017.
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C. INDUSTRI SEKS DI TANGAN KAUM ISLAMIS

Warga kota Salatiga tidak bahagia dengan invasi wisata karaoke dan kawasan
Sarirejo yang diekspresikan dalam berbagai status dan grup di media sosial.
Masyarakat mendesak negara dan juga Satpol PP Salatiga untuk bertindak tegas
atas bisnis seks. Namun, Satpol PP belum menertibkannya karena pemilik karaoke
selalu berhasil memperpanjang izin dan mendapatkannya. Bambang seorang
jurnalis Salatiga, meminta Walikota dan Wakil Walikota menghentikan pemberian
izin karaoke baru di kota ini, dalam pertemuan masyarakat Salatiga dengan Pemkot
dalam forum FKUB Salatiga di rumah dinas pada pertengahan 2013, namun
diabaikan.'¥® Dengan kata lain, sekaitan dengan upaya modernisasi dan islamisasi
ruang kota, negara yang dipimpin kaum Islamis memiliki kebijakan sendiri terhadap
masalah seksualitas kaum urban.

Harus diakui, sejak Reformasi, Pemkot Salatiga berupaya keras
memodernisasi ruang kota Salatiga. Tahun 2010, Fathur Rahman, SE, MM, saat itu
menjabat Ketua DPD PKS Kota Salatiga dan Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga, pernah
mendesak John Manopo Walikota Salatiga seorang Kristen saat itu agar bertindak
tegas dalam mengatasi immoralitas warga kota.'*” Fathur Rahman bersama kader
PKS lain di DPRD, serta Muh Haris, S.Si, M.Si sebagai Wakil Walikota Salatiga Periode
2011-2016 dan 2017-2022 tentu mengetahui Perda penataan kota lewat
pembahasan Rapat Paripurna Internal DPRD, khususnya tentang fungsi lahan
kota."® Apalagi, menurut Nurgiyanto Kepala Bagian Pengendalian Pemanfaatan

Ruang Kota Salatiga, kafe dan karaoke melanggar Perda terkait fungsi tata ruang

“6Bambang Setyawan, Wawancara, Salatiga, Sabtu, 1 April 2017.

4"Upaya Mengatasi Persoalan Keindahan Kota, Majalah Jiwa Raga, Laporan Utama, Edisi |,
2010, 7.

1489 September 2011 DPRD Kota Salatiga Tahun 2011 melakukan Rapat Paripurna untuk
membahas Surat Walikota No. 188.3/808/ perihal penyampaian empat Raperda: Raperda tentang
Pajak, Raperda tentang retribusi jasa umum, Raperda tentang retribusi jasa usaha, Raperda tentang
retribusi perijian tertentu. Hal ini menghasilkan SURAT KEPUTUSAN DPRD KOTA SALATIGA TAHUN
2011 Nomor 172/14/2011, 21 Juni 2011 tentang Persetujuan bersama DPRD dengan Walikota
tentang penetapan Raperda tentang RTRW tahun 2011-2030. Memori Masa Jabatan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Periode 2009-2014, 64,66.
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kota dan wilayah. Misalnya kafe dan karaoke Monalisa, Kartika Hotel dan Zensho
Karaoke, Rumah Beer selokasi dengan instansi pemerintah, institusi keagamaan,
pendidikan dan pemukiman penduduk.™® Namun, ketika kekuasaan negara di
tangan kaum lIslamis, ada perbaikan sikap dalam memahami immoralitas Salatiga
sehingga tuntutan itu senyap. Seperti diketahui, Muh Haris adalah seorang
deklarator PKS 1998."°° Seperti diketahui, tahun 1999 kader DPD PKS Kota Salatiga
menduduki 1 kursi DPRD. Sejak 2004, 2009, dan 2014 PKS menempatkan 4 kader
menjadi anggota DPRD. Pencapaian kekuasaan politik PKS itu menunjukkan
signifikansi Islamisme dalam struktur negara khususnya dalam fungsi anggaran,
legislasi maupun arah dan prioritas pembangunan kota Salatiga.

Perbaikan sikap kaum lIslamis terhadap prostitusi Salatiga tidak lepas dari
kesadaran ruang kekuasaan di dalam diri kaum Islamis mengingat struktur
kekuasaan kapital dalam industri seks terbesar Sarirejo ada di tangan tiga tokoh NU.
Misalnya Suratno memiliki Karaoke Ratna, Koperasi Simpan Pinjam Ratna dan
Swalayan Ratna. Slamet Santoso memiliki Karaoke Prameswari 1 dan 2. Slamet
Subandrio memiliki Karaoke Denny. Santoso juga menjabat ketua RW 09 Sarirejo.
Bahkan, ketiganya adalah Pengurus dan Panitia Pembangunan Masjid Al'lklas
Sarirejo maupun Pengurus Pengelolaan Swadaya Air Bersih “Tirta Sejahtera” Rw 09
Sarirejo. Uniknya, sejumlah PK Sembir memiliki penghayatan sendiri terhadap Islam
karena “mbak-mbaknya yang bekerja di rumah karaoke itu juga ikut sholat tarawih

berjamaah bersama masyarakat Islam Sarirejo di Masjid Al'lklas pada bulan

“Nurgiyanto, Wawancara, Salatiga, Selasa, 19 April 2016.

150Muh Haris lahir di Pacitan, Jawa Timur, 6 Februari 1966. Riwayat pendidikan ada di MI, SMP
Negeri 1, SMA Negeri 1 seluruhnya di Pacitan. S1 Fakultas Sastra UGM, Yogyakarta, dan S2 Magister
llImu Politik Undip Semarang. Sementara riwayat Organisasi ditempuh 1987-1988 menjadi Senat
Mahasiswa Fakultas Sastra UGM, 1987-1988 Pengurus Jamaah Sholahudin UGM, Yogyakarta, 1998-
1999 Wakil Ketua DPW PK Jawa Tengah, 1999-2002 Ketua Umum DPW PK Jawa Tengah, 2002-2005
Ketua DPW PKS Jawa Tengah, 2005-2006 Pengurus Balitbang DPP PKS, 2006-2009 Ketua Bapilu DPW
PKS Jawa Tengah, 2009-2010 Pengurus DPP PKS, Pengurus Pusat DPP PKS Wilayah Dakwah Jawa
Timur-Jawa Tengah-Yogyakarta.
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Ramadhan, bahkan ada saja satu atau dua orang yang bertaubat,”'>’

seperti
dituturkan Kurdi pengurus Masjid tersebut.

Yuliyanto, SE, MM sebagai Walikota Salatiga dan Muh Haris (Yuli-Haris),
sekaitan dengan ambisi modernisasi Salatiga, memiliki cara sendiri untuk menangani
persoalan seks. Keduanya ialah koalisi partai Islam dan nasionalis-religius. Pada
periode 2011-2016, mereka diusung Partai Indonesia Sejahtera, Partai Keadilan
Sejahtera-PKS, Demokrat, PPP. Kemudian, periode 2017-2022 diusung PKS,
Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, PPP didukung PAN dan Perindo. Meskipun
keduanya mengetahui ketidakbahagiaan warga kota mengenai bisnis karaoke itu.
Namun dalam banyak kesempatan, mereka melakukan dialog dengan tokoh
masyarakat dan memperbanyak layanan kesehatan. Bahkan, sejak kaum lIslamis
sebagai “ulama dan umarah” di Salatiga, kota ini mengalami islamisasi struktural.
Misalnya ada aturan wajib berjilbab dan rok panjang bagi wanita di lingkup Pemkot,
seperti pengakuan Listari, seorang PNS di Dinas Pertanian Salatiga. Sehari-hari ia
adalah Muslimah yang tidak berjilbab, namun aturan itu mewajibkannya untuk
berbusana “islamis” setiap jam kantor.? Pendidikan pun mengalami islamisasi.
Widiarto, fasilitator pendidikan rekanan kerja Dinas Pendidikan juga dosen Sejarah
di FKIP UKSW Salatiga, menyatakan sejumlah sekolah di Salatiga mendapatkan
prioritas dana alokasi pendidikan sebagai realisasi Rencana Program dan Kegiatan
Prioritas Daerah jika memenuhi syarat dari dinas, seperti mengecat lingkungan
persekolahan dan memperbanyak furnitures islami dengan warna yang sudah
ditentukan.”™ Misalnya, warna gerbang dan pagar SMK N 2 Warak berwarna PKS
karena Salma anak perempuan Muh Haris sekolah di sana, belum lagi islamisasi
hunian seperti kampung Syariah di Gamol, Perumahan Villa Madani Purbaya, Dukuh
Kecamaan Sidomukti dan dan perumahan Blotongan, Sidorejo Lor Kecamatan

Sidorejo.

>TKurdi, Wawancara, Salatiga, Jumat, 7 April 2017.
152| istari, Wawancara, Salatiga, Selasa, 20 Februari 2018.
153Tri Widiarto Soemardjan, Wawancara, Salatiga, Jumat, 9 November 2018.
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Uniknya, ketika terjadinya islamisasi ruang kota dan di tengah invasi wisata
karaoke, Yuli-Haris selalu mewacanakan tidak akan mengeluarkan izin pendirian
karaoke baru di seluruh kota Salatiga. Oleh keduanya, negara pun semakin gencar
memperhatikan layanan kesehatan masyarakat. Bahkan, Kepala Dinas Kesehatan
Salatiga Suryaningsih dan Kabid Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan, Erytrina mengkhawatirkan keadaan 238 PK Sarirejo terinfeksi penyakit
menular seksual. Apalagi, tahun 2016 ada 8 orang positif HIV/AIDS dan 30% PK
mengidap infeksi menular seksual. Situasi ini dianggap membahayakan Salatiga.”*
Mengingat situasi itu, penanganan kesehatan seksualitas di Salatiga menjadi
prioritas. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2015
disebutkan kasus HIV/AIDS di Rumah Sakit Salatiga sudah mendapatkan
penanganan sesuai standar. Penanganan HIV/AIDS mencapai target 100%. Tingkat
kesuksesan penanganan dan rata-rata capaian pengendalian penyebaran HIV/AIDS
dan penyakit menular sebesar 106,96%. Statistik itu dimanfaatkan menjadi indikator
keberhasilan kinerja pemerintah,’® yang dilihat sebagai keberhasilan kinerja Yuli-
Haris selama 5 tahun.’™® Apalagi, Salatiga menerima perhargaan Swasti Sabha
Wistara, satu penghargaan tertinggi sebagai kota sehat nasional 2014 karena dinilai
berhasil melaksanakan program prioritas pembangunan bidang kesehatan 2011-
2016."7

Keunikan lain, walaupun warga Salatiga menghendaki agar wisata karaoke
Sarirejo dan yang ada di pusat kota ditertibkan seperti dijelaskan sebelumnya, tetapi
tidak sekalipun organisasi dan elemen masyarakat Islamis di kota ini menuntut

Pemkot agar menutupnya. Kader dan simpatis PKS setempat pun tidak pernah

*4Delapan Pemandu Karaoke Sembir Positif Terinfeksi HIV, Suara Merdeka, Selasa, 2 Maret
2010, 26.

>Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2016, LKJIP Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran
2015, Salatiga: Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2016, 157.

1565 Tahun Kepemimpin Yaris, Majalah Hati Beriman: Majalah Berita Warga Kota Salatiga,
2016, Edisi 03, Vol. X, 3.

>’Salatiga Raih Swasti Sabha Wistara, http://salatigakota.go.id/InfoBerita.php?id=9298&,,
Diakses, Selasa, 1 Januari 2017.
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menyuarakan penutupan kemaksiatan Sarirejo. Padahal, kecamatan Sidorejo
termasuk basis konsitituen PKS seperti kelompok Mujahidin tinggal di sana. Dan,
Muhammad Zaidun, Staff DPD PKS Salatiga dan Anggota Tim Kampanye Yuli-Haris
Pilkada 2017, tinggal di JI. Cemara Iv No.66 Rt 05/Rw 06 Sidorejo Lor dekat Sarirejo.
Bahkan, data Polisi Resor Salatiga yakni database di Kasat Intelkam selama 2012-
2016 tidak satu tema demonstrasi jalanan menyinggung kemaksiatan.’® Padahal,
sejak Reformasi, Burhanuddin mengatakan PKS memperjuangkan implementasi
syariat dalam kehidupan publik, mendukung pengesahan Rancangan Undang-
Undang Anti Pornografi. Kader PKS provinsi dan kabupaten/kota mendorong
penerapan Perda Syariah, seperti peraturan busana Muslim di kantor-kantor publik
serta pelarangan alkohol, perang alkohol, judi dan pelacuran.’™ Meskipun tidak bisa
dikatakan, yang mempromosikan anti prostitusi secara militan bersih, seperti kasus
lingkaran prostitusi Jenderal Polisi Reza Zarei Kepala Polisi Teheran tahun 2008,
atau kasus telepon birahi Habib Rizieq dengan “emak-emak” Firza Februari 2017.
Yuli-Haris bersikeras memodernisasi Salatiga dalam trifungsi kota pendidikan
dan olah raga, pusat perdagangan, jasa dan tujuan wisata. Tetapi untuk
mengimplementasikan, Pemkot memiliki keterbatasan lahan, dana APBD sebagai

prasyarat utama untuk memodernisasi kota.!®’

Fakruroji, Sekretaris Daerah Kota
Salatiga menyebut “APBD Salatiga hanya 30%, sisanya bergantung dari APBN pusat
sehingga ada kendala membangun Salatiga.”'®® Padahal, Yuli-Haris ingin
membangun infrastruktur kota secara monumental. Keduanya ingin dikenang
sekaligus untuk menaikkan daya saing dan daya tarik kota demi pendapatan

pariwisata kota. Keinginan itu muncul karena keduanya menyadari sumber daya

alam, pertanian, industri dan energi, perdagangan dan koperasi, transportasi dan

8Kasat Intelkam Polres Kota Salatiga Akp. Rohmadi Hartono S.Pd, dan dari Kaurbin Ops
Intelkam Polres Kota Salatiga Akp. Budi Utama SH, Wawancara, Salatiga, Jumat, 6 Januari 2017.

59Burhanuddin Muhtadi, Dilema PKS: Suara dan Syariah, Jakarta: KPG, 2010, 71-84, 260.

10Janet Afary, Sexual Politics in Modern Iran, New York: Cambridge University Press, 2009.

81Yuliyanto, Wawancara, Salatiga, Kamis, 21 September 2017.

102Fakruroji, Wawancara, Salatiga, Kamis, 21 September 2017.
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komunikasi, pendapatan regional terbatas, Salatiga mengalami keterbatasan lahan
kota.'®3 Bahkan, dari luas lahan dan popolasinya, Salatiga ialah kota kecil.'®* Sekaitan
dengan proyek modernisasi kota oleh Yuli-Haris, penerimaan pajak industri dan
pembangunan di sektor industri merupakan prioritas. Perspektif Pemkot
menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata bukan hanya meningkatkan devisa
negara tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan.’®’

Ketika Yuli-Haris menjadi Walikota dan Wakil Walikota Salatiga 2011-2016
memberlakuan Perda No. 11 tahun 2011 tentang pajak daerah untuk mengatur
sumber-sumber PAD, termasuk pajak hiburan. Dengan Perda itu, seluruh usaha
wajib untuk membayar pajak tahunan. Akibatnya, penerimaan pajak 2012-2016
melampaui target.'®® Hebatnya, bisnis karaoke menyumbang pajak besar untuk
Salatiga, bahkan mendapat penghargaan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah. 20 Desember 2016, Dinas tersebut menganugerahkan
penghargaan kepada Happy Puppy Karaoke (HPK) karena berkontribusi bagi
pembangunan dan kepatuhan membayar pajak. Artinya, secara senyap, praktek

prostitusi yang ada di kawasan Sarirejo yang terbingkai dalam wisata hiburan

183Muh Haris, Wawancara, Salatiga, Kamis, 21 September 2017.

164Luas tanah kota Salatiga 5.678.110 Ha atau 56.781 Km?. Di sana hanya ada 4 Kecamatan
dan 23 Kelurahan yang terdiri dari 1044 RT dengan 199 RW. Padahal, setiap tahun penduduk Salatiga
meningkat rata-rata 2.5%. Tahun 1998 populasi hanya 174.193 jiwa, tahun 2010 menjadi 170.332,
tahun 2011 mencapai 178.277 dan Juli 2015 mencapai angka 196.637. Setiap tahun Salatiga
menujukkan kepadatan/km2 penduduk yang meningkat. Tahun 2009 kepadatan penduduk/km ialah
2.994, tahun 2010 menjadi 3.017, tahun 2011 naik sampai 3.038, tahun 2012 sebesar 3.062, tahun
2013 sebanyak 3.145, kemudian tahun 2014 mencapai 3.191. Menurut ahli perkotaan, ada beberapa
kategori kota yakni kota megapolitan penduduknya lebih dari 1 juta jiwa, kota besar antara 500-1
juta jiwa, kota sedang antara 100-500 juta jiwa dan kota kecil antara 50-100 ribu jiwa. Achmad
Nurmandi, Manajemen Perkotaan, cet.ke-4, Yogyakarta: JKSG UMY, 2014, 31.

'®>pemerintah Kota Salatiga, Salatiga dalam Angka Tahun 2012, Salatiga: Pemerintah Kota
Salatiga, 2012: 173, 220.

1%6Tahun 2012 Salatiga menerima pajak hiburan sebesar 52,05%. Tahun 2013, PAD Salatiga
melampaui target senilai Rp 92.131.839.000 tetapi hingga September 3 telah terhimpun Rp
117.532.644.738. September 2014 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 25,4 miliar
telah mencapai Rp 25.491.374.117. Tahun 2015 juga capaian pajak sebesar Rp37,8 miliar. Target
November 2016 PAD dari Rp 44,8 miliar namun hingga akhir Desember mampu mencapai angka Rp
47 miliar. Artinya naik 18,5%. Tahun 2017 ditarget Rp 43 miliar namun hingga akhir November telah
mencapai Rp 46 miliar.
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karaoke, seperti HPK sebagai contoh, diakui negara sebagai wajib pajak hiburan dan
subjek pajak.’®” Data pajak ini menunjukkan kapitalisasi industri seks di Salatiga.
Bagaimanapun, pajak memiliki kepentingan ekonomi-politik negara. Yuli-Haris
mempublikasikan penerimaan PAD dalam aktivitas kampanye Pilkada Salatiga
sebagai kesuksesan kepemimpinan Islamis. Keduanya mengemukakan kesuksesan
PAD dalam debat publik pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga 2017
di hotel Laras Asri, Sabtu, 11 Februari 2017.

Ringkasnya, bagaimanapun argumentasinya, industri hiburan berpengaruh
signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Tingginya PAD yang dihasilkan bisnis
hiburan menjadi dasar rasionalisasi kebijakan negara dalam memberikan dan
memperpanjang izin kafe dan karaoke di Salatiga. Dondo dan istrinya Liliani,
pengusaha karaoke, hotel, kafe, menjelaskan “Pemkot kurang dana pembangunan
kota sehingga menaikkan pajak karaoke, kuliner, minuman ringan dan keras menjadi
30%. Itu jauh lebih tinggi dari kota lain seperti Solo 20%."'%® Di sana, mereka juga
membuka usaha yang sama. Bukan menutup Sarirejo, Pemkot justru membuat
kebijakan memodernisasi Sarirejo. Ini diketahui dari Sri Giri wanita Tionghoa-Kristen
asal Wonogiri pekerja seks bertarif angkatan pertama di Sembir. Sekarang, ia
memiliki rumah karaoke Assri di Rt 01 Rw 09 Sarirejo. Ketika Sri menjadi ketua RW
09, Yuli-Haris dalam kampanye Pilkada 2011 berjanji tidak akan menutup Sembir
tetapi membangun Sarirejo modern apabila masyarakat memilih mereka. Yuli-Haris

orang yang menepati janji. Juni 2016, Pemkot membangun seluruh infrastruktur

'’Perda Kota Salatiga No. 11/2011, tentang Pajak Daerah, Bab | Ketentuan Umum, Pasal 1,
atau 12, 13, 14, 15, 21, 22. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah
semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan/futsal, dan/atau keramaian yang dinikmati dapat
dipungut biaya. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda,
alat, perbuatan atau media yang bentuk atau corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial
memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap
barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati
oleh umum. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. Wajib pajak
adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

1%8Dondo, Liliani, Wawancara, Salatiga, Sabtu, 23 Desember 2017.
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jalan dan membangun tanggul sungai Sarirejo, menerima dana pembangunan Rp
100.000.000, dapat membayar hak cipta lagu, serta diizinkan untuk memperpanjang

izin usaha karaoke.®?

D. KESIMPULAN

Tulisan ini memperlihatkan prostitusi di Indonesia sebagai kapitalisasi industri
seks. Di sini terlihat perubahan bentuk dan organisasi prostitusi tradisional telah
menjadi skala besar impak dari urbanisasi. Sekarang, industri seks menjadi korporasi
dan bagian dari kebijakan negara. Prostitusi bertransfigurasi dari ilegal berskala
kecil, yang awalnya dipersepsikan sebagai manifestasi penyelewengan harkat
wanita, justru menjadi industri legal. Di negara-negara tertentu, industri seks justru
mempekerjakan ribuan wanita yang hak-haknya dijamin negara, termasuk di dunia
Islam yang menawarkan kota-kota syariat."”® Apalagi, adalah pengetahuan umum
bahwa episentrum Islamisme ada di perkotaan seperti di Arab Saudi, Mesir, Iran dan
Turki.'! Artinya, rasionalisasi industri seks justru memperihatkan kelemahan
Islamisme di kawasan urban dan kepentingan Islamisme khususnya di bidang
ekonomi-politik pembangunan kota. Studi Salatiga membuktikan Islam adalah
solusi beserta turunannya seperti negara, pemerintahan, ekonomi, khilafah, dan
sistem Islam yang dipublikasi kaum Islamis selama ini hanya sebatas aksi kata-kata
bukan aksi-aksi nyata.

Salatiga menunjukkan rasionalisasi seks menjadi industri oleh negara yang
dipimpin oleh kaum Islamis ketika menggengam kekuasaan politik dalam struktur

negara justru untuk membiayai perkembangan dan modernisasi kota di tengah

169Sri Giri, Wawancara, Salatiga, Kamis, 30 Maret 2017.

0Sheila Jeffreys, Industrial Vagina: The Political Economy of the Global Sex Trade, London
and New York: Routledge, 2009, 3; Lena Edlund, Evelyn Korn, A Theory of Prostitution, Journal of
Political Economy, Vol. 110, No. 1, Feb. 2002, 181-214.

1R, Hrair Dekmejian, The Rise of Political Islamism in Saudi Arabia, Middle East Journal, Vol.
48,No.4, 1994, 627-643; W.J. Dorman, Informal Cairo: Between Islamist Insurgency and the Neglectful
State?, Security Dialogue, 40, 4-5, 2009, 419-441; Nilufer Gole, Secularism and Islamism in Turkey: The
Making of Elites and Counter-Elites, Middle East Journal, Vol. 51, No. 1, 1997, 46-58.
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proses islamisasi Negara dan kota oleh mereka sendiri. Temuan ini menambah data
lapangan lain tentang kapitalisasi seks di sejumlah resort kota islami seperti Kairo
yang tengah diserbu para turis asing sama seperti di Sinai Selatan, Mesir.'’? Karena
itu, penanganan, perspektif analisis ataupun bahkan affirmasi terhadap “seks
berjamaah dan berbayar di kota religius” tidak boleh diperlakukan sebagai suatu
yang diskriminatis ataupun otonom sendiri. Tetapi kenyataan kapitalisasi seks,
seperti Salatiga, lebih dapat dibaca dengan meminjam frasa dari Kempadoo, sebagai
suatu tren yang memang ada keterkaitan dengan gender dan seks yang semakin
mendominasi wilayah teoritis, ekonomi-politik, sosial prostitusi.””®> Bagaimanapun,
persoalan prostitusi selalu menyertai peradaban manusia yang beda.
Penanganannya tidak selalu atas bingkai misoginistis ataupun pengarusutamaan
gender. Bagaimanapun seks telah menjadi industri yang kontributif kepada
perkembangan kota dan dinamika kehidupan kaum urban.

Sumbangan teoritis yakni kapitalisasi industri seks dalam tulisan ini berguna
sebagai alat analisis empiris untuk menangani persoalan-persoalan perkotaan. Bagi
perancang kota yang menjabat di dalam struktur dan fungsi Organisasi Perangkat
Daerah Pemerintah Kota (termasuk pula agamawan), studi ini penting
dipertimbangkan secara cermat untuk menyusun rencana tata ruang wilayah bagi
pembangunan daerah jangka panjang (maupun mengedukasi nilai-nilai
kemanusiaan dari sisi agama seperti tiga tokoh NU Sarierjo) bukan semata-mata
karena desakan-desakan kepentingan maupun perspektif orang ataupun kelompok
urban tertentu yang belum tentu melihat seks berbayar di kota dari berbagai

dimensi.

72Jennifer Ward-Pelar, Rationalizing Sexual Tourism: How Some Countries Benefit from
Selling Sex, Inquiries: Journal Social Sciences, Arts, & Humanities, Vol. 2, No. 04, 2010, 1-10; Jessica
Jacobs, Have Sex will Travel: Romantic ‘Sex Tourism” and Women Negotiating Modernity in the Sinai,
Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography, Vol. 16, Issue 1, Marc 2009, 46-61.

73Kamala Kempadoo, “Prostitution and Sex Work Studies,” dalam Philomena Essed, David
Theo Goldberg, Audrey Kobayashi (eds.), A Companion to Gender Studies, Malden, MA: Wiley-
Blackwell Publishing, 2009, 255-265.
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RESISTENSI IDEOLOGI KAUM BONOKELING TERHADAP MODERNITAS
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Abstract

Indigenous communities have ideologies that originate from
ancestors from generation to generation. The penetration of modern
culture has become an extinct and flexible ideology. The Bonokeling
community in Pekuncen village, Jatilawang sub-district, Banyumas district
has religious practices that rely on ancestral practices. They call
themselves Muslims, but have separate religious practices. The meaning
of Islam and the procedures for worship are carried out in a traditional
Kejawen manner. They do not involve them in their world, but religious
sanctity is still held. This study aims to find out how they survived and
passed on traditional ideologies for the next generation, because of this
modernization of generation values that had an impact on reducing the
Bonokeling indigenous community in the future. This article uses
interpretive methods, namely mapping journal articles and previous
research then drawn into a conclusion in this article. As a result, the
Bonokeling community spread in Pekuncen Banyumas and Adipala
village, Cilacap district. The progeny of the Bonokeling breed have sacred
places and ritual traditions. Rituals are conducted periodically according
to human age, season, or based on ritual calendars. They held tightly to
the ritual in a hereditary way. The traditional way is still done even though
modern tools are available. For example, in the upload tradition, the
descendant of Bonokeling from Cilacap walked to the Bonokeling tomb
in Pekuncen Banyumas.

Keywords: Resistance, Ideology, Modernity, Islam Kejawen, Bonokeling.

Abstrak

Komunitas adat mempunyai ideologi yang berasal dari leluhur
secara turun-temurun. Penetrasi budaya modern menjadikan ideologi
asalnya lentur dan luntur. Komunitas Bonokeling yang terpusat di desa
Pekuncen kecamatan Jatilawang kabupaten Banyumas memiliki praktik
keberagamaan yang bersandar pada ajaran leluhur. Mereka menyebut
diri sebagai orang Islam, namun mempunyai praktik beragama tersendiri.
Pemaknaan terhadap Islam dan tata cara ibadahnya dilakukan secara
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adat kejawen. Mereka tidak menutup diri terhadap dunia luar yang masuk
ke komunitas mereka, namun kesakralan keberagamaan masih tetap
dipegang. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mereka
bertahan dan mewariskan ideologi adat kepada keturunan selanjutnya,
sebab arus modernisasi bersama perbedaan generasi itu berdampak
pada kelangsungan komunitas adat Bonokeling di masa selanjutnya.
Artikel ini menggunakan metainterpretatif, yaitu memetakan artikel jurnal
dan penelitian sebelumnya kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan
dalam artikel ini. Hasilnya, komunitas Bonokeling yang tersebar di desa
Pekuncen Banyumas dan Adipala Cilacap. Anak-cucu trah kiai Bonokeling
mempunyai tempat keramat dan tradisi ritual. Ritual dilakukan secara
periodik sesuai usia manusia, musim, ataupun berdasarkan kalender
ritual. Mereka memegang erat ritual dengan cara yang turun-temurun.
Cara tradisional itu tetap dilakukan meski alat yang modern sudah
tersedia. Misalnya, pada tradisi unggahan, anak-putu dari Cilacap berjalan
kaki menuju makam Bonokeling di Pekuncen Banyumas.

Kata kunci: Resistensi, Ideologi, Modernitas, Islam Kejawen, Bonokeling.

A. PENDAHULUAN
Di desa Pekuncen kecamatan Jatilawang kabupaten Banyumas menjadi pusat

ajaran Bonokeling bagi anak-cucu keturunan yang menganutnya. Mereka
mempunyai ajaran turun temurun yang berasal dari kitab turki (tutur ing kaki). Meski
tempat tinggal mereka berada di sebuah desa, tetapi keluar masuknya masyarakat
dengan budaya luar atau sebaliknya mempunyai pengaruh pada diri mereka.
Perbauran antara masyarakat anak-cucu Bonokeling dengan masyarakat luar terjadi
simbiosis.

Tatanan masyarakat menciptakan sebuah ruang budaya yang tidak pernah
kosong, termasuk sistem religi. Nilai ketuhanan di dalam sebuah adat dan agama
menjadi faktor yang fundamental dan mutlak. Gagasan ketuhanan itu berlangsung
secara turun-temurun sehingga menjadi warisan dan sejarah. Keyakinan terhadap

Tuhan kemudian ditransformasikan dalam bentuk ritual adat dan bahkan agama.
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Pergerakan dalam ritual ini menghasilkan budaya dan nilai-nilainya sudah melekat
dalam kehidupan.’4

Aliran Islam pada garis antimainstream menjadikan adanya pertentangan
pada Islam mainstream. Bagir'’> menjelaskan ada dua konsep pemahaman Islam
yang behubungan dengan aliran, yaitu mazhab dan firgah. Pada umumnya, mazhab
memiliki penganut yang lebih besar dan diakui oleh umat Islam lainnya, sementara
firgah memiliki jumlah penganut relatif lebih kecil dan berkonotasi tidak diakui
keberadaannya. Firgah berasal dari akar kata fa-ra-qa yang bermakna "berpisah”
atau menyempal. Di dalam kajian heresiografi — ilmu tentang aliran menyimpang
dalam islam, firgah dimaknai sebagai kelompok yang menyimpang dari aliran
mazhab lain yang mainstream.

Sempalan atau sinkretisasi terbentuk dari masyarakat yang telah memiliki
kepercayaan lokal terpengaruh dengan kuatnya kepercayaan baru. Di Jawa,
kepercayaan sinkretis itu banyak ditemukan di masyarakat Jawa bagian selatan.
Mereka menggabungkan pengalaman agama lokal dengan ritual Islam yang puritan.
Tingkat sinkretis juga tergantung pada suatu kelompok masyarakat itu, ada yang
lokalnya lebih dominan atau bahkan Islam murninya yang dominan.'”® Di
masyarakat Jawa terjadi sinkretisme antara agama pertama mereka yang berupa
animisme dinamisme, Hindu, Buddha, dan Islam terjadi pergumulan kepercayaan.'”’

Ajaran agama di Jawa sebagaimana Geertz'’® juga menuliskan The Region of
Java yang ditemukan ada corak keberagamaan, yaitu santri, priyayi, dan abangan.
Santri adalah kelompok yang menerima Islam secara total dan berusaha untuk hidup

menurut ajaran Islam, sementara yang menganut Islam tetapi dominasi ajaran

74Jannes Alexander Uhi, Filsafat Kebudayaan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, 87-88.

75 Haidar Bagir, Islam Tuhan Islam Manusia: Agama dan Spiritualitas di Zaman Kacau,
Bandung: Mizan, 2018, 135-136.

176 Suwito NS, Islam dan Tradisi Begalan, Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2008, 29-30.

77 Wita Widyandini, dkk., “Ritual Islam Kejawen Anak Putu Ki Bonokeling”, Ibda’ Jurnal
Kebudayaan Islam, Vol. 11, No. 2, 2013, 192.

178 Ridwan, dll., Islam Kejawen: Sistem Keyakinan dan Ritual Anak-Cucu Ki Bonokeling,
Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2008, 14.
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lamanya masih kuat disebut kejawen. Kejawen berasal dari kata “Jawa” yang
dipandang sebagai sebuah adat dan kebudayaan. Sebab Islam yang lebih
mendominasi, maka model keagamaannya adalah sebuah perpaduan yang
menampilkan Islam yang berwatak dan bergaya Jawa.'”® Kepercayaan itu terlihat
bias yang menampilkan antara nama agama dan budaya setempat, tetapi
masyarakat bersandar kepada sesuatu yang transenden.

Keislaman kaum Bonokeling memegang kuat ajaran leluhur dalam hal ibadah
atau ritual. Mereka berpegang pada Tuhan dalam beribadah, yaitu jika tidak nyantri
maka nyand..

Artikel ini  memetainterpretasikan berdasarkan penelitian-penelitian
sebelumnya yang mengangkat ritual komunitas Bonokeling beserta ketahanan
mereka dalam menurunkan ajarannya. Arus modernisasi di desa Pekuncen tetaplah
masuk seperti pada umumnya. Ketahanan mereka bukan hanya terhadap Islam
puritan saja, melainkan berbaurnya masyarakat luar yang modern. Kendati demikian,
kemodernan yang ada tidak mengubah ideologi mereka, khususnya dalam

melakukan ritual-ritual.

B. AJARAN KIAI BONOKELING

Komunitas Bonokeling adalah sebuah ajaran yang disampaikan leluhur yang
dibawa oleh seorang tokoh yang kemudian disebut Kiai Bonokeling. Kiai Bonokeling
adalah sosok yang berasal dari Kadipaten Pasir Luhur. Nama Bonokeling bukanlah
nama sebenarnya. Disinyalir, Bonokeling adalah Raden Bnayak Tole Adipati Pasir
Luhur yagn melarikan diri karena dikalahkan oleh Demak Bintoro kemudian
menyusuri sungai Serayu dan sampai di Pekuncen. Sumber lain menyatakan bahwa
Ki Bonokeling dalam rangka babad alas dalam membuka lahan pertanian baru. Di

Pekuncen melakukan among tani dan menyebarkan keyakinan agama Islam dengan

179 Wita Widyandini, dkk., “Ritual Islam Kejawen Anak Putu Ki Bonokeling”, Ibda’ Jurnal
Kebudayaan Islam, Vol. 11, No. 2, 2013, 192.
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mengakomodasi berbagai nilai budaya setempat. Salah satu karakter yang menonjol
dari tradisi yang dikembangkan adalah slametan untuk berbagai kepentingan.'®
Sampai sekarang, ada berbagai selamatan yang digelar sebagai ritual.

Ki Wiryapada'®

, seorang wakil kiai kunci dari aliran Bonokeling Pekuncen
menjelaskan bahwa pengikut aliran ini bukanlah penganut agama Hindu atau
Buddha, melainkan Islam. Mereka bersyahadat bahwa percaya kepada Allah swt.
sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad saw. sebagai Nabi. Hanya saja tata cara
beribadah mereka berbeda dari penganut Islam umumnya. Misalnya, mereka tidak
melakukan sembahyang sebagaimana orang Islam sembahyang, dan berpuasa pada
bulan Ramadhan dengan cara yang berbeda. Bagi mereka, perbedaan cara
beribadah ini tidak masalah sebab muaranya adalah kepada Gusti Pangeran Yang
Maha Kuasa. Perbedaan tata cara beribadah tidak penting sebab yang penting
adalah tujuannya. Selain itu, dalam melakukan ibadah harus menggunakan
perantara dengan menyalakan dupa kemudian diberi doa Kiai kunci atau wakil kiai

kunci agar doanya diijabah oleh Tuhan.18

Hingga sekarang, ajaran tersebut masih
terjaga oleh anak-putu Kiai Bonokeling secara turun-teurun dengan sistem
kekerabatan yang sangat ketat.

Juru kunci di komunitas Bonokeling Pekuncen ini disebut bonggol yang
menguasai tradisi lokal bercorak kejawen. Masyarakat adat lebih suka disebut
sebagai Islam Jawa yang kental dengan tradisi lokal. Kendati lebih dominan

abangannya karena lebih banyak melakukan ritus, seperti siklus hidup, ritus siklus

ekologi, dan ritual siklus hari suci.'®?

180 Nawawi, dkk., “Resistensi Komunitas Bonokeling terhadap Islam Puritan”, Ibda’ Jurnal
Kebudayaan Islam, Vol. 14, No. 1, 2016, 97.

181 Ridwan, dll., Islam Kejawen: Sistem Keyakinan dan Ritual Anak-Cucu Ki Bonokeling,
Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2008, 18.

182 Nawawi, Tradisi Unggahan sebagai Transformasi Agama, Sosial dan Budaya, Purwokerto:
IAIN Purwokerto, 2015, 46.

183 Anis Rachmadhani, “Kerukunan dalam Ritual Trah Kejawen Bonokeling di Desa Pekuncen
Kabupaten Banyumas” Jurnal SMART, Vol. 1 No. 1, 2015, 19-20.
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Di Pekuncen terdapat tempat-tempat suci yang berfungsi sebagai tempat
ritual sembahyang, baik dalam keseharian maupun perlon lain. Adapun tempat
sucinya yaitu sebagai berikut:

Pasemuan, yaitu sebuah bangunan yang digunakan sebagai pusat Perlon.
Pasemuan berbentuk rumah joglo yang memiliki banyak tiang dan berlantai tanah.
Bangunannya terbuat dari bambu beratap seng dan dindingnya dari bambu atau
papan yang dipasang tidak rapat degan ukurang yang cukup luas. Arah wajah
bangunan tersebut menghadap ke utara-selatan. Ke utara berhadapan dengan jalan
besar dan ke selatan berhadapan dengan rumah Kiai Kunci. Pasemuan berada di
Pekuncen Banyumas, juga berada di Cilacap. Pasemuan di Cilacap memiliki pintu
tidak kurang dari lima buah karena bangunannya memanjang. Sementara pasemuan
di Pekuncen terdiri dari satu rumah yaitu hanya ada satu pintu depan dan satu pintu
belakang. Di pasemuan terdapat dipan, yang berguna untuk menata dua baris
hidangan.'

Balaimalang, yaitu sebuah bangunan terbuka yang berada di sebelah
pasemuan dan ukurannya lebih kecil dari pasemuan. Di dalamnya terdapat dipan-
dipan seperti yang ada di pasemuan. Balaimalang berfungsi sebagai tempat meracik
makanan dan tempat istirahat para tamu ketika ada acara ritual anak-putu Kiai
Bonokeling datang dari luar Pekuncen.'®

Makam Kiai Bonokeling, yaitu sebuah makam keramat yang diyakini sebagai
leluhur mereka. Makam ini berada di makam desa Pekuncen, tetapi bangunannya
berbentuk cungkup sehingga terlihat berbeda dengan makam lainnya. Selain
makam Kiai Bonokeling juga terdapat makam Nyai Kuripan (istri Kiai Bonokeling),

makam Kiai Gunung, dan beberapa makam dari tokoh lainnya.'8®

184 Ridwan, dll., Islam Kejawen: Sistem Keyakinan dan Ritual Anak-Cucu Ki Bonokeling,
Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2008, 105.
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186 |bid. h. 106.
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Makam Kiai Gunung, yaitu makam yang secara khusus menjadi tempat orang
meminta sesuatu dengan hajatnya, seperti agar laris dagangannya, mudah
mendapat jodoh, naik jabatan, minta kekayaan, dan sebagainya. Makam ini dirawat
oleh wakil kunci Wiryatpada.'®’

Kendran, yaitu sebuah pesarean sekaligus tempat pasowanan dan pemujaan
yang terdapat di desa Adireja. Kendran yaitu sebuah petilasan, tempat Kiai
Bonokeling istirahat setelah lelah memancing. Terdapat dua tempat yang
disakralkan, yaitu tempat istirahat dan tempat duduk ketika mancing. Tempat ini
seperti makam seseorang. Anak-putu yang melakukan pasowanan berpakaian adat.
Bagi laki-laki memakai sarung batik, baju dan jas serta memakai iket blangkon. Bagi
perempuan menggunakan kemben dan selendang, tanpa memakai baju. Sebelum
melakukan pasowanan harus melakukan sesucen di sebuah tempat yang sudah
digunakan.'8®

Pohon Angsana Jawa, terletak di sebelah timur makam Kiai Bonokeling
berjarak sekitar 200 meter dan usianya tidak diketahui. Di bawah pohon ini menjadi
tempat berkumpul ketika ada ritual kupatan pada tiap Senin pahing. Kupatan
diartikan sebagai “ngrumangsani kathah kalepatan, merasa banyak kesalahan”
sehingga kupat yang digunakan menggunakan janur siji. Kupatan ini bertujuan
untuk keselamatan anak-putu.'8

Di tempat suci itu, anak-putu Bonokeling melakukan ritual selamatan. Di
makam Bonokeling khusus untuk upacara unggah-unggahan, turunan, dan perlon
rikat. Upacara-upacara ritual dilakukan dengan terjadwal, yaitu seperti unggah-
unggahan, turunan, perlon rikat, sedekah bumi, dan kupatan senin pahing. Adapun

upacara yang tidak terjadwal yaitu mlebu, puput puser, dan nikah.’® Semua upacara

187 1bid h. 108.

188 |bid h. 108-110.

18 1bid h. 110-111.

190 Wita Widyandini, dkk., “Ritual Islam Kejawen Anak Putu Ki Bonokeling”, Ibda’ Jurnal
Kebudayaan Islam, Vol. 11, No. 2, 2013, 194.
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dipimpin oleh kiai kuncen. Tujuannya adalah agar semua anak-putu mendapatkan
keselamatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Perlon nyadran atau unggah-unggahan dilaksanakan pada hari Jum’'at bulan
Ruwah yaitu menjelang bulan puasa atau Jumat terakhir pada bulan Sya’'ban itu.
Tujuan dari unggahan adalah persiapan bagi para petani dalam menghadapi musim
menanam padi. Urutan perlon unggahan yaitu kiai kunci menentukan kapan hari
pelaksanaan perlon; kemudian kiai kunci dan bedogol memberikan kabar kepada
anak-cucu; selanjutnya pada hari Kamis sebelum unggahan dilaksanakan, ribuan
anak-cucu trah Bonokeling datang dari berbagai daerah dipimpin oleh bedogol.
Mereka datang membawa bahan makanan berupa hasil bumi untuk dimasak dalam
ritual unggahan. Mereka datang dengan berjalan kaki, betapapun jauhnya — meski
sudah ada kendaraan bermotor. Setelah anak-cucu datang dari jauh, rombongan
dijemput oleh jalur keturunan masing-masing. Anak-cucu yang berasal dari
kecamatan Jatilawang mempersiapkan masakan untuk acara zikiran. Selain itu juga
ada penyembelihan hewan untuk selamatan, dan pada hari Jum'at pagi melakukan
ziarah ke makam Kiai Bonokeling. Pada akhirnya, setelah prosesi ziarah digelar doa
bersama dan mengadakan selamatan.™’

Perlon Turunan, yaitu berasal dari kata turun atau dalam bahasa Jawa berarti
medun. Maknanya yaitu panen atau ngundhuh pahala dari Tuhan Yang Maha Kuasa
setelah menanam pahala di bulan puasa. Makna dari udunan yaitu sebagai tanda
syukur dalam menghadapi musim panen padi. Perlon udunan dilakukan di
Pasemuan pada hari Jumat kedua bulan Syawal. Setelah serah-serahan dari
rombongan anak-cucu kepada kiai kunci atau bedogol, mereka melakukan rikat

yaitu bersih-bersih sekitar pemukiman dan makam serta mengganti pagar bambu.

191 Arnis Rachmadhani, “Kearifan Lokal pada Komunitas Adat Kejawen Bonokeling”, Jurnal
Multikultural & Multireligius, Vol. 4, No. 1, 2015, 177-178.
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Kemudian ziarah ke makam Kiai Bonokeling, melakukan selamatan dan doa

bersama.’®?

C. RESISTENSI KAUM BONOKELING TERHADAP MODERNITAS

Masyarakat modern mempunyai pengaruh terhadap masyarakat tradisional
yang pada masa sekarang sudah membaur. Menurut Soerjono Soekanto'®?
berpendapat bahwa di masyarakat modern dapat dibedaan antara masyarakat
pedesaan dan perkotaan. Perbedaan antara desa dan kota bersifat gradual,
sehingga sulit memberikan batasan karena hubungan antara konsentrasi
masyarakatnya dengan gejala sosial atau disebut urbanisme.

Adanya penetrasi antara tradisional dan modern yang berbaur itu
memberikan pengaruh terhadap gaya hidup dan identitas. Arus ini dapat dilihat
dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka menemukan adaptasi tersebut, ada
sebuah penyesuaian diri yang terus menerus antara budaya lokal dengan

lingkungan baru sampai terbentuk akulturasi.’®*

Dengan demikian, seiring
berjalannya waktu budaya baru akan memahami nilai, norma, dan identitas antara
budaya lokal dan budaya barunya.

Hal ini terjadi di desa terpencil sekalipun, ada sebuah penetrasi antara
masyarakat tradisi dengan luar — kendati masyarakat luar pun masih layak disebut
desa. Anak putu trah Bonokeling tersebar di beberapa daerah, yaitu dari Kecamatan
Jatilawang yang dikenal dengan sebutan Sukuraja, antaralain dari Tinggarjaya,

Gunung Wetan, Genta Wangi, dan Pekuncen.’®® Selain itu juga berada di kecamatan

Adipala dan Kroya kabupaten Cilacap.’®® Dua daerah ini terletah berjauhan dan jika

192 Arnis Rachmadhani, “Kearifan Lokal pada Komunitas Adat Kejawen Bonokeling”, Jurnal
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ada ritual ziarah ke makam Bonokeling yang berada di Pekuncen Banyumas, mereka
yang berasal dari Cilacap melakukannya dengan jalan kaki.

Masyarakat desa Pekuncen terdiri dari tiga kelompok'®’, yaitu kelompok
masyarakat adat, kelompok masyarakat Islam puritan, dan kelompok yang bukan
adat juga tidak secara tegas menjadi muslim yang taat. Kelompok ketiga ini adalah
kelompok yang secara lambat laun meninggalkan adat. Kelompok ini cenderung
semakin banyak. Hal ini disebabkan ada kecenderungan anak muda bersekolah di
luar Pekuncen meninggalkan aliran ini.

Nawawi'®® dalam penelitiannya mengungkapkan bagaimana masyarakat di
Bonokeling resisten terhadap Islam puritan pada umumnya. Pertama, kaum
Bonokeling berpegang teguh pada kitab turki Meskipun kaum Bonokeling
mengaku beragama Islam, tetapi mereka tidak bisa membaca Alqur'an. Mereka
berpedoman pada kitab Turki atau tuturing kaki, yaitu berupa petuah-petuah leluhur
dalam menjalani kehidupan mereka. Diantara perintah itu adalah membersihkan
makam yang biasa dilakukan pada hari Kamis. Kiai kunci juga memiliki tugas
memimpin ritual baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal. Ritual tak
terjadwal diantaranya adalah upaara mlebu, yaitu upacara masuknya anak-putu
Bonokeling mejadibagan dari kaum Bonokeling, sebab syarat mlebu adalah sudah
memasuki usia dewasa. Kedua, mengklaim Pekuncen ngisor adalah kekuasaan
mereka. Pekuncen terbagi menjadi dua wilayah dataran tinggi dan dataran rendah.
Wilayah Pekuncen ngisor adalah tempat kaum Bonokeling tinggal sebab pusatnya
berada di daerah tersebut. Ketiga, menggunakan kalender tahun Jawa. Di dalam
menentukan tanggal dalam menyelenggarakan upacara atau ritual, kaum
Bonokeling menggunakan kalender aboge. Keempat, puasa sirrih. Ketika bulan

Ramadhan, kaum Bonokeling melakukan puasa, tetapi cara mereka berpuasa pun

197 Ridwan, dll., Islam Kejawen: Sistem Keyakinan dan Ritual Anak-Cucu Ki Bonokeling,
Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2008, 152.

19 Nawawi, “Resistensi Komunitas Bonokeling terhadap Islam Puritan” Ibda’ Jurnal
Kebudayaan, Vol. 14, No. 1, 2016, 101-110.
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berbeda. Puasa sirrih bagi kaum Bonokeling berasal dari akar kata lingsir dan perih.
Lingsir yaitu ketika matahari sudah mulai condong ke arah barat, sekitar pukul 12.30-
13.00. Adapun perih artinya perut yang kosong karena sejak pagi sampai siang tidak
makan. Jika matahari sudah lingsir dan perut sudah merasa perih, maka itulah waktu
untuk berbuka puasa. Kelima, wong urip nek ora nyantri ya nyandi. Ungkapan
tersebut maksudnya adalah jika tidak nyantri maka nyandi. Kedua hal tersebut
adalah bertolak belakang. Nyantri berarti taat kepada Allah swt dengan menjadi
orang Islam yang sempurna menjalani rukun Islamnya. Sementara nyandi
menunjukkan bahwa ibadahnya di punden, yaitu tempat suci seperti di makam Kiai
Bonokeling. Keenam, kain lawon untuk upacara kematian. Seperti yang lain bahwa
jika orang meninggal, jenazah dibungkus dengan kain kafan. Pada kaum Bonokeling,
jika meninggal maka jenazahnya dibungkus dengan kain lawon. Hal ini sebagai
ekistensi kaum Bonokeling dan menjadi media dalam upacara kematian. Kain lawon
merupakan simbol kesucian karena dipercaya menyempurnakan penyatuan raga
yang mati dengan tanah. Penggunaan lawon saat upacara kematian berhubungan
erat dengan bakti seorang anak pada orangtua. lima tingkatan jasa orangtua kepada
anaknya yaitu; kasih sayang, menafkahi, merawat, mendidik, dan menikahkan. Setiap
lembar lawon yang membalut jenazah merupakan pemaknaan tiap tingkatan jasa.
Jumlahnya harus ganjil, untuk jenazah laki-laki berjumlah lima lembar sedangkan
untuk jenazah perempuan berjumlah tujuh lembar. Hal tersebut dibedakan karena
perempuan masih harus melahirkan dan menyusui sehingga jumlah lapisan kainnya
lebih banyak. Kain lawon diproduksi dengan menggunakan alat pintal dan tenun
tradisional di desa Pakuncen. Pembuatan lawon umumnya dilakukan oleh kaum
perempuan di waktu senggang dalam aktivitasnya sebagai petani. Meskipun proses
pembuatan lawon terbilang panjang dan rumit, tapi tetap dipertahankan karena
sudah menjadi tradisi turun-temurun. Untuk membuat satu kain lawon dibutuhkan
waktu empat sampai lima hari. Bagi masyarakat adat Bonokeling, menjadi perajin

kain lawon tidak semata-mata untuk mendapatkan keuntungan tetapi merupakan



KMP UIN Sunan Kalijaga |127

“laku hidup” untuk mengabdi dan melestarikan tradisi leluhur dan kepercayaan

Bonokeling.

D. PENUTUP

Komunitas Bonokeling baik yang berada di Pekuncen maupun wilayah lain
memiliki ideologi yang dipegang dengan kuat. Ideologi tersebut menjadi sebuah
kepercayaan religius yang diejawantahkan pada tatacara ibadah. Pada arus
modernisasi, mereka tetap mempertahankan pola ibadahnya. Hal-hal yang
berkaitan dengan ritus atau upacara tidak bisa diubah tatacaranya. Seperti berjalan
dari Adireja Cilacap menuju ke makam Bonokeling yang berada di Pekuncen Jawa
Tengah. Mereka tidak lantas menggunakan kendaraan bermotor, tetapi masih

mempertahankan untuk berjalan kaki melewati jalanan yang panas dan terlalu lama.
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Abstract

Islamic government system (especially in Middle East) was saw as
the root of authoritarian government by Western scholars, mainly
because lack of freedom, whereupon theocracy overpowers democracy.
Democratic government system that initiated by Western scholars
considered as kufr government system by Muslim scholars. This indicates
a rejection to democratic government system which is considered as kufr
system. Muslim scholars then provide a solution with a form khilafah
government system. In fact, Islam never discussed about government
system in detail. Islam only gives general rule of life such as equality
before law (al-musawah), justice (al-‘adalah), group discussion (al-syura),
freedom (al-hurriyah), et cetera. In Islamic history, especially in Khulafaur
Rashidin, democratic system already apllied, as an example in election of
Abu Bakr. Then, is Islam irrelevant with democracy? This article will discuss
about relation between Islam and democracy, with historical-analysis
study and then it will contextualized with Indonesian government system,
so that Indonesian Muslim won't confused to take their role as Indonesian
citizen and as muslim.
Keywords: Islam, democracy, government system

Abstrak

Sistem pemerintahan di dunia Islam (Timur Tengah) dipandang
oleh sebagian intelektual Barat sebagai akar pemerintahan yang otoriter,
karena minus kewarganegaraan dan kebebasan, dimana kedaulatan
tuhan telah menghilangkan kedaulatan rakyat. Begitupun sebaliknya
sistem pemerintahan demokrasi yang ditawarkan oleh Barat oleh
sebagian kalangan muslim dianggap sebagai sistem kufur. Hal ini
menandakan adanya penolakan sistem demokrasi yang digagas oleh
Barat. Atas penolakan terhadap sistem demokrasi yang dianggap kufur
tersebut, mereka memberikan solusi dengan sistem pemerintahan dalam
bentuk khilafah. Padahal Islam sendiri tidak pernah berbicara secara
mendetail dan terperinci menyangkut system pemerintahan. Islam hanya
memberikan aturan secara global/garis besar (kulli). Misal, persamaan
hukum (al-musawah), keadilan (al-adalah), musyawarah (al-syura),
kebebasan (al-hurriyah), dan sebagainya. Dalam sejarah Islam, khususnya
pada masa Khalifah yang empat dalam praktik pemerintahan justru
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menerapkan sistem domokrasi (al-syura), misal pada pemilihan Abu
Bakar. Lantas apakah Islam tidak relevan dengan demokrasi ? Artikel ini
akan membahas lebih lanjut tentang relevansi Islam dan demokrasi,
dengan kajian analisis historis kemudian dikontekskan dengan sistem
pemerintahan Indonesia, sehingga mayoritas bangsa Indonesia yang
mayoritas menganut agama Islam tidak kebingungan dalam ber-
Indonesia dan ber-Islam.

Kata kunci: Islam, demokrasi, sistem pemerintahan

A. PENDAHULUAN

Lingkaran intelektual dan media massa di Barat memandang Islam sebagai
akar pemerintahan otoriter bagi masyarakat muslim Timur Tengah. Menurut mereka,
Islam adalah minus konsep kewarganegaraan dan kebebasan. Ini terjadi sejak
keyakinannya terhadap kedaulatan Tuhan menghilangkan kekuatan rakyat. Agama
Muhammad, secara esensial adalah politis. Islam muncul seringkali diklaim sebagai
sebuah “dunia di mana kehidupan mamusia tidak memiliki kesamaan nilai seperti
yang terjadi di Barat; sementara kebebasan, demokrasi, keterbukaan, dan kreativitas
menjadi sesuatu yang asing”.'® Sejalan dengan hal ini, demokrasi yang digagas oleh

Barat oleh sebagian kalangan muslim dianggap sebagai sistem kufur.2%

Pandangan demikian dikuatkan oleh semakin banyaknya kelompok
Islamisme yang muncul, dengan mengatasnamakan agama mereka mencurigai
demokrasi sebagai "kontruksi asing” dan menyingkirkan kehendak rakyat sesuai
dengan kedaulatan Tuhan. Berbeda dengan pembelaan pada “tesis ketidaksesuaian
ini”, yang lain cendrung menyajikan sebuah spirit Islam yang secara inheren

demokratis dan mengklaimnya sebagai sebuah agana yang toleran, pluralis, adil dan

19 Pernyataan sejarawan “revisionis” Israel, Benny Morris. Sejumlah akademisi Amerika,
seperti Eliot Cohen dari Johns Hopkins University menganggap bahwa Islam secara esensial tidak
toleran, ekspansionis, dan violen. Dikutip Asef Bayat dalam, Pos-Islamisme, (Yogyakarta: LkiS, 2011),
5.

200 Dj Indonesia kalangan yang berpendapat seperti ini adalah HTI, sebagaimana terbit buku
“Demokrasi Sistem Kufur: Haram Mengambilnya, Menerapkannya dan Menyebarluaskannya”
karangan Abdul Qadir Zallum, di terjemahkan Lajnah Tsaqgafiyah DPP HTI. Ada juga buku
“Menghancurkan Demokrasi” karangan Ali Belhaj.
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peduli HAM.2®" Pemerintahan Islam berwatak demokratis, menurut Rashed al-
Ghannoushi?®?, gagasan al-Qur'an tentang syura (konsultasi) misalnya, menegaskan
kesesuaian ajaran Islam dengan demokrasi dan mengarfimasi nilai-nilai
kemanusiaan yang berimplikasi pada kesetaraan ras, gender, dan kebebasan
memilih. Kedaulatan yang dianugrahkan Tuhan kepada umatnya (komunitas muslim
beriman) mendasari pemerintahan yang demokratis dengan konsep pluralisme,

perbedaan, dan HAM. 2%

Secara metodelogis, kelompok skeptis maupun apologis sama-sama bersikap
tertutup terhadap teks dengan mendasarkan argumentasinya pada pembacaan
literal al-Qur'an dan hadits, dan secara mengherankan sedikit memberi perhatian
pada apa yang dimaksudkan oleh teks tersebut terhadap warga negara muslim yang
terfragmentasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Apalagi jarang ada diskusi

tentang bagaimana pengertian-pengertian ini berubah setiap waktu.

Lalu apakah Islam sesuai dengan demokrasi (mengasumsikan bahwa

"demokrasi” adalah bebas dari ambiguitas, yang sebenarnya tidak)2%4?

B. DEMOKRASI
1. Apa itu Demokrasi

Menurut Held tentang paham demokrasi itu menarik, sedangkan
sejarah demokrasi membingungkan.?®> Ada dua fakta historis yang penting.
Pertama, hampir semua orang pada masa ini mengaku demokrat. Beragam

jenis rezim politik di seluruh dunia mendeskripsikan dirinya sebagai

201 Dikutip Asef Bayat dalam, Pos-Islamisme, (Yogyakarta: LkiS, 2011), 6.

202 |bid.

203 Klaim ini termasuk para penulis seperti Jhon L. Esposito, Khaled Abouel El-Fadl, serta
lembaga-lembaga Pusat Studi Islam dan Demokrasi di Amerika dan Prancis.

204 ini merupakan pertanyaan yang salah untuk diajukan di awal. Seharusnya pertanyaan
bukan apakah Islam sesuai dengan demokrasi atau secara lebih luas, modernitas, malainkan lebih
pada persoalan apakah umat Islam dapat membuat diri mereka teradaptasi.

205 David Held, Models of Democracy, terj. Abdul Haris, (Jakarta: Akbar Tandjung Institute,
2007), 23.
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demokrasi. Namun, apa yang dikatakan dan diperbuat oleh rezim yang satu
dengan yang lain sering berbeda substansial. Demokrasi terlihat seperti
melegitimasi kehidupan politik modern. Penyusunan dan penegakan hukum

dipandang adil dan benar jika “"demokratis”.2%

Kedua, sementara banyak negara pada saat ini menganut paham
demokrasi, sejarah lembaga politiknya mengungkap adanya kerapuhan dan
kerawanan tatanan demokrasi. Eropa pada abad ke-20 sendiri
menggambarkan dengan jelas bahwa demokrasi merupakan bentuk
pemerintahan yang sulit diwujudkan dan dijaga: Fasisme, Nazisme, dan
Stalinisme hampir saja menghancurkannya.?®” Demokrasi telah berkembang
melalui perlawanan sosial yang intensif. Demokrasi juga sering dikorbankan

dalam perlawanan serupa.?®

Demokrasi secara etimologi berarti pemerintahan oleh rakyat, dan ini
membedakan dari pola pemerintahan apapun yang legitimasinya tidak
berasal dari pilihan rakyat. Bangsa Amerika mendefinisikan demokrasi
menurut ucapan Presiden ke-16, Abraham Lincoln (1809-1865),
“pemerintahan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.?® Sejalan dengan hal
itu, Henry B. Mayo dalam bukunya Introduction to Democratic Theory
memberi definisi sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijaksanaan

umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara

207 Demokrasi selalu berhadapan dengan berbagai doktrin komprehensif (agama, budaya, dan
pandangan dunia), yang selalu berusaha melegitimasikan kekuasaannya. Lihat. Gisti A. B. Menoh,
Agama Dalam Ruang Publik: Hubungan antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler
Menurut Jurgen Habermas, (Yogyakarta: PT Kansius, 2015), 10.

208 Ni'matul Huda, /lmu Negara, (Depok: Raja Grafindo, 2015), 195-6. Para pemuja demokrasi
tentu paham bahwa dalam soal demokrasi, Barat telah memainkan peran yang inkonsisten dan
munafik. Mereka banyak mendukung rezim-rezim otoriter dan fasis di dunia yang anti demokrasi,
tetatpi terus menerus menyuarakan demokrasi. Belajar dari Kasus FIS (Front Islamique de Salute) di
Aljazair, tipuan demokrasi. Lihat, Adian Husaini & Nuim Hidayat, Islam Liberal, (Depok: Gema Insani,
2006), 203-209.

209 Sadek Jawad Sulaiman, Demokrasi dan Syura”, dalam Wacana Islam Liberal; Pemikiran
Islam Kontemporer dan Isu-isu Global, (Jakarta: Paramadina, 2003), 125.
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efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas
prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya

kebebasan politik?1°

Lebih lanjut B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh

beberapa nilai, yaitu?':

1. Menyelesaikan perselisishan dengan damai dan secara melembaga

(institutionalized peacefull settlement of conflict).

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu

masyarakat yang sedang berubah (peacefull change in a changing society).

3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur (orderly

succession of rulers).

4. Membatasi pemakaian kekerasan seminimum mungkin (minimum of

coercion).

5. Mengakui serta menggangap wajar adanya keanekaragaman (diversity)
dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat,

kepentinga serta tingkah laku.
6. Menjamin tegaknya keadilan.
2. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut,
pokok masalahnya berkisar pada penyusunan suatu sistem politik di mana
kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dan
nation building, dengan partisipasi rakyat seraya menghindarkan timbulnya

diktator, baik secara perorangan, partai maupun militer.

210 Dikutip Ni‘matul Huda dalam, /lmu Negara..., 218.
21 |bid.
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Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia
dapat dibagi dalam empat masa, yaitu: Pertama, masa Republik Indonesia |
(1945-1959), pada masa ini lebih dikenal dengan istilah Demokrasi
Konstitusional yang menonjolkan peran parlemen serta partai-partai karena
itu dapat dinamakan Demokrasi Parlementer. Pada masa ini badan eksekutif
yang terdiri atas Presiden sebagai kepala negara dan menteri-menterinya
mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai-partai politik,
setiap kabinet berdasarkan koalisi yang berkisar pada satu atau dua partai

besar dengan beberapa partai kecil ?'?

Kedua, Masa Republik Indonesia Il (1959-1965), Ciri-ciri periode ini
adalah dominasi  presiden, terbatasnya peranan partai politik,
berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peran ABRI sebagai
unsur sosial-politik. Sebagaimana dikeluarkannya TAP MPR No. 111/1963 yang
mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kemudian pada
tahun 1960 presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil
pemilihan umum, padahal dalam penjelasan Undang Undang Dasar 1945
secara eksplisit presiden tidak mempunyai kewenangan untuk berbuat
demikian. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang mengganti Dewan
Perwakilan Rakyat yang dipilih rakyat ditonjolkan perannya sebagai
pembantu pemerintah, sedangkan fungsi kontrolnya ditiadakan. Bahkan
pimpinan DPR dijadikan menteri, dengan demikian ditekankan fungsi mereka
sebagai pembantu presiden, di samping sebagai fungsi wakil rakyat. Terjadi
juga beberapa penyelewengan seperti presiden diberikan kewenangan untuk
ikut campur di bidang yudikatif berdasarkan undang-undang No. 19/1964,
dan di bidang legislatif berdasarkan Peraturan Presiden No. 14/1960 dalam

hal anggota DPR tidak mencapai mufakat.?™

212 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Prima Grafika, 2012), 128.
213 1bid., 129-30.
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Ketiga, Masa Republik Indonesa Il (1965-1998), landasan formal pada
periode ini adalah Pancasila, Undang Undang Dasar dan TAP MPRS. Pada
masa ini, diadakan sejumlah korektif, diantaranya membantalkan TAP MPRS
No. 11/1963 yang menyatakan masa jabatan seumur hidup untuk Ir. Soekarno
dan jabatan presiden kembali menjadi jabatan elektif setiap lima tahun.
Kemudian TAP MPRS No. XIX/1996 telah menentukan peninjauan kembali
produk-produk legislatif di masa Demokrasi Terpimpin dan atas dasar itu
Undang-undang No. 19/1964 telah diganti dengan undang-undang baru No.
14/1970 yang menetapkan kembali ke asas kebebasan badan-badan
pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong diberi beberapa
hak kontrol dan pemimpinya tidak lagi mempunyai status menteri. DPR
Gotong Royong yang baru telah meniadakan pasal yang memberi

kewenangan presiden untuk ikut campur dalam kewenangan legslatif.?'4

Perkembangan lebih lanjut pada masa ini adalah (yang lebih dikenal
dengan masa Orde Baru) peranan presiden yang semakin besar. Secara
lambat laun terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden Soeharto
sebagai tokoh yang paling dominan dalam sistem politik Indonesia. Perlunya
menjaga kestabilan politik, pembangunan nasional, dan integrasi nasional
telah digunakan sebagai alat pembenaran bagi pemerintah untuk melakukan
tindakan-tindakan politik, termasuk yang bertentangan dengan demokrasi.
Misal, prinsip monoloyolitas pegawai negeri sipil (PNS wajib memilih Golkar
dalam setiap pemilu). Sehingga nilai-nilai demokrasi tidak lagi diberlakukan
dalam pemilu-pemilu tersebut (tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan
1997) karena tidak ada kebebasan memilih para pemilih dan kesempatan

yang sama bagi organisasi pemilu (OPP) untuk memenangkan pemilu.?'

214 1bid., 131.
215 |bid., 131-133.
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Keempat, Masa Republik Indonesia IV (1998-Sekarang), vyaitu
tumbangnya Orde Baru yang membuka peluang terjadinya reformasi politik
dan demokratisasi di Indonesia. Pengalaman Orde Baru mengajarkan kepada
bangsa Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa
kehancuran bagi negara dan penderitaan rakyat. Oleh karena itu, bangsa
Indonesia bersepakat untuk sekali lagi melakukan demokratisasi®'®, yakni
proses pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat
terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan, dan pengawasan terhadap
lebaga negara dapat dilakukan oleh lembaga wakil rakyat (DPR). Langkah
terobosan yang dilakukan adalah amandemen UUD 1945 yang dilakukan
oleh MPR hasil pemilu 1999 dalam empat tahap selama empat tahun (1999-
2002). Beberapa perubahan penting dilakukan terhadap UUD 1945,
diantaranya peranan DPR sebagai lembaga legislatif diperkuat, dan juga
adanya check and balance antar lembaga negara. Kemudian semua anggota
DPR dipilih dalam pemilu, pengawasan terhadap presiden diperketat, dan
HAM memperoleh jaminan yang sangat kuat. Amandemen UUD 1945 juga
memperkenalkan pemilihan umum secara langsung untuk memilih presiden

dan wakilnya.?"

C. NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM ISLAM

Dalam ketatanegaraan Islam, sistem khilafah dan sistem pemerintahan
Islam adalah dua ungkapan yang memiliki pemahaman yang berbeda, tetapi

memiliki substansi yang sama. Artinya, sistem khilafah dan sistem pemerintahan

216 Sebenarnya transisi seperti ini bukan hanya pengalaman khas yang dilalui Indonesia.
Beberapa negara Latin juga mengalaminya sekitar dekade 80-an, dan juga negara-negara seperti
Filipina dan Tahiland juga mengalaminya. Transisi ke demokrasi selalu dimulai dari runtuhnya
pemerintahan otoriter. Sedangkan panjang pendeknya transisi tergantung rezim demokrasi baru
yang mampu mengatasi problem yang menghadang. Lihat. Mun'im A. Sirry, Dilema Islam Dilema
Demokrasi; Pengalaman Baru Muslim dalam Transisi Indonesia, (Bekasi: Gugus Press, 2002). 82.

217 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar llmu Politik, (Jakarta: Prima Grafika, 2012), 134.
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Islam secara bahasa memiliki pengertian dan tujuan yang sama. Disebut sistem
pemerintahan karena bertujuan atau berorientasi pada terwujudnya syariat Islam
serta dibangun atas dasar prinsip-prinsip Islam. Pemerintahan ini dipimpin oleh
seorang imam yang biasa disebut dengan "khalifah” yang berarti pengganti atau
penerus. Sebab, secara langsung maupun tidak langsung, seorang khalifah
menjadi pengganti Rasulullah Saw dalam memikul dua tugas besar kenabian,

yaitu menjaga agama dan megatur dunia.?'®

Adapaun prinsip-prinsip yang harus mendasari sistem pemerintahan

Islam adalah sebagai berikut
1. Kesetaraan (al-musawat)

Kesetaraan antara umat manusia merupakan prinsip Islam yang
terbangun atas iktikad bahwa seluruh manusia, laki-laki dan perempuan
adalah anak keturunan Adam (an-Nisa'4: 1). Dengan demikian, sesungguhnya
manusia mempunyai derajat, kewajiban dan hak-hak yang sama. Warna kulit,
bahasa, kedudukan, suku, etnis, keturunan tidak bisa dijadikan alasan untuk
menggungulkan sebagian manusia atas sebagian lainnya. Sehingga
pemberian hak istemewa atas klaim apapun bertentangan dengan prinsip
dan akidah Islam yang menyatakan bahwa manusia berasal dari asal yang

sama.?'®
2. Keadilan (al-adalah)

Keadilan merupakan prinsip asasi yang sangat ditekankan dalam
Islam. Perintah berbuat adil dinyatakan berulang kali dalam al-Qur'an,
terutama dalam konteks penegakan hukum (an-Nisa’ 58 dan al-Ma'idah 8).

Dalam tataran praksis, keadilan diwujudkan dengan memperlakukan semua

218 Al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthoniyah, (Kairo: Dar al-Hadlits, t.th), 15.
219 Afifuddin Muhaijir, Figh Tata Negara;, Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam,
(Yogyakarta: IRCiSoD, 2017) 45.
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manusia secara sama serta memposisikan mereka sesuai dengan sifat dan

kondisinya masing-masing.
3. Musyawarah (Syura)

Kata syura berasal dari sya-wa-ra yang secara etimologi berarti
mengeluarkan madu dari sarang lebah.??° Sejalan dengan pengertian ini, kata
syura atau dalam bahas Indonesia menjadi musayawarah mengandung
makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain
(termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan
pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia.?*’
Dengan demikian keputusan yang diambil berdasarkan syura merupakan

sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.

Al-Qur'an menggunakan kata syura dalam tiga ayat. Pertama, surat al-
Bagarah (2: 233) yang membicarakan kesepakatan (musyawarah) yang harus
ditempuh suami-istri jika mereka ingin menyampih anak sebelum dua tahun.
Ini menunjukkan bahawa suami-istri harus memutuskan permasalahan anak
(termasuk masalah lainnya dalam rumah tangga) dengan cara musyawarah.
Jangan ada pemaksaan kehendak dari satu pihak atas pihak lainnya. Adapun
ayat kedua dan ketiga, yaitu surat Ali Imron (3: 159) dan asy-Syura (42: 38),
berbicara lebih umum dalam konteks yang lebih luas. Dalam surat Ali Imran
(3:159) Allah  memerintahkan kepada Nabi SAW untuk melakukan

musyawarah dengan para sahabat. 2%

220 |bn Manzhur, Lisan al-'Arab, (Beirut: Dar al-Sadir, 1968), Jilid 4, 434.

221 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1996), 469.

222 Dalam dalam ayat-ayat ini dapat dipahami bahwa musyawarah dilakukan dalam hal-hal
yang berhubungan dengan permasalahan umat Islam secara umum. Namun ada perbedaan
pendapat sebagian ulama (Mugatil, al-Rabi’, Qadatah dan Syafi'i) memandang bahwa perintah
musyawarah kepada Nabi hanyalah dalam amsalah-masalah yang berhubungan dengan taktik dan
strategi perang menghadapi musuh (sesuai dengan konteks turunya surat Ali Imran [3: 159]),
sedangkan sebagian ahli tafsir yang lain (Hasan al-Bisri dan al-Dahhaq) berpendapat masalah
musyawarah ini hanya dibatasi pada urusan-urusan duniawi yang tidak ada wahyunya, bukan
persoalan agama. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah tidaklah menunjukkan bahwa
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Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa perang Uhud yang
membawa kekalahan umat Islam. Nabi sendiri mengalami luka-luka dalam
perang tersebut. Ayat ini mengajarkan kepada Nabi dan tentunya kepada
seluruh umat beliau, agar bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu yang
menyangkut kepentingan umat Islam. Adapun dalam surat asy-Syura (42:38)
Allah menggambarkan sifat orang mukmin yang salah satunya adalah
mementingkan musyawarah dalam setiap persoalan yang mereka hadapi (wa

amruhum syura baynahum). %3

D. TRADISI DEMOKRASI DALAM PEMERINTAHAN ISLAM

1. Nabi dan Musyawarah

Di negara baru Madinah bagi umat Islam Nabi Muhammad adalah
segala-galanya. Beliau adalah Rasul Allah dengan otoritas yang berlandaskan
kenabian sekaligus pemimpin masyarakat dan kepala negara. Dalam
kehidupan sehari-hari sukar dibedakan antara mana petunjuk yang beliau
sampaikan sebagai Nabi dan mana yang beliau berikan sebagai pemimpin
masyarakat. Salah satu hal yang perlu dikaji pada periode ini adalah
bagaimana mekanisme pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang
menyangkut kepentingan bersama pada waktu itu.?** Sehingga dapat
diketahui sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan urusan

kenegaraan dan siapa yang memiliki kata akhir.

Nabi membutuhkan pendapat mereka, tetapi perintah ini dimaksudkan untuk mendidik umat betapa
pentingnya musyawarah ini dalam kehidupan sosial politik umat Islam. Lihat: Muhammad Yusuf
Musa, Nizam al-Hukm fi al-Islam, (Kairo: Dar al-Katib al-'Arabi, t.tp.), 179.

22 Muhammad Igbal, Figh Siyasah; Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:
Prenadamedia, 2016), 215.

224 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara; ajran, sejarah dan pemikiran, (Jakarta: Ul Press,
1992), 16.
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a. Posisi pada Pertempuran Badar

Menjelang pertempuran badar Nabi memutuskan posisi bagi
beliau dan pasukan Islam pada suatu tempat yang dekat dengan mata air.
Kemudian seorang dari kelompok Anshor, Hubab bin Mundhir datang
menghadap Nabi dan menanyakan apakah keputusan Nabi tersebut atas
petunjuk Allah, sehingga beliau dan pasukan Islam tidak boleh bergeser
dari tempat itu, atau keputusan tersebut diambil berdasarkan pemikiran
strategi perang biasa. Kemudian nabi menjawab keputusan tersebut
semata-mata berdasarkan perhitungan beliau dan tidak atas petunjuk
Allah. ‘Kalau demikian halnya”, kata Hubab, “wahai utusan Allah, tempat
ini kurang tepat. Sebaiknya kita maju ke muka, ke mata air yang paling
depan. Kita bawa banyak tempat air untuk kita isi dari mata air yang paling
depan, kemudian mata air itu kita tutup dengan pasir. Jika nanti terpaksa
mundur dari peperangan kita masih dapat minum, sedangkan musuh
tidak”. Nabi menerima baik saran Hubab itu, kemudian beliau bangun dan
bergerak maju dengan pasukan Islam menuju lokasi yang ditunjukkan

oleh Hubab.?®
b. Perjanjian Hudaibiyah

Pada tahun ketujuh setelah nabi menetap di Madinah, beliau
disertai oleh sekitar seribu empat ratus pengikut berangkat ke Mekkah
untuk menunaikan ibadah Umrah. Tetapi maksud tersebut dihalangi oleh
orang-orang Quraisy Mekah, meskipun berkali-kali Nabi menegaskan
bahwa tujuan satu-satumya dari kedatangan beliau dan para pengikutnya
untuk Umrah, dan akan segera kembali ke Madinah sesuai ibadah
tersebut. Memperhatikan sikap orang-orang Mekah yang demikian, Nabi

dan para pengikutnya berhenti dan berkemah di dataran Hudaibiyah yang

225 |bid., 17.
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terletak di selatan kota Mekah, dan mulai mengadakan perundingan

dengan orang-orang Mekah dengan saling mengirim delegasi.??®
2. Suksesi Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin
a. Abu Bakar

Sesudah Nabi Muhammad Saw wafat, kaum Anshar dan Muhajirin
dihadapkan pada persoalan suksesi. Siapakah di antara sahabat Nabi yang
cocok dan mumpuni untuk diangkat sebagai khalifah (pengganti Nabi
untuk memimpin umat dan menjadi kepala negara dan kepala
pemerintahan di Madinah). Kaum Anshar menghendaki agar khalifah itu
dipilih dari golongan mereka, sedangkan kaum Muhajirin pun demikian.
Sejalan dengan hal itu, pihak Ali bin Abi Thalib juga menghendaki Ali yang
dipilih dan diangkat menjadi khalifah. dasar pertimbangan tersebut
adalah karena kedudukan Ali sebagai saudara sepupu, menantu, dan karib
Nabi Muhammad Saw. Tetapi kenyataan menunjuk Abu Bakar dipilih
menjadi khalifah. setelah melalui serangkaian perdebatan di Saqgifah Bani

Saidah??’, akhirnya Abu Bakar dipilih dan diangkat sebagai khalifah

226 |bid., 17-18.

227 Abu Bakar menjadi khalifah pertama melalui pemilihan dalam suatu pertemuan yang
berlangsung pada hari kedua setelah Nabi wafat dan sebelum jenazah beliau dimakamkan. Pada pagi
hari itu Umar bin Khattab mendengar berita bahwa kelompok Anshar sedang melakukan pertemuan
di Saqgifah bani Saidah untuk mengangkat Saad bin Ubadah, seorang tokoh Anshar dari bani Khazraj,
sebagai khalifah. Dalam keadaaan gusar Umar mengajak Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jaah pergi
ke balai pertemuan bani Saidah. Sesampainya di sana, telah terjadi perdebatan sengit antara
kelompok Anshar dan Muhajirin. Kemudian Abu Bakar mulai berbicara pada pertemuan tersebut
dengan mengatakan “bukankah Nabi pernah bersabda bahwa pemimpin umat Islam itu seyogyanya
berada di tangan suku Quraisy, dan bahwa hanya dibawah pimpinan suku itulah akan terjadi
keutuhan, keselamatan dan kesejahteraan bangsa Arab.” Karena ditakutkan akan kembali terjadi
permusuhan pada zaman jahiliyah. Kemudian Abu Bakar menawarkan dua tokoh Quraisy untuk
dipilih sebgai khalifah, Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Jarah. Orang-orang Anhar tampaknya
terkesan dengan perkataan Abu Bakar, dan Umar tidak menyiayiakan momentum tersebut. Kemudian
Umar berdiri dari tempat duduknya dan berbaiat kepada Abu Bakar dan menyatakan kesetiannya
kepada Abu Bakar sebagai khalifah, kemudian gerakan Umar diikuti oleh Abu Ubaidah bin Jarah.
Tetapi sebelum dua tokoh tersebut mengucapkan baiat, Basyir bin Saad, seorang tokoh Anshar dari
suku Khazraj mendahuluinya berbaiat kepada Abu Bakar. Setelahnya baru Umar dan Ubaidah dan
diikuti, baik dari kelompok Anshar maupun Muhajirin. Pada hari berikutnya Abu Bakar naik mimbar
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pertama Khulafaur Rasyidin. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan
bahwa Abu Bakar sering menggantikan Nabi menjadi imam shalat saat

beliau berhalangan hadir.??8

b. Umar bin Khatab

Pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah (sebagai
pengganti Abu Bakar) melalui proses yang lancar tanpa ada pertentangan
di kalangan pemimpin kaum Muslimin. Hal ini memang sudah
dipersiapkan sebelumnya. Menjelang Abu Bakar wafat, ia mengadakan
musyawarah dengan para pemimpin Muslim. Dalam musyawarah itu, Abu
Bakar mencalonkan Umar, dan para pemimpin kaum Muslimin juga
mencalonkan Umar sebagai khilafah. Terdapat titik temu antara Khalifah
Abu Bakar dan para pemimpin kaum Muslimin dalam hal pencalonan
khalifah. Oleh karena itu, Umar bin khattab secara aklamasi dipilih dan
diangkat sebagai khalifah kedua Khulafaur Rasyidin menggantikan Abu

Bakar.2?
c. Utsman bin Affan

Sebelum Khalifah Umar bin Khattab meninggal dunia, ia tidak
bermaksud mengangkat penggantinya untuk menjadi khalifah yang akan
memimpin umat Islam dan negara Madinah. Sementara para pemimpin
kaum Muslimin mengusulkan kepada Umar untuk menunjuk seorang
penggantinya karena mereka khawatir akan terjadi perpecahan sesudah
umar meninggal dunia. Setelah memikirkan dan mempertimbangkan

secara matang Umar mengambil jalan tengah dengan mencalonkan enam

di Masjid Nabawi dan berlangsunglah baiat umum. Lihat. Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara;
ajaran, sejarah dan pemikiran, 21-23.

228 Faisal Ismail, Sejarah Kebudayaan Islam: Periode Klasik (Abad VII-Xlll M), (Yogyakarta:
IRCiSoD, 2017), 203.

229 |bid., 215-16.



142| Proceeding Graduate Forum 2018 ISSN: 2598-0548

sahabat terbaik Nabi yang telah diberi kabar gembira akan masuk
surga®3, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair bin
Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Abdurrahman bin Auf.

Setelah khalifah Umar meninggal dunia, keenam sahabat itu
mengadakan musyawarah sesuai petunjuk umar. Dalam hal ini,
Abdurrahman bin Auf meminta agar ia diperkenankan mengundurkan
diri, tetapi ia bersedia ditugaskan untuk bermusyawarah dengan kaum
Muslimin dan memilih salah seorang calon yang telah ditunjuk oleh Umar
untuk menjadi khalifah. Usul tersebut diterima oleh para sahabat, dan
kemudian diadakan perjanjian agar para sahabat berjanji akan memenuhi
sesuatu yang diusulkan oleh Abdurrahman bin Auf, dan Abdurrahman bin

Auf berjanji akan berlaku adil, jujur, dan benar.?*

Kemudian Abdurrahman bin Auf melakukan musyawarah dengan
para sahabat, dan mengambil kesimpulan bahwa pilihan kaum Muslimin
tertuju pada Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Tetapi dalam
perkembangan selanjutnya, pilihan jatuh kepada Utsman karena beliau
lebih tua dari Ali dan perilakunya dipandang baik. Dengan demikian

resmilah Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga Khulafaur Rasyidin.?*?

20Jumlah anggota Majelis Syura ada enam orang. Said bin Zaid yang termasuk sepuluh
sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga tidak dimasukkan Umar ke dalam anggota Majelis
Syura, barangkali karena berasal dari kabilah Bani Adiy. Umar berusaha menjauhkan kerabatnya dari
kekuasaan, padahal dari keluarganya ada yang ahli dalam memegang kekuasaan, tetapi justru
menjauhkan kerabatnya Said bin Zaid dari daftar calon khalifah. Lihat. Ali Muhammad Ash-Shalabi,
Biografi Utsman bin Affan, terj., Masturi Irham& Malik Supar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 66.

231 |bid., 226.

232 Ada dua faktor yang mendasari terpilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah. Pertama,
lebih besar kemungkinan nanti untuk menarik kembali jabatan khalifah dari Bani Umayyah daripada
Bani Hasyim. Kedua, sebagian kaum muslimin tak ingin menyerahkan kepemimpinan kepada Alj,
karena mereka takut jika Ali akan melanjutkan pola kepemimpinan Umar bin Khattab yang tegas,
konsisten, dan disiplin. Mereka memilih Utsman karena dipandang lunak, pemurah, akomodatif dan
toleran. Lihat. Ahmad Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam; Jilid I, trj. Mukhtar Yahya (Jakarta:
Jayamurni, 1973), 195.
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d. Ali bin Abi Thalib

Setelah Khalifah Utsman wafat di tangan pemberontak, suara
terbanyak untuk pengangkatan khalifah pengganti Utsman tertuju
kepada Ali. Mereka segera datang kepada Ali untuk membaiatnya sebagai
khalifah yang akan memimpin umat Islam, menangani pemerintahan, dan

memimpin negara Madinah.?

E. RELASI ISLAM DAN DEMOKRASI

Masalah hubungan Islam dengan demokrasi oleh beberapa cendekiawan
muslim, dibahas dalam dua pendekatan normatif dan empiris. Pada tataran
normatif, mereka mempersoalkan nilai-nilai demokrasi dari sudut pandang
ajaran Islam. Sementara pada tataran empiriss, mereka menganalisis

implementasi demokrasi dalam praktik politik dan ketatanegaraan.3

Dalam hal hubungan Islam dan demokrasi, sekurang-kurangnya terdapat
tiga gerakan pemikiran.?®> Ketiga gerakan tersebut adalah kelompok yang
menerima sepenuhnya, menolak sepenuhnya, dan menerima atau menolak

sebagaian dari demokrasi.?*®

1. Gerakan pemikiran yang berpendapat Islam di dalam dirinya demokratis

tidak hanya karena prinsip syura®®’, tetapi juga konsep-konsep ijtihad, dan

233 Faisal Ismail, Sejarah Kebudayaan Islam: Periode Klasik (Abad VII-XIlI M), (Yogyakarta:
IRCiSoD, 2017), 235-6.

234 Ni'matul Huda, 219-20.

235 |bid., 19-22.

236 |ihat. Ali Maksum, Liberalisme dan Radikalisme Islam di Indonesia, (Malang: Intelegensia
Media, 2017), 19-22.

237 Syafi'i Ma'arif, berpendapat bahwa pada dasarnya syura merupakan gagasan politik utama
dalam al-Qur'an. Jika konsep syura ditransformasikan dalam kehidupan modern, maka sistem politik
demokrasi adalah lebih dekat dengan cita-cita politik Qur'ani, sekalipun ia tidak identik dengan
praktik demokrasi Barat. Lihat. Ahmad Syafi'i Ma'arif, Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia, dalam
Bosco Carcallo dan Dasrizal (Editor), Aspirasi Ummat Islam Indonesia, (Jakarta: Lappenas, 1993), 47.
Moh. Igbal, sekalipun demokrasi barat bukannya ia tanpa cacat, ia menerima demokrasi sebagai
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jma’. Gerakan pemikiran ini menyatakan bahwa Islam kompatible dengna
demokrasi. Gerakan ini beranggapan bahwa nilai fundamental Islam sangat
cocok dengan demokrasi. Islam tidak anti-demokrasi, tetapi Islam dan
demokrasi dapat hidup berdampingan. Lebih jauh lagi kelompok ini
mengatakan bahwa demokrasi mengandung seluruh elemen tata
pemerintahan modern yang juga terdapat dalam Islam, seperti prinsip
kesetaraan (musawah), konsensus (jma’), sumpah jabatan (bay’a),
perbedaan pendapat (ikhtilaf), kebebasan (hurriyah), dan keadilan (‘adl),
yang semua itu diyakini telah ada dalam doktrin normatif Islam, tetapi dalam
realitas empirik telah diselewengkan oleh rezim politik dan otoriter

sepanjang sejarah.

2. Penolakan Islam terhadap kediktatoran. Banyak ayat AI-Qur'an yang
menunjukkan hal itu (QS. 2; 258), mengecam Namrud yang mengaku bahwa
dirinya dapat menghidupkan dan mematikan seperti Tuhan dengan
mendatangkan dua orang yang ditangkapnya di desannya lalu menetapkan
hukuman mati secara sewenang-wenang kepada salah satunya. Dalam ayat
lain, Fir'aun yang sombong (‘uluw) dan sewenang-wenang (thugyan) (QS. 44:
33) serta mengecam kroni-kroninya, yaitu Hamam dan Qarun yang disatukan
kepentingan material (QS. 40: 23-24). Hamam adalah politisi oportunis yang
mengabdikan kecerdasan dan pengalamannya kepada Fir'aun, sang
pengusa zalim, sedangkan Qarun sosok kaum kapitalis yang mendukung
pemerintahan Fir‘aun yang mendukungnya dalam bentuk sejumlah harta

tertentu untuk memperoleh harta kekayaan yang lebih banyak dari rakyat.

sistem politik. Bahkan ia menganggap bahwa demokrasi sebagai aspek terpenting dari cita-cita
politik Islam. Kritik Igbal terhadap demokrasi bukan lah dari aspek normatifnya, tetapi dalam praktik
pelaksanaannya. Lebih lanjut, Igbal mengatakan demokrasi sering dipakai untuk menutupi begitu
banyak ketidakadilan di samping dipakai sebagai alat imprealisme dan kapitalisme untuk mengisap
rakyat jajahannya. Lihat, Ni'matul Huda, /lmu Negara, 220.
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3. Dalam lIslam, pemilihan umum merupakan kesaksian rakyat dewasa bagi
kelayakan seorang kandidat dan mereka tentu saja seperti yang
diperintahkan al-Qur'an (QS. 2: 282-283), mesti tidak menyembunyikan
persaksian, mesti bersikap adil dan jujur serta tidak menjadi saksi-saksi palsu.
Jika tidak, mereka akan diperintah oleh seorang yang tidak memiliki
kompetensi. Jika pemilu sebagai lembaga kontrol rakyat terhadap penguasa,
di mana kelembagaan itu berfungsi sebagai mekanisme untuk menurunkan
penguasa yang tidak kredible dan tidak bertanggung jawab, maka dalam
Islam, ikut serta dalam pemilu adalah upaya mengatakan yang benar kepada

penguasa yang merupakan seutama-utamanya jihad.

4. Demokrasi merupakan sebuah upaya mengembalikan sistem kekhalifahan
Khulafah Rayidin yang memberikan hak kebebasan rakyat yang hilang ketika
beralihnya sistem kekuasaan Islam ke sistem kerajaan di tangan Mu'awiyah,
pendiri sistem monarki Umayyah, sesuatu yang pertama menimpa kaum

muslimin dalam sejarah.

5. Negara Islam adalah negara keadilan dan persamaan manusia di depan
hukum. Ada banyak cerita yang memperlihatkan hal itu. Misal, Harun al-
Rasyid raja terbesar dinasti Abbasiah yang ditolak kesaksiannya oleh hakim
yang diangkatnya sendiri, Abu Yusuf. Alasananya karena ia dinilai telah
bersikap sombong dan tidak shalat berjamaah. Sebab itulah, ia membangun
masjid di istanannya. Kasus lain pada masa setelahnya adalah Raja al-Kamil
al-Ayyubi, ia ditolak kesaksiannya oleh Muhammad bin Abdullah al-Shafrawi
karena ia dianggap tidak adil.

6. Seperti dirumuskan oleh teoritis-teoritis politik Islam, semisal al Mawardi,
Imamah (kepemimpinan politik) adalah kontrak sosial yang riil, yang
karenanya, kata lbnu Hazm, “jika pengusa tidak mau menerima teguran

boleh diturunkan dari kekuasaannya dan diganti dengan orang lain.”
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Dalam merespon mereka yang menolak demokrasi dengan alasan

bahwa demokrasi diadopsi dari Barat?*, Huwaydi berpendapat:®3°

1. Demokrasi memang benar adalah gagasan Barat yang non-muslim, tetapi
kedudukannya sama dengan strategi parit sebagai tradisi Persia yang
diadopsi Nabi dalam perang Ahzab atau cap (stempel) yang juga diadopsi
Nabi, atau seperti pajak dan perkantoran Bizantium dan persia yang
diambil Umar bin Khattab, dan sebagaimana sistem pos yang

dimanfaatkan dinasti Umayyah.

2. Demokrasi bukanlah penolakan kekuasaan Allah atas manusia, baik
kekuasaan-Nya dalam bentuk sunnatullah atau hukum (ajaran) yang
diwahyukan kepada Rasul-Nya. Atas keputusan hanya berada pada Allah
sangat mendasar yang akan diterapkan sistem demokrasi dalam konteks
masyarakat Muslim, karena tidak akan ada seorang muslim pun yang

mengakui Allah dan Rasul-Nya yang akan menolak hukum Allah tersebut.

3. Suara mayoritas tidaklah identik dengan kesesatan (QS. 6: 16), kekufuran
atau ketidaksyukuran (QS. 2: 243) dan tidak pula identik dengan tidak
memahami atau mengetahi ajaran dan kekuasaa-Nya (QS. 12: 103, 11: 17,
7, 187) seperti pada masa kafir. Suara mayoritas yang disebut pada Al-
Qur'an itu berkaitan dengan masyarakat kafir, bukan muslim ketika Al-
Qur'an turun. Masyarakat muslim adalah masyarakat yang sebaliknya,

yaitu masyarakat yang mayoritas benar, beriman, bersyukur, memahami

238 Dalam percaturan politik dunia, kehancuran ideologi komunis menyisakan demokrasi
sebagai satu-satunya peradaban politik yang dewasa ini semakin kuat. Menyebutnya sebagai ideal
tipe, jelas sebuah kesulitan, dan dapat membuka peluang setiap wilayah di dunia untuk mencari
sosok demokrasi yang oprasional. Sehingga, demokrasi di negara yang satu dengan yang lain
berbeda-beda. Singkatnya, setiap kekuatan politik mengupayakan cita-cita demokrasi yang realistis
bagi negaranya sendiri. Lihat. Wasid, dkk., Manafsirkan Tradisi & Modernitas; Ide-ide Pembaharuan
Islam, (Surabaya: Pustaka Idea, 2011), 231.

239 Dikutip Ali Maksum dalam, Liberalisme dan Radikalisme Islam di Indonesia, (Malang:
Intelegensia Media, 2017), 23.
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Allah, ajaran dan kekuasaan-Nya. Nabi sendiri bahkan mendukung suara
mayoritas, seperti Nabi mendukung pendapat Abu Bakar dan Umar bila

keduannya bersepakat daripada pendapat lainnya yang seorang.

4. Legislasi dalam parlemen tidaklah berarti pertentanggan terhadap
legislasi Tuhan. Penetapan suatu hal di parlemen adalah pada hal-hal
yang belum diketahui secara pasti dalam agama. Penetapan itu hanya
berlaku pada  wilayah-wilayah  itihadiyah  (mashalih/mursalah;

kepentingan umum) atau sosial yang tidak disebut oleh agama.?4°

Salah satu keunggulan dari sistem demokrasi adalah adanya hak dan
kewajiban bagi rakyat untuk mengontrol, mengawasi, menasihati dan
mengkritisi pemimpin yang berkuasa. Kondisi seperti ini membuka jalan bagi
tegaknya ajaran amar ma'ruf nahi munkar dan membudayanya doktrin saling
mengingatkan (check and balanced).?*' Sistem demokrasi yang berbasis pada
keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan pengawasan rakyat, secara sistemis
menumbuhkan keberanian di kalangan umat supaya menasihati dan

mengkritisi pemimpinya.?4

Sejarah Indonesia telah membuktikan perkembangan demokrasi di
Indonesia (dari masa Repbik Indonesia | sampai IV) telah mengalami pasang
surut®?, pokok masalahnya berkisar pada penyusunan suatu sistem politik di
mana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan

ekonomi dan nation building, dengan partisipasi rakyat seraya

240 |bid., 23.

241 Afifuddin Muhajir, Figh Tata Negara, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017) 109.

242 |bid., 112.

243 Membedah wacana Islam dan demokrasi tentu tidak terlepas dari pergulatan politik,
negara, kekuasaan, dan pemerintah di satu sisi, serta relasi antara Islam dengan entitas lain di luar
Islam. Islam yang dimaksud bukanlah sebuah basis nilai dan ajaran yang sama dan tunggal.
Melainkan Islam yang dapat dilihat dan dirasakan dari ekspresi para pemeluknya. Karena Islam hanya
bisa dilihat dan dirasakan dari ekspresi para pemeluknya, maka Islam pun bisa berwajah banyak. Jadi,
ekpresi politik Islam pun berbeda dan beragam. Lihat. Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam,
Jejak-jekal Islam Politik; Sinopsis sejumlah Studi Islam Indonesia, (Jakarta: Ditjen Bagais, 2004), 307.
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menghindarkan timbulnya diktator, baik secara perorangan, partai maupun

militer.

Demokrasi hanyalah metode dan pendekatan untuk mewujudkan
keinginan negara untuk mencapai kehidupan yang adil, makmur dan sentosa.
Sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Pada dasarnya
manifestasi tanggung jawab kekuasaan bertujuan untuk kemaslahatan, atau
dalam bahasa figh tasharuful al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bil al-
maslahah menjadi pokok yang hendak ditegakkan dalam sistem demokrasi.
Karena dalam sistem demokrasi, semua kebijakan harus melalui uji kelayakan
dan kepatutan sesuai kondisi sosio-historis masyarakat. Namun, muaranya

adalah menjadikan kepentingan rakyat sebagai puncak keadaban negara.

Jadi, demokrasi yang saat ini menjadi suatu sistem politik di banyak
negara termasuk Indonesia sebenarnya bukan menjadi suatu cara atau
metode yang final (on going). Demokrasi, khususnya di Indonesia sedang
mencari bentuk yang sesuai dengan sosio-historis budaya bangsa (dari masa
Republik Indonesia I-1V), dimana Islam bukan hanya sebagai agama tetapi
juga merupakan word view.?** Sehingga, dalam kehidupan sehari-hari

masyarakat tidak terlepas dari ajaran Islam.

244 W. Montgmery Watt pada sekitar tahun 60-an, pernah memprediksi bahwa Islam akan
menjadi salah satu kekuatan politik yang sangat penting di dunia. Dukitip Wasid, dkk. dalam
Menafsirkan Tradisi & Modernitas; ide-ide Pembaharuan Islam, 231. Pengamat lain, Douglas E.
Ramage, memberikan sinyal adanya kebangkitan Islam sebagai gerakan yang semakin go public,
semakin inklusif. Lihat. Kesimpulan Douglas E. Ramage, Politics ini Indonesia: Democracy, Islam and
the Ideology of Tolerance, (New York and London: Routledge, 1996). Begitu banyak aspek kehidupan
yang dilandaskan dasarnya dari akar Islam, baik yang primer (al-Qur'an) maupun sekunder (Hadis),
ini menunjukkan kesan bahwa Islam memiliki kekhasannya sendiri di dalam berbagai aspek
kehidupan.
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F. PENUTUP

Dalam hal hubungan Islam dan demokrasi, sekurang-kurangnya terdapat
tiga gerakan pemikiran. Ketiga gerakan tersebut adalah kelompok yang
menerima sepenuhnya, menolak sepenuhnya, dan menerima atau menolak
sebagaian dari demokrasi. wacana Islam dan demokrasi tentu tidak terlepas dari
pergulatan politik, negara, kekuasaan, dan pemerintah di satu sisi, serta relasi
antara Islam dengan entitas lain di luar Islam. Islam yang dimaksud bukanlah
sebuah basis nilai dan ajaran yang sama dan tunggal. Melainkan Islam yang

dapat dilihat dan dirasakan dari ekspresi para pemeluknya.

Demokrasi hanyalah metode dan pendekatan untuk mewujudkan
keinginan negara untuk mencapai kehidupan yang adil, makmur dan sentosa.
Manifestasinya adalah tanggung jawab kekuasaan bertujuan untuk
kemaslahatan, atau dalam bahasa figh tasharuful al-imam ‘ala al-ra'iyyah
manuthun bil al-maslahah menjadi pokok yang hendak ditegakkan dalam sistem
demokrasi. Karena dalam sistem demokrasi, semua kebijakan harus melalui uji
kelayakan dan kepatutan sesuai kondisi sosio-historis masyarakat. Namun,
muaranya adalah menjadikan kepentingan rakyat sebagai puncak keadaban

negara.
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NEGARA PANCASILA SEBAGAI DAR AL-‘AHDI WA AL-SYAHADAH: GAGASAN
BERNEGARA MUHAMMADIYAH DI TENGAH ARUS GERAKAN ISLAMISME

Oleh: Adlan Ryan Habibie

Abstract

Relation between state and religion has become hot discourses
to be discussed in the context of Indonesia nowadays. The rise of Islamic
movement since the reformation era, which had been creating Islam as
wholelife ideology was not only focusing in the aspect of worship, but
also as political ambition especially in forming national principle called
khilafah, has been reflecting Islamic thought and movement in Indonesia.
Howefer, Muhammadiyah as part of Islamic organization was purely born
with commitment of making Pancasila as final national idea of Indonesia.
Accordingly, this commitment was officially emphasized in the 47t
Muktamar of Muhammadiyah in promoting the concept of Pancasila’s
State as Dar Al-"Ahdi wa Al-Syahadah. In this research , the author will
seek to examine related studies between Muhammadiyah and Pancasila’s
State based on historical dynamics of Muhammadiyah's thought
regarding state and religious issues. How is the remarkable position and
response of Muhammadiyah in the middle of Islamic political movement
challenges while its having different aim of Pancasila’s State as a deal?
Then, whatis the concept and strategic point offered by Muhammadiyah
on its notion establishing Pancasila as Dar Al-’Ahdi wa Al-Syahadah on
national life?
Keywords: Islamism, Muhammadiyah, Pancasila’s State as Dar Al-’Ahdi
wa Al-Syahadabh.

Abstrak

Hubungan antara agama dan negara masih menjadi diskursus
hangat dalam konteks Indonesia sampai hari ini. Faktor kebangkitan
kelompok Islamisme sejak era reformasi yang mengusung semangat
Islam sebagai ideologi dalam totalitas kehidupan tidak hanya dalam
aspek peribadatan, tapi juga sebagai cita-cita politik dengan tujuan
menjadikannya sebagai dasar negara atau lebih luas lagi dalam naungan
khilafah, telah turut meramaikan peta pemikiran dan gerakan Islam di
Indonesia. Muhammadiyah sebagai organisasi yang lahir dari dan untuk
bangsa Indonesia, sejak awal menerima dan berkomitmen dengan
kesepakatan bahwa Indonesia sebagai negara Pancasila telah menjadi
rumusan final yang tidak perlu lagi dipersoalkan. Komitmen
Muhammadiyah tersebut kemudian ditegaskan dalam dokumen resmi
hasil Muktamar Muhammadiyah ke 47 dengan mengusung konsep
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Negara Pancasila sebagai Dar Al-’Ahdi wa Al-Syahadah. Dalam penelitian
ini, penulis akan membahas studi terkait Muhammadiyah dan konsep
Negara Pancasila sebagai Dar Al-'Ahdi wa Al-Syahadah dengan melihat
sejarah dinamika pemikiran Muhammadiyah terkait isu agama dan
negara. Bagaimana posisi serta respon Muhammadiyah di tengah
tantangan arus gerakan Islam politik (Islamisme) dengan tujuan yang
berbeda dari Negara Pancasila sebagai sebuah kesepakatan? Apa konsep
dan peran strategis yang ditawarkan Muhammadiyah dalam gagasan
Pancasila sebagai Dar Al-’Ahdi wa Al-Syahadah dalam kehidupan
bernegara?

Kata-kata kunci: Islamisme, Muhammadiyah, Negara Pancasila sebagai
Dar Al-'Ahdi wa Al-Syahadabh.

A. PENDAHULUAN

Indonesia mungkin satu-satunya negara di belahan dunia yang paling kaya
dari segala hal. Kekayaan ini bukan saja karena sumber daya alamnya yang
berlimpah, tetapi lebih dari itu kekayaan Indonesia adalah kekayaan yang berkaitan
dengan kemajemukan bangsanya. Tercatata, secara geografis, Indonesia terdiri dari
13.667 pulau baik yang berpenghuni maupun tidak. Secara etnik, Indonesia memiliki
358 suku bangsa dan 200 sub suku bangsa. Sementara jika dilihat dari pemeluk
agama, terdapat beberapa agama (yang diakui pemerintah) yang dipeluk oleh
penduduknya: Islam 88,1%, Kristen dan Katolik 7,89%, Hindu 2,5%, Budha 1% dan
yang lain 1%. Itupun sebetulnya kurang akurat mengingat ada pula penduduk yang
menganut kepercayaan lokal tertentu dan diyakini kebenarannya oleh penganutnya,
meskipun kepercayaannya tidak diakui secara resmi oleh pemerintah.

Dapat dikatakan Indonesia merupakan tempat bertemunya bermacam suku
bangsa, latar belakang agama, kultural, sehingga bisa dikatakan kemajemukan telah
menjadi realitas yang harus dikembangkan menjadi potensi bangsa dan
mengantisipasi agar kemajemukan tersebut tidak menjadi alasan bagi perpecahan
bangsa. Mengingat tantangan terhadap kemajemukan Indonesia tidak saja hadir
secara internal dari dalam bangsa Indonesia sendiri, tapi juga faktor eksternal kapan
saja bisa menjadi bom waktu jika tidak diantisipasi sedini mungkin. Salah satu
tantangan tersebut adalah ideologi politik dengan bungkusan agama yang
mengusung cita-cita “ideal” mereka yang bertentangan dengan realitas
kemajemukan bangsa Indonesia.

Globalisasi telah mengubah banyak hal dalam tatanan dunia saat ini.
Perkembangan teknologi yang kian pesat telah membuka ruang yang seluas-
luasnya bagi interaksi antar masyarakat dunia. Ditopang kecanggihan teknologi,
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globalisasi telah menjadi fenomena umum yang bukan saja berdimensi pada
kepentingan ekonomi semata, melainkan juga mempengaruhi dimensi budaya,
politik, bahkan sampai pada ideologi keagamaan. Tidak terkecuali, fenomena
tersebut juga turut merubah peta pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia.
Mobilitas manusia dengan jalinan interaksi yang dibangun, membuka peluang
pertukaran gagasan serta pandangan ideologi politik di dunia Islam. Salah satunya
termanifestasi dalam corak ideologi Islam politik atau Islamisme.?4>

Islamisme menurut Oliver Roy merupakan paham atau gerakan Islam yang
memandang bahwa Islam adalah istilah yang sering dihubungkan dengan sistem
pemikiran atau ideologi yang memahami Islam tidak hanya sebagai ritual
keagamaan semata, tapi juga sebagai upaya menjadikan Islam sebagai dasar
ideologi sebuah politik (al-din wa ad-daulah).?*® Dalam perkara Islamisme, politik
yang dibungkus dengan narasi agama atau agamaisasi politik adalah upaya
mempromosikan suatu tatanan politik yang dipercaya beremanasi dari kehendak
Tuhan (kedaulatan Tuhan) dan bukan berdasarkan kedaulatan rakyat.?*’

Dari definisi yang diajukan oleh Oliver Roy di atas, jelas bahwa haluan politik
dari kelompok Islamisme berbeda dengan kelompok-kelompok gerakan Islam arus
utama di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Perbedaanya bukan hanya pada corak aktivisme®*® politiknya, juga pada persoalan
yang paling mendasar terkait konsep dasar negara. Sejak awal, NU dan
Muhammadiyah telah dianggap sebagai gerakan civil society yang telah turut
membidani kelahiran bangsa Indonesia. Bahkan tokoh-tokoh dari kedua ormas ini
memainkan peran sentral pada awal-awal persiapan kemerdekaan Indonesia.
Meskipun pada satu sisi, perkembangan Islam di Indonesia bisa dikatakan cukup
matang dengan dinamika pemikiran dan gerakan sosial yang dilakukan oleh
organisasi-organisasi Islam di atas, namun fenomena bangkitnya gerakan Islamisme
menjadi persoalan pada sisi yang lain. Tidak bisa dipungkiri, infiltrasi dari ideologi
Islamisme telah menusuk juga ke jantung pertahanan ormas-ormas Islam yang lahir

245 Asef Bayat menggunakan istilah Islamisme dengan merujuk pada wacana dan prektek-
praktek di luar kelaziman (extra ordinary), yang bertujuan baik secara kolektif maupun individual
untuk mendrong perubahan sistem sosial dan politik yang sudah ada. Lihat Noorhaidi Hasan, Islam
Politik Di Dunia Kontemporer: Konsep, Genealogi, Dan Teori, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan
Kalijaga, 2012, 9.

246 Oliver Roy, The Failure of Political Islam, London: 1.B. Tauris Publishers, 1994, ix.

247 Bassam Tibi, Islam dan Islamisme, terj. Alfathri Adlin, Bandung: Mizan, 2016, 1.

248 Aktivisme salah satu unsur terpenting dalam dalam melihat Islamisme. Artinya, selain
ideologi, gejala Islamisme tidak terjadi sebelum kelompok ini mengaktifkan diri melakukan aktivitas
tertentu yang condong bernuansa politik dengan spektrum yang luas, terutama terkait
pemerintahan. Noorhadi Hasan, /slam Politik.., 3.



154| Proceeding Graduate Forum 2018 ISSN: 2598-0548

dari rahim bangsa Indonesia ini. Pada kasus Muhammadiyah sendiri misalnya, dalam
beberapa laporan rentan terinveksi virus Islamisme.?4°

Sebagai ormas Islam yang lahir dari rahim Indonesia, Muhammadiyah
menegaskan dirinya sebagai gerakan dakwah dan pembaruan (tgjdid). Dakwah
Muhammadiyah mengajak kepada pemurnian ajaran Islam dari tradisi dan
kepercayaan yang dianggap membahayakan kemurnian akidah. Sementara dengan
tajdidnya, Muhammadiyah berusaha mengkontekstualisasikan ajaran Islam dengan
tuntutan perkembangan zaman (modernitas), sehingga jargon Islam sebagai “shalih
li kulli zaman wa makan" (selaras untuk setiap waktu dan tempat) dapat
diaplikasikan. Dakwah Muhammadiyah tidak saja membatasi diri pada model
dakwah bi al-lisan, tetapi juga turut memberdayakan umat dengan amal usaha nyata
di pelbagai bidang, baik pendidikan, kesehatan, dan santunan sosial. Amal usaha

inilah yang menjadi ciri khas dari Muhammadiyah.?>°

Sementara itu di sisi yang lain, tajdid bagi Muhammadiyah termanifestasi
dalam gagasan agama yang berkemajuan (din al-hadharah). Gerakan tajdid ini
mempunyai dua sisi makna, yakni purifikasi dan modernisasi. Jika yang pertama
dimaknai sebagai pemeliharaan ajaran Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah,
sementara yang kedua adalah penafsiran, penerapan, dan manifestasi ajaran Islam
atas dasar Al-Qur'an dan Sunnah.?>! Di dalam ranah modernisasi ini terkandung nilai
pentingnya ijtihad. Ijtihad yang dimaksud adalah merupakan upaya untuk

mengkontekstualisasikan Islam sesuai dengan tuntutan zaman.

Sejak awal berdiri, Muhammadiyah telah berkiprah melewati berbagai fase
zaman yang sarat dengan dinamika yang cukup menguras tenaga. Dalam kehidupan
kebangsaan, khususnya pada era reformasi, rumusan Pernyataan Pikiran
Muhammadiyah Abad Kedua menyebut bahwa Muhammadiyah menjadi pilar
penting masyarakat madani (civil society) dan memelopori era baru Indonesia yang

249 Dalam Muktamar Muhammadiyah pada bulan Juli 2005, agen-agen kelompok Islam garis
keras, termasuk kader-kader PKS dan Hizbut Tahrir Indonesia mendominasi banyak forum. Kelompok
ini bisa dikatakan cukup berhasil “menyingkirkan” tokoh-tokoh progresif Muhammadiyah dalam
kepengurusan PP Muhammadiyah. Bahkan beberapa amal-amal usaha Muhammadiyah seperti
Masjid juga tak terhindari dari upaya infiltrasi tersebut. Lihat Abdurrahman Wahid “Musuh Dalam
Selimut” dalam Pengantar Editor, /lusi Negara Islam, Jakarta: The Wahid Institute, 2009, 23. Versi PDF.
Infiltrasi kelompok Islamisme dalam Muhammadiyah juga bisa dilihat dalam tulisan Din Wahid,
“Muhammadiyah Di Tengah Arus Gerakan Islam Transnasional”, dalam Islam Berkemajuan Untuk
Peradaban Dunia: Refleksi dan Agenda Muhammadiyah ke Depan.

250 Din Wahid, “"Muhammadiyah Di Tengah Arus Gerakan Islam Transnasional” dalam Islam
Berkemajuan Untuk Peradaban Dunia: Refleksi dan Agenda Muhammadiyah ke Depan, ed. Alpha
Amirrachman, Andar Nubowo, Azaki Khoiruddin, Bandung: Mizan, 2015, 88.

251 Fathurrahman Djamil, Metode ljtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, Jakarta: Logos, 1995,
58.
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demokratis, menghargai hak asasi manusia, berwawasan kemajemukan, serta
bersikap responsif dan kritis kepada pemerintah sesuai dengan kepribadian
Muhammadiyah. Pandangan kebangsaan Muhammadiyah tersebut menegaskan
komitmen tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945 serta konsisten dalam mengintegrasikan ke-Islam-an dan ke-
Indonesia-an.

Komitmen kebangsaan Muhammadiyah tersebut lebih lanjut ditegaskan
dalam kosep Negara Pancasila sebagai Dar Al-’Ahdi wa Al-Syahadah. Secara harfiah,
rumusan ini bermakna Negara Pancasila berdasarkan kesepakatan dan kesaksian
(pembuktian). Muhammadiyah berpandangan bahwa Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 adalah negara
Pancasila yang ditegakkan di atas falsafah kebangsaaan yang luhur dan sejalan
dengan nilai-nilai Islam.?>> Muhammadiyah berpandangan Pancasila adalah hasil
rumusan yang Islami. Dalam Pancasila terkandung ciri keislaman dan keindonesiaan
yang memadukan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, hubungann individu dan
masyarakat, kerakyatan dan permusyawaratan, serta keadilan dan kemakmuran.
Melalui proses integrasi inilah, umat Islam diharapkan mampu menjadi kekuatan

yang dapat diteladani secara kualitas, bukan sekadar kuantitas.

Negara Pancasila sebagai Dar Al-’Ahdi (sebuah kesepakatan) adalah sebuah
konsep yang mengakui bahwa eksistensi Negara Republik Indonesia dengan dasar
negara Pancasila merupakan kesepakatan seluruh elemen bangsa, bahasa, dan latar
belakang agama. Karena Pancasila merupakan kesepakatan seluruh elemen bangsa,
Muhammadiyah berpandangan Pancasila merupakan bentuk final sebagai ideologi
negara yang tidak perlu lagi dipersoalkan atau bahkan diganti dengan dengan
ideologi lainnya. Bahkan dalam konsep tersebut Muhammadiyah dengan tegas
menyatakan bahwa segala upaya yang ingin mengubah bentuk negara Pancasila
adalah bertentangan dengan komitmen nasional dan cita-cita Proklamasi
Kemerdekaan.?®* Sementara dalam pemaknaannya sebagai Dar Al-Syahadah
(kesaksian atau pembuktian), Muhammadiyah mengajak seluruh komponen bangsa,
terlebih umat Islam untuk membuktikan diri dalam mengisi dan membangun
kehidupan kebangsaan. Muhammadiyah mendorong adanya persaingan yang sehat
dalam mengisi dan memajukan kehidupan bangsa dengan segenap kreasi dan
inovasi tebaik yang dimiliki masing-masing pihak. Persaingan yang sehat dimaknai
sebagai prinsip fastabiq al-khairat sebagaimana jargon yang hidup di kalangan
Muhammadiyah.

252 Berita Resmi Muhammadiyah, Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47
Makassar, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015, 67.
253 Berita Resmi Muhammadiyah., 69.
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Menurut Abdul Mu'thi, pandangan Negara Pancasila sebagai Dar Al-'Ahdi wa
Al-Syahadah, berangkat dari tiga latar belakang utama. Pertama, adanya kelompok-
kelompok atau beberapa elemen masyarakat, terutama masyarakat muslim yang
masih mempersoalkan relasi antara Islam dan negara, dan mempersoalkan negara
Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kedua, adanya realitas bahwa sebagai
bangsa, secara ideologis belum merumuskan secara eksplisit dan membuat satu
penjelasan akademik mengenai konsep Negara Pancasila. Ketiga, ada sebuah
pandangan yang berkembang, di mana masyarakat Islam dianggap sebagai
ancaman terhadap negara Pancasila itu sendiri.?>*

Alasan yang dikemukakan oleh Mu'thi tentunya menarik untuk dikaji lebih
lanjut, terlebih pada poin yang lahirnya gagasan Negara Pancasila sebagai Dar Al-
‘Ahdi wa Al-Syahadah adalah sebagai respon terhadap kelompok yang masih
mempersoalkan relasi antara Islam dan negara serta Pancasila sebagai dasar negara
Indonesia. Karena itu artikel ini akan membahas bagaimana Muhammadiyah
memandang kedudukan Negara Pancasila sebagai Dar Al-‘Ahdi wa Al-Syahadah?
Serta bagaimana langkah-langkah startegis Muhammadiyah ke depan dalam
mengaktualisasikan gagasan Negara Pancasila sebagai Dar Al-'Ahdi wa Al-Syahadah
di tengah meningkatnya arus gerakan Islamisme di Indonesia?

B. ISLAM INDONESIA

Sebagai agama mayoritas di negeri ini, Islam di Indonesia terbilang cukup
unik dan karena mendapat apresiasi luas dari para pengamat karena dianggap
mempunyai karakter yang berbeda dengan Islam di belahan dunia lain, terlebih di
jazirah Arab, di mana agama ini lahir. Salah satu ciri karakteristik wajah Islam di
Indonesia adalah pertautannya dengan lokalitas atau tradisi setempat. Penampilan
Islam Indonesia yang penuh dengan “warna tradisi” tersebut, dalam batas-batas
tertentu merupakan hasilpemahaman dan penafsiran terhadap substansi Islam yang
ditransformasikan secara aplikatif dalam konteks budaya Indonesia.?>> Keberhasilan
mentransformasikan ajaran Islam ke dalam konteks budaya Indonesia inilah yang
menjadikan Islam Indonesia menjadi kaya akan pemahaman, pemaknaan,
penafsiran, juga dari segi tampilan.2*®

254 Dikdik Baehaqi dan Syifa Siti Aulia, “Studi Tentang Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi
wa Syahadah Untuk Penguatan Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas
Ahmad Dahlan”, Jurnal Civics, vol. 14, no. 2, Oktober 2017, 208.

255 Mujamil Qomar, Fajar Baru Islam Indonesia? Kajian Komprehensif atas Sejarah dan
Dinamika Intelektual Islam Nusantara, Bandung: Mizan, 2012, 22.

2% Ibid,23.
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Peranan umat Islam dalam sejarah Indonesia menemukan bentuknya yang
modern dan terorganisir pada awal abad ke-20yang ditandai dengan
lahirnyagerakan kebangkitan nasional dari organisasi-organisasi Islam seperti
Jami‘at Khair (1905), Sarikat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), Al-Irsyad (1914),
Persatuan Islam (1923), Nahdlatul Ulama (1926), dan lain-lain. Arus pergerakan
nasional dari umat Islam tersebut bersatu dengan komponen kebangkitan nasional
lainnya menjadi sumber kekuatan dan modal perjuangan bangsa yang melahirkan
kemerdekaan Indonesia. Persatuan yang berangkat dari latar belakang pemikiran
keislaman ini menjadi modal sosial dalam kehidupan kebangsaan.

Apresiasi terhadap Islam Indonesia tidak hanya pada keragaman tampilannya
saja, lebih dari itu, Islam Indonesia dinilai mampu beradaptasi dengan kemodernan,
termasuk isu-isu terkait demokrasi dan hak asasi manusia.?*” Karakteristik inklusif
inilah yang memberikan kemungkinan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam,
mampu bersikap demokratis. Sikap demokratis ini sendiri diakui oleh para pemikir
Islam seperti Fazlur Rahman dan Mohammed Arkoun. Rahman bahkan menegaskan,
“bangsa Indonesia adalah bangsa yang berwatak demokratis. Karena itu hanya
penafsiran Islam yang betul-betul demokratislah yang akan berhasil di sana.”?>8
Sikap demokratis ini juga yang berhasil menampilkan wajah Islam Indonesia yang
ramah dengan pelbagai perbedaanya. Faktor ini barangkali tidak lepas dari catatan
sejarah yang menyebutkan bahwa Islam mengalami sukses besar dalam melakukan
misi dakwahnya di Nusantara dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama.
Kesuksesan ini diakui lagi karena Islam masuk dan berkembang di wilayah Nusantara
tanpa ada unsur paksaaan apalagi kekerasan.

Pada perkembangannya, corak Islam Indonesia yang inklusif dan demokratis
dengan pelbagai ragam pemikiran dapat dilihat pengejawentahannya pada
organisasi-organisasi Islam yang tumbuh di Indonesia. Sebut saja NU dan
Muhammadiyah, tanpa menafikkan peran besar organisasi Islam lainnya. Dua ormas
besar ini pada perkembangannya tak pernah berhenti menyuarakan model Islam
yang washatiyyah (moderat), toleran, dan memilki komitmen kebangsaan yang kuat.
Bahkan dalam pandangan Syafii Maarif, sudah menjadi semacam aksioma di
kalangan umat Islam, selama NU-Muhammadiyah bergandengan tangan, maka
bangsaini tetap merasa aman dari anacaman radikalisme ekstrem.?>® Wajah Islam
Indonesia dengan karakter yang moderat dan demokratis sebagaimana yang

257 Amin Mudzakkir, “Islamisme di Indonesia”, dalam TITIK-TEMU: Jurnal Dialog Peradaban,
vol. 8, no. 2, Januari-Juni 2016, 100.

258 Fazlur Rahman, Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual, terj. Ahsin
Mohammad, Bandung: Pustaka, 2005, 153.

2% Ahmad Syafii Maarif, Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah
Refleksi Sejarah, Bandung: Mizan, 2009, 36.
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ditunjukkan ormas-ormas Islam di Indonesia ini telah banyak dikemukakan
beberapa peneliti.®°

Namun apresiasi yang muncul terhadap wajah Islam di Indonesia paling tidak
sedikit mengalami pergesaran, terlebih ketika rezim Orde Baru berhasil diturunkan.
Adanya pergeseran wajah Islam Indonesia lebih disebabkan oleh gejalanya
bangkitnya gerakan Islamisme. Menurut Khamami Zada, sikap dari gerakan Islam
tersebut secara internal memperjuangkan syariat Islam menjadi dasar dan hukum
negara,dan secara eksternal, bersikap anti Barat (dalam hal ini Amerika dan
sekutunya) lewat aksi-aksi protes dan unjuk rasa.?®’ Kemunculan Front Pembela
Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
bisa dianggap mewakili suara dan agenda-agenda politik dari kalangan Islamisme.
Meskipun dalam aksi-aksinya di lapangan, gerakan-gerakan tersebut memiliki
pendekatan yang berbeda, tapi pada dasarnya tujuan mereka satu: penerapan
syariat islam di Indonesia. FPI misalnya, lebih menekankan pada aksi-aksi jalanan
menggelar sweeping siang hari di bulan Ramadan, serta merazia tempat-temapt
hiburan malam sebagai implementasi dari amar ma’ruf nahi munkar, sementara HTI
lebih mengutamakan kaderisasi dan sosialisasi terkait ide utamanya mengembalikan
khilafah Islamiyyah yang dipandang sebagai satu-satunya sistem politik yang sah
untuk menerapkan syariat Islam.6?

Sejak "berlakunya” era reformasi, Islam di Indonesia condong diperhadapkan
dengan situasi yang sebenarnya bukan lagi menjadi isu baru, seperti formalisasi
syariat, Islam sebagai dasar negara, sampai penegakan kembali khilafah. Hanya saja
wacana yang diusung oleh kelompok Islamisme ini seolah mendapat angin segar
sejak dibukanya “keran” demokrasi, sehingga kelompok-kelompok tersebut dapat
bertindak lebih jauh dalam mengagitasi agenda-agenda mereka ke ruang publik,
bahkan tak segan dengan menggunakan cara-cara radikal dan tidak demokratis.
Faktor inilah menjadi alasan utama bagi kelompok Islam arus utama seperti
Muhammadiyah merasa perlu menegaskan posisi kebangsaannya.

260 | ihat penelitian Robert W. Hefner, Civil Islam: Islam dan Demokrasi di Indonesia, Jakarta:
ISAI, 2001, Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Jalan: Respons Intelektual Muslim Indonesia
Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, Syafii Anwar, Pemikiran dan
Aksi Islam di Indonesia, Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru, Jakarta:
Paramadina, 1995, serta Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik
di Indonesia, Jakarta: Paramadina, 1999.

261 Khamami Zada, “Politik Islam Radikal: Survey Wacana dan Gerakan Islam di Indonesia,
dalam Islam, Radikalisme, dan Demokratisasi, Jurnal Demokrasi dan HAM, vol. 3, no. 1, Januari-April
2003, 35.

262 Din Wahid, “"Muhammadiyah Di Tengah Arus".., 90.
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C. ISLAMISME DI INDONESIA

Di antara tema-tema reformasi dan perubahan dalam wacana Islam
kontemporer, perubahan politik mengambil posisi penting. Hal ini karena isu
tersebut secara langsung berkaitan dengan tata kehidupan muslim dan menyentuh
doktrin Islam, yakni penyatuan agama dan negara, serta supremasi agama atas
negara. Walaupun bisa diperdebatkan, banyak muslim yang percaya bahwa

pemisahan agama dan negara adalah sesuatu yang “asing” dalam Islam.23

Istilah Islamisme menurut Amin Mudzakkir pertama kali dikemukakan oleh
seorang filsuf Perancis, Voltaire, sebagai pengganti kata “mahometisme” di mana
istilah ini dipakai sebagai sebutan untuk “agama orang Arab” di kalangan Eropa.?%
Tapi secara umum istilah itu mengacu pada jenis tertentu dari interpretasi agama,
organisasi dan gerakan di kalangan umat Islam yang menekankan keunggulan Islam
vis-a-vis ideologi politik lainnya.?®®> Islamisme melandaskan pandangannya pada
persoalan teokratis yang dalam pengertian utamanya bahwa tidak ada kedaulatan
selain kedaulatan Tuhan. Alasan inilah yang membuat para kelompok Islamis
menolak sistem politik selain yang berasal dari agama menurut tafsiran mereka.

Dalam sejarah Indonesia, Islamisme dialamatkan kepada gerakan Darul
Islam/Negara Islam Indonesia (DI/NIl) dan Masyumi (Majelis Syuro Muslimin
Indonesia). Dua gerakan ini secara eksplisit menyebut pendirian negara Islam
sebagai salah satu agendanya, meskipun dalam cara bagaimana agenda itu
diwujudkan, kedua kelompok ini memilih jalur perjuangan yang berbeda. DI/NII
memilih jalur lewat aksi pemberontakan, sementara Masyumi memilih jalur yang
lebih demokratis dengan menjadi peserta Pemilu. Dua organisasi ini oleh Martin van
Bruinessen, sebagaimana dikutip Amin, adalah bapak moyang organisasi-organisasi
radikal di Indonesia pasca Orde Baru.?%®

Pada masa Orde Baru, memang kelompok Islamisme mengalami kendala dari
sisi gerakan. Ini disebabkan karena kebijakan politik Soeharto yang tidak
menginginkan kelompok berkambang sebagaimana juga kekuatan kiri yang
ditumpas pasca peristiwa 1965. Sejak itu, praktis dalam kegiatan politiknya
Islamisme mengalami kendala, kalau bukan terhenti. Akan tetapi pada masa itu
beberapa eks Masyumi yang masih menyimpan utopia tegaknya negara Islam
berhasil mendirikan DDIl (Dewan Dakwah Islam Indonesia)®®’ dengan tokoh

263 Luthfi Assyaukanie, Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia,
Jakarta: Paramadina, 2011, 38.

264 Amin Mudzakkir, Islamisme di Indonesia.., 100.

265 1bid, 100.

266 |hid, 103.

267 Luthfi Assyaukanie, Islam an the Secular State in Indonesia, Singapore: ISEAS, 2009, 57.
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utamanya M. Natsir yang memiliki jaringan yang kuat dengan Timur Tengah dalam
hal ini Arab Saudi. Lewat DDIlini jugalah pengaruh Islamisme dari Timur Tengah
menyebar di Indonesia.

Tumbangnya rezim Orde Baru membuat kalangan Islamis ini menemukan
momentumnya untuk melakukan akselerasi politiknya baik secara kultural lewat
ormas maupun secara struktural lewat partai. Tercatat ada beberapa ormas dan
partai di Indonesia yang memiliki ideologi Islamisme yang sampai hari ini masih
tetap eksis dan secara terang-terangan mengkampanyekan agenda politik mereka,
seperti FPI, HTI, maupun PKS.

D. PANCASILA SEBAGAI DAR AL-‘AHDI WA AL-SYAHADAH DALAM
PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH

Muhammadiyah memandang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 adalah negara Pancasila yang
ditegakkan di atas falsafah kebangsaan yang luhur dan sejaran dengan ajaran Islam.
Pandangan ini dikuatkan dalam konsep yang dirumuskan pada Muktamar 2015. Bagi
Muhammadiyah negara Pancasila yang mengandung jiwa, pikiran, dan cita-cita
luhur sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dapat diaktualisasikan
sebagai "Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur”. Maksud dari pandangan ini
adalah Negara Pancasila sebagai Dar Al-'Ahdi wa Al-Syahadah adalah negara yang
dibangun dari hasil konsensus nasional (Dar Al-'Ahdi) dan tempat pembuktian atau
kesaksian (Al-Syahadah) untuk menjadi negeri yang aman, dan damai (Dar Al-Salam)
menuju kehidupan yang adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan
ridha Tuhan.

Din Syamsuddin menjelaskan bahwa Negara Perjanjian atau Dar Al-Ahdi
memiliki pemaknaan di mana negara Pancasila sebagai bentuk final dan ideal bagi
bangsa Indonesia yang mejemuk. Pandangan ini tentunya sangat tepat karena
mengingat Indonesia sebagai negara yang sangat majemuk dan plural dalam
pelbagai perbedaan. Sedangkan menurut Din, Dar Al-Syahadah adalah sebuah
akatualisasi dari kesepakatan yang tersebut. Komimtmen di sini memiliki pengertian
bahwa warga negara atau kelompok negara berlomba-lomba memberikan
kesaksian juga pembuktian kepada warga dunia tentang kerja dan kinerja mereka
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dalam merealisasi cita-cita bersama membangun negara. NKRI sebagai negara
kesaksian merupakan kawasan pembuktian dari kesepakatan tersebut.?68

Dalam pandangan resminya, Muhammadiyah memandang Pancasila sebagai
dasar negara yang mengikat seluruh rakyat dan komponen bangsa. Pancasila bukan
agama, tetapi substansinya mengandung dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran
agama (Islam). Muhammadiyah berkeyakinan bahwa dalam Pancasila terkandung
ciri keislaman dan keindonesiaan yang memadukan nilai-nilai ketuhanan dan
kemanusiaan. Melalui proses integrasi keislaman dan keindonesiaan yang posistif
itu, Muhammadiyah berharap umat Islam Indonesia bisa tampil sebagai kekuatan
mayoritas yang dapat menjadi teladan yang baik dalam mewujudkan cita-cita
nasional yang sejalan dengan idealisasi negara sebagai negeri yang baik.?%°

Muhammadiyah memandang bahwa pembentukan negara Indonesia
bertumpu pada dua konsensus bangsa, yaitu cita-cita bangsa dan ideologi negara.
Keduanya termaktub jelas dalam Pembukaan UUD 1945. Konsensus pertama
dirumuskan sebagai trilogi cita-cita nasional; Pertama, negara Indonesia yang
merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Kedua, perikehidupan kebangsaan yang bebas.
Ketiga, melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah air Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan untuk konsensus kedua terumuskan
dalam lima butir falsafah dan ideologi negara yaitu Pancasila yang memadukan nilai-
nilai ketuhanan dan kemanusiaan (humanisme religius) yang mengejawantahkan
hubungan antar rakyat yang bersatu dalam orientasi permusyawaratan
untukkeadilan dan kemakmuran.?’°

Bagi Muhammadiyah, dalam negara Pancasila terkandung paham
nasionalisme yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan orientasi kebangsaan yang
menjadi bingkai pandangan negara-bangsa. Nasionalisme yang bertumpu pada jiwa
dan cita-cita kemerdekaan, bagi Muhammadiyah, harus mampu menghilangkan
benih-benih separatisme dan penyimpangan dalam bernegara. Karena itu
Muhammadiyah memandang segala bentuk separatisme yang ingin memisahkan
diri dari Indonesia dan mencita-citakan bentuk negara lain adalah bertentangan

268 Din Syamsuddin, “NKRI: Negara Perjanjian dan Kesaksian”, dalam /slam Nusantara: Dari
Ushul Figh Hingga Paham Kebangsaan, ed. Akhmad Sahal dan Munawir Aziz, Bandung: Mizan
Pustaka, 2015, 2-26.

269 | jhat “Negara Pancasila sebagai Dar Al-'Ahdi wa Al-Syahadah”, dalam Berita Resmi
Muhammadiyah no. 1 2015-2020, Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-47 Makassar,
Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015, 68.

210 Saefudin Zuhri, Deradikalisasi Terorisme: Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan
Loyalitas Nahdlatul Ulama, Jakarta: Daulat Press, 2017, 79.
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dengan komitmen nasional dan cita-cita kebangsaan.?’" Tapi tidak cukup sampai di
situ, Muhammadiyah memandang bahwa cita-cita dan spirit nasionalisme tidakakan
mungkin terwujud dan dikhianti jika bentuk penyelewengan dalam mengurus
negara tidak juga bisa diselesaikan. Muhammadiyah menyadari korupsi, nepotisme
, pelanggaran hak asasi manusia, serta penyakit elit lainnya masih menjadi problem
dalam kehidupan bernegera hari ini. Oleh karena itu, Muhammadiyah mendorong
Pancasila dengan lima silanya perlu ditransformasikan ke dalam seluruh sistem
kehidupan nasional. Pancasila harus diberi pemaknaan nilai dan aktualisasi secara
terbuka dan dinamis sehingga dapat menjadi rujukan dan panduan yang
mencerdaskan, memajukan, dan mencerahkan kehidupan berbangsa dan
bernegara.?’?

Namun gagasan Negara Pancasila sebagai Dar Al-'Ahdi wa Al-Syahadah ini
juga tidak bisa dipisahkan dengan pandangan Islam Berkemajuan yang diusung oleh
Muhammadiyah. Keduanya ibarat dua sisi pada satu logam. Negara Pancasila
sebagai Dar Al-‘Ahdi wa Al-Syahadah hanya dapat terwujud jika gagasan Islam
Berkemajuan menjadi pijakan dalam dalam bernegara. Karena pada dasarnya dalam
kehidupan kebangsaan maupun kemanusiaan universal, Muhammadiyah pada
pandangan Islam Berkemajuan. Hal ini menegaskan komitmen Muhammadiyah
untuk terus berkiprah menyemaikan spirit kebenaran, kebaikan, kedamaian,keadilan,
dan keuatamaan hidup secara dinamis menuju peradaban utama.

Pada dasarnya spirit Islam Berkemajuan bisa dilacak pada awal-awal
didirikannya Muhammadiyah, sebagaimana yang diungkapkan oleh KH. Ahmad
Dahlan sebagai pendirinya. Istilah tersebut kemudian secara formal dijadikan
substansi tentang pandangan keislaman yang terkandung dalam Pernyataan Pikiran
Muhammadiyah Abad Kedua.?’* Menurut Haedar Nashir, Islam Berkemajuan yang
digagas oleh Muhammadiyah adalah pandangan yang melahirkan keutaman yang
memayungi kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, dan kebudayaan umatb
manusiadi muka bumi.?’# Pandangan ini tentunya hanya dan sangat sejalan dalam
gagasan Negara Pancasila sebagai Dar Al-’Ahdi wa Al-Syahadah. Dalam artian
bahwa dalam negara Pancasila, kemajemukan itu bisa dikelola tanapa adanya
diskriminasi golongan. Karena pada substansinya, gagasan Negara Pancasila
sebagai Dar Al-'Ahdi wa Al-Syahadah dan Islam Berkemajuan mengandung spirit
ketuhanan sekaligus kemanusiaan yang universal, sebagaimana yang tercantum

271 Berita Resmi Muhammadiyah., 69.

272 |bid., 69.

273 Haedar Nashir, “Islam Berkemajuan dan Aktualisasi Gerakan Muhammadiyah”, dalam
Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia: Refleksi dan Agenda Muhammadiyah ke Depan, ed. Alpha
Amirrachman, Andar Nubowo, dan Azaki Khoirudin, Bandung: Mizan, 2015, 12.

274 |bid., 15.



KMP UIN Sunan Kalijaga |163

dalam Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tentang
gagasan Negara Pancasila sebagai Dar Al-'Ahdi wa Al-Syahadah, disebutkan bahwa
Muhammadiyah sebagai kekuatan strategis umat dan bangsa berkomitmen untuk
membangun negara Pancasila dengan pandangan Islam yang berkemajuan. Dalam
hal ini, Muhammadiyah memiliki keyakinan adanya keselarasan antara semangat
Pancasila di Indonesia dengan semangat Piagam Madinah yang menjadi landasan
konstitusi pada awal pemerintahan Islam di bawah Nabi Muhammad.?”

Haedar Nashir menarik satu kesimpulan terkait pandangan Islam yang
berkemajuan dalam perspektif Muhammadiyah sebagai pandangan yang memiliki
perbedaan orientasi dengan gerakan-gerakan Islam lainnya yang cenderung
ekstrem. Menurut Haedar, Muhammadiyah berbeda dengan pandangan Islam yang
serba liberal dan melakukan dekonstruksi atas ajaran-ajaran Islam sehingga
melahirkan pandangan yang serba relatif. Hanya saja dalam hal ini Haedar tidak
menjelaskan secara terperinci seperti apa yang dimaksud dengan liberal. Di sisi
lainmenurut Haedar, Muhammadiyah juga berbeda dengan pandangan dan
gerakan dengan kelompok Islam yang cenderung radikal dan konservatif atau
radikal fundamentalis. Secara eksplisit Haedar menyebut beberapa kelompok
seperti Salafi, Wahabi, Tarbiyah,/Ikhwanul Muslimin, Taliban, Hizbut Tahrir, Majelis
Mujahidin, dan lain-lain. Muhammadiyah juga menurut Haedar berbeda dengan
partai-partai politik Islam, termasuk dengan partai dakwah apapun, karena
menurutnya, partai-partai tersebut selain memilki ideologinya sendiri, juga
semuanya berjuang di jalur politik praktis.>’®

Gagasan bernegara dalam konsep Negara Pancasila sebagai Dar Al-'Ahdi wa
Al-Syahadah dan Islam Berkemajuan yang menjadi ikhtiar Muhammadiyah dalam
menunjukkan komitmennya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia jelas
bukan tanpa tantangan. Sebuah gagasan hanya akan menjadi fosil yang mengendap
jika gagasan tersebut tidak disertai dengan peran-peran strategis dari organisasi ini.

E. PERAN STRATEGIS MUHAMMADIYAH DI TENGAH ARUS GERAKAN
ISLAMISME

Kita tentunya telah menyaksikan bersama bagaimana gejala kebangkitan
kalangan Islamis terus menguat dalam beberapa tahun terakhir. Kebangkitan-
kebangkitan kelompok Islamis ini bermula di negara-negara Arab dan Timur
Tengah, dan perlahan-lahan pengaruh mereka telah menembus ke negara-negara

275 Berita Resmi Muhammadiyah., 70.
276 Haedar Nashir, Memahami Ideologi Muhammadiyah, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah,
2014, 57-58.
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Islam atau mayoritas berpenduduk muslim, termasuk Indonesia. Bahkan pengaruh
mereka juga telah menembus ke komunitas muslim di negara-negara sekuler di
Eropa seperti Inggris dan Perancis. Menanggapi fenomena tersebut, gerakan Islam
berhaluan moderat diharapkan bisa melakukan counter hegemoni ideology agar
persepsi masyarakat dunia tidak didominasi oleh ide-ide gerakan Islam berwajah
konservatif-radikal, sebagaimana banyak kita jumpai di kalangan aktivis islamis
tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan di sebelumnya, para peniliti telah mencatat
sukses besar Indonesia dalam menampilkan wajah Islam moderat-progresif.
Gerakan Islam pasca Orde Baru dipuji oleh banyak kalangan karena tetap
mempertahankan karakteristik yang moderat dan progresif, sampai kemudian
muncul kekuatan Islam konservatif-radikal yang dimotori oleh sejumlah organisasi
Islam dengan orientasi ideologi-politik Islamisme. Paling tidak dalang rentang waktu
10 tahun terakhir ini muncul kebangkitan kelompok konservatif-radikal yang
minoritas secara numerical, namun mendapat liputan luas di banyak media publik
melalui aktivitas yang sangat menarik perhatian masyarakat, sehingga muncul
kesan, kelompok ini merupakan kekuatan Islam dominan di Indonesia. Ambil contoh
Muktamar Khilafah yang diselenggarakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Istora
Senayan yang dihadari ribuan orang. Situasi yang ditandai oleh tafsir Islam oleh
kelompok Islamis yang bercorak konservatif-radikal yang mendominasi wacana
publik dengan mengalahkan interpretasi Islam dari kalangan Islam moderat ini
disebut Marti van Bruinessen sebagai gejala conservative turn®”’

Bukan tanpa alasan kemunculan kelompok ini bisa dikatakan “berkah” dari
sistem demokrasi yang menjamin hak-hak sipil dan kebebasan politik, serta ruang
partisipasi publik yang terbuka luas untuk mengekspresikan aspirasi politik dengan
orientasi ideologi yang beraneka ragam. Jelas kelompok Islamis yangbercorak
konservatif-radikal ini mendapat keuntungan dari sistem demokrasi tersebut
sehingga mereka dapat menunjukkan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat
Indonesia.

Dalam konteks pergumulan ideologi-politik ini, kekuatan-kekuatan civil
society seperti Muhammadiyah memiliki peran dalam membuat garis batas yang
tegas agar kekuatan-kekuatan Islamis dengan agenda politiknya tidak menguasai
ruang publik, apalagi mendominasi baik wacana maupun praksis politik Islam di
Indonesia. Muhammadiyah adalah bagian dari asosiasi masyarakat sipil yang
menjadi tiang penyangga struktur dan sistem politik demokrasi modern di
Indonesia. Sebagai gerakan yang lahir jauh sebelum kemerdekaan dan bahkan ikut

277 Lihat Martin van Bruinessen dalam Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman
Fundamentalisme, Bandung: Mizan
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melahirkan negara ini, Muhammadiyah bertanggungjawab terhadap masa depan
Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Peran strategis Muhammadiyah dalam
kehidupan bernegara juga diperkuat dalam konsep Negara Pancasila sebagai Dar
Al-Ahdi wa Al-Syahadah, di mana kehidupan kebangsaan Muhammadiyah sejak
awal berjuan untuk pengintegrasian keislaman dan keindonesiaan.

Dalam hasil putusan Muktamar Muhammadiyah ke-47, peran strategis
Muhammadiyah dalam menyikapi pelbagai problem kebangsaan dengan spirit
Islam yang berkemajuan dan termanifestasikan dalam gagasan kebangsaannya
Negara Pancasila sebagai Dar Al-’Ahdi wa Al-Syahadah, organisasi ini mengeluarkan
pandangannya terkait isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan
universal. Dalam hal ini, penulis hanya akan sedikit mengurai beberapa poin penting
dari ketiga isu tersebut.

1. Keberagamaan yang moderat

Keberagamaan yang moderat ini menjadi isu penting mengingat
perkembangan hari ini menunjukkan gejala meningkatnya perilaku keberagamaan
yang ekstrim, antara lain kecenderunganmengkafirkan pihak lain (takfiri).
Muhammadiyah mengakui, di kalangan umat Islam terdapat kelompok yang suka
menghakimi, menanamkan kebencian, dan melakukan tindakan kekerasan terhadap
kelompok lain dengan tuduhan sesat dan kafir. Muhammadiyah beranggapan sikap
takfiri tersebut antara lain dipicu oleh pemahaman agama yang sempit, kurangnya
interaksi keagamaan, pendidikan agama yang eksklusif, serta politisasi agama, dan
faktor lainnya. Karena itu untuk membendung sikap-sikap beragama yang ekstrim
dan destruktif tersebut, Muhamamadiyah mengajak umat Islam, khusunya warga
Muhammadiyah mengedepankan pendekatan dialog, dakwah yang terbuka.
Muhammadiyah memandang berbagai perbedaan dan keragaman adalah
sunnatullah yang dapat memperkaya pemikiran dan memperluas wawasan. Sikap
beragama yang moderat penting untuk diterapkan di tengah ideologi kekerasan
dengan mengatasnamakan agama yang meningkat. Problem tersebut bukan saja
tumbuh di luar Muhammadiyah, tetapi fenomena eksklusifitas tersebut juga ada di
internal Muhammadiyah sendiri. Karena itu pentingnya kiranya pandangan terkait
keberagamaan yang moderat ini menjadi isu yang terus disemai di tengah umat
Islam Indonesia
2. Keberagamaan yang toleran

Kalau pada isu yang pertama terkait keberagamaan yang moderat agaknya
lebih tertuju pada dinamika perbedaan di kalangan umat Islam, maka ada isu ini
Muhammadiyah melangkah ke spektrum yang lebih luas. Keberagaaman yang
toleran bukan saja menjadi isu di internal umat Islam, tetapi mencakup urusan
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hubungan antar agama di Indonesia. melemahnya budaya toleransi di Indonesia
yang ditandai dengan menguatnya ekstrimisme di hamper semua kelompok seperti
tindakan penyerangan tempat ibadah dan kekerasan atas nama agama yang kerap
terjadi, mendorong Muhammadiyah untuk turut andil dalam memberikan
pandangan tekait isu-isi intoleransi tersebut. Muhammadiyah berpandangan usaha
untuk memperkuat toleransi tidak cukup dengan memperbanyak aturan formal
yang kaku, tetapi perlu dilakukan upaya menyemai dan menumbuhkan kembali
nilai-nilai toleransi, Bhinneka Tunggal lka dan keteladanan dari para tokoh agama
dan elite bangsa.

3. Perlindungan pada Kelompok Minoritas

Berbagai peristiwa diskriminasi terhadap minoritas sering terjadi di berbagai
belahan dunia. Kelompok minoritas etnis, agama, ras, dan budaya seringkali
mendapat tekanan, intimidasi, diskriminasi, dan kekerasan dari kelompok.
Muhammadiyah memandang bahwa ukhuwah insaniyyah harus menjunjung tinggi
kemanusiaan universal tanpa memandang latar belakang etnis, agama, dan unsur
primordial lain sebagai bagian penting dari ajaran Islam.

Ketiga isu di atas masih sangat relevan untuk terus diperbincangkan.
Mengingat arus gerakan yang mengatasnamakan agama dengan corak konservatif-
radikal masih menjadi ancaman bersama dalam kehidupan bernegara. Tentunya
peran strategis dari Muhammadiyah ini penting untuk diaktualisasikan sebagai
counter ideology yang konservatif-radikal.

F. KESIMPULAN

Dari penjelasan tulisan di atas, bisa ditarik beberapa kesimpulan sekaligus
saran dalam upaya menjaga kemajemukan bangsa dari ideologi-ideologi yang
hendak mengubah dasar negara apalagi dengan corakkonservatif dan radikal
sebagaimana yang Nampak dalam aksi-aksi yang dilakukan kalangan Islamisme.

Pertama, 1slamisme merupakan ideologi politik dengan balutan agama yang
berupaya menjadikan Islam sebagai totalitas kehidupan, bukan saja dalam aspek
ritual semata, tetapi juga dalam wilayah politik dan negara. Sebab itu gerakan
islamisme menjadi ancaman bagi kehidupan bernegara di Indonesia yang telah
menerima Pancasila sebagai dasardan ideologi negara.

Kedua, Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan civil society yang turut
serta membidani lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dari awalnya telah
menegaskan bahwa Panacasila merupakan hasil kesepakatan yang mengikat bagi
seluruh rakyat Indonesia. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa dalam Pancasila
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terkandung ciri keislaman dan keindonesiaan yang memadukan nilai-nilai
ketuhanan dan kemanusiaan.

Ketiga, pada muktamarnya vyang ke-47, Muhammadiyah kembali
menegaskan pandangan bernegaranya tersebut lewat konsep Negara Pancasila
sebagai Dar Al-’Ahdi wa Al-Syahadah yang mengandung pengertian bahwa Negara
Pancasila sudah merupakan rumusan final sebagai kesepakatan, tapi juga
mengandung ajakan bagi segenap komponen untuk membuktikan diri dalam
menghidupkan dan menjaga nilai-nilai Pancasila.

Keempat, Muhammadiyah sebagai salah kekuatan Islam di Indonesia perlu
lebih aktif dalam mensosialisasikan pandangan bernegaranya tersebut. Mengingat
ideologi islamisme pada kenyataannya cukup berhasil melakukan infiltrasi ke
kantong-kantong dakwah dan amal usaha Muhammadiyah.
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Abstract

Democracy related to local experience. The application of a
successful democratization process in a country tends to lead to a theory
of democratization was not suitable if applied in other countries.
Democracy in the perspective of Indonesian people should not be
separated from UUD 1945 and the concept of Bhineka Tunggal Ika. In
developing democracy, education is a term that has an important role.
This is because education transmits the knowledge, skills, and values
needed by citizens in a democratic society. In this context, LAKSITA with
community empowerment programs in the form of literacy Dakwah has
a manifestation of the economic empowerment of the people must be
able to realize democratic education. This research critically examines and
analyze the democratic values contained in literacy Dakwah and
economic empowerment by LAKSITA institutions. The research method
used in this study is PAR (Participatory Action Research). This method is
used to see how significant the value of dominance is embedded in
literacy Dakwah by the LAKSITA Institute in empowering economy
people.
Keywords: LAKSITA Institute, Marginal Society, Ecomnomy Empowering,
Literacy Dakwah, Democration.

Abstrak

Term demokrasi sangat terkait dengan pengalaman lokal.
Aplikasi proses demokratisasi yang berhasil di suatu negara cenderung
menimbulkan teori demokratisasi yang tidak cocok, apabila diaplikasikan
di negara lain. Demokrasi dalam perspektif masyarakat Indonesia
seharusnya tidak terlepas dari UUD 1945 dan konsep Bhineka Tunggal
Ilka. Dalam mengambangkan demokrasi, pendidikan menjadi term yang
memiliki peran penting. Hal ini disebabkan karena pendidikan
menularkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan
warga negara di dalam masyarakat demokratis. Pada konteks inilah
LAKSITA dengan program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk
dakwabh literasi sebagai perwujudan pemberdayaan ekonomi umat harus
mampu mewujudkan pendidikan yang demokratis. Penelitian ini akan
mengkaji dan menganalisi secara kritis tentang nilai demokrasi yang
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terkandung dalam dakwah literasi dan pemberdayaan ekonomi oleh
lembaga LAKSITA. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah PAR (Participatory Action Research). Metode ini digunakan
untuk melihat seberapa signifikan nilai domkrasi yang tertanam dalam
dakwah literasi oleh Lembaga LAKSITA dalam pemberdayaan ekonomi
umat.

Kata kunci: Lembaga LAKSITA, Masyarakat Marginal, Pemberdayaan
Ekonomi, Dakwah Literasi, Demokrasi.

A. PENDAHULUAN

Indonesia dengan semboyannya yaitu “Bhinneka Tunggal Ika"
mengisyaratkan esensi demokrasi dalam bernegara. Indonesia pada dasarnya bukan
merupakan bagian dari konsep negara sekuler dan juga bukan bagian dari konsep
negara teokratis.?’® Pemberlakuan UUD 1945 membuat masyarakat Indonesia
menikmati kebebasan beragama serta adanya toleransi terhadap perbedaan agama
dan kelompok agama dengan nilai-nilai demokrasi yang terkandung di dalamnya.?”
Konsep inilah yang pada akhirnya menjadikan bangsa Indonesia memiliki kebebasan
dalam memilih sesuatu termasuk di dalamnya dalam menentukan pendidikan yang
demokratis.

Kemajuan suatu bangsa sejatinya dapat diukur dari kualitas pendidikan. Oleh
karena itu pendidikan merupakan sebuah aset bagi kemajuan suatu bangsa,
begitupun bagi bangsa Indonesia. Sehingga mengikuti pendidikan merupakan
suatu kewajiban bagi setiap warga negara, mulai dari jenjang pendidikan dini, dasar,
menengah dan jenjang pendidikan tinggi. Kewajiban mengikuti jenjang pendidikan
ini sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang dasar tahun 1945 pada pasal

31 ayat 1 dan ayat 2. Pasal 31 ayat menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak

278 penduduk muslim yang menjadi mayoritas di Indonesia tidak lantas menjadikan Negara
ini bagian dari konsep negara teokratis. Negara dengan jumlah umat Islam terbesar dunia berkisar
88,22 persen dari 228.437.870 jiwa penduduk Indonesia.

278 Fuad Fachruddin, Agama dan Pendidikan Demokrasi (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 1.
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mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 2 menjelaskan setiap warga Negara wajib
mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah menanggung biayanya.?°

Di dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan
nasional dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.?®' Wujud dari UU no 20 tahun
2003 adalah upaya masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang demokratis
yang dibarengi dengan usaha secara sadar dan bebas dalam menentukan arah ke
depan. Masyarakat dengan haknya memiliki kebebasan dalam menentukan arah
merupakan bagian dari konsepsi demokrasi telepas apakah masyarakat tersebut
merupakan bagian dari masyarakat marginal.??

John Dewey?®* menjelaskan mengenai konsepsi demokrasi dalam pendidikan
bahwa pendidikan sejatinya menjadi manfaat bersama (social function) serta sebagai
alat membangun kedewasaan melalui partisipasi secara aktif dalam kehidupan
kelompok yang mereka jalani. Dalam konsep lain mengenai demokrasi dan media
masa yang merupakan sesuatu yang dianggap penting, James Curran®®
menyatakan bahwa peran demokrasi dalam suatu media memiliki keterkaitan

dengan diskursus tentang bagaimana suatu media diorganisir. Seperti halnya

280 Undang-Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 (Surabaya: Indah,
2009), 61. Lihat Ahmad Habibi Syahid, “Pemberdayaan Masyarakat Marginal di Perkotaan” Lembaran
Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 1, No. 2, 2015. 155-168.

281 Undang-undang Republik Inonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.3

282 Ahmad Habibi Syahid, “Pemberdayaan Masyarakat Marginal di Perkotaan”, 155-168.

283 John Dewey, Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education
(Delhi: Aakar Books, 2004), 87. Lebih lanjut Dewey menambahkan bahwa pendidikan pada dasarnya
akan menjadikan individu lebih bervariasi dengan kualitas hidup yang kompleks dalam satu
kelompok.

284 James Curran, “Mass Media and Democracy: A Reappraisal”, Mass Media and Society (New
York: Routledge, 1992), 82.
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pendidikan demokratis memiliki nilai untuk dapat terselenggara secara baik dan
terorganisir.

Masyarakat marginal merupakan bagian dari masyarakat Indonesia dan juga
memiliki hak yang sama atas pendidikan. Asas demokrasi seharusnya menjadi
tameng bagi mereka untuk dapat bebas menerima hak-hak sebagai warga negara
terutama dalam masalah pendidikan. Kecenderungan masyarakat marginal pada
pola kehidupan yang sederhana menjadikan mereka masuk dalam kategori
masyarakat pinggiran.?®

Pada dasarnya hak dan kewajiban pendidikan telah dijamin oleh undang-
undang, akan tetapi secara faktual bisa dilihat bahwa pendidikan di Indonesia belum
berjalan secara maksimal. Kehadiran lembaga LAKSITA sebagai suatu lembaga yang
bergerak di bidang pendidikan menjadi angin segar bagi masyarakat marginal.28
Rumah Belajar LAKSITA menghadirkan kegiatan pembelajaran berupa
pemberdayaan masyarakat salah satunya pelatihan bagi para remaja putus sekolah
berupa peningkatan life skill education. Kegiatan ini dilakukan sebagai cermin
membangun masyarakat yang berdaya ekonomi secara mandiri.

Artikel ini ditulis dalam rangka memberikan gambaran serta mengkaji secara
kritis tentang nilai-nilai demokrasi dalam dakwah literasi yang dilakukan oleh
lembaga LAKSITA sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi. Dakwah literasi
dimaknai sebagai kegiatan memberikan nilai-nilai positif dengan mengadakan
kegiatan pelatihan kepenulisan dan penerbitan hasil karya dari tulis para peserta
kelas menulis. Tentu para peserta yang dijadikan sebagai target pemberdayaan

adalah masyarakat sekitar yang keberadaannya dekat dengan lembaga LAKSITA.

285 Ahmad Habibi Syahid, “Pemberdayaan Masyarakat Marginal di Perkotaan”, 155-168.
286 Dalam tulisan ini yang dijadikan studi kasus adalah keberadaan Rumah Belajar LAKSITA
dan masyarakat marginal Ling. Tegal Jeruk Kec. Cipocok Kota Serang Prov. Banten.
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B. PEMBAHASAN
1. Demokrasi dan Konsepsi Demokrasi dalam Pendidikan
a. Demokrasi dalam Sudut Pandang Teoretis

Pengertian istilah demokrasi dapat digambarkan dalam perspektif
masyarakat demokratis. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang hidup
bersama, di mana setiap warga tanpa memandang latar belakang biologis dan sosial
memiliki martabat sebagai makhluk manusia yang bebas.?’

John Dewey?®® mendefiniskan demokrasi sebagai way of life. Dalam konteks
dunia diskursus mengenai demokrasi tidak dapat terlepas dari isu-isu globalisasi.
Seperti pernyataan Mustapha Kamal Pasha bahwa demokratisasi merupakan buah
dan konsekuensi dari globalisasi.?®® Senada dengan apa yang disampaikan oleh Andi
Faisal Bakti bahwa globalisasi merupakan dampak dari perkembangan sains dan
teknologi, terutama dalam bidang komunikasi.?® Oleh karenanya penjabaran
demokrasi sebagai jalan hidup adalah merupakan pilihan dari identitas warga
negara.

Pada dasarnya demokrasi diidentikkan dengan sebuah kekuasaan dan
bagaimana kekuasaan tersebut dikelola secara bersama. Sama halnya yang
dijelaskan oleh Amy Troolin bahwa demokrasi pada level dasar didefinisikan sebagai

sistem politik atau pemerintahan yang dikuasai oleh warga negara atau dikelola

287 Zamroni, Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi: Prakondisi menuju era Globalisasi
(Jakarta: PSAP, 2007), 48. Kedudukannya sebagai manusia bebas dalam perspektif demokrasi
melahirkan manusia dengan segala hak-haknya, khususnya hak untuk memiliki keyakinan dan
pendirian yang tidak bisa diubah secara paksa oleh siapapun juga.

288 John Dewey, Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education.
Lebih lanjut Dewey menambahkan bahwa demokrasi adalah pilar utama yang harus dijabarkan dan
dilaksanakan secara sistematis dalam suatu bentuk aturan sosial politik. Pernyataan Dewey di atas
menegaskan bahwa demokrasi bukan sekadar ide yang menyangkut bentuk pemerintahan,
melainkan suatu bentuk kehidupan bersama dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

289 Mustapha Kamal Pasha, “Predatory Globalization and Democracy in the Islamic World",
The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 581, Globalization and
Democracy (May, 2002), 121-132.

290 Andi Faisal Bakti, “Globalisasi: Dakwah Cerdas Era Globalisasi: antara Tantangan dan
Harapan”, Materi Seminar Nasional Sehari pada Fakultas Dakwah, UIN Raden Fatah Palembang, 8
Maret 2005.
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secara bersama serta mampu berperan aktif dalam menjalankan pemerintahan.?®’
Sedangkan menyangkut hal kekuasaan terdapat tiga prinsip yaitu pertama adanya
keseimbangan pembagian kekuasaan politik diantara berbagai kelompok yang ada
di masyarakat, kedua adanya keseimbangan hubungan kekuasaan antara
pemerintah dan masyarakat, dan ketiga adanya kekuasaan internasional yang
mempengaruhi suatu bangsa sehingga mendorong proses sebagaimana pada
prinsip a dan b.?% ketiga prinsip dalam konsep kekuasaan tersebut yang menjadi
fokus dari pendidikan demokratis, di mana masyarakat dapat berperan secara bebas
untuk menentukan arah pendidikan dan menerima hak dan kewajibannya sebagai
warga negara dalam hal pendidikan.

Dalam masyarakat demokratis lahir kesadaran bahwa kekuasaan akan aman
apabila berada di tangan rakyat sendiri.?>> Dari asumsi mengenai kekuasaan dan
tangan rakyat akan memunculkan kesadaran bahwa untuk mampu mengemban
amanah kekuasaan serta mampu menjalankan tugas-tugas dari kekuasaan akan
dapat dilaksanakan apabila memiliki kemampuan tertentu. Dalam hal ini, dapat
dikatakan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam perkembangan
demokrasi terutama di Indonesia, akan tetapi pada praktiknya pemerataan
pendidikan seakan menjadi pekerjaan rumah yang masih menjadi masalah dalam
setiap pemerintahan baru.

Banyaknya definisi mengenai demokrasi perlu didiskusikan agar bisa
dirumuskan definisi yang lebih komprehensif dan relevan dengan permasalahan
yang diangkat dalam makalah ini. Pendefinisian tentang demokrasi dapat dilihat dari
pernyataan Yose Ortega seorang pemikir politik seperti yang dikutip oleh Zamroni
bahwa pendidikan dan masyarakat merupakan wujud asli dan bayangannya, atau

dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah cerminan dari masyarakatnya. Lebih jelas

291 http://study.com/academy/lesson/what-is-democracy-definition-types-principles.html
accessed at 16 November 2015.

292 Zamroni, Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi: Prakondisi menuju era Globalisasi, 48.

293 Zamroni, Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi: Prakondisi menuju era Globalisasi, 49.
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dia menyatakan bahwa pendidikan jika diibaratkan sebuah sekolah maka jika

masyarakat rusak maka rusak pula sekolah tersebut.2%

b. Konsepsi Demokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat

Berbicara mengenai diskursus tentang demokrasi dan relevansinya dengan
pendidikan berarti berbicara bagaimana pendidikan diselenggarakan dengan tujuan
mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tertera dalam pembukaan undang-
undang dasar 1945, bahwa pendidikan adalah hak setiap bangsa dan dengan tujuan
mencerdaskan kehidupan bangsa. Lain hal bahwa pendidikan merupakan
representasi dari solusi yang diberikan oleh Allah kepada manusia agar memiliki
kedudukan yang tinggi tidak hanya dari sisi ketuhanan akan tetapi dari sisi manusia.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi:
lgztiil Jus 135 2] &l aiud] lg2idls pullzal (o lg2iuas »X] s 13) gl guadl 3
33 oslasd ay dllls 0635 alsll Isdsl guills a3 lstal guill DI b3 lo3ulls

Penjabaran dari ayat ini adalah bagaimana nilai iman dan usaha manusia untuk
menuntut ilmu akan berbalas kebaikan berupa ditempatkannya manusia di dalam
kedudukan yang tinggi. Kata yarfa’ yang berarti mengangkat memiliki arti sempit
yaitu meninggikan atau menempatkan di tempat yang tinggi atau di kedudukan
yang tinggi.

John Dewey dalam bukunya Democracy and Education menjelaskan bahwa
pendidikan dianggap sebagai kebutuhan hidup,?®® fungsi sosial,>*® petunjuk,?®’ dan
pertumbuhan.?® Pernyataan Dewey mengenai pendidikan tersebut akhirnya
dituangkan dalam pembahasan yang berbeda-beda sebagai suatu konsepsi

demokrasi dalam pendidikan.

2%4 Zamroni, Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi: Prakondisi menuju era Globalisasi, 75.
2% John Dewey, Democracy and Education, h. 1

2% Ibid, h. 11.

297 Ibid, h. 26.

2% |bid, h. 45.
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John Dewey mengatakan bahwa perbedaan antara kehidupan dengan
sesuatu yang dikatakan benda mati adalah terjadinya proses pembaharuan.?®
Pembaharuan diibaratkan seperti sebuah batu yang tidak melakukan perlawanan
ketika diberikan tempaan ataupun pukulan. Ketika batu tersebut ditempa tetap akan
menjadi sebuah batu. Berbeda dengan manusia yang dalam konteks masyarakat
demokrasi harus mengalami proses pembaharuan. Proses pembaharuan dalam
konteks kebutuhan hidup berarti adanya alat atau cara untuk mampu melakukan
sebuah pembaharuan. Pendidikan yang dikatakan Dewey sebagai kebutuhan hidup
yang memliki tujuan akhir adalah sebagai alat pembaharu.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya bagian dari penyelenggaraan
pendidikan non-formal. Kegiatan ini didasarkan pada pelatihan dan pendampingan
terutama dalam memberikan bekal materi life skill education. Sehingga kegiatan
pemberdayaan dipusatkan pada pembekalan keterampilan yang akan digunakan
dalam mensejahterakan hidup atau jika disitilahkan menggunakan teori Dewey
adalah bertujuan untuk dapat melakukan proses pembaharuan. Selain itu,
pemberdayaan masyarakat dengan nilai-nilai pendidikan dan juga sarat akan nilai-

1390 atau

nilai dakwah yang sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan sosia
juga sebagai fungsi sosial. Amar ma’ruf yang terkandung dalam nilai-nilai dakwah
Islam juga terkandung dalam pemberdayaan masyarakat. Karena hal itu juga
mencerminkan  pada kegiatan menyeru kepada kebaikan. Sehingga
memberdayakan masyarakat artinya mambantu menyejahterakan masyarakat.

Dari data statistik tingkat provinsi dan kabupaten menunjukkan bahwa
terdapat kelompok anak-anak tertentu yang terkena dampak paling rentan yang

sebagian besar berasal dari keluarga miskin sehingga tidak mampu melanjutkan

pendidikan ke jenjang selanjutnya. Anak-anak yang berasal dari keluarga kurang

2% Ibid, h. 1

300 pendefinisian tentang kesejahteraan sosial tertuang dalam undang-undang nomor 11
tahun 2009 bahwa kesejahteraan sosial adalah upaya untuk mampu menghadirkan kondisi yang
terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan
mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
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mampu, memiliki kemungkinan putus sekolah empat kali lebih besar daripada
mereka yang berasal dari keluarga berkecukupan. Untuk data statistik geografis,
tingkat putus sekolah anak SD di kampung 3:1 dibandingkan dengan di daerah
perkotaan. Hal tersebut terjadi karena dipicu oleh faktor kekurangan tenaga
pengajar untuk daerah terpencil dan tergolong berpenghasilan rendah. Tingkat
putus sekolah anak di kampung dapat mencapai 3% jika dibandingkan dengan anak
di perkotaan. Keadaan seperti ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam
pemerataan pendidikan di Indonesia.>"!

Kebanyakan dari masyarakat yang putus sekolah adalah disebabkan karena
faktor ekonomi dan lingkungan. Faktor ekonomi disebabkan karena masyarakat
tidak mampu membiayai pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Biasanya
anak yang putus sekolah akibat orang tuanya tidak mampu membiayai sekolah
terjadi pada transisi ketika anak tamat SD menuju tingkat SMP. Akibatnya anak-anak
yang putus sekolah ini memilih menjadi pengamen, pengemis, main-main yang
tidak jelas arah perkembangannya. Menurut Retno Listyarti, 2% merujuk data FSGI
angka anak putus sekolah terutama terjadi pada anak perempuan di usia 7,7 tahun
atau anak yang sudah menginjak bangku SD ke SMP dan hal ini hampir terjadi di
sebagian besar provinsi, terutama di daerah tertinggal. Adapun, untuk anak putus
sekolah khusus laki-laki di usia 8,1 tahun saat menginjak SMP. Sehingga bisa
dikatakan bahwa keadaan status ekonomi keluarga miskin cenderung akan
menimbulkan berbagai masalah yang berkaitan dengan pembiayaan hidup anak,
khususnya dalam pendidikan anak, sehingga anak sering dilibatkan untuk

membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga merasa terbebani

301 Mujtahidien dalam workshop pendidikan gratis, di Jakarta, Selasa (23/6/2015). Baca
http://kabar24.bisnis.com/read/20150623/255/446327 /unicef-25-juta-anak-indonesia-putus-
sekolah-

302 Sekretaris Jendral Federasi Serikat Guru Indonesia. Baca
http://news.okezone.com/read/2015/08/17/65/1197407/70-tahun-ri-merdeka-anak-putus-sekolah-
masih-tinggi
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dengan masalah ekonomi ini sehingga mengganggu kegiatan belajar dan kesulitan
mengikuti pelajaran

Masalah putus sekolah sebagaimana data di atas juga dialami di daerah
kecamatan Cipocok, khususnya di kampung (Link) tegal jeruk serang. Lokasi
kampung tegal jeruk Kecamatan Cipocok Serang sebenarnya tidak begitu jauh dari
wilayah Kota Serang. Jarak kampung ini hanya sekitar 2 km berdekatan dengan
kantor walikota Serang. Namun berdasarkan data dari kelurahan setempat diketahui
bahwa mayoritas penduduk di kampung ini tergolong ekonomi miskin. Mayoritas
penduduk bekerja sebagai buruh kasar. Sebagian penduduk kampung ini menjalani
profesi sebagai kuli bangunan, sopir angkot, pedagang asongan, karyawan pabrik,
dan sebagian ada yang bertani. Keadaan ekonomi yang dialami penduduk kampung
ini sedikit banyak mempengaruhi tingkat kepedulian untuk menyekolahkan anak
mereka kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kebanyakan orang tua lebih sibuk
mengurusi beban kebutuhan hidup dan kurang memperdulikan kebutuhan
pendidikan anak. Bahkan tidak jarang anak-anak ikut membantu orang tuanya
mencari tambahan ekonomi keluarga.3%

Kondisi demikian mengakibatkan minimnya kesadaran dari orang tua untuk
menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan
pre-riset ditemukan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran orang
tua terhadap pendidikan anaknya. Beberapa faktor tersebut adalah pertama, stigma
masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan itu mahal, kedua, pesimisme
masyarakat terhadap anak sekolah yang dianggap tidak mampu memperoleh

pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan sekolahnya. Ketiga, rendahnya jenjang

303 Data diambil dari hasil FGD dengan lembaga LAKSITA dan tokoh masyarakat
kampung/lingkungan tegal jeruk. Lihat Ahmad Habibi Syahid, "Pemberdayaan Masyarakat Marginal
di Perkotaan, 155-168.
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penidikan yang dimiliki menjadikannya tidak terbuka dengan pengaruh positif yang
dihasilkan oleh pendidikan.3%

Kemudian dilihat dari faktor lingkungan. Berdasarkan pre-riset masih
dijumpai masyarakat yang belum memiliki kesadaran kolektif tentang bagaimana
cara mendidik anak yang baik. Masyarakat menyekolahkan anaknya ke sekolah
hanya sekadar mengikuti kebiasaan teman-temannya. Anak-anak tidak diperhatikan
bagaimana perkembangan pendidikannya, prestasi apa yang dicapai, dan
kebutuhan apa yang perlu dilengkapi untuk pendidikan anak-anaknya. Lingkungan
merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar anak baik berupa benda-benda,
peristiwa-peristiwa, yang terjadi, maupun kondisi masyarakat lingkungan di mana
proses pendidikan berlangsung dan lingkungan di mana anak-anak bergaul setiap
hari. Menurut Sartain (ahli psikologi Amerika), sebagaimana dikutip M.Ngalim
Purwanto dalam bukunya yang berjudul /lmu Pendidikan Teoretis dan Praktis, yang
dimaksud dengan lingkungan (environment) meliputi kondisi dan alam dunia ini
yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan,
perkembangan atau life processes.3%

Kemudian jika dilihat dari lokasi, kampung ini seharusnya sudah maju dalam
pendidikan masyarakatnya. Letak geografis kampung yang dekat dengan kantor
wali kota Serang, dan juga dekat dengan lembaga pendidikan terkenal seperti UIN
dan UNTIRTA selayaknya menggugah masyarakat untuk meningkatkan kesadaran
dalam menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Bukan sebaliknya
menjadikan masyarakat jauh dari pendidikan. Namun jika ditelaah lebih mendalam,
mengapa ada ketimpangan pendidikan dengan dasa lain yang bertetanggaan
dengan kampung ini. Kemudian jika ditelaah lagi bagaimana peran pemerintah,

dalam hal ini wali kota, kelurahan, dan kecamatan melihat kondisi pendidikan

304 Data diambil dari hasil FGD dengan lembaga LAKSITA dan tokoh masyarakat
kampung/lingkungan tegal jeruk. Lihat Ahmad Habibi Syahid, “Pemberdayaan Masyarakat Marginal
di Perkotaan, 155-168.

305 M.Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teorotis dan Praktis, (Bandung: Remaja Rosdakarya)
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kampung ini. Apakah selama ini pemerintah tidak melihat fakta ketertinggalan

pendidikan anak-anak di kampung ini.

2. Upaya Masyarakat marginal dalam Memperoleh Pendidikan

Upaya masyarakat marginal dalam memperoleh pendidikan yang layak
sebagai landasan dari kehidupan yang demokratis adalah mampu bersinergi dengan
lembaga-lembaga yang memiliki tanggungjawab perihal pemerataan pendidikan
salah satunya juga lembaga-lembaga pendidikan non-formal yang menawarkan
pendidikan dengan kurikulum pelatihan life skill education.

Berdasarkan pada pengamatan yang dilakukan oleh penulis bahwa kondisi
masyarakat marginal cenderung masih tertinggal baik secara ekonomi, pekerjaan,
dan pendidikan. Masyarakat di kampung tegal jeruk ini belum mampu menciptakan
kondisi ekonomi yang mapan. Mayoritas masyarakat hanya mengandalkan
tenaganya dalam mencari sumber-sumber ekonomi dalam mencukupi
penghidupannya. Masyarakat kampung ini belum mampu menciptakan peluang
sendiri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Faktor rendahnya pendidikan
menjadi penyebab utama kondisi tersebut.

Hal demikian mengakibatkan anak-anak mengikuti pola dari orang tuanya.
Faktor orang tua yang tidak memperdulikan pendidikan pada akhirnya
menyebabkan anak-anak kurang berminat melanjutkan sekolah ke jenjang yang
lebih tinggi. Anak-anak tidak memiliki tujuan dan arah yang jelas mau kemana
setelah lulus sekolah dasar. Kemudian juga bagi yang sudah menyelesaikan SMP
atau SMA belum mampu menjangkau pekerjaan yang memadai. Dan alas an ini yang
membuat anak-anak kurang berminat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih
tinggi. Ditambah stigma dari orang tua bahwa sekolah mahal, setelah lulus masih
sulit mencari pekerjaan dan akan membebani orang tua.

Stigma-stigma yang menghantui masyarakat marginal terutama para orang

tua mulai terkikis manakala mereka mampu bersinergi dengan program-program
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yang dicanangkan oleh pemerintah ataupun lembaga yang mewakili pemerintah
dalam meningkatkan kualitas keberdayaan mereka di dalam era modern. Salah satu
sinergitas mereka adalah berpartisipasi serta berperan aktif dalam kegiatan
pemberdayaan masyarakat sebagai jalur alternatif dalam menyuguhkan pendidikan
non-formal dengan berbasis pendidikan dan pelatihan life skill education.

Deskripsi tentang sinergitas masyarakat dan ikut membantu dalam
pembangunan demokrasi di negara ini sesuai dengan yang tertuang dalam undang-
undang dasar tahun 1945 pada pasal 31 ayat 1 dan ayat 2. Pasal 31 ayat 1
menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal
31 ayat 2 menjelaskan setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah menanggung biayanya.3® Di dalam undang-undang nomor 20 tahun
2003 tentang sistem pendidikan nasional dijelaska bahwa Pendidikan adalah usaha
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan

negara.3%’

3. Reaksi Masyarakat marginal terhadap Isu Demokrasi

Pada dasarnya reaksi masyarakat marginal terhadap demokratisasi
pendidikan dianggap sebagai angin segar bagi mereka. Demokrasi yang salah satu
cirinya adalah desentralisasi sebagai tujuan pemerataan dan kesetaraan kehidupan
warga negara.

Edy Suharto pernah menjelaskan tentang desentralisasi. Desentralisasi

sesungguhnya membawa angin segar bagi tumbuhnya demokrasi dan partisipasi

306 Undang-Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 (Surabaya: Indah,
2009), 61.

307 Undang-undang Republik Inonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 3.
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warga dalam segenap aktivitas pembangunan yang pada gilirannya dapat
meningkatkan kesetaraan antar golongan, memperluas keadilan sosial dan
memperbaiki kualitas kehidupan rakyat banyak. Konsep tentang demokrasi
representatif dan partisipatoris, misalnya, lebih mudah diterapkan di tingkat
pemerintahan daerah, karena skala kedaerahan dan kedekatannya dengan
komunitas lokal. Namun dalam kenyataannya, suara-suara yang terdengar dari
realisasi desentralisasi itu seringkali tidak terlalu memuaskan. Umumnya,
argumentasi pesimis menyatakan bahwa desentralisasi hanya memperkuat elit-elit
lokal, menyuburkan primordialisme, ‘men-daerahkan KKN' dan 'meng-KKN-kan
daerah’. Bahkan argumentasi yang lebih pesimis lagi menyatakan bahwa
desentralisasi menyulut disintegrasi bangsa.3%®

Bagi masyarakat marginal, desentralsasi sebagai suatu solusi untuk mereka
mampu bersinergi dengan pemerintahan ataupun lembaga yang mewakili
pemerintahan. Pemberdayaan masyarakat yang juga dilakukan oleh beberapa dinas
seperti dinas pendidikan ataupun dinas sosial atau lembaga yang mewakili
pemerintahan seperti pusat pengabdian kepada masyarakat, lembaga pendidikan
non-formal menjadi solusi sebagai tanggungjawab bersama dan tidak
membebankan ke salah satu pihak untuk menyelenggarakan pendidikan.

Reaksi yang keluar dari masyarakat marginal terkait dengan isu-isu demokrasi
sebenarnya bagi mereka tidak terlalu penting. Salah satu tokoh masyarakat di
kampung tegal jeruk menyatakan bahwa kondisi ekonomi mereka yang rendah
menjadikan mereka sulit untuk mengutamakan pendidikan. Bekerja adalah satu-
satunya jalan agar perekonomian keluarga mereka tetap berjalan. Mereka tetap bisa
menikmati sarapan atau sekadar minum kopi di pagi hari. Namun pentingnya
pendidikan juga mereka sadari sebagai sesuatu yang utama. Harapan mereka adalah

bagaimana anak-anak mereka mampu mengenyam pendidikan yang layak

308 Edi Suharto, Ph.D dalam http://www.policy.hu accessed at 10 November 2015.
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walaupun hanya sekedar pendidikan non-formal dengan berbasis keterampilan.
Sehingga mereka mampu untuk berdayaguna di kemudian hari.3%

Salah seorang warga juga mengatakan bahwa lapangan kerja juga menjadi
kendala terhadap lemahnya perekonomian mereka. Dia bercerita anaknya adalah
lulusan dari sekolah menengah kejuruan jurusan komputer. Dengan bermodalkan
ijjazah SMK anaknya berniat mengajukan lamaran pekerjaan, akan tetapi sekian
lembar lamaran diajukan pekerjaan tak kunjung dia dapat. Pada akhirnya warga
tersebut merasa bingung dengan kondisi yang berlangsung. Kewajiban anaknya
dalam menuntut ilmu sudah dijalankan, akan tetapi tanggungjawab pemerintah
terhadap penyediaan lapang kerja justru belum memadai.?'® Hal ini juga yang
menjadi alasan bagi warga terutama masyarakat marginal di kampung tegal
pesimistis dengan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Namun hal tersebut
tidak lantas menjadikan mereka tidak mengutamakan sekolah. Pemberdayaan
masyarakat yang mereka ikuti berupa pelatihan keterampilan dan mengoptimalkan
potensi diri menjadi lapangan pekerjaan yang dapat mereka buat dan
selenggarakan secara mandiri.

John Dewey sebagai bapak pendidikan modern menjelaskan bahwa akhirnya
pendidikan menjadi solusi sebagai masalah sosial yang muncul dalam perspektif
kelokalan. Dewey menegaskan bahwa pendidikan sebagai alat untuk meningkatkan
dan menumbuhkan segala segi kehidupan baik, ekonomi, soft skill, dan juga mampu

menyelenggarakan lapangan kerja secara mandiri.3"’

309 Wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan
pendidikan dan pelatihan di Rumah Belajar LAKSITA. Wawancara dilakukan pada saat melakukan FGD
(Focus Group Discussion) bersama masyarakat kampung tegal jeruk di Rumah Belajar LAKSITA pada
tanggal 26 September 2015.

310 wWawancara dengan salah satu warga kampung tegal jeruk yang salah satu anaknya ikut
berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan di Rumah Belajar LAKSITA. Wawancara
dilakukan pada saat melakukan FGD (Focus Group Discussion) bersama masyarakat kampung tegal
jeruk di Rumah Belajar LAKSITA pada tanggal 26 September 2015.

311 John Dewey, Democracy and Education, 45.
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4. Sikap Masyarakat marginal terhadap Konsepsi Demokrasi dalam
Pendidikan

Sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat marginal dalam konsepsi demokrasi
dalam pendidikan adalah mau bersinergi dengan program-program yang dibuat
oleh negara baik pada tataran pemerintah ataupun lembaga-lembaga non
pemerintah yang mewakili keberadaan pemerintah.

Ada dua poin yang menjadi ciri dari demokrasi yang ideal. Pertama bahwa
demokrasi tidak selalu berkaitan dengan keadaan sesuatu yang selalu menjadi
perhatian akan tetapi kepercayaan yang besar terhadap sesuatu yang menjadi ciri
utama dari demokrasi yang ideal serta pengakuan dan kerja keras secara bersama
yang dijadikan sebagai faktor dari kontrol sosial. Kedua adalah interaksi yang buruk
yang terjadi dalam kelompok sosial tertentu. Membeda-bedakan strata sosial.
Kelompok satu berusaha mengisolasi kelompok lain. Kesetaraan akhirnya menjadi
salah satu ciri dari demokrasi yang ideal.3'?

Masyarakat pada dasarnya memiliki keinginan dan potensi besar untuk
berdayaguna melalui kesetaraan pendidikan. Yang menjadi masalahnya adalah
bagaimana sinergitas akan terbangun ketika desentralisasi tidak berjalan sesuai
yang diharapkan. Harapan besar tersebut menjadi awal sikap masyarakat transisi
kota di kampung tegal jeruk sebagai cahaya terang yang kedatangannya selalu
dinantikan.

Selain kehendak masyarakat marginal terhadap konsepsi demokrasi dalam
pendidkan. Banyak tradisi lokal yang juga mengarah kepada pendidikan dan
pemberdayaan seperti, pengajian rutin dilakukan satu minggu sekali. Hal ini dapat
dijadikan momentum untuk menyerap masyarakat secara optimal dalam
berpartisipasi melaksanakan pendidikan. Pengajian tidak lagi harus cenderung ke
arah aktivitas dakwah melalui ceramah. Lebih jauh lagi pengajian juga bisa diisi

dengan kegiatan pelatihan yang memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat.

312 John Dewey, Democracy and Education, 93.
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Salah satu contoh adalah pemberdayaan ekonomi berbasis majelis taklim dan

lainnya.

C. METODE DAN KONSEP-KONSEP METODOLOGIS

Pendidikan digunakan sebagai alat sosialisasi dan transformasi nila-nilai
demokrasi maka pendidikan harus bersikap demokratis terlebih dahulu. Mustahil
tujuan pendidikan demokrasi tercapai apabila institusi dan variable yang berada di
dalamnya tidak demokratis terlebih dahulu. Demokrasi tersebut menjadi suatu hal
yang memiliki kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan pendidikan. Oleh
karena itu, fenomena demokrasi menjadi faktor yang diperhitungkan dan
dipertimbangkan dalam pendidikan. Relevansi keduanya sangat berkaitan terutama
hubungannya dengan nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam penyelenggaraan
pendidikan baik secara formal ataupun non-formal.

Oleh karena itu ke depan diperlukan konsep pendidikan demokratis,
pendidikan haruslah dengan menghargai hak-hak manusia (humanis) atau dengan
kata lain pendidikan yang manusiawi, karena pendidikan yang manusiawi
merupakan cara untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, sehingga ia menjadi
semacam pendidikan alternatif dengan pola pendidikan berdasar kurikulum yang
bersifat desentralistik.

1. Nilai Demokrasi dalam Bingkai Ajaran Islam

Ajaran Islam bersumber pada apa yang diturunkan oleh Allah kepada
manusia yaitu al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan kepada umat manusia sebagai
pedoman bagi keberlangsungan hidup manusia. Kaitannya dengan pendidikan
bahwa salah satu dari ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an adalah perintah
kepada kebaikan. Pendidikan memilik tujuan untuk mampu mencerdaskan
kehidupan bangsa berarti terkandung di dalamnya nilai-nilai amar ma'ruf.

Berdasarkan inilah ada yang berpendapat bahwa aktivitas pendidikan atau

dalam konteks yang lebih sempit pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan
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mengajak kepada kebaikan. Hal ini yang menjelaskan bahwa dalam konteks
pemberdayaan masyarakat terdapat nilai-nilai dakwah Islam yang terkandung di
dalamnya. Karena pada dasarnya dakwah adalah bentuk seruan kepada kebaikan
dengan landasan ajaran-ajaran Islam yang termaktub dalam al-Qur'an. Walaupun
dakwah masih sering diidentikkan dengan aktivitas ceramah atau pengajian di
masjid-masjid atau majlis taklim.

Azyumardi Azra, menyatakan bahwa dakwah adalah usaha mewujudkan iman
dan Islam. Usaha untuk mewujudkan iman dan Islam dapat dapat dilakukan dengan
berbagai pendekatan beberapa diantaranya melalui komunikasi, penanaman nilai-
nilai dan kontrol sosial yaitu seruan kepada kebaikan dan larangan kepada
keburukan, keteladanan perilaku, serta melalui pergerakan dengan menciptakan
lembaga atau organisasi sebagai wadah bersama yang akan menghimpun dan
memobilisasi kekuatan Islam untuk keperluan dakwah.?’® Beberapa pendekatan di
atas sebagai usaha mewujudkan iman dan Islam sebagai pendefinisian mengenai
dakwah hampir sering tertuang dalam aktivitas pendidikan atau pemberdayaan.
Seperti yang dipaparkan oleh John Dewey pendidikan bisa menjadi kontrol sosial,
juga bisa menjadi alat untuk melakukan proses pertumbuhan dan lain sebagainya.3™

Salah satu firman Allah yang menjelaskan keberadaan manusia dan
kedudukan manusia yang berhubungan dengan nilai-nilai demokrasi dan
pendidikan diantaranya yaitu:

Q.S. Al-lIsra’ ayat 70 yang berbunyi:
28 e pbliliass OBl e 251835 p3alls 1l (o pbliless p3T (i W3S 3813

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di

daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan

313 Azyumardi Azra, “Kata Pengantar-1", dalam llyas Ismail, Paradigma Dakwah Sayyid Quthub:
Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah, . xxvii.
314 John Dewey, Democracy and Education, 11.
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mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah
Kami ciptakan.”

Q.S. Al-Bagarah ayat 30 yang berbunyi:

Lo,

Hlatuys lgus duud) 5o Lus Jazdl 16116 "aauls o5l b Jels ] &iMal) &5 JI6 31
595185 ¥ o alel (W1 JB "2l Guidls Juasy &l 305 zlodl]

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku
hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa
Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat
kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih
dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya

Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

D. KESIMPULAN

Solusi untuk membangun pendidikan demokratis melalui pemberdayaan
masyarakat marginal adalah dengan prinsip lokalitas. Tingkat penerimaan
masyarakat marginal terhadap pendidikan demokratis sebagai upaya untuk
menyejahterakan kehidupan sosial dengan melakukan pendekatan secara lokal.
Kedekatan lokal akan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pendidikan
demokratis.

Ada dua poin penting yang menyangkut relavansi nilai-nilai demokrasi dalam
penyelenggaraan pendidikan yaitu kebersamaan dan kesetaraan. Dua poin tersebut
yang seharusnya juga mampu diaplikasikan dalam penyelenggaraan pendidikan.
Faktanya pendidikan secara formal mungkin tidak dapat diselenggarakan secara
optimal dengan berlandaskan kesetaraan atau pemerataan bagi setiap warga
negara, akan tetapi pendidikan dengna berbasis pada kurikulum pelatihan dan
pemberdayaan masyarakat dapat terselenggara dengan sangat baik dengan

memegang prinsip kebersamaan. Adanya sinergitas antara pemerintah atau
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lembaga yang mewakili pemerintah dengan masyarakat sebagai pemegang
kedaulatan dalam system pemerintah yang demokrasi.

Potensi lokal baik muncul pada potensi sumber daya manusia ataupun
potensi pada sumber daya alam harus dapat diberdayakan serta difungsikan secara
optimal. Tujuannya adalah untuk mampu mengurai permasalahan yang muncul di
masyarakat baik macalah ekonomi ataupun lainnya. Pemecahan terhadap
permasalahan yang terjadi menjadi langkah awal untuk mengoptimalkan potensi-
potensi yang ada serta pengaplikasian potensi tersebut dalam penyelenggaraan

pendidikan bagi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan sosial.
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Abstrak

Novel Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El Shirazy bercerita
tentang seorang pemuda Indonesia bernama Fahri bin Abdillah yang
menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Fahri
kemudian jatuh hati pada seorang perempuan keturunan Jerman dan
Turki bernama Aisha Greimas. Yang menarik dari novel ini adalah
penggambaran karakter Fahri yang sangat sempurna. Fahri digambarkan
sebagai seorang pemuda yang shaleh, tampan, cerdas, dan pekerja keras.
Inilah yang kemudian membuat Fahri menjadi karakter yang berhasil
memikat hati para perempuan. Habiburrahman El Shirazy dikenal sebagai
salah satu penulis muslim terbaik di Indonesia yang membawa isu
perempuan dalam beberapa karyanya. Beberapa karakter perempuan
dalam karya Habiburrahman El Shirazy, khususnya dalam novel Ayat-Ayat
Cinta selalu digambarkan jatuh hati pada tokoh utama laki-laki, yaitu
Fahri. Dalam kebanyakan novel yang menyinggung isu perempuan, sosok
perempuan yang terdomestifikasi adalah perempuan yang memiliki
karakter submissive. Hal ini berbeda dengan karakter perempuan dalam
novel Ayat-Ayat Cinta adalah perempuan yang berpendidikan dan
memiliki karakter yang kuat seperti Aisha, Maria dan Nurul. Penelitian ini
menggunakan metode pemaparan deskriptif analitis untuk dapat
menjelaskan pelemahan posisi perempuan dalam novel ini. Penulis
menggunakan teori Feminist Disabilitydari Rosemarie Garland-Thomson
untuk meneliti hubungan antar karakter Fahri, Aisha, Maria dan Nurul.
Teori ini berfokus kepada marginalisasi perempuan dari berbagai struktur
seperti sosial, pemerintah, keluarga dan masyarakat. Marginalisasi
tersebut kemudian juga akan berdampak pada pelemahan posisi
perempuan seperti yang dialami oleh karakter Aisha, Maria, dan Nurul
dalam novel Ayat-Ayat Cinta.

Kata Kunci: Novel, Ayat-Ayat Cinta, Pelemahan, Posisi Perempuan,

Feminist Disability.
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Abstract

Ayat-Ayat Cinta which is written by Habiburrahman El Shirazy
tells about an Indonesian student named Fahri bin Abdillah who are
pursuing education in Al-Azhar University, Cairo, Egypt. Fahri falls in love
to a German-Turkey woman named Aisha Greimas. What makes this
novel interesting is the perfect character of Fahri. Fahri is described as a
shaleh, handsome, smart, and hard-working man. In this novel, Fahri has
successfully made many women attracted to him. Habiburrahman El
Shirazy is a well-known Indonesian moslem author who tells about
woman in some of his books. Some of women character in his novel,
especially in Ayat-Ayat Cinta novel, are described to attracted to the male
main character, Fahri. In most of novels that tells about women, the
women character often described as the marginal and submissive.
However, in Ayat-Ayat Cinta novel, the women described as an educated
and strong character like Aisha, Maria, and Nurul. This research uses
descriptive analytic method to be able to explain the impairment of
women position in the novel. The authors use Feminist Disabilitytheory
from Rosemarie Garland-Thomson to analyze the relations in the
character of Fahri, Aisha, Maria, and Nurul. This theory focuses on the
marginalization of women in various structure such as social,
government, family, and society. The marginalization will also influence
the impairment of women position like what Aisha, Maria, and Nurul has
experienced in Ayat-Ayat Cinta Novel.

Keywords: Novel, Ayat-Ayat Cinta, Impairment, Women Position,

Feminist Disability.

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Perempuan dalam banyak hal masih sering dianggap sebagai kelas kedua. Hal
ini tidak hanya tercermin dalam kehidupan nyata, tetapi juga dalam penggambaran
dalam karya sastra. Penggambaran perempuan dalam karya sastra sedikit banyak
berperan dalam menyebarkan pandangan bahwa menjadi hal yang wajar bagi
perempuan untuk memiliki karakter submissive, lemah lembut, perasa dan harus

selalu tampil anggun. Pada kenyataannya, penggambaran perempuan yang seperti
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itu adalah bagian dari konstruksi sosial mengenai penggambaran gender laki-laki
dan perempuan. Sally A. Lloyd, April L. Few, dan Katherine R. Allendalam tulisannya
yang berjudul Reclaiming Feminist Theory, Method, and Praxis for Family Studies
menyebutkan bahwa teori gender sebenarnya adalah konstruksi sosial yang secara
bersamaan menguji analisis ideologi dan material 3"

Dalam kebanyakan novel yang menggunakan karakter perempuan, sosok
perempuan dalam cerita biasanya digambarkan sebagai karakter submissive karena
dianggap akan lebih menarik menggunakan karakter wanita submissive dibanding
karakter wanita yang kuat. Namun trend karakter wanita submissive perlahan mulai
berganti dan tidak lagi digemari. Salah satu karya sastra yang memiliki peran dalam
merubah karakter perempuan dalam novel adalah Habiburrahman El Shirazy dengan
novel Ayat-Ayat Cinta. Habiburrahman El Shirazy yang dikenal juga dengan sapaan
Kang Abik adalah salah satu penulis novel islami yang membawa trend baru dalam
mengisahkan tentang dunia islam. Novel Ayat-Ayat Cinta adalah salah satu pelopor
dari novel islami yang membawa karakter perempuan hebat sebagai tokoh
utamanya. Setelah diangkat dalam layar lebar, Ayat-Ayat Cinta kemudian
menginspirasi beberapa karya yang juga menggunakan karakter perempuan yang
hebat sebagai karakter utamanya, seperti Perempuan Berkalung Sorban, 99 Cahaya
di Langit Eropa, hingga Surga yang Tak Dirindukan. Penggambaran karakter Aisha,
Maria, Noura dan Nurul dianggap sebagai representasi dari gambaran perempuan
muslimah yang cerdas dan sukses. Meskipun begitu, dalam perjalanannya, karakter-
karakter perempuan tersebut perlahan mengalami pelemahan karakter karena
terlibat kisah romantisme dengan tokoh utama yaitu Fahri. Dalam penelitian ini,

penulis berusaha menganalisis pelemahan karakter perempuan dalam novel Ayat-

3153Sally A. Llyod, et. al., Reclaiming Feminist Theory, Method, and Praxis for Family Studies,
Handbook of Feminist Family Studies, 2009.



194| Proceeding Graduate Forum 2018 ISSN: 2598-0548

Ayat Cinta menggunakan teori Feminist Disability Theory dari Rosemarie Garland-

Thomson.3'®

2. Pertanyaan Penelitian
Dari latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis di atas, dapat
diformulasikan masalah sebagai berikut:

Bagaimana pelemahan perempuan ditunjukkan dalam novel Ayat-Ayat Cinta?

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif
karena metode penelitian kualitatif sangat cocok untuk memahami kompleksitas isi
novel, untuk meneliti fenomena sosial yang tidak dapat diteliti menggunakan
penelitian kuantitatif, dan untuk meneliti suatu isu secara lebih mendalam. Selain itu,
pengertian metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada
deskriptif analitis. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif analitis adalah bahwa
data yang digunakan bersifat data deskriptif yang umumnya berbentuk kata-kata
dan gambar-gambar, lisan maupun tertulis, serta nantinya akan di analisis
menggunakan teori yang sesuai.>'’ Dengan kata lain, metode penelitian kualitatif
didasarkan dengan adanya penjelasan serta analisis terhadap suatu masalah
sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan dan juga selanjutnya akan disusun
pembahasan secara sistematis sehingga permasalahan tersebut lebih mudah
dipahami dan menemui titik kejelasan. Sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dengan menggunakan studi pustaka dengan mengumpulkan
data-data sekunder, berupa buku, jurnal-jurnalilmiah termasuk jurnal elektronik,

baik jurnal domestik maupun jurnal internasional, dan artikel berita internasional

316 Rosemarie Garland-Thomson, Integrating Disability, Transforming Feminist Theory. NWSA
Journal, Vol. 14, No. 3, Feminist Disability Studies (Autumn 2002).

317 Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis, Yogyakarta: Suaka
Media, 2015, 8.
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dari media dalam negeri dan internasional yang terpercaya dan terkait dengan

permasalahan dalam penelitian ini.

4. Kerangka Teori

Untuk menganalisis isu pelemahan posisi perempuan dalam novel ini penulis
menggunakan teori Feminist Disability. Teori ini digagas oleh Rosemarie Garland-
Thomson. Garland-Tomson berfokus kepada empat "domain" dari teori feminis
yaitu tubuh, representasi, identitas, dan aktivisme.3'®Teori ini tidak hanya
mengaitkan tubuh dan wanita, tetapi teori ini memiliki makna semantik yang
menunjukkan bahwa wanita dengan segala kesempurnaannya akan kalah apabila
dibandingkan dengan pria atau disandingkan dengan pria. Wanita didomestifikasi
meskipun memiliki background, skill, dan pendidikan yang mumpuni. Teori ini juga
menunjukkan bahwa posisi yang didapatkan oleh wanita tidaklah berasal dari
kodratnya sebagai manusia, tetapi karena konstruksi sosial.

Teori ini sangat relevan untuk menguji pelemahan karakter perempuan dalam
novel Ayat-Ayat Cinta karena karakter-karakter yang ditunjukkan dalam novel ini
menggambarkan perempuan-perempuan yang hebat, cerdas, dan mumpuni dalam
bidangnya. Namun, saat mereka berjumpa dengan tokoh laki-laki utama, mereka
kehilangan idealisme mereka sebagai perempuan dan ditunjukkan mengalami posisi

“lumpuh” dalam makna semiotika atau makna konotasi.

B. PELEMAHAN KARAKTER PEREMPUAN DALAM NOVEL AYAT-AYAT
CINTA

Teori disabilitas feminis menjelaskan mengenai ketidakmampuan sistem
sosial untuk menganalisis permasalahan yang beragam dan tersebar dalam lapisan
masyarakat. Pendekatan disabilitas feminis juga memupuk pemahaman yang

kompleks tentang sejarah budaya tubuh. Dengan mempertimbangkan kemampuan

318Kim Q. Hall, Feminist Disability Studies, Indiana: Indiana University Press, 2011, 7.
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dan ketidakmampuan sistem sosial, teori disabilitas feminis juga mencakup
pembahasan mengenai topik-topik disabilitas eksplisit seperti penyakit, kesehatan,
kecantikan, enetika, eugenika, penuaan, teknologi reproduksi, prostetik, dan
masalah akses sosial. Teori disabilitas feminis juga berfokus pada permasalahan
yang menjadi keprihatinan kelompok feminis luas seperti status tubuh yang hidup,
politik penampilan, medikalisasi tubuh, keistimewaan normal, multikulturalisme,
seksualitas, konstruksi identitas sosial, dan komitmen untuk integrasi.

Seperti halnya isu yang selalu dialami oleh kelompok feminis, pemahaman
mengenai gender juga perlu ditekankan. Dalam teori disabilitas feminis, gender
adalah konsep yang melingkupi semua aspek budaya: lembaga penataannya,
identitas sosial, praktik budaya, posisi politik, komunitas historis, dan pengalaman
manusia sebagai perwujudan bersama. Pemahaman ini menjadi salah satu landasan
penting untuk memahami bahwa feminisme terbentuk karena adanya pemahaman
aspek budaya mengenai peran-peran yang membedakan karakter perempuan dan
laki-laki. Perbedaan-perbedaan tersebut perlahan berkembang menjadi justifikasi
yang tidak hanya melemahkan perempuan itu sendiri, tetapi juga berpotensi
melemahkan peran laki-laki. Sebagai contoh adalah labeling masyarakat bahwa anak
laki-laki tidak boleh menangis adalah salah. Menangis adalah kodrat manusia, baik
laki-laki maupun perempuan.

Dalam perkembangannya, perempuan modern saat ini memang telah lebih
mudah menerima akses pendidikan dan akses lainnya yang membuat para
perempuan seolah tampak setara dengan laki-laki. Namun dalam prakteknya,
penggambaran mengenai perempuan masih dominan didasari atas persepsi
patriarki. Salah satunya adalah penggambaran wanita yang jatuh cinta akan lebih
estetik apabila digambarkan dengan sisi keperempuanannya; lemah lembut dan
perasa. Hal ini juga tercermin dalam novel Ayat- Ayat Cinta. Beberapa karakter

perempuan yang awalnya digambarkan hebat dan mandiri perlahan mulai
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mengalami pelemahan karakter seiring intensitas hubungan karakter perempuan

tersebut dengan karakter Fahri.

1. Karakter Perempuan Hebat

Teori Feminist disability dalam hal ini tidak selalu digunakan untuk
mendefinisikan kondisi disabilitas secara literal. Dalam prakteknya, posisi
perempuan dalam masyarakat seringkali dibuat “disable” atau tidak mampu
melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Hal ini terjadi bisa karena banyak sebab
seperti masih dominannya justifikasi masyarakat mengenai peran perempuan.
Perempuan diidentikkan dengan sikap lemah lembut dan selalu taat aturan,
sehingga batasan-batasan tersebut seringkali menjadi pembatas yang
melumpuhkan potensi maksimal perempuan. Dalam novel Ayat-Ayat Cinta, kita bisa
melihat pelemahan ini disebabkan oleh budaya lingkungan tempat tinggal yang
berlatar belakang di Mesir.

Dalam novel Ayat-Ayat Cinta, beberapa karakter perempuan digambarkan
sebagai sosok cerdas, agamis dan berkarakter. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana
Kang Abik mendeskripsikan sosok Maria.

Maria gadis yang unik.
la seorang Kristen Koptik atau dalam bahasa asli Mesirnya gibthi, namun ia suka

pada Al-Qur'an. la bahkan hafal beberapa surat Al-Qur'an. Di antaranya surat
Maryam. Sebuah surat yang membuat dirinya merasa bangga.

“Maria atau Maryam sama saja. Seperti David dengan Daud. Yang jelas namaku
tertulis dalam kitab sucimu. Kitab yang paling banyak dibaca umat manusia di
dunia sepanjang sejarah. Bahkan jadi nama sebuah surat. Surat kesembilan
belas, yaitu surat Maryam. Hebat bukan?"3?

Karakter Maria digambarkan dengan sangat unik oleh Kang Abik. Meskipun

beragama Kristen, karakter Maria digambarkan memiliki kecerdasan dan

319 Habiburrahman El Shirazy, Ayat-Ayat Cinta, Jakarta: Republika, 2004, 8.
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pengetahuan yang luas, tidak hanya dalam hal pengetahuan keislaman, tetapi juga

dalam pengetahuan bidang akademis.

“Jangan kaget kalau aku berkata begitu. Ini namanya objektif. Memang
kenyataannya demikian. Charles Francis Potter mengatakan seperti itu. Bahkan
jujur kukatakan, ‘Al-Qur'an jauh lebih dimuliakan dan dihargai daripada kitab
suci lainnya. la lebih dihargai daripada Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama.
Pendeta J. Shillidy dalam bukunya The Lord Jesus in The Koran memberikan
kesaksian seperti itu. Dan pada kenyataannya tak ada buku atau kitab di dunia
ini yang dibaca dan dihafal oleh jutaan manusia setiap detik melebihi Al-Qur'an.
Di Mesir saja ada sekitar sepuluh ribu Ma’had Al Azhar. Siswanya ratusan ribu
bahkan jutaan anak. Mereka semua sedang menghafalkan Al-Qur'an. Karena
mereka tak akan lulus dari Ma’had Al Azhar kecuali harus hafal Al-Qur'an. Aku
saja, yang seorang Koptik suka kok menghafal Al-Qur'an. Bahasanya indah dan
enak dilantunkan,” cerocosnya santai tanpa ada keraguan3?

Nilai ujian akhir Sekolah Lanjutan Atasnya adalah terbaik kedua tingkat nasional
Mesir. la masuk Fakultas Komunikasi, Universitas Cairo. Dan tiap tingkat selalu
meraih predikat mumtaz atau cumlaude. la selalu terbaik di fakultasnya. la
pernah ditawari jadi reporter Ahram, koran terkemuka di Mesir. Tapi ia tolak. la
lebih memilih jadi penulis bebas. la memang gadis Koptik yang aneh. Menurut
pengakuannya sendiri, ia paling suka dengar suara azan, tapi pergi ke gereja
tidak pernah ia tinggalkan. Sekali lagi, ia memang gadis Koptik yang aneh. Aku
tidak tahu jalan pikirannya.??'

Selain Maria, karakter Noura dan Nurul juga dapat dikategorikan sebagai
karakter cerdas karena terdaftar sebagai mahasiswa Al Azhar. Keduanya juga
merupakan gambaran perempuan muslim yang baik. Selain itu ada karakter Aisha
yang juga dikenal cerdas dengankemampuannya berbahasa Inggris dan Jerman.
Karakter Aisha bahkan juga digambarkan sebagai sosok perempuan muslim yang
tidak hanya cerdas tetapi berasal dari keluarga terpandang dengan bisnis dan usaha

dimana-mana.

320bid, hal. 9
321bid, hal. 10
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2. Pelemahan Karakter Perempuan
Karakter Noura adalah karakter yang paling terlihat sisi submissive-nya dalam
novel ini. Meskipun merupakan seorang mahasiswi Al Azhar, karakter Noura justru

digambarkan mengalami pelemahan dari keluarganya sendiri.

Kami kenal gadis itu. Kasihan benar dia. Malang nian nasibnya. Namanya Noura.
Nama yang indah dan cantik. Namun nasibnya selama ini tak seindah nama dan
paras wajahnya. Noura masih belia. la baru saja naik ke tingkat akhir Ma’had Al
Azhar puteri. Sekarang sedang libur musim panas. Tahun depan jika lulus dia
baru akan kuliah. Sudah berulang kali kami melihat Noura dizhalimi oleh
keluarganya sendiri. la jadi bulan-bulanan kekasaran ayahnya dan dua kakaknya.
Entah kenapa ibunya tidak membelanya. Kami heran dengan apa yang kami
lihat. Dan malam ini kami melihat hal yang membuat hati miris. Noura disiksa
dan diseret tengah malam ke jalan oleh ayah dan kakak perempuannya. Untung
tidak musim dingin. Tidak bisa dibayangkan jika ini terjadi pada puncak musim
dingin.3?

Seiring berjalannya cerita, karakter Maria juga perlahan menunjukkan sisi
submissive sebagai perempuan. Maria yang pada awalnya digambarkan sebagai
perempuan cerdas dan berkarakter menunjukkan sisi yang berbeda dari dirinya yang
biasanya hanya karena berhadapan dengan karakter Fahri. Maria bahkan melakukan
hal yang tidak umum dilakukan oleh perempuan Mesir kepada laki-laki. Hal ini
menunjukkan bahwa penggambaran karakter Maria dibuat menjadi submissive
ketika berhadapan dengan sosok Fahri yang dia sukai, karena karakter perempuan
yang jatuh cinta akan lebih menarik apabila digambarkan menjadi lebih submissive,
bukan karakter yang kuat.

Aku terkejut mendengarnya. Tuan Boutros menimpal, “Ya Fahri, Maria itu tidak
pernah mau berdansa. Coba kau ajak dia! Mungkin kalau kau yang mengajak
dia mau.”

Aku diam. Kulirik teman-teman. Mereka senyam-senyum. Tuan Boutros dan
Madame Nahed sudah larut dalam irama musik dan berdansa mesra. Maria
mendekatiku.

“Fahri, mau coba berdansa denganku? Ini kali pertama aku mencoba berdansa,”
lirihnya malu.323

322|bid, hal. 47
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Maria menarik payungnya dan menggunakan untuk melindungi dirinya. Aku
heran sendiri dengan perlakuan puteri Tuan Boutros ini padaku. Mamanya
bilang Maria tidak suka didatangi teman-teman lelakinya. Juga tidak suka pergi
atau kencan dengan mereka. Tidak suka menerima telpon dari mereka. Tidak
bisa mesra katanya, tapi kenapa dia bersikap sedemikian perhatian padaku. Aku
merasa ia seolah-olah menunggu kepulanganku di jalan yang pasti kulewati.3?*

Hal serupa juga terjadi pada karakter Noura. Karakter Noura yang memang
telah digambarkan lebih submissive dari karakter lain juga semakin mengalami
pelemahan karakter ketika jatuh cinta. Dalam suratnya kepada Fahri, Noura bahkan
menggambarkan dirinya siap untuk menjadi “budak” bagi Fahri asalkan bisa
dijadikan istri oleh Fahri. Pernyataan cinta ini tidak saja melemahkan karakter Noura,
tetapi juga menunjukkan bagaimana peran perempuan apabila telah diperistri oleh
seorang laki-laki. Perempuan, khususnya dalam latar cerita di Mesir, dalam

bayangan Noura adalah “pelayan” bagi suaminya.

Wahai orang yang lembut hatinya,

Dalam hatiku, keinginanku sekarang ini adalah aku ingin halal bagimu. Islam
memang telah menghapus perbudakan, tapi demi rasa cintaku padamu yang
tiada terkira dalamnya terhunjam di dada aku ingin menjadi budakmu. Budak
yang halal bagimu, yang bisa kau seka air matanya, kau belai rambutnya dan
kau kecup keningnya. Aku tiada berani berharap lebih dari itu. Sangat tidak
pantas bagi gadis miskin yang nista seperti diriku berharap menjadi isterimu.3?

Pada bagian ini ditunjukkan sosok Nurul yang menjadi lemah karena cintanya
yang terlalu dalam pada Fahri. Nurul yang awalnya dilukiskan sebagai sosok wanita
yang kuat, kemudian menjadi melankolis karena terlalu besar rasa cintanya kepada
Fahri dan rasa memiliki yang ada di dalam lubuk hatinya, mengalahkan seluruh
logikanya.

“Dan kami tak ingin melihat Nurul binasa karena cintanya pada pujaan hatinya.”
“Memangnya rasa cinta Nurul sampai seperti itu?” heranku.

324bid, hal. 114
3%\bid, hal. 123



KMP UIN Sunan Kalijaga |201

“Sejak dua bulan yang lalu. Sejak ia menangis di pangkuanku, Nurul sering
menangis sendiri. Berkali-kali dia cerita padaku akan hal itu. la ingin sekali orang
itu tahu bahwa dia sangat mencintainya, lalu orang itu membalas cintanya dan
langsung melaksanakan sunnah Rasulillah. Nurul anti pacaran. Tapi rasa cinta di
dalam hati siapa bisa mencegahnya. Aku tahu benar Nurul siap berkorban apa
saja untuk kebaikan orang yang dicintainya itu. Bantulah kami membuka hati
orang itu?” kata Ustadzah Maemuna.3?®

Di bawah ini adalah cuplikan surat dari Nurul untuk Fahri setelah Fahri
menikah dengan Aisha. Dalam hal ini, Nurul sebagai sosok wanita yang sempurna
memohon kepada Fahri untuk dijadikan istri kedua. Sikap Nurul yang mengirim surat
kepada Fahri tentunya tidak pantas sebagai perempuan, karena dalam falsafah
tradisional wanita diibaratkan sebagai sumur sedangkan laki-laki adalah timba. Dari
perumpamaan tersebut jelaslah bahwa yang mengejar itu seharusnya dari pihak
laki-laki, bukan dari pihak perempuan. Tetapi karena rasa cinta telah membutakan
semua rasa malu sehingga Nurul sebagai perempuan sampai menyurati Fahri yang
posisinya sudah menjadi suami dari perempuan lain.

Kalian berdua orang shalih dan paham agama tentu memahami masalah
poligami. Apakah keadaan yang menimpaku tidak bisa dimasukkan dalam
keadaan darurat yang membolehkan poligami? Memang tidak semua wanita
bisa menerima poligami. Dan tenyata jika Aisha termasuk yang tidak menerima
poligami maka aku tidak akan menyalahkannya. Dan biarlah aku mengikuti jejak
puteri Zein dalam novel yang ditulis Syaikh Muhammad Ramadhan Al Buthi

yang membawa cintanya ke jalan sunyi, jalan orang-orang sufi, setia pada yang
dicintai sampai mati.3%’

Cuplikan di bawah ini menunjukkan cinta buta Noura pada Fahri membuatnya
menjadi orang jahat. Lain dengan Nurul yang sangat berani meminta Fahri
menjadikan dirinya sebagai istri kedua, Noura malah menjadi perempuan yang jahat
karena saking cintanya ia kepada Fahri. Noura menuduh Fahri telah menghamilinya
dan Fahri telah memberikannya sumpah palsu, sumpah untuk menikahinya. Dari

cuplikan di bawah ini bisa dilihat bahwa, seorang perempuan menghalalkan segala

32|bid, hal. 173
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cara untuk mendapatkan seorang laki-laki. Bisa juga dikatakan bahwa seorang
perempuan yang patah hati, tidak menjadi dirinya sendiri karena Noura berubah
dari perempuan baik menjadi perempuan yang jahat yang memberi kesaksian palsu
di pengadilan.
“Noura itu sebenarnya sangat mencintaimu. Karena dia tidak mendapatkan apa
yang dia inginkan darimu dia berubah membencimu. Cinta yang berubah jadi

kebencian tiada tara itu seringkali terjadi dalam sejarah kehidupan manusia,”
jawab Profesor Abdul Rauf. 328

Sosok Maria yang jatuh sakit karena terlalu cinta pada Fahri dan tidak
sanggup menahan perasaan patah hati karena Fahri telah menikah dengan
Aisha.Pelemahan perempuan dalam kutipan percakapan di bawah ini sangat terlihat,
karena Maria yang awalnya sehat menjadi sakit setelah melihat kenyataan bahwa
Fahri menikah dengan Aisha. Bagian ini menunjukkan sisi perempuan yang tidak
bisa hidup tanpa laki-laki, perempuan yang bergantung kepada laki-laki untuk
bertahan hidup.

“Kenapa Maria, Madame?" tanyaku cemas.

“Sakitnya sangat parah. Empat hari ini dia koma. Hanya kadang-kadang dia
seperti sadar, mulutnya berkomat-kamit mengatakan sesuatu. Dan apakah kau
tahu apa yang dia katakan, Anakku?” Suara Madame Nadia terbata-bata.

“Apa Madame?"

“Dia menyebut-nyebut namamu. Hanya namamu, Anakku. Dia ternyata sangat
mencintaimu!”32°

Pelemahan karakter Aisha yang awalnya digambarkan sebagai sosok
muslimah yang baik, kemudian seiring berjalannya cerita mulai kehilangan harapan
dan nyaris putus asa karena cintanya pada Fahri. Keputusasaan itu membuat Aisha
rela menawarkan pilihan untuk menyuap pengadilan agar Fahri dibebaskan. Aisha

juga bahkan rela dipoligami demi menyelamatkan Fahri. Dua keputusan Aisha dalam

328|bid, hal. 257
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novel ini merupakan keputusan paling tidak masuk akal yang digambarkan oleh
novel ini. Karena pada kenyataannya wanita sangat tidak suka di poligami meskipun
ia adalah seorang Muslimah yang baik. Tetapi dalam novel ini, Aisha rela membagi
kebahagiaannya demi perempuan lain yang mencintai suaminya.

“Maksudmu menyuap mereka?”

“Dengan sangat terpaksa. Bukan untuk membebaskan orang salah tapi untuk

membebaskan orang tidak bersalah!”

“Lebih baik aku mati daripada kau melakukan itu!” 33

“Fahri, menikahlah dengan Maria. Aku ikhlas.”

“Tidak Aisha, tidak! Aku tidak bisa.”

“Menikahlah dengan dia, demi anak kita. Kumohon! Jika Maria tidak
memberikan kesaksiannya maka aku tak tahu lagi harus berbuat apa untuk
menyelamatkan ayah dari anak yang kukandung ini.” Setetes air bening keluar
dari sudut matanya.?*'

C. PENUTUP

Dalam novel Ayat-Ayat Cinta ini, pelemahan perempuan ditunjukkan dengan
penggambaran empat sosok perempuan yang mencintai Fahri yaitu Aisha, Nurul,
Noura, dan Maria. Karakter perempuan yang pada awalnya dideskripsikan hebat,
cerdas, dan mandiri kemudian mengalami peemahan karakter setelah mereka
mengenal sosok Fahri.Setiap sosok memiliki bentuk pelemahan yang berbeda-beda
saat mengetahui pujaan hatinya telah menjadi milik perempuan lain mulai dari Maria
yang sakit keras hingga koma, Noura yang berubah menjadi jahat, Nurul yang
meminta Fahri menjadikannya menjadi istri kedua, dan Aisha yang rela menebus
Fahri keluar dari penjara serta rela dipoligami. Penggambaran sosok-sosok
perempuan dalam novel ini menunjukkan bahwa perempuan tidak bisa hidup tanpa

laki-laki dan perempuan tidak menjadi dirinya sendiri saat sedang jatuh cinta kepada

301bid, hal. 273
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seorang laki-laki.Hal ini berbeda dengan relita yang menunjukkan bahwa sebagian

wanita bisa hidup sendiri dan independen meskipun tanpa laki-laki sekalipun.
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Abstract

This study aimed to analyze the gender perception and its
contribution to women leadership in their career and family in Surabaya.
This is a quantitative study with method survey design where the data
was collected by using questionnaire and ended closed interview form.
Populations of this research are dual-career marriage women in Surabaya.
To confirm the quantitative results, need interview sessions with all
related respondents. Samples were determined by proportional random
sampling amount are 449 respondents where, 103 full career women, 205
of them as part time career and 141 of them as housewives. The results
showed that there is significant contribution toward women leadership
character in three career model as independent variables those are full
career, part time career and family duty as reviewed from gender
perception. It showed that there are correlation between women
leadership character with gender perception between their career and
leadership character in their family.
Keywords: gender perception, women leadership, career, family.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi gender dan
kontribusinya terhadap kepemimpinan perempuan dalam karir dan
keluarga di Surabaya. Penelitian ini adalah studi kuantitatif dengan desain
survey metode dimana data dikumpulkan dengan menggunakan
kuesioner dan format wawancara tertutup. Populasi penelitian ini adalah
dual-karir wanita menikah di Surabaya. Untuk mengonfirmasi hasil
kuantitatif, perlu sesi wawancara dengan semua responden terkait.
Sampel ditentukan dengan proporsional random sampling berjumlah
449 responden yang terdiri dari 103 wanita karir penuh, 205 wanita karir
paruh waktu dan 141 dari ibu rumah tangga. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ada kontribusi yang signifikan terhadap karakter
kepemimpinan perempuan dalam tiga model karir yang diteliti sebagai
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variabel independen yaitu karir penuh, karir paruh waktu dan ibu rumah
tangga ditinjau dari persepsi gender.
Kata kunci: persepsi gender, kepemimpinan perempuan, karir, keluarga.

A. INTRODUCTION

In this globalization era, the leader is no longer referring to gender
differences but rather on competence and performance. Based on the results of a
survey conducted by Accurance in the-marketeers.com says that about 60 percent
of respondents in Indonesia hope have expectation to women who become a CEO
or other executive positions in 2020. It is due to the tenacity leadership of the
company is a key element in improving the competitiveness of companies. The
survey shows that women have more capability than men.

The research result of Shaskin & Shaskin33? states that from 4000 the CEO of
women and men who fill out a questionnaire CEO of The Leadership Profile (TLP)
found little difference between transformational leadership CEO/ Executive men and
women. CEOs women tend to show respect and greater concern for others so that
women leaders act differently and more effectively than men in the lead. Caliper
study results are written in Female magazine in 2013, which is characteristic of
women who led the team spirit, a great woman leaders tend to implement a
comprehensive leadership style when it comes to solve problems or make decisions.
They are more flexible, considerate, and helpful staff. Gibson333 suggested that most
women have a dimension of behavior tend to think of their subordinates welfare
and more emphasis on her interaction and facilitate her subordinates. The study,

4

was conducted by Sasmita & Raihan®** states that although there are slight

differences in the potential leadership among men and women, but the strengths

3325ashkin, Marshall, dan Molly G. shashkin. Prinsip-prinsip Kepemimpinan. Jakarta: Penerbit
Erlangga, 2011..

333Gibson, James, L. Organization, Behavior, Structure, Process, edition 10. Boston. USA, 2000

334Sasmita, Jumiati, dan Said Raihan. Kepemimpinan Pria dan Wanita. Proceeding of The 6"
NCFB and Doctoral Collogium. Riau: Repository University of Riau. 2014, p. 225-239.
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and weaknesses of the potential leadership of them are complementary. The
importance of women to change the mindset in a way more aware that she has the
same opportunity to become a leader in the work place like a man.

Various studies and research began to show that the leadership of men and
women did not show a significant difference. Even in some aspects of women are
superior to men in the lead. But until now the women's in the top spot is still very
small, it is suspected because many women who choose a career stops when they
decided to take care of their household who have become liabilities.

The dynamics of career women in the professional world becomes an
interesting thing to study because of the current labor force between men and
women have not been balanced. Once the managerial level in number slipped to
20%, leaving only 5% of women only at the level of CEO. Usually the higher position
in the organization, the fewer women who shook it. Very few women are lucky to
have an opportunity to climb to the top of the organization and be successful.
Meanwhile, due to family reasons and flexibility of time, 72% of career women
choose to stop working. In fact, 40% of them decided to come out early in her
career*®, In fact, women who hold positions of leadership in a company are able to
make a significant contribution in improving corporate performance.

Gender-related issues in women's leadership become much discussed. The
main task of a woman is taking care of his home life (family). But on the other hand,
a woman is entitled to career and her passion to develop themselves in accordance
with what she wanted. Meanwhile, due to family reasons and flexibility of time, 72%
of career women choose to stop working. In fact, 40% of them decided to come out
early in his career Sasmita and Raihan, 201433, In fact, there are currently about 5
percent of women who managed to become CEO and developed the company

being operated successfully.

33\bid
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A woman who decides to pursue a career and become a leader in a company
will be faced with the dual role conflict. These three outstanding women described
above, serving two roles at once, namely as a corporate leader and as a housewife.

According to Suryadi®*’

quoted from Diansari®38, play two roles at once indirect give
impact on both women themselves and for their family environment. Women with
multiple roles required to succeed in the two conflicting roles. At home they are
required to play a role subordinate to (have a position under the role of her husband)
to support the needs of families by taking care of her husband and children, but at
work they are required to be able independent and dominant as a leader. Conflict
dual role of a woman who decides to pursue a career will be resolved when she get
full support from her family who understood with her desire. Therefore the family
support becomes the most important critical success factor for women in achieving
their success as a leader. This statement is in line with the results of the study
presented by Jones & Jones quoted from Apollo and Cahyadi®* state that the
husband's attitude is an important factor in determining the success of a dual-career
marriage. There are husbands who feel threatened, unrivaled and jealous with his
wife employment status, there is no job as the wife becomes a problem, as long as
she still be able to meet and serve the needs of the husband.

This problem would be interesting to investigate deeply related to the gender
issues,, perception and Its contribution to women leadership in their career and
family by reviewing the role of women'’s’ dual-career marriage to build their career
and family that often appears the domestic conflicts in the household life. For that
reason, this research become more important to uncover 7) what's the women

leadership based on their career and family perspectives? 2) What's the women

37Denrich Suryadi. Gambaran Konflik Emosional dalam Menentukan Prioritas Peran Ganda,
Jurnal limiah Psikologi Arkhe, 2004

338Everina Diansari, Hubungan Antara Konflik Peran Ganda Pada Wanita dengan Aspirasi
Karier [skripsi].Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2006.

39339Apollo, Andi Cahyadi, Konflik Peran Ganda Perempuan Menikah yang Bekerja Ditinjau
Dari Dukungan Sosial Keluarga dan Penyesuaian Diri. Widya Warta. 1 (02): Jakarta, 2012, p. 254-270.
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leadership influenced by gender perception? 3) How far the contribution of gender

perception toward women's’ leadership character?

B. LITERATURE REVIEW

Based on these social roles, women are typically described and expected to
be more communal, relations-oriented, and nurturing than men, whereas men are
believed and expected to be more agentic, assertive, and independent than women.
The agentic characteristics associated with men are consistent with traditional
stereotypes of leaders®*. Role congruity theory Eagly and Karau builds upon social
role theory by considering the congruity between gender roles and leadership roles
and proposing that people tend to have dissimilar beliefs about the characteristics
of leaders and women and similar beliefs about the characteristics of leaders and
men3'

According to the theory, when occupying leadership positions, women likely
encounter more disapproval than men due to perceived gender role violation. Yet,
Eagly and Karau also proposed that perceptions of incongruity can vary depending
on features of the leadership context as well as characteristics of leaders’ evaluators.
Indeed*?, Eagly et al. surveyed respondents and found that a leadership role
requiring behaviors consistent with encouraging participation and open
consideration was considered to be feminine, while a role requiring the ability to
direct and control people was rated as masculine in nature33. On the basis of this
notion, we argue that RCT can also be applied to men when occupying certain

leadership positions that may be seen as incongruent with the agentic characteristics

340 Schein, V. E. Women in management: Reflections and projections. Women in Management
Review, 22, 2007. p. 6-18. doi:10.1108/09649420710726193

31Eagly, A. H., & Karay, S. J. (2002). Role congruity theory of prejudice toward female leaders.
Psychological Review, 109, 573-598. doi: 10.1037/0033-295X.109.3.573

34|bid

331bid
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associated with the male gender role®*4. As organizations have become faster paced,
globalized environments, some organizational scholars have proposed that a more
feminine style of leadership is needed to emphasize the participative and open
communication needed for success®*

Helgesen3#® and Rosener®#’ proposed that female leaders are more inclined
to fill this leadership need than men, by drawing upon characteristics they are
encouraged to uphold as part of their femininity including an emphasis on
cooperation rather than competition and equality rather than a supervisor-

subordinate hierarchy. More recently Eagly348

conducted a meta-analysis examining
the extent to which stereotypes of leadership are culturally masculine and
determined that “leadership now, more than in the past, appears to incorporate
more feminine relational qualities, such as sensitivity, warmth, and understanding”.
To the extent that organizations shift away from a traditional masculine view of
leadership and toward a more feminine and transformational outlook, women
should experience reduced prejudice, while men may be seen as more incongruent
with leadership roles. We propose, based on RCT, that key aspects of the leadership
context will affect the extent to which leadership roles are seen as congruent or
incongruent with both male and female gender roles, which may help to explain

whether men or women are seen as more effective leaders in different situations. To

address these contextual moderators of gender differences in leadership

344Hitt, M. A, Keats, B. W., & DeMarie, S. M, Navigating in the new competitive landscape:
Building strategic flexibility and competitive advantage in the 21st century. Academy of Management
Executive, 12, 1998, p. 22-42

3%5Volberda, H. W Building the flexible firm: How to remain competitive. New York, NY: Oxford
University Press, 1998.

346Helgesen, S. (1990). The female advantage: Women's ways of leadership. New York, NY:
Doubleday.

347Rosener, J. B. America’s competitive secret: Utilizing women as a management strategy. New
York, NY: Oxford University Press, 1995.

38Koenig, A. M., Eagly, A. H., Mitchell, A. A, & Ristikari, T. (2011). Are leader stereotypes
masculine? A meta-analysis of three research paradigms. Psychological Bulletin, 137, 616-642.
doi:10.1037/a0023557.
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effectiveness, we undertook a quantitative synthesis of studies that compared men

and women on measures of leadership effectiveness

C. METHODOLOGY

This study used a survey method where the data was collected by using
questionnaire and ended closed interview form34°. Populations of this research are
1) full career women (manager, doctor, nurse, teller in the bank, and local
government civil servant), 2) part time career women (kindergarten teachers,
elementary school teachers, and women with home industry) and 3) just housewife
with household duties in Surabaya. To confirm the quantitative results, need
interview sessions with all related respondents. Samples were determined by
proportional random sampling based zone of study with sample are 449
respondents where, 205 part time career women, 141 housewife with family duties
and 103 full career women.

The qualitative data in the form of documents, interviews and observations
was gathered together. Interviews were conducted to identify the respondent views
and perceptions towards women leadership character and its contribution for their
career and family. Interviews towards Views and Perceptions of equality gender:
Interviews were conducted to identify the respondent’s views about their perception
of gender and its contribution on their career and family.

Data analysis technique used descriptive analysis, inferential analysis, one-
way ANOVA analysis and multiple regression tests. The data obtained from the
achievement tests were analyzed using SPSS 15 with a significance level of a=0,05.
The analysis of qualitative data was obtained from the interviews on the all

respondent responses towards their perception about women leadership and its

39Creswell W John.. Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods
Approaches (4th ed.). SAGE Publication, Inc, 2014
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contribution to their career and family through content analysis. In the content

analysis, the codes were combined under certain categories to make these codes

meaningful.

D. FINDING AND DISCUSSION

To answer the first question: What's the women leadership based on their
career, not career and family duty perspectives showed that overall women
leadership (Mean = 3.98, SD = 0:39), career women (Mean = 4:08, SD = 0.44), not
career women, (Mean = 3.96, SD = 0:39) and family duty (Mean = 3.93, SD = 0.34),

ISSN: 2598-0548

like Table 1
Table 1. Stage of High School Students’ Technology
Skills Based On Residence Country

Country of Standard Interpre
esidence N Mean Deviation tation
Part time Career

205 3.96 0.39 High
women
Family duty 141 3.93 0.34 Fair
Career women 103 4.08 0.44 High
Total 449 3.98 0.39 High

Qualitative analysis to substantiate these results can be seen by interviewing
session, here women shows that they already have the leadership character in their
career and guiding her family. This is evidenced by the fact interview with

respondents. Yes | can be a good leader by develop my career, and understand the

Jjob career and family
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Other interview found that career women have the leadership skills that they
are obtained from the company. I've been learning and practicing to become a leader

in a company. Results of respondents’ interviews are:

Become a female leader usually lead to the family and in their career lead a
company, how to grow the crops. Become a female leader, they must be get

able to make balance between their career and family

Based on the analysis of instruments and interview sessions, a female leader
showed that they enable to become a leader to lead the company. It means that as
a female leader, they must have clever to share their time between for their family
and their career.

Test of one-way ANOVA to examine the null hypothesis of Ho. The result of
the research showed that there significant difference of the women leadership
character influenced by their role as a career women, part time career and family
duty. By using one way ANOVA test also showed there is a significant difference of

women leadership based on their career like Table 2

Table 2 Analysis of Female Leadership Differences Based on Their Career.

Sources DK JDK MDK F Sig.p

Inter Group 2 1.386 .693 4498 0.012

In a Group 446  68.716 154

Total 448  70.102

Significance level up to p < 0.050, DK= Degree of
freedom, JDK = Coefficient Determinant, MDK =

Main of Residual
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Female leadership based on their location career showed significant
difference F (2, 446 = 4,498, p = 0.012). Therefore null hypothesis Ho was rejected.

This decision means that the Female leadership based on their career is different.

Table 3 The Difference of Women Leadership Character Based On Career

(J) Difference
() Gender of mean
Variables Career Perception (1-)) Corrected Sig.
Women Family Duty Low 0252 04294  1.000
leadership High -.1193(%) 04741 037
Part Time Low
-.0252 04294  1.000
Career
High -.1445(*) .05088 014
Career Low 1193(%) .04741 .037
High 1445(*) .05088 014

* Significance to the level of p< 0.05.

The result of Bonferroni post hoc test showed that there were significant
differences in Female leadership character based on their career (Family duty (1)) =
-1193, p = 0.037) and a significant difference of career women leadership and family
duty with mean of Difference (1)) = 0.1445, p = 0.014. From the table 3 above can be
concluded that there are significant influences between female leadership characters
by gender perception. Where the career women with high gender perception have
stronger leadership characteristic than low gender perception. Career women have

linear relationship with their leadership character.
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The multiple regression test result can answer the third question of the
research How far the contribution of gender perception toward women'’s’ leadership
character. Table 4 showed that the decisions of Multiple Regression Analysis
(Stepwise) were administered to all respondents based on gender perception in
three stages of career, full career, part time career and family duty. Regression
analysis do step by step "stepwise" involving seven independent variables selected
are women leadership character in the company, women leadership character in the
family, women leadership character in the society, women leadership character for
their position, women leadership character in their college, women leadership
character for their children education and women leadership character toward her
husband

Only three of all variables concerning to the contribution or have significant
effect (p <0.050) to the number of variants of women leadership character shown in

Table 4

Table 4 Multiple Regression Analysis for Women Leadership Character

That Contribute to Womens' Career and Family

Elements of B Corre Beta T  Sig r R?  Contr
learning science c ted [
butio
n

Women leadership
0.04 0.27 564 0.00 0.452
character in the 0.242 0.204 204
3 6 0 0 a
family

Women leadership
0.04 0.18 3.75 0.00 0.511¢
character in the 0.158 0.261  26.1
2 9 5 0 b
society
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Women leadership
0.05 0.17 3.17 0.00 0.527¢

character in the 0.165 0277 27.7
2 3 7 2 ¢
company
Constant 0.17
1.750
2

Table 4 (a) Analysis of Variance

Secondar Df  Secondary

Model Source y Total Mean F Sig.
3 Regression 19.440 3 6.480 56.918 0.000©
Residual 50.662 445 0.114
Total 70.102 448

According to Table 4 showed that from seven item of women leadership
character, there are three contributed significantly to influence women leadership
character namely Women leadership character in the company (27.7 percent),
Women' leadership character in the society (26.1 percent) and Women leadership
character in the family (20.4 percent)

The decision of result showed the correlation between variables leadership
based on career and the whole set of independent variables is 0277 (Multiple
Regression). Levels of variance in the variables that significantly allied with all the
independent variables can be explained by the power of the regression model that
explains the value of R? is 27.7 percent.

The main contribution of women leadership character is supported by women
experience in leading the company (Beta = 0276, t = 5.640 and sig. T = 0.000) and
contributed as much as 20.7 percent. This situation can be shown if the learning

scores of high school students increased by 0276 units.
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When the two most important variables that contribute as much as 26.1
percent against women leadership character is to get support from the society (Beta
= 0158, t = 3.755 and sig. T = 0.000). The Third contribution of variable to the
women leadership character based on family (Beta = 0.242, t = 5 640 and sig. P =
0.000). This result means that if leadership scores increased by one unit also increase
women leadership character in the family as many as 0.242 units in three countries
observed.

Value of r = 0527 showed that the correlation between women leadership
character with gender perception the value R? = 0277) showing the position of phase
correlation and contribution or influence between the women career and their
leadership character.

Through Table 4 (a) analysis of variance found that the value of F = 56 918
(DK = 3, 445) and significant at Sig (p = 0.000) <0.001. As an explanation, the value
of R? = 0277 percent refers to the overall contribution of three (3) women work in
the company with strong gender perception = 27.7, society influence with strong
gender perception getting support = 26.1 percent = and family with strong gender
perception = 20.4 percent.

From the explanation of the research result showed that there is significant
difference of the women leadership character and gender perception based on full
career, part time career and family duty, where women with full career have higher
leadership skill versus women with part time carrier. This occurs because the career
women in full career have more opportunities to perform their experiments and have
high-leadership skills, although in the small company stage.

There is also significant contribution toward women leadership character in
three career model as independent variables such as full career in the company, part
time career in the society and family duty as reviewed from gender perception. The
variable of full career and high gender perception can contribute the women

leadership skill are 27.7 percentages. The variable of parth time career and high



218| Proceeding Graduate Forum 2018 ISSN: 2598-0548

gender perception is 26.1 percentages, and the variable of family duty and high

gender perception is 20.4 percentages.
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Abstrak

Perdebatan tentang gagasan identitas gender Perempuan
Minangkabau dalam masyarakat Minangkabau sering dikaitkan dengan
konsep Matrilineal dan Bundo Kanduang. Ini adalah entitas sub-budaya
yang telah berkontribusi dalam membentuk dan membangun identitas
masyarakat Minangkabau. Makalah ini membahas isu-isu kunci berikut:
(1) Dalam hal apa identitas kolektif Perempuan Minangkabau dibangun
dalam masyarakat Indonesia multikultural kontemporer? (2) Apa
tantangan Perempuan Minangkabau dalam tradisi terhadap adanya
proses semacam itu? Makalah ini berpandangan bahwa Perempuan
Minangkabau memahami konsep Martrilineal dan Bundo Kanduang
sebagai kekuatan membela masyarakat Minangkabau, fakta yang secara
tidak langsung menyatakan bahwa ada semacam tantangan budaya di
antara tendensi lokal kebangkitan Islam dan Negara. Makalah ini akan
menyelidiki polaritas ini dalam konteks peran hukum kebiasaan
Martrilineal dan Bundo Kanduang dan bagaimana entitas sub-budaya ini
bernegosiasi dengan sub-budaya yang berlawanan - gerakan Islam yang
ada- dan dengan negara.

Keywords: Matrilineal, Bundo Kanduang, Minangkabau, Indonesia,
negara.

Abstract

The debate on the notion of gender identity of the Minangkabau
Women in the Minangkabau society is often related to the concept of
Matrilineal and Bundo Kanduang. These are the sub-cultural entities that
have contributed to the shaping and building the identity of the
Minangkabau societies. This paper explores the following key issues: (1)
In what ways the collective identity of the Minangkabau Women is
constructed in such a contemporary multicultural Indonesia society? (2)
What are the challenges of the Minangkabau Women in the tradition in
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such a process? The paper argues that the Minangkabau Women perceive
the concept of Martrilineal and Bundo Kanduangas the defending power
of Minangkabau societies, the fact that would imply logically that there is
a sort of cultural challenges amongst the local tendencies of Islamic
resurgence and the State. The paper will delve into this polarity in the
context of the role of costumary law of Martrilineal and Bundo
Kanduangand how these sub-cultural entities negotiate both with the
opposing sub-culture —the Islamic movement that is- and with state.

Kata Kunci: Matrilineal, Bundo Kanduang, Minangkabau, Indonesia, state.

A. PENDAHULUAN

Membangun identitas kolektif dalam masyarakat multikultural bukanlah hal
yang mudah. Meskipun ada banyak identitas kolektif dalam masyarakat Sumatera
Barat, perjuangan untuk mendefinisikan identitas tampaknya terus menjadi
pembicaraan dalam wacana publik. Ada berbagai nilai dalam masyarakat yang
diciptakan untuk merealisasikan penanda identitas di tingkat trans-nasional,
nasional, sub-nasional atau etika. Dalam konteks masyarakat Minangkabau,
identitas seringkali dimaknai dengan adanya agama yang melekat dalam etnis.

Tulisan ini mempermasalahkan posisi perempuan yang sebenarnya secara
kolektif menjadi penanda identitas yang porsinya cukup dominan di masyarakat.
Tetapi ketika mereka terakumulasi dalam semangat multikultural, mereka
ditempatkan dalam posisi non-strategis. Tulisan ini akan berfokus pada perempuan
dalam konteks multikulturalisme. Tulisan ini mengkaji bagaimana ketika agama
telah dimasukkan dalam proses kebijakan di wilayah tersebut justru menyebabkan
penurunan posisi perempuan di masyarakat itu sendiri. Disamping itu, hal ini
semakin diperburuk oleh fakta dan intervensi yang dilakukan oleh elit agama ketika
bersekongkol dengan politik.

Dalam konteks Indonesia, penulis mengamati bahwa ada banyak kebijakan

yang dibuat di daerah-daerah yang dianggap diskriminatif terutama terhadap
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perempuan.®*® Banyak pandangan yang mengatakan bahwa multikulturalisme telah
gagal menciptakan dan mengelola keragaman. Okin dalam /s Multicuturalism bad
for women? mengatakan bahwa dalam praktik multikultural di negara-negara barat,
perempuan menjadi kelompok yang kurang beruntung. Ini terjadi karena pada
dasarnya sebagian besar masyarakat adalah patriarkal, dan menuntut hak-hak

kelompok yang merupakan dominasi patriarki.®’

Alih-alih mengajukan model
multikulturalisme, Okin lebih menarik untuk menerapkan model asimilasi
perempuan ke masyarakat liberal yang lebih luas.

Posisi perempuan dalam konteks multikulturalisme telah dibahas oleh
beberapa sarjana. Jika di negara-negara Eropa, masalah Islam dan Multikulturalisme
terus mewarnai perdebatan karena terkait dengan isu-isu seperti imigrasi, hak
kelompok gay dan sebagainya, dalam konteks Indonesia, wacana tersebut tidak jauh
berbeda. Dalam konteks nasional, isu perempuan dalam masyarakat terkait erat
dengan upaya pengelolaan keanekaragaman di Indonesia. Namun, jika kita melihat
konteks yang lebih spesifik di masyarakat, bahkan di masyarakat yang cenderung
homogen, perempuan masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi.

Saya berpendapat bahwa sistem multikulturalisme sebenarnya menjadi
bumerang ketika dipaksakan ke dalam masyarakat. Ada pandangan bahwa di satu
sisi tradisi agama dan budaya yang dimapankandalam suatu tradisi yang tidak
homogen akan sulit untuk berkompromi dengan norma-norma gender.3*

Perempuan sering diposisikan subordinat ketika mereka secara tradisional berada

dalam lingkungan domestik. Perempuan yang mengalami subordinasi adalah ketika

3°0 Zainal Abidin Bagir and AA GN Ari Dwipayana, 2011, “Keragaman, Kesetaraan Dan
Keadilan: Pluralisme Kewargaan Dalam Masyarakat Demokratis,” dalam Pluralisme
Kewargaan, eds. Zainal Abidin Bagir et al, (Bandung: Mizan), 45.

31Susan Moller Okin, 1999, Is multiculturalism bad for women?. New Jersey:
Princeton University Press.

32Mustaghfiroh Rahayu, 2011, “Akomodasi Transformatif: Tawaran Atas Pengelolaan
Keragaman Dan Hak-Hak Perempuan,” dalam Pluralisme Kewargaan, eds. Zainal Abidin
Bagir et al, (Bandung: Mizan), 67.
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mereka didominasi oleh negara, sementara negara memilih untuk mengadopsi nilai
kelompok tertentu dalam masyarakat. Alhasil, tak jarang mereka juga mengalami

kehilangan haknya sebagai warga Negara

Dalam kasus perempuan Minangkabau di Sumatera Barat, fenomena ini
banyak berbeda dengan tradisi pada umumnya. Namun, dari berbagai bentuk
diskriminasi terhadap isu-isu perempuan, seperti Matrilineal dan Bundo Kanduang
sedikit sekali mendapat kajian dalam pembicaraan masyarakat multikultural.
Akhirnya, tampaknya para perempuan masih mampu bersaing dengan berbagai
latar belakang suara yang mengekang mereka. Jika ini diamini, maka pertanyaan
selanjutnya diantaranya dapat dirumuskan sebagai berikut: Seberapa jauh
permasalahan perempuan yang menjadi korban multikulturalisme dalam konteks
masyarakat Minangkabau hari ini?, bagaimana perempuan minangkabau melalui
konsep Bundo Kanduang dan Matrilineal bertahan di tengah gempuran
multikulturalisme dan modernitas saat ini? apa saja tantangan-tantangan yang
mereka hadapi dalam mengikuti perkembangan zaman?. Ada banyak sarjana
yang membahas studi kasus tentang bagaimana perempuan menjadi simbol dari
posisi politik dan dari identitas budaya dalam proses sejarah dan lokal tertentu. Oleh
karena itu, penelitian ini unik karena memberikan ilustrasi lebih lanjut. Kerena itu,
makalah singkat ini akan mengkaji secara khusus hubungan rumit antara dilema
budaya Matrilineal dan Bundo Kanduang di Sumatera Barat, intervensi negara
melalui politik lokal dan elit agama, dan kebutuhan untuk mengembalikan
akomudasi perempuan di ruang publik. Saya melihat bahwa dalam beberapa kasus
akan selalu ada ruang untuk melihat perempuan dalam posisi tidak subordinat.
Untuk keperluan makalah ini, saya mendiskusikan bagaimana peran sistem Bundo
Kanduang dan Matrilineal sebagai gagasan dan konsep penting yang membentuk
identitas perempuan Minangkabau. Saya akan menganalisis berbagai pandangan

dalam diskursus para sarjana tentang berbagai penyebab penurunan peran
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perempuan saat ini di masyarakat di Sumatera Barat dan hasil dari beberapa

pengamatan saya sendiri.

B. PEREMPUAN MINANGKABAU: WATAK DAN KARAKTERISTIK

Secara umum, berbicara mengenai isu-isu perempuan sebagai penanda
identitas, para sarjana mulai menyelidiki secara serius hubungan antara gender dan
reproduksi identitas. Para sarjana menyadari bahwa perempuan menempati posisi
khusus dalam membangun identitas kolektif. Di satu sisi mereka menduduki posisi
sebagai anggota masyarakat atau kelompok. di satu sisi mereka juga
menggambarkan diri mereka sebagai salah satu kategori sosial.>>* Bahkan masih ada
kondisi di mana karena faktor adat dan agama, posisi perempuan dalam struktur
dominan ini masih mampu berkontribusi sebagai penanda identitas yang dominan

dalam masyarakat multikultural.

Banyak penelitian telah dilakukan terkait dengan perempuan di
Minangkabau. Beberapa penelitian terkait seperti struktur keluarga Minang*,
hubungan gender dalam komunitas Minang di Desa, alokasi tanah dan properti®*,
Islam dan ketegangan Adat dan sebagainya.>*® Beberapa penelitian umumnya
menegaskan peran sentral dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem
kekerabatan matrilineal yaakni kekerabatan yang menarik garis keturunan berdasar
jalur ibu. Dalam masyarakat Minangkabau ada satu keunikan, bahwa sosok

perempuan memiliki peran penting dan posisi yang sangat dihormati dalam

33Ayelet Shachar, 2003, “Should Church and State Be Joined at the Altar? Women'’s
Rights and the Multicultural Dilemma,” dalam Citizenship in Diverse Societies, ed. Will
Kymlicka and Wayne Norman, London: Oxford University Press, 220.

34 Carol Davis, 1994, "Gender Relations and Network in a West Suamtran
Minangkabau Village,” Unpublished Ph.D Dissertation, The University of Hulk.

3Erwin, 2006, “Tanah komunal: memudarnya solidaritas sosial pada masyarakat
matrilineal Minangkabau”, Universitas Andalas.

3%6)effrey Hadler, 2009. Muslims and Matriarchs: Cultural Resilience in Minangkabau
through Jihad and Colonialism. Singapore: National Universiy of Singapore Press
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kehidupan sehari-hari. Secara struktural, laki-laki berada dalam posisi marginal di
dalam rumah tradisional yang dikendalikan oleh perempuan. Secara tradisional, laki-
laki Minangkabau tidak ada yang memiliki rumah atau tempat tinggal yang dapat
dikatakan milik mereka. Kekuatan dalam sistem matrilineal tidak hanya pada
perempuan, tetapi juga laki-laki memiliki kekuatan namun kekuatan atau peran

tersebut lebih ditekankan pada perannya sebagaimamak (paman), dan bukan ayah.

Menurut Kato (1983) sistem matrilineal memiliki empat ciri utama, pertama,
pembentukan kelompok herediter yang berpusat di sekitar garis ibu; kedua,
keturunan matrilineal milik properti bersama; ketiga, pola tempat tinggal dwilokal
berarti seorang suami yang telah menjadi bagian dari keluarga istri menjadi keluarga
ibunya, keempat, kekuasaan dan martabat dalam keluarga dan suku terletak di
tangan mamak (Paman), bukan ayah. Otonomi laki-laki atau suami di rumah istri
umumnya dinyatakan oleh pernyataan “kuaso sumando hanyo sabateh pintu biliak”

(kekuasaan suami terbatas pada pintu kamar).

Seperti kata Randle dalam Barbara dan Frank (1992), bahwa citra matrilineal
perempuan menunjukkan kekuatan daripada kelemahan, dan posisi ekonomi
perempuan biasanya kuat, memberikan otonomi daripada ketergantungan®®’.
Sedangkan menurut studi Benda-beckmann dan Benda-beckmann (2012)
matrilineal erat kaitannya dengan pola hak waris dalam garis keturunan Ibu,
sehingga laki-laki bekerja dan hidup di tanah milik perempuan (istri). Dalam
komunitas matrilineal Minangkabau, bahkan jika perempuan memiliki hak waris
penuh, mereka tidak memiliki bagian posisi dalam lembaga adat. Di lingkungan
keluarga, perempuan bekerja di ladang yang dekat dengan rumah ibu mereka, atau

rumah keluarga kecil mereka jika mereka memiliki tempat tinggal sendiri. Anak-anak

3>'Barbara, and Frank. 1992. Masculinity and the “Matrilineal Puzzle.” Anthropos
Institute.
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mereka dididik dan hidup oleh mamak (paman) dari keluarga Ibu. Meskipun Ayah

tidak memiliki otoritas atas putranya®,

Seiring dengan sistem matrilineal, ada juga tradisi matriarkal yang
memberikan porsi kekuasaan kepada perempuan. Posisi perempuan Minangkabau
dianggap lebih kuat daripada perempuan dari suku lain di Indonesia. Secara
normative, perempuan minangkabau menempati ruang atau wilayah tertentu.
Dalam adat Minangkabau, ada mitos khusus yang dikenal sebagai Bundo Kanduang.
Istilah ini memiliki arti yang sangat mendalam yaitu Bundo berarti ibu dan Kanduang
berarti nyata atau benar. Dalam budaya matriarkal Minangkabau, kekuatan

perempuan secara simbolis diwakili oleh Bundo Kanduang.

Bundo Kanduang adalah sosok pemimpin perempuan di Minangkabau dan
sebagai mediator pribumi di Minangkabau, baik konsep dan peran Bundo Kanduang
terlihat dalam pembahasan filosofi historis Arnold Joseph Toynbee yang
berpendapat bahwa hubungan antara individu dan komunitas sebagai kesatuan
yang tak terpisahkan. Kehadiran Bundo Kanduang sebagai minoritas kreatif
yangterampil dalam masyarakat yang akan membawa perubahan menjadi lebih baik

dan berkembang.3*®

Dalam literatur sejarah minang disebutkan bahwa Bundo Kanduang adalah
sebutan bagi para pemimpin utama perempuan dalam suku Minangkabau yang
memainkan peran dalam memberikan pendidikan adat kepada calon pemimpin
suku atau adat. Mereka menjadi sumber kebijaksanaan tetapi tidak membuat
keputusan. Bundo Kanduang tidak berwenang tetapi diberi posisi resmi dalam

hirarki sistem politik adat Minangkabau. Bundo Kanduang sebagai sumber

38Benda-beckmann, Franz Von, and Keebet Von Benda-beckmann, 2012, “Identity
in Dispute: Law, Religion, and Identity in Minangkabau,” 1369.

39Alika Nurul Haqgi, 2017, “Konsep Bundo Kanduang Dalam Kebudayaan
Minangkabau: Perspektif Filsafat Sejarah Arnold Joseph Toynbee,”"Unpublished Master
Thesis, Universitas Gadjah Mada.
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kebijaksanaan, juga menjadi sumber keputusan dalam musyawarah pemutusan
suatu kasus oleh raja-raja Minangkabau.>®® Ini menunjukkan bahwa perempuan
Minangkabau memiliki peran penting dalam memutuskan sebuah kasus.

Perempuan Minang menduduki posisi strategis dalam masalah sosial.

Istilah Bundo Kanduang di Minangkabau juga bisa diartikan sebagai
perempuanutama. Jika ada ibu dari seorang mamak (paman) yang berdomisili
sebagai penghulu maka ibu penghulu yang disebut Bundo Kanduang, ia akan
menjadi perempuan teratas dalam masyarakat klannya. Peranan Bundo Kanduang
yang memiliki kekuatan lebih tinggi daripada penghulu menegaskan perannya
sebagai perempuan utama di lingkungan keluarga menjadi dominan dan juga ia
dapat menegur seorang penghulu ketika penghulu melakukan kesalahan dan
kesalahan. Sebagai perempuanutama bagi kaumnya, Bundo Kanduang
mengarahkan penyelesaian setiap masalah di lingkungannya, terutama adat istiadat

dan budaya yang ia harus diputuskan oleh penghulu.

Menurut Taufik Abdullah (1970), peran strategis perempuan Minangkabau
diposisikan sebagai Bundo Kanduang tidak hanya sebagai simbol abadi dari sistem
matrilineal Minang dalam struktur kerajaan patriarkal tetapi juga sebagai sumber
kebijaksanaan dan kebenaran. Pada tingkat implementasi kebijakan, sinergi dan
integrasi peran perempuan dimanifestasikan dengan berbagi peran dengan laki-laki.
Laki-laki yang menjadi penguasa adat dalam kenyataannya adalah eksekutor. Jadi,
dalam sistem kekerabatan Minangkabau, perempuan memiliki kekuasaan yang lebih
tinggi daripada penghulu (posisi tertinggi dalam adat yang dipegang oleh laki-laki)
di antara bangsanya. Pada orang Minangkabau, ia memiliki nagari, yang dikenal
sebagai tata kelola komunitas Minang yang terdiri dari tiga komponen inti (ulama,

ulama Muslim, cerdik pandai / intelektual dan penghulu adat / pemimpin adat), yang

3%0 Harlon, 2002, “Perempuan Minang Dalam Ranah Publik: Peran Bundo
Kanduang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Kecamatan Guguak
Kabupaten Lima Puluh Kota,” Unpublished Master Thesis, Universitas Gadjah Mada.
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disebut Tungku Tigo Sajarangan dengan Bundo Kanduang di bagian atas struktur.

Dalam operasinya, hal ini terkait dengan adat (adat) Minangkabau.3¢’

Dalam masyarakat Minangkabau, Bundo Kanduang digambarkan sebagai
pengambil keputusan yang kuat, bijaksana dan kuat3®?, menjadi anak-anak dan
pelindung keluarga pemegang tanggung jawab pemeliharaan martabat keluarga,
manajemen properti, pembangunan ekonomi, dan supproters nagari dan adat
basandi syara syara basandi kitabullah.*®3Ini adalah karakteristik yang kuat, tegas
dan anggun. Entah bagaimana pandangan ini terdengar maskulin, tetapi

demikianlah cara mereka mendefinisikannya.

Posisi sentralnya dalam kehidupan dan keberlanjutan klan dan suku, posisi
yang relatif sama dalam proses pengambilan keputusan dalam musyawarah
konsensus dalam rumah besar, dan kemungkinan menegakkan perwakilan
masyarakat dalam musyawarah masyarakat. Ini terlihat ketika musyawarah memilih
datuk (sesepuh adat) sebagai pemimpin di desa. Hak untuk memilih hanya

ditentukan oleh perempuan, laki-laki tidak diizinkan untuk memilih kandidat.

Dalam aspek warisan kekayaan, perempuan muncul sebagai orang yang
menghasilkan ahli waris untuk melanggengkan garis keturunan. Sementara paman
dari jalur lbu mengelola garis keturunan dan anggotanya. Perempuan memiliki
banyak hak dan kewajiban dalam sistem matrilineal. Beberapa hal utama yang
berkaitan dengan Bundo Kanduang adalah warisan mengikuti garis keturunan Ibu,
yang kedua bahwa penerima manfaat utama dari warisan, juga pemilik rumah dan

tanah. Seorang ayah harus membangun rumah untuk putrinya, bukan putranya.

3®TLaila Kholid Alfirdaus, 2016, “Social Solidarity Between Minangkabau and Chinesse
Ethnic Groups in Post-2009 Earthquake in Padang, West Sumatra, Indonesia: Transforming
Disaster Policy and Governance Framework, "Unpublished Ph.D Dissertation, Gadjah Mada
University, 16.

3®2Carol, "Gender Relations and Network...", 114.

*3Tengku Rika Valentina dan Roni Ekha Putera, 2007, “Posisi Perempuan Etnis
Minangkabau Dalam Dunia Patriarki Di Sumatera Barat Dalam Perspektif Agama , Keluarga
Dan Budaya,” Demokrasi VI(2): 17.
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Namun, ini tidak berarti laki-laki tidak mendapatkan perhatian dalam hukum adat,
tetapi karena alam telah memberikan lebih banyak kekuatan daripada

perempuan.3®

Menurut Alfirdaus dalam studinya tentang Bundo Kanduang menyebutkan
bahwa peran penting Bundo Kanduang sebagai referensi untuk budaya
matriarchalMinangkabau juga terkait dengan budaya raso paresosebagai
manifestasi dari rasa "keibuan”. Dengan demikian, Bundo Kanduang tidak hanya
tentang garis keluarga, tetapi juga nilai dan keyakinan serta psikologi sosialnya.
Menghormati orang lain, budaya tidak menyakiti, dan perhatian kepada orang lain

sangat terkait dengan karakteristik ibu dalam pengertian Bundo Kanduang ini.3%

Secara konseptual, perempuan memiliki status yang baik dalam sistem
matrilineal karena mereka memiliki hak waris yang lebih besar daripada laki-laki.
Asumsi ini akan menjadi argumen saya dalam memandang peran gender yang tidak
dapat dipisahkan dari konstruksi lingkungan dari peran perempuan dan laki-laki.
Dalam hal hak-hak perempuan, meskipun mereka kurang berperan dalam posisi
formal, tetapi mereka memiliki kekuatan politik informal yang besar. Kelayakan
keturunan dalam posisi, harus dengan persetujuan perempuan. Perempuan
Minangkabau dapat meningkatkan atau menurunkan para tetua yang berkuasa,
dapat menghadiri pertemuan adat, dan dapat mempengaruhi keputusan dewan.
Mereka memiliki kekuasaan sesekali atas pelaksanaan konflik dan negosiasi
perjanjian. Ketika penghulu meninggal, para perempuan mengadakan pertemuan
untuk memilih calon baru. Meskipun dalam masyarakat Minangkabau, laki-
lakimemegangsemuaurusan formal, tetapi kekuatan perempuan dilembagakan

dengan kuat.

*Dara Kartika Rahma, 2015, “Perubahan Sisem Pewarisan Dan Penguasaan Properti
Waris: Studi Pada Masyarakat Matrilineal Di Desa Lempur, Kerinci-Jambi.” Unpublished
Master Thesis. Universitas Gadjah Mada, 39.

Alfirdaus, “Social Solidarity Between Minangkabau ...", 72.
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Gambaran matrilineal tentang perempuan di Minangkabau menunjukkan
kekuatan dan bukan kelemahan perempuan itu sendiri. Posisi ekonomi perempuan
biasanya kuat, memberikan otonomi daripada ketergantungan. Dari penjelasanini,
gagasan matrilineal yang identik dengan kekuasaan di tangan perempuan di suku
Minangkabau menegaskan bahwa dalam budaya dan tradisi Minang, peran sentral

perempuan sebenarnya menjadi sangat potensial dalam masyarakat multikultural.

C. DILEMA PEREMPUAN MINANGKABAU DALAM MELESTARIKAN TRADISI
LOKAL

Deskripsi  sebelumnya telah menjelaskan bagaimana perempuan
Minangkabau di tengah masyarakat. Melalui sistem matrilineal dan peran Bundo
Kanduang, tradisi lokal dalam komunitas Minangkabau dapat menjadi potensi bagi
kehidupan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan. Konsep ideal normatif ini
ada dalam masyarakat Minang yang diyakini sebagai bagian dari kehidupan formal
sehari-hari mereka, terutama yang berkaitan dengan penanganan hal-hal adat
seperti perkawinan, pembangunan rumah, dan warisan tanah, kelahiran dan

kematian dan urusan sosial lainnya dari masyarakat.

Namun, sejak memasuki periode modern, tantangan terus bermunculan yang
membuat nilai-nilai sentral ini menurun. Dalam analisis penulis setidaknya ada dua
hal yang bisa dilihat sebagai penyebabnya. Yang pertama adalah kecenderungan
kekuasaan negara yang dominan dalam memperkenalkan Indonesia sebagai bangsa
yang multikultural. Yang kedua terkait dengan munculnya nilai-nilai Islam sebagai
nilai-nilai dibebaskan untuk ditafsirkan oleh segelintir orang termasuk elit agama

dan politik lokal terutama setelah adanya proses disentralisasi.
1. Kecenderungan Indonesia: Masyarakat Multikultural

Melihat kecenderungan peran perempuan yang mengalami subordinasi

dalam posisi non-formal, banyak cendekiawan yang menganggap bahwa nilai dan
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prinsip yang memainkan peran penting bagi perempuan.®®® Padahal, cikal bakal
sistem yang mendukung posisi perempuan dalam ranah sosial telah diprediksi
sebelumnya sebagai akibat penjajahan Belanda. Ward dan Edelstein (2009)
menegaskan bahwa etnis Minangkabau di Sumatra Barat ketika berada di bawah
pengaruh kolonial Belanda telah menunjukkan gejala-gejala inti yang menurun dari
nilai-nilai yang terkandung dalam sistem matrilieal ini. Poin penting yang dibahas
oleh Ward dan Edelstein adalah tentang kebijakan pemerintah Belanda yang bias
terhadap perempuan. Saat itu, hanya laki-laki yang dapat berpartisipasi dalam
politik formal dan nasional. Pemerintah Belanda yang mendirikan sekolah formal
ketika itu bersedia menyiapkan calon pegawai negeri. Dalam perencanaan,
pemerintah  kolonial Belanda mulai memberlakukan  peraturan yang
mempromosikan laki-laki sebagai pekerja dan perempuan sebagai ibu rumah
tangga.*®’ Diskriminasi terhadap perempuan melalui pendidikan membuat akses
pendidikan bagi perempuan terbatas. Dampaknya adalah berbagai program
pemerintah yang dipersiapkan untuk membuat akses perempuan sangat kecil

dibandingkan dengan laki-laki.

Pada titik ini, posisi perempuan pada umumnya di Indonesia tidak lagi dalam
posisi strategis. Ini karena beberapa posisi formal telah ditempati oleh laki-laki.
Diskriminasi yang berlarut-larut ini menyebabkan perempuan terpinggirkan dalam
peran utama mereka di sektor formal. Dalam konteks Indonesia, posisi posisi
strategis yang formal jarang diduduki oleh perempuan. Masalah ini terus menjadi

masalah sejak awal periode pemerintahan Soekarno hingga akhir orde baru.

Mengingat peran perempuan sangat minim di sektor formal. Dengan
demikian perkembangan politik di Indonesia setelah periode 1998 menandai

dimulainya perkembangan wacana baru dalam politik Indonesia. Sementara banyak

3%6Jufri, Martini, and C.W. Watson. 2007. “Decision-Making in Rural Households in
Kerinci and Minangkabau.” Indonesia and the Malay World, 26(74), 13-31.
3*"Ward and Edelstein, 2009, A World Full of Women, Mexico City: Pearson.
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sarjana menyambutnya dengan positif, ruang terbuka yang disediakan oleh
reformasi menambah cerita baru untuk diskriminasi terhadap perempuan di

Indonesia.3%®

Hubungan antara Negara dan pemerintah lokal yang menemukan
momentum baru setelah demokratisasi Indonesia pada tahun 1998. Pada waktu itu,
Negara memberi ruang bagi pemerintah lokal untuk menentukan dan
mendefinisikan budaya lokal mereka. Dalam konteks Sumatera Barat, sebagai salah
satu daerah dengan kekuatan dan identitas lokal yang dominan, isu posisi

perempuan antara negara dan adat menjadi dilema.

Sebuah pedoman pemerintah dari otoritas lokal menggambarkan cara di
mana masalah-masalah ini sering muncul. Pada awal 2001, sebagai tanggapan
terhadap Era Reformasi, mungkin ada perubahan paradigma budaya yang
menempatkan perempuan sebagai objek untuk menegaskan identitas Islam dan
adat dalam masyarakat Minangkabau. Selain itu, ada juga stagnasi dan bahkan
degradasi peran perempuan lokal di banyak sektor publik, termasuk politik. Seperti
umumnya dikaitkan dengan peraturan perempuan di ruang publik. arena yang
melihat masalah adalah tentang seksualitas perempuan, tubuh perempuan

khususnya yang telah menjadi isu yang mendominasi masyarakat multikultural 3

Indikasi pertama terkait dengan aturan hukum syariah. Di sini saya ingin
menyebutkan beberapa aturan seperti: 1) Peraturan Kabupaten Solok (Sumatera
Barat) Nomor 6/2002 tentang kewajiban mengenakan busana muslimah; 2) Walikota
Padang Instruksi (Sumbar) No 0451.442 / Binsos-lll / 2005 tentang kewajiban

mengenakan busana muslimah; 3) Peraturan Daerah Sumatera Barat No 11 Tahun

38Susan Blackburn, 1999, “Women and Citizenship in Indonesia,” Australian Journal
of Political Science 34(2): 189-204; Dewi Chandraningrum, 2007, "Unquestioned Gender
Lens in Contemporary Indonesian Shari'a Ordinances (Perda Syari'ah).” Al-Jamiah 45(2):
289-320; Kathryn Robinson, 2009, Gender, Islam and Democracy in Indonesia, New York:
Routledge.

*¥Linda Duits dan Liesbet van Zoonen, 2006, “Headscarves and Porno-Chic:
Disciplining Girls" Bodies in the European Multicultural Society,” European Journal of
Women'’s Studies Copyright 13(2): 113.
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2001 tentang pengurangan dan pemberantasan penyakit sosial; dan tidak jarang
dalam beberapa aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat
seperti banding untuk pembatasan kebebasan perempuan. Misalnya, di Kota
Padang, banding pemerintah daerah membatasi kegiatan perempuan yang tidak
dapat memasuki ruang publik setelah pukul 22.00 malam. Indikasi kedua terkait
dengan representasi perempuan dalam politik. Meski menganut budaya matrilineal,
pada kenyataannya perempuan di Sumatera Barat masih belum mendapatkan posisi
ideal di DPR. Di provinsi Sumatera Barat, representasi perempuan di parlemen dan
menunjukkan penurunan. Ini menunjukkan bahwa perempuan di Sumatera Barat

tidak mendapatkan kesempatan yang sama atas negara.
2. Konteks Minangkabau: Adat dan Islam

Tantangan berikutnya terkait dengan peran dan penguatan adat istiadat dan
Islam di Sumatera Barat sebagai dampak dari berbagai faktor, terutama
demokratisasi yang memungkinkan sinergi antara masyarakat lokal, pemerintah
daerah dan juga elit agama. Setelah periode demokrasi dan ditandai dengan
kebangkitan politik agama. Peran adat yang pernah ditentukan sepenuhnya oleh
masyarakat lokal mulai diambil alih oleh elit politik.3”° Ini tidak hanya terbatas pada
peran elit politik yang membawa isu-isu lokal di arena kontestasi Islam di legislatif,
tetapi juga terkait dengan kecenderungan untuk mendefinisikan makna Islam yang
sebenarnya dan otoritas otoritas Islam untuk menafsirkan pengajaran agama sesuai
dengan filsafat adat Minangkabau berdasarkan Islam.?”" Wacana penurunan peran
dan fungsi sistem matrilineal dalam masyarakat Minangkabau juga disebabkan oleh

faktor agama.3’? Di satu sisi masyarakat Minang mengadopsi nilai-nilai dan filsafat

370Salim, Delmus Puneri. 2013. “Islam, Politics and Identity in West Sumatra.” Journal
of Indonesian Islam 7(1): 96-118.

371Salim, “Islam, Politics”.

2Franz Von Benda-beckmann dan Keebet Von Benda-beckmann. 2012. “Identity in
Dispute: Law , Religion , and Identity in Minangkabau."Asian Ethnicity 13.4 (2012): 341-
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Islam tetapi juga filosofi ini sama dengan memegang teguh oleh masyarakat
Minangkabau menjadi dilema ketika mereka tidak dapat melepaskan fitur Islam

yang dipegang oleh mayoritas orang Minangkabau.

Dalam masyarakat Minangkabau, Islam juga mempengaruhi peran gender
dalam masyarakat. Sumber kekuasaan menjadi tersedia bagi laki-laki sebagai ahli
adat dan pemimpin Islam, yang tidak terbuka untuk perempuan.?’? Wacana ini
ditunjukkan oleh beberapa indikasi. Pengaruh agama yang mengatur otoritas laki-
laki adalah di atas perempuan, baik dari adat maupun pemerintah. Agama berdiri
sebagai adat, dan sebaliknya (Adat bersandi syarak, syarak bersandi kiabullah) yang
mengatur semua perilaku masyarakat setempat.

Misalnya, Hukum Islam memberikan porsi kecil bagi hak waris perempuan
kecuali sebagai |bu. Pada awalnya perempuan berada dalam posisi yang kuat
dengan kepemilikan warisan mereka. Tapi kemudian dengan masuknya ideologi lain
dan berbaur dengan adat setempat, membuat situasi menjadi tidak mungkin.
Pembagian kerja dapat tetap permanen dan tidak berubah, tetapi akses ke tanah
dan kontrol atas modal dari pekerjaan perempuan tidak lagi dikendalikan oleh
perempuan.

Dari sudut pandang hukum Islam, laki-laki memiliki kekuatan yang didukung
oleh adat, di mana pembuat kebijakan adalah sekelompok orang, yang menjadi
pemimpin agama dan pelindung desa dari gangguan luar. Adat dan agama menjadi
satu kesatuan yang membentuk hukum yang diterapkan di desa untuk mengatur
pola hidup masyarakat menjadi lebih teratur. Dengan adanya hukum adat, cara
hidup berdasarkan prinsip adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Ketika
adat justru dikuatkan oleh Islam, ada kecenderungan berdampak hilangnya akses

atas hak warisnya sendiri.

358.

33Benda-beckmann, “Identity in Dispute”.
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Hukum Islam mengajarkan untuk memberikan warisan yang lebih besar
kepada laki-laki daripada perempuan, sedangkan perempuan Minangkabau
memiliki warisan yang lebih besar daripada laki-laki. Titik temu antara adat dan Islam
membangun aturan baru dalam pembagian warisan sama antara laki-laki dan
perempuan. Dalam adat dan Islam, laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga yang
harus mendukung istri mereka, sementara perempuan harus menjaga keharmonisan
keluarga dengan tugas mengelola rumah tangga dengan baik. Termasuk anak-anak,
suami, sawah dan sawah. Perempuan tidak memiliki otoritas kerja di sektor formal,
seperti di pemerintah desa dan lembaga adat, di mana semua informasi yang masuk
ke desa dapat dipastikan melalui lembaga formal.

Uraian di atas menunjukkan paradoks antara etnis dan multikulturalisme
tentang isu perempuan di Indonesia. Di satu sisi, perempuan Minangkabau
menempati posisi dominan dalam adat dan budaya, tetapi di sisi lain, ketika
pemerintah daerah memberikan ruang untuk menentukan budaya lokal yang
dominan, mereka sering menempatkan perempuan sebagai objek untuk dominasi
patriarkal dalam konteks umum Indonesia. Ini adalah tantangan bagi perempuan
Minangkabau untuk menghadapi perubahan yang terjadi. Beberapa gejala
menunjukkan tidak adanya aktivitas yang dilakukan oleh perempuan Minangkabau
untuk memunculkan kembali organ-organ Bundo Kanduang. Hal ini disebabkan oleh
kebingungan yang dihadapi oleh perempuan Minangkabau dan juga disebabkaon
oleh goncangan budaya yang terjadi selama ini di daerah Minang yang dampaknya

berkelanjutan.

D. PENUTUP

Isu perempuan tidak lagi menjadi isu baru dalam diskusi saat ini di Indonesia.
Diskusi tentang perempuan begitu luas sehingga terkait dengan masalah
perempuan dalam konteks demokrasi di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang

mengakui pluralitas agama, budaya, kelompok etnis dan sebagainya tentu
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membutuhkan model manajemen keberagaman yang baik. Sebagai kesimpulan, di
bawah panji-panji menegakkan tradisi dan melestarikan budaya, beberapa praktik
budaya, beberapa keyakinan dan paradigma diadakan, secara serius meruntuhkan
martabat dan partisipasi perempuan dalam urusan publik (seperti politik). Seperti
dalam argumen Okin, Multikulturalisme yang lebih sensitif gender harus membuka
kekuatan ketidakadilan yang tersembunyi di balik hubungan kekuasaan dan
permainan antar aktor (kebanyakan laki-laki). Dalam konteks Indonesia,
meningkatkan kesadaran multikultural di antara orang-orang serta kemampuan
negara selalu dibutuhkan. Dalam konteks Sumatera Barat, tesis Okin menunjukkan
signifikansinya. Tidak hanya faktor budaya patriarki yang menundukkan peran
perempuan di sektor publik, tetapi juga dalam masyarakat yang mengikuti prinsip

matrilinieal, dilema semacam itu juga mendukungnya.

Saya melihat bahwa ada dua faktor yang menjadi penyebab utama dari hal
ini yaitu kecenderungan multikulturalisme Indonesia dan dilema Islam dan adat
istiadat di Minangkabau. Alasan pertama menegaskan bahwa dalam masyarakat
yang menganut prinsip multikultural, peran budaya patriarki yang terkonstruksi
terutama setelah adanya negara sejak lama menjadi tantangan utama ketika
diterjemahkan dalam konteks masyarakat lokal. Alasan kedua adalah pada
masyarakat Sumatera Barat, mereka lebih menekankan budaya daripada sebagai
agama. Budaya dikalahkan oleh agama. Agama relatif lebih berkembang daripada
adat. Agama yang masih dipahami sebagai proses yang dinamis justru
menyebabkan agama mengikis nilai-nilai budaya. Padahal agama tetap melekat
pada budaya mereka. Satu pandangan menyatakan bahwa Islam tidak sejalan
dengan modernitas. Pandangan ini sering mewarnai para pemikir Eropa yang
menganggap bahwa Islam mewakili pandangan atau narasi di mana umat Islam
dibentuk sebagai subyek non-modern. Pandangan ini tentu tidak dapat diterima
dalam konteks era postmodern saat ini. Sebagaimana Talal Asad berpendapat

bahwa agama harus dipahami sebagai konstruksi budaya masyarakat yang terus
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mengartikulasikan dan membentuk konsep dan gagasan baru yang selalu mampu

beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat.

Prinsip Bundo Kanduang dalam sistem matrilineal harus dibangkitkan lagi.
Beberapa tantangan ini telah cukup diminimalkan melalui kesadaran bersama antara
pemerintah, elit lokal dan agama serta masyarakat pada umumnya. Kekuatan Bundo
Kanduang dalam sistem matrilineal tidak hanya terletak pada kepemilikan basis
ekonomi kehidupan masyarakat Minangkabau tetapi juga harus menjadi kekuatan
yang mendorong peran perempuan yang lebih adil dalam masyarakat. Saya
berpendapat bahwa proses multikulturalisme yang dipaksakan memungkinkan para
cendekiawan termasuk elit lokal dan elit agama untuk menafsirkan budaya mereka
secara sewenang-wenang. Mereka lebih suka melihatnya sebagai kemunduran
budaya di mana lebih tepatnya yang terjadi adalah intervensi kelompok tertentu

untuk menentukannya.
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Abstract

This paper illustrates the socio-cultural, religious and political
dynamics of Indonesia as one of the countries with the largest Muslim
population in the world. The state is patriarchal which simultaneously
constructs the characteristics of limited space for freedom of religious
expression, especially for women. The research is based on the case of
the emergence of insults to a public figurefemalewho abandoned her
religious attributes, causing massive social upheaval. Releasing the 'veil’
which incidentally has been alluded to as a mandatory attribute of Muslim
women by several Islamic religious texts, has reaped the pros and cons
among Indonesia's middle class society. In this context, the State has the
authority as a mediator without politicizing cases with religious
background fairly. The findings of this study, namely the use of religious
bases as a tool to spark divisions in public space, are common in
Indonesia. Some sensitive cases in the 'SARA' category to light cases such
as religious expression need to be anticipated in order to maintain
security stability and support the progress of the Indonesian state
towards modernity and tolerance. Hijab as a symbol of devotion as well
as under the authority ofcountries religious with a patriarchal system is a
contradictory thing for a secular state that is actually more humanistic. In
addition, headscarves are a product of modernization and
industrialization in Indonesia which are deliberately reproduced for the
benefit of capitalism, this is a veiled interest by supporting and echoing
the law of women's veiling obligations through various media as
patriarchal authorities simultaneously.
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Authority.

Abstrak

Tulisan ini mengilustrasikan dinamika social-budaya, agama, dan
politik Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk Muslim
terbesar di dunia. Negara bersifat patriarki yangsekaligus mengkonstruksi
karakteristik ruang terbatas kebebasan ekspresi beragama, khususnya
bagi perempuan. Penelitian berdasarkan kasus munculnya penghinaan
kepada seorang public figure perempuan yang menanggalkan atribut
keagamaannya sehingga menimbulkan kegaduhan sosial secara massif.
Melepas 'jilbab'yang notabene telah disinggung sebagai atribut wajib
muslimah oleh beberapa teks agama Islam, telah menuai pro dan kontra
di kalangan masyarakat menengah Indonesia. Dalam konteks ini, Negara
mempunyai otoritas sebagai penengah tanpa memolitisasi kasus berlatar
keagamaan secara adil. Penemuan penelitian ini yaitu pemanfaatan basis
keagamaan sebagai alat menyulut perpecahan di ruang publik umum
terjadi di Indonesia. Beberapa kasus sensitif kategori 'SARA" hingga kasus
ringan seperti ekspresi beragama perlu diantisipasi demi menjaga
stabilitas keamanan serta mendukung kemajuan negara Indonesia
menuju modern dan toleransi. Jilbab sebagai simbol untuk ketaqwaan
sekaligus dibawah otoritas negara religious dengan sistem patriarki
merupakan hal yang kontradiktif untuk negara sekuler yang justru lebih
humanistic. Selain itu, jilbab merupakan produk modernisasi dan
industrialisasi di Indonesia yang sengaja terus menerus direproduksi
untuk kepentingan kapitalisme, ini adalah kepentingan terselubung
dengan mendukung dan menggaungkan hukum kewajiban berjilbab
perempuan melalui berbagai media sebagai otoritas patriarki secara
simultan.

Kata kunci: Perempuan, Atribut Keagamaan, Imajinasi Sosial, Otoritas
Patriarki.
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A. Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu negara pemeluk agama Islam terbanyak di dunia
merepresentasikan wajah Muslim secara umum. Banyak fenomena sosial mewakili
kehadiran keagamaan Islam di Indonesia. Akhir-akhir ini terdapat kelompok Muslim
yang ingin mendeklarasikan Indonesia menjadi negara Islam serta menjadikannya
sebagai sebuah agama resmi negara (an official state religion), yaitu Islam di
Indonesia dengan tatanan khilaf ah3’4. Terdapat dinamika yang menjadi gejolak
penolakan ide khilafah yang dibawa organisasi ekstremis dengan alasan akan
menggoyahkan ideologi Pancasila dan mengaburkan identitas Indonesia ‘Bhineka
Tungga lka'. Masyarakat nasionalis bersama pemerintah saling mendukung untuk
menghentikan ide negara khilafah Islam3’>. Maka dari itu, pengkajian ulang
Pancasila dengan asas demokrasi dan toleransi saat ini sedang terus ‘digodog’ dan
didengungkan agar bangsa Indonesia meningkatkan toleransi antar umat beragama

dan kembali kepada persatuan.

Toleransi antar umat beragama yang merujuk pada persatuan sangat penting
untuk bangsa Indonesia. Sebab, kekayaan bahasa, suku bangsa, agama, ras dan
antar-golongan (SARA) di Indonesia sebuah keniscayaan yang tidak dapat
dipungkiri. Disimbolkan dengan slogan Bhineka Tunggal lka yang seharusnya
diingat betul-betul oleh masyarakat Indonesia. Bukan hanya itu, implementasinya
juga harus sampai secara holistic dari grassroot level hingga pemerintahan pusat.
Hal ini dilakukan untuk mencegah banyaknya fenomena yang mencoba

6

memecahkan persatuan negara Indonesia®’®. Inilah yang menjadi dilematis

374 hsanudin. Hakim: HTI Terbukti Ingin Mendirikan Negara Khilafah di NKRI. Kompas. Diakses
dari https://nasional.kompas.com/read/2018/05/07/15542341/hakim-hti-terbukti-ingin-
mendirikan-negara-khilafah-di-nkri. (Pada 20 November 2018, Pukul 21.09 WIB).

3%|syana Artharini. Lebih dari 90% orang Indonesia dukung penolakan HTI dan ISIS. BBC
Indonesia. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40153060. (Pada 20 November
2018, Pukul 21.24 WIB)

376Maman Harun. Pancasila untuk Indonesia, Khilafah untuk Kehancuran Bangsa. Bali Express.
Diakses dari https://baliexpress.jawapos.com/read/2018/11/06/102204/pancasila-untuk-indonesia-
khilafah-untuk-kehancuran-bangsa. (Pada 20 November 2018, Pukul 21.29 WIB)


https://nasional.kompas.com/read/2018/05/07/15542341/hakim-hti-terbukti-ingin-mendirikan-negara-khilafah-di-nkri
https://nasional.kompas.com/read/2018/05/07/15542341/hakim-hti-terbukti-ingin-mendirikan-negara-khilafah-di-nkri
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40153060
https://baliexpress.jawapos.com/read/2018/11/06/102204/pancasila-untuk-indonesia-khilafah-untuk-kehancuran-bangsa
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Indonesia karena suku bangsa yang besar menjadikan dinamika kultural, social, dan
politis masih rentan jika disulut oleh isu-isu yang sensitif terutama isu mayoritas-
minoritas. Contoh kasus di atas akan mengantarkan kita kepada hal yang lebih
spesifik lagi yaitu mengenai kebebasan pengenaan atribut serta ekspresi keagamaan

di Indonesia dalam sistem patriarki.

Isu keagamaan dalam pemerintahan vyang bersifat patriarki akan
berhubungan langsung dan atau tidak langsung secara struktural-berlapis.
Bentuknya dapat berupa kebijakan, dukungan teks misoginis, fanatisme kelompok
ekstremis, tren keagamaan, hingga komoditas kapitalisme. Sebagaimana yang telah

dijelaskan oleh Merchant®”’

pemerintahan negara dengan sistem patriarki memiliki
kesamaan dengan sistem yang dibangun oleh kapitalisme. Dengan kata lain,
kapitalisme juga menggunakan sistem patriarki untuk komodifikasi tubuh
perempuan. Maka dari itu, sistem patriarki bersinggungan secara langsung maupun
tak langsung dengan kehidupan manusia secara berlapis dan struktural hingga
manusia tidak menyadarinya. Dalam kasus komodifikasi perempuan, sistem patriarki
berkembang semakin pesat melalui bisnis perdagangan, media dan teknologi. la
berkembang dengan massif melalui media dan teknologi dan sekaligus mendukung

peradaban manusia menuju ke arah modern. Tidak dapat dipungkiri, perkembangan

peradaban ini juga berpengaruh pada kehidupan keagamaan manusia.

Peran media dan teknologi dalam konteks keagamaan mampu
menyumbangkan kontribusi besar pada perubahan pola dakwah yang tidak jauh
dari imbauan pengenaan atribut sekaligus ekspresi keagamaan. Dalam konteks ini,
Merchant menegaskan bahwa perempuan telah menjadi komoditas utama sebagai
konten hingga objek kapitalisme®"8 yang tidak lain adalah dakwah itu sendiri. Hal ini

dapat dilihat dari persaingan media dakwah Indonesia dengan menampilkan

37Carolyn Merchant, Radical Ecology: The Search for a Livable World, New York & London
Routledge, 2005, 110.
38bid, 111.
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berbagai public figure secara kontrak dan bergantian hingga memunculkan bintang-
bintang pendakwah baru yang disebut sebagai ustadz gaul. Tidak hanya itu, mereka
juga hadir dengan konten yang lebih modern dan kreatif. Pengayaan perspektif ke-
Islaman dari berbagai sumber seharusnya memberikan angin segar terhadap hal-
hal baru dalam mengedukasi masyarakat. Namun, sangat disayangkan mereka
membawa konten yang ringan dan cenderung membuat rasio salah-benar dalam
dakwahnya. Pada faktanya edukasi instan yang diberikan tak jarang menimbulkan
kontroversial dan bahkan menjerumuskan serta meruncingkan perbedaan. Hal ini
disebabkan kurangnya pembahasan sumber yang mendalam dan bermakna secara
filosofis untuk kehidupan manusia sehingga cenderung memberikan pengetahuan

yang dangkal.

Konteks dakwah dengan dukungan teks misoginis yang paling dekat dengan
permasalahan dalam tulisan ini adalah referensi penggunaan jilbab sebagai salah
satu atribut keagamaan. Referensi tersebut dipergunakan oleh sebagian besar
pelaku pasar untuk mengembangkannya sebagai mode fashion di kalangan
masyarakat menengah Indonesia®’®. Akhirnya, kontribusi penting kombinasi antara
peradaban modern, dakwah ustadz gaul, media, teknologi dan pelaku pasar tentang
ekspresi beragama adalah menampilkan “wacana” menjadi muslimah yang anggun
dengan mengenakan atribut agama yang lengkap sesuai anjuran kitab suci.
Kombinasi relasi dari berbagai pihak terkait dalam wacana tersebut utamanya telah
dikonstruksi oleh pelaku pasar atau kapitalis. Penggiringan wacana inilah yang
biasanya disebut oleh Lyotard sebagai narasi besar agar diagungkan banyak orang.
Sangat perlu adanya kecermatan untuk mengidentifikasi konstruksi sosial di ruang
publik yang muncul dari media massa®°. Contoh lainnya yang dapat menjadi refleksi

adalah kehadiran iklan produk kecantikan bertema “halal”, konstruksi hijab

3Nancy J Smith Hefner, Javanese Women and the Veil in Post-Soeharto Indonesia, The
Journal of Asian Studies, 2007, 389.

380)urgen Habermas, The Public Sphere: An Encyclopedia article (1964). New German Critique,
1974, 54.
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travelling, jilbab instagrammable, hingga gaya hidup syar'i serba menutup tubuh

dengan pakaian besar.

Fokus artikel ini membahas tentang imajinasi sosial perempuan Muslim di
ruang publik. Bagaimana perempuan Muslim seharusnya hidup di ruang publik dan
bagaimana respon sosial yang telah terkonstruksi dalam ekspresi beragama dalam
sistem patriarki. Berkaitan dengan kasus public figure Rina Noose yang
menanggalkan jilbab nya merupakan salah satu contoh respon negatif publik
terhadap keharusan Muslim untuk tetap berjilbab di ruang publik. Penulis akan
melihat hubungan diskriminasi pengenaan atribut keagamaan oleh perempuan
muslim dengan diperkuat oleh adanya media, dalam konteks perkembangan
identitas keagamaan dalam kehidupan modern. Terkait dalam sistem patriarki yaitu
pembahasan mengenai perbedaan perlakuan dan pengakuan pada gender yang

berbeda yaitu terhadap kaum perempuan dan laki-laki di bawah batasan agama3®'.

B. Agama dalam Otoritas Indonesia oleh Kepemimpinan Patriarki

Indonesia memang salah satu negara dengan jumlah Muslim terbesar di
dunia, namun tetap saja jumlah tersebut ada tidak di semua wilayah kepulauan
Indonesia. Terdapat beberapa pusat wilayah yang menjadi penghuni Islam
terbanyak misalnya di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, bahkan Muslim di Jawa
terbagi menjadi tiga sub kategori. Menurut Geertz, ketiga macam Islam di Jawa
meliputi santri, abangan dan priyayi*®. Ketiga kelompok tersebut dibedakan atas
dasar tingkat pemahaman praktik ritual keagamaan dalam sehari-hari dan tingkat
strata sosial yang mencirikan golongan masyarakat miskin maupun golongan kaya.

Pembagian tersebut telah ada sejak dahulu sebelum Geertz meneliti Indonesia.

381pew Research Center. On Gender Differences, No Consensus on Nature vs. Nurture,
Americans say society places a higher premium on masculinity than on femininity. Diakses dari
www.pewsocialtrends.org/2017/12/05/on-gender-differences-no-consensus-on-nature-vs-nurture/
(Pada 13 December 2017, Pukul 21.30 WIB)

382Clifford Geertz, Agama Jawa: abangan, santri priyayi dalam kebudayaan jawa, Depok:
Komunitas Bambu, 2014.
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Geertz menekankan kembali pembagian Islam secara umum di Pulau Jawa sebagai
representasi Muslim Indonesia®® Terdapat kejanggalan dalam pembagian tiga
konsep Muslim tersebut, dikotomi Santri dan Abangan itu setara dan dapat
dibandingkan sebagai oposisi biner sedangkan Priyayi merupakan konsep
stratifikasi sosial. Walaupun begitu, penulis tidak ingin membahas ketiga konsep
tersebut, penulis hanya ingin mengatakan bahwa adanya konsep santri dan abangan
tersebut bermula dari penyerapan reifikasi Islam di tanah Jawa yang masih sinkron
dengan kebudayaan Hindu-Jawa secara sinkretis yaitu abangan. Sedangkan santri
merupakan manifestasi dari ketaatan menjalankan ritual ibadah agama Islam sehari-
hari serta menjadikan ke-Islaman sebagai tujuan utama kehidupan dan
meneladaninya sebagaicara hidup (way of life). Jadi, pembagian keagamaan serta
sub-agama tersebut ada karena keberpihakan negara terhadap “world religion” yang
mengharuskan masyarakat memeluk salah satu dari enam agama yang diakui secara
resmi di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Lalu
bagaimana nasib dan eksistensi people of indigenous religion? Penganut agama
kepercayaan selama bertahun-tahun telah kehilangan haknya sebagai WNI. Dan
tentunya rekognisi untuk agama indigenous people di KTP telah melegakan dari
sekadar menjadi abangan. Mereka sebagai penganut agama kepercayaan perlahan

diakui sebagai WNI dan ‘seharusnya’ akan mendapatkan hak tanpa diskriminasi lagi.

Terlepas dari keanekaragaman agama dikotomi antara rekognisi world
religion dan indigenous religion, bagaimana posisi dan peran negara menanggapi
keberagaman dan implementasi keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagaimana kita tahu bahwa negara merupakan manifestasi dari kepemimpinan
patriarki dengan bukti kepemimpinan ditangan laki-laki lebih mendominasi di
Indonesia. Tidak jarang pula peraturan dan kebijakan yang dibuat banyak yang bias

gender, terlebih jika mengacu pada teks keagamaan. Hal ini akan berkontribusi

383Sebutan atau wacana atau narasi tentang Jawa dan Luar Jawa juga muncul, ide tersebut
berasal dari Clifford Geertz pada waktu itu.
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sebagai narasi besar mempengaruhi kehidupan keseharian beragama di Indonesia
yang cenderung ikut-ikutan patriarki, sehingga menjadi tradisi yang umum untuk
dilakukan. Begitu pula dalam masa peralihan masyarakat yang lebih maju, segala
aspek kehidupan di ruang publik diatur sedemikian rupa untuk menuju arah

modernisasi.

Untuk membedakan ruang publik sebagai otoritas pemerintah, Warner
menjelaskan bahwa ‘a public’ adalah beberapa hal yang lebih penting dalam
pembangunan ke arah modern dalam konteks sosial dan bersifat sudah ada.
Sedangkan'the public’ adalah sejenis totaltas sosial yang secara general
diorganisasikan sebagai bangsa, kesejahteraan, kota, negara dan berbagai hal yang
menyangkut masyarakat®®*. Jika diterapkan dengan tepat, segala peraturan dan
strategi kepemimpinan ini menawarkan kemajuan di zaman modern. Hal tersebut
diinisiasi oleh sebagian besar pemimpin negeri dengan slogan membuka akses
offline maupun online untuk memperoleh persemakmuran di ranah a/the public.
Implikasinya terkadang cenderung menghasilkan ide-ide pro kontra karena masing-

masing pihak pemimpin berdiri sebagai politisi.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat pada tahun-tahun terakhir ini berada pada usaha
ekonomi kreatif Indonesia®®. Jadi bukan hanya pemerintah yang menjalankan
programnya secara struktural secara politis, namun masyarakat secara luas juga
dapat berkontribusi menawarkan ide sebagai revolusioner di ranah swasta. Dalam
pengembangan usaha ekonomi kreatif ini contohnya, pemanfaatan sumber daya

manusia muda untuk mengembangkan blog, vlog, youtube, ataupun berbagai

384Michael Warner, Publics and Counterpublics, Public Culture, 2002, 49.

35Adinda Pryanka, Ekonomi Kreatif Diharapkan Jadi Model Ekonomi Baru Indonesia,
Republika, Diakses dari https://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/10/23/ph1pym423-
ekonomi-kreatif-diharapkan-jadi-model-ekonomi-baru-indonesia. (Pada Tanggal 20 November
2018, Pukul 21.41 WIB).
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kreativitas berdasarkan pengembangan media, teknologi, dan informasi3®®.
Perkembangan ini tidak lain juga dipengaruhi oleh globalisasi yang mempermudah
masuknya akses informasi dari berbagai sumber belahan dunia tanpa terhalang
batas negara. Perkembangan teknologi informasi 4.0 juga telah berkontribusi besar
terhadap masifnya informasi khususnya dalam pergerakan agama di Indonesia.
Tidak dapat dipungkiri bahwa industrialisasi juga masuk untuk menawarkan
berbagai atribut sebagai pelengkap beragama (meskipun hanya simbol) yang juga
dibantu oleh kecepatan teknologi informasi 4.0. Fasilitas dari industri ini juga
notabene salah satu pendukung tumbuhnya kapitalis, kemasan dakwah kreatif
merupakan salah satu metode baru dalam perkembangan revolusi industri
keempat®®’. Jadi, menurut hemat penulis motor penggerak kehidupan beragama di
sini bukan hanya dari ahli agama, pemerintah, namun juga dari bidang Industri

sebagai pelaku pasar.

Sebagai pelopor dan juga konsumen industri, hal tersebut berkaitan dengan
eksistensi anak muda pemeluk berbagai agama khususnya Muslim. Mereka
mempunyai peran penting yang sangat dibutuhkan untuk mendukung
pembangunan di Indonesia maupun mengkritisi fenomena sosial yang berasal dari
isu agama yaitu intoleransi, marginalisasi, diskriminasi hingga pembullian beda
agama. Begitu pentingnya hubungan agama, media dan ruang publik untuk
membangun Indonesia dengan cerdas dan kritis untuk kesejahteraan. Berikut
penjelasan dari Meyer (2006) mengenai pemanfaatan media dalam dakwah religius:

“The new technological possibilities of cassettes, radio, television, and the

Internet may be understood by religious leaders or followers as linking up
smoothly with existing religious concerns, such as the wish to spread religion to

386Merlyna Lim, Life Is Local in the Imagined Global Community: Islam and Politics in the
Indonesian Blogosphere, Journal of Media and Religion, 2012, 127.

3877aki, Revolusi Industri Ke Empat, Dakwah Harus Lebih Kreatif, BHP UMY, Diakses dari
http://www.umy.ac.id/revolusi-industri-ke-empat-dakwah-harus-lebih-kreatif.html (Pada Tanggal 20
November 2018, Pukul 23.00 WIB)
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the outside world or to offer a prosthetic device for particular religious
practices "%

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa media dapat meningkatkan pembangunan
manusia lewat media dakwah yang telah dikembangkan bersama pemimpin
keagamaan dengan para pengikutnya agar lebih nyaman ketika menyebarkan ajaran
Islam. Namun, perlu dicatat bahwa pembelajaran melalui media juga belum cukup
menjamin keamanan serta ketepatan konten yang diberikan oleh pengunggah.
Perlu kecermatan dalam menyaring berita lewat media, sekalipun tujuannya adalah
edukasi. Sebab, dalam konteks keagamaan kita tidak tau siapa otoritas yang benar,
“The adoption of the mass media, although suitable for the spread of religious ideas,
raises important questions concerning the maintenance of religious authority”3%. Jadi,
menurut penjelasan Meyer, adopsi penggunaan media massa untuk menyalurkan
ide, konsep ataupun ajaran agama harus tetap diperhatikan dengan ketat, karena
pasti ada otoritas yang menjadi penggerak regulasi informasi tersebut.
Kesimpulannya adalah tidak semua yang disiarkan oleh media masa itu tepat
sasaran, oleh karena itu perlu adanya pengawasan atas keberpihakan media dalam
menyalurkan informasi, seperti konteks politisasi terselubung ataupun atas
kepentingan pihak-pihak tertentu yang dapat merugikan masyarakat secara etika.
Smith menegaskan bahwa:

“I will explore the relationship between media and publics via four interactions

religious publics exerting influence on the the public; media products and process

influencing publics and subpublics; governments attempting to influence the the

public and religious public; and finally, religious publics attempting to use the
secular media to influence themselves>%°.

Smith memformulasikan empat bentuk pendekatan pengamatan terhadap
kemunculan agama di media, bisa jadi hal tersebut memang tujuan mulia dari

agama yang terafiliasi dengan dampak positif, namun bisa jadi pula penayangan

388Bjrgit Meyer and Annelies Moors, Religion, Media and the Public Sphere, USA: Indiana
University Press, 2006, 11.

389bid, 9

3%0Joyce Smith, Public, 150-151
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unsur keagamaan di media massa mempunyai target pasar yang harus ditaklukkan.
Sehingga terdapat formulasi ketiga, yaitu dari pihak government yang menjadi
aktornya dan pada akhirnya religious in public’'s yang dimotori oleh media sekuler

untuk kepentingan politisasi tertentu.

C. Perempuan di Era Patriarki Modern

Permasalahan modern dipandang menggunakan kacamata agama berkaitan
dengan permasalahan konektivitas melalui media, yaitu menyebarnya public figure
secara massif dan produktif di Indonesia. Salah satunya adalah isu Rina Nose®",
seorang public figure wanita, dia memang bukan seorang daiyah ataupun hafidz
qur'an. la adalah seorang artis perempuan Indonesia sekaligus presenter terkenal
yang dahulunya tidak mengenakan jilbab dan sejak tahun 2016 memutuskan untuk
mengenakan jilbab. Hanya satu tahun memakai jilbab, pada tahun 2017 ia
menanggalkan jilbab nya dengan alasan tidak jelas, sebab ketiadaan klarifikasi
secara langsung dari Rina Nose. Hal tersebut yang membuat kecaman dari warga
masyarakat Indonesia, selama berminggu-minggu media massa Indonesia
menampilkan berita tentang Rina Nose dengan respon dari berbagai pihak
masyarakat untuk menanggapi keputusan Rina Noose. Hampir lebih dari 80%
masyarakat Indonesia merespon negatif, mengecam dan membulli Rina Noose serta
memberikan label kepadanya sebagai seorang kafir’®?. Yang menjadi pertanyaan
penulis adalah seberapa besar pengaruh doktrin agama dalam menguji jilbab untuk

perempuan? Memang dalil yang diberikan sangatlah kuat, namun hal ini terlepas

391Anita K Wardhani. Rina Nose Bikin Netizen Syok, Keputusannya Melepas Jilbab Jadi
Trending Topic. Tribunnews. Diakses dari http://www.tribunnews.com/seleb/2017/11/10/rina-nose-
bikin-netizen-syok-keputusannya-melepas-jilbab-jadi-trending-topic?page=2. (Pada 20 November
2018, Pukul 21.54 WIB).

392Tribunjateng. Ada Kata Pindah Agama, Baptis, Kafir di Surat Rina Nose? Tak Tahan Deddy
Corbuzier Mengungkapnya. Diakses dari http://jateng.tribunnews.com/2017/11/29/ada-kata-
pindah-agama-baptis-kafir-di-surat-rina-nose-tak-tahan-deddy-corbuzier-mengungkapnya. (Pada
20 Noveber 2018, Pukul 22.09 WIB).
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dari keadilan hak asasi manusia dan hak untuk menjadi manusia. Selain itu, mengapa
ini menjadi permasalahan yang sangat besar, berbeda ketika seorang wanita biasa
yang yang melakukannya, atau lebih parah jika seorang lelaki tanpa mengenakan
atribut apapun dalam keseharian, apa yang membedakan untuk perolehan hak asasi
manusia? Jangan-jangan memang hak asasi di Indonesia sangat mahal, sehingga
siapapun tidak akan memperoleh penghormatan kecuali dengan prestasi yang

bernilai agamis? Ataupun sekuler?

Pendapat dari kaum feminis tentang hubungan kerjasama antara perempuan
dengan agama adalah seperti yang ditegaskan oleh Muller and Callaghan (2013)
bahwa”...pertain to the relationship between feminism and religion and, in doing so,
they suggest a diverse range of means by which that relationship might be
reconceived”3. Hubungan kerjasama antara kedua pihak yaitu agama dengan
perempuan dalam kasus ini adalah tentang komodifikasi agama dengan politisasi
public figure dalam acara entertainmen. Sesuai dengan kesimpulan dari kaum
feminis, bahwa makna agama Islam sendiri blur dan kurang humanis untuk
perolehan hak asasi manusia. Terkait dengan komodifikasi perempuan dalam media
untuk mewakili agama juga telah dideskripsikan dengan baik oleh Hasan (2009),
“Islam appears to be no longer simply a set of rituals, beliefs and doctrines, but it is
also a symbolic commodity relevant to social class demands for lifestyle, modesty and

enjoyment"3%

. Kemunculan Islam di dunia modern saat ini bukan perkara tentang
ritual, kepercayaan sepenuhnya dengan hati dan kerendahan hati, namun lebih tren
dengan mode pakaian, mode hijab, mode atribut yang harus dikenakan oleh para

perempuan dan laki-laki Muslim.

Sebenarnya sumbangan aling besar dalam membentuk Muslim menengah

Indonesia saat ini adalah iklan produk sebagai alat komodifikasi. Perempuan sengaja

3%3Nadine Muller and Claire O’'Callaghan, The Year's Work in Critical and Cultural Theory, The
English Association, 2012, 39.

3%4Noorhaidi Hasan, The making of public Islam: piety, agency, and commodification on the
landscape of the Indonesian public sphere, Cont Islam. 2009, 241.
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digunakan sebagai objek komodifikasi yang kebetulan sesuai dengan anjuran
agama Islam. Penekanan dari Hasan (2009) bahwa:
“The intimate relationship between commodification and consumption require
the mediator that can act as the bridge that communicates and interlocks the
interest of both producers and consumers. To introduce their products to a broad
market, producers need to use the media, whereby consumers become aware of

their products. Frequently, media plays a crucial role in dictating market
tendencies, by mainstreaming certain fashion and lifestyle trends"3°°

Jadi, tujuan komersialisasi atribut agama dibalik kewajiban dari agama tersebut telah
dibangun melalui social imaginary terkait dengan narasi Muslim secara ideal. Maka
dari itu, kehadiran industri media sebagai alat yang sangat krusial untuk menarik
minat dan keinginan masyarakat. Kapitalis sengaja menumbuhkan human desire
untuk menjadi Muslimah ideal di zaman modern dengan berkolaborasi
“memperkerjakan” aktris menjadi seorang model pakaian atau atribut Muslim
modern. Dengan menggelitik, maka tayangan iklan dari model Islam ideal bisa jadi
hanya bentukan kapitalis dengan jargon “walaupun menutup aurat namun tetap

modis”.

Pakaian khas perepuan Indonesia pada zaman dulu sebelum kedatangan
Islam hingga awal tahun 1990an tidak sarat dengan nilai-nilai ke-Islam an. Bisa jadi
ini merupakan langkah maju menjadi Indonesia modern.Namun jika benar begitu
maka perlu diperhatikan ketiga variable untuk alat analisis. Petama, variable
ketaatan setelah dan sebelum memakai baju panjang; kedua, keterlibatan media
yang dimotori oleh kapitalis; dan ketiga, simbol modernisme. Dari ketiga variabel
tersebut apakah terdapat otoritas yang menyatakan bahwa makna beragama jauh
lebih terasa dan kedekatan bersama Tuhan lebih nyata? Jika tidak, maka sepertinya
Muslim Indonesia hanya mementingkan perubahan atribut secara fisik untuk ritual
dengan bumbu modernitas. Maka di sinilah yang merujuk pada perkembangan

liberalisme agama hanya dengan mengenakan atribut tanpa mendalami nilai-nilai

3%ibid, 243.
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yang terkandung dalam agama tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Meyer (2006),
“Commercialization and liberalization of the media give rise to new forms of
entertainment that entail a repositioning of both the state and the religions
represented™®®, yaitu komersialisasi yang menuruti segala keinginan menjadi
seorang muslim secara ideal. Meyer melanjutkan “which adopts the perspective of
neoliberal capitalism and asserts that “this is what the people want,” thereby becoming
apologetic of commercialization and liberalization of the media”. Maka dari itu, telah
jelas apa yang dimaksud melalui analisis Meyer, bahwa kita perlu waspada masuknya
produk-produk kapitalis tersebut dengan kesempatan tren ustadz gaul dan budaya
atribut keagamaan tanpa dibarengi implementasi kuat nilai agama merupakan

bentuk dari liberalisasi masyarakat modern.

D. Social Imaginari Perempuan Muslim di Sistem Patriarki

Terlepas dari permasalahan komodifikasi perempuan di public sphere dengan
domain politik dan modernisasi, maka yang perlu kita cermati kemudian adalah
kehadiran social imaginary. Implikasinya yaitu suatu sikap sosial yang bertujuan
untuk mendefinisikan keinginan manusia secara modern. Tylor mengatakan bahwa
permasalahan terbesar adalah pada kata modern itu sendiri,

“The number one problem of modern social science has been modernity itself. By
modernity | mean that historically unprecedented amalgam of new practices and
institutional forms (science, technology, industrial production, urbanization), of
new ways of living (individualism, secularization, instrumental rationality), and

of new forms of malaise (alienation, meaninglessness, a sense of impending
social dissolution™®’

Tylor mendeskripsikan bahwa keadaan yang disebut dengan modern secara

historis tidak terprediksi dan tergabung atau tarakulturasi antara praktik budaya

3%Birgit Meyer and Annelies Moors, Religion, Media and the Public Sphere, USA: Indiana
University Press, 2006, 16.
397Charles Tylor, Modern Social Imaginaries, Public Culture, 2002, 91.
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manusia baru dan pembagian aspek kehidupan berdasar kemunculan sains hingga
permasalahan sosial yang menimbulkan ketidaksertaan makna dan peminggiran
manusia. Hal ini yang kemudian dihubungkan dengan keadaan keagamaan di
Indonesia, sebenarnya goal dari keinginan menuju kepada masyarakat modern
dipengaruhi oleh berbagai faktor, lalu identitas apa yang diinginkan untuk
menggambar paradoks masyarakat modern dengan keadaan keagamaan di
Indonesia, apakah benar kemampuan secara ekonomi dengan cover atribut lebih

diutamakan daripada kemampuan pendekatan diri terhadap Tuhan?

Penjelasan dari Tylor tentang modern social imaginaries ini menjadi patokan
untuk memprediksi goal kehidupan sosial masyarakat modern yang menurut Tylor
bentuk dari social imaginary di support oleh perkembangan Western modernity*%,
idenya ini tidak terlepas dari konsep Imagined Community, yaitu tentang
konektivitas yang membebaskan manusia dari kemiskinan melalui aksi keagamaan

secara ekonomi modern3??

. Menurut Taylor, hipotesis dari pusat Western Modernity
adalah konsep baru dari moral order society, dengan fokus perkembangan bentuk-
bentuk masyarakat tertentu sebagai karakteristik modernisasi, yaitu the market
economy, the public sphere, the self-governing people, among others*®. Tujuan utama
di sini adalah sebagai penguatan moral manusia menjadi lebih baik di tiga bidang.
Jadi, terkait dengan keagamaan, kita akan gagal menjadi